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1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).  

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). 
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KATA PENGANTAR 
 
 

Salah satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah 
membayar pajak. Pembayaran pajak dari masyarakat merupakan salah satu 
sumber pendapatan negara dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran 
negara. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang 
mekanisme dan jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban setiap warga 
negara.  

Saat sekarang ini, permasalahan-permasalahan perpajakan tentang 
kasat kusut WP disetiap akhir tahun, pembayaran denda dan sanksi 
perpajakan lainnya, dan penyegelan serta penyitaan aset. Salah satu dari 
sekian alasan dari wajib pajak adalah pengetahuan tentang perpajakan yang 
masih minim.  

Perpajakan merupakan ilmu pengetahuan yang bersumber dari 
Undang-Undang dan peraturan-peraturan sehingga dalam aplikasinya 
harus sejalan dengan regulasi yaitu Undang-Undang dan peraturan-
peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang dan peraturan 
perpajakan setiap saat mengalami perubahan, seiring dengan 
perkembangan ekonomi di setiap Negara.  

Untuk dapat memahami dengan baik dan sistematis maka dibutuhkan 
literasi dalam bentuk buku yang diterbitkan. Buku perpajakan sangat 
dibutuhkan oleh berbagai pihak terutama oleh kalangan mahasiswa, dosen 
dan masyarakat wajib pajak pada umumnya.  

Ilmu perpajakan membahas tentang sejarah, undang-undang dan 
peraturan pajak, sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, ketentuan 
umum perpajakan, fungsi dan peranan pajak, jenis-jenis pajak yang terdiri 
dari pajak pusat dan pajak daerah. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar, 
dan peningkatan penerimaan pajak tergantung dari tingkat perekonomian 
suatu negara dan tergantung dari tingkat kesadaran serta kepatuhan dari 
wajib pajak. Tingkat kesadaran dan kepatuhan dari wajib sesungguhnya 
dapat meningkat bilamana sosialisasi intensif dilaksanakan dan selain itu, 
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perlu ada literasi perpajakan yang menjadi alternatif dan menjadi sumber 
bacaan dalam rangka memahami perpajakan.  

Buku Perpajakan ini disusun berdasarkan undang-undang perpajakan 
serta peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga konten materi dari buku 
ini tetap mengikuti irama perkembangan regulasi perpajakan Indonesia 
yang berlaku. Untuk mempermudah mempelajari buku ini, maka penulis 
membagi dalam beberapa bab yaitu;  
• Bab I Konsep Dasar Perpajakan,  
• Bab II membahas tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP),  
• Bab III membahas tentang Pajak Penghasilan,  
• Bab IV membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
• Bab V membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),  
• Bab VI membahas tentang BEA Materai,  
• Bab VII membahas tentang BPHTB. 
• Bab VIII membahasa tentang Overview UU Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan 
 
Buku ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, 

terutama teman-teman praktisi perpajakan yang mendorong dan 
memberikan motivasi, partisipasi dalam bentuk saran dan masukan yang 
tidak bisa dinilai dengan materi dan semoga menjadi ladang amal jariah.  

Penulis menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna dan isi belum 
membahas secara menyeluruh aspek-aspek perpajakan di Indonesia, 
sehingga masukan pembaca senantiasa sangat diharapkan dalam 
penyempurnaan buku ini di masa-masa yang akan datang. Harapan kami, 
semoga buku ini bisa memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan 
terutama dalam ilmu perpajakan dan bisa menjadi salah satu sumber 
informasi dan teori kepada mahasiswa, dosen dan para praktisi dalam 
memperkaya khasanah pengetahuan dibidang perpajakan dan sebagai 
dasar dalam menjalankan praktik di dunia usaha. Terakhir, hanya kepada 
Allah kita serahkan segala urusan ini, semoga berkah. Amiin.  

 
Makassar, April 2022. 
Penulis,  
 
Dr. Hisnol Jamali, S.E., M.Si., Ak. 
Dr. Haeruddin, S.E., M.M. 
Dr. Ibrahim, SE,M.Si,Ak,CA 
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BAB I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN (TP) 
 

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan sejarah perpajakan yang terdiri dari; perkembangan 

perpajakan di Indonesia, sejarah pajak bumi dan bangunan, sejarah 
pajak penghasilan, sejarah pajak perseroan. 

2. Menjelaskan pengertian pajak; perngertian pajak secara hukum dan 
pengertian pajak menurut para ahli. 

3. Menjelaskan fungsi pajak  
4. Menjelaskan jenis pajak 
5. Menjelaskan hambatan dan sistem pemungutan pajak 
6. Menjelaskan asas-asas pemungutan pajak 
7. Menjelaskan tarif pajak.  
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1. Perkembangan Perpajakan Indonesia  

Pajak menurut sejarah di zaman kerajaan dan dimasa merupakan 
suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan 
suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh 
rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Pada saat itu, 
rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura 
berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan 
lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk 
keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada 
imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang 
sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan 
secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya 
dibandingkan rakyat (Simbolon, 2010). 

Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya 
merupakan pemberian suka rela atau upeti oleh rakyat kepada raja dalam 
memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara 
terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, 
membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Seiring dengan berjalannya 
waktu, upeti lama kelamaan berubah dari kepentingan negara menjadi 
kepentingan rakyat, yang digunakan untuk kepentingan umum seperti: 
pemeliharaan transportasi, pembuatan pertanian, pembangunan sarana 
sosial dan lain-lain. Pajak merupakan salah satu dari gejala sosial yang ada 
dalam Sebuah Negara, dalam hal ini pajak tidak mungkin ada tanpa adanya 
masyarakat dalam sebuah negara.  

Masyarakat yang dimaksud disini tentunya adalah masyarakat hokum 
atau gemeinschaft  menurut istilah Ferdinand Tinnies (1999),pajak adalah 
kewajiban individu maupun organisasi dalam berpartisipasi membantu 
pelak-sanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah. 

Istilah Pajak baru muncul pada abad ke 19 di Pulau Jawa, yaitu pada 
saat Pulau Jawa dijajah oleh Pemerintahan Kolonial Inggris tahun 1811–
1816. Pada waktu itu diadakan pungutan landrente yang diciptakan oleh 
Thomas Stafford Raffles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto 
Gubernur Jenderal Inggris di India. Pada tahun 1813 dikeluarkanlah 
Peraturan landrente Stelsel bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh 
pemilik tanah itu tiap tahunnya hampir sama besarnya. Pajak dilaksanakan 
tidak memperhatikan keadilan, keamanan, dan hak asasi manusia 



4 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

Indonesia, tetapi menjadi beban penderitaan dan pengorbanan luar biasa 
rakyat Indonesia. 

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak 
lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada 
kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau 
penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga 
keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun 
sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya. 

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) 
yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang 
kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang 
memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk 
memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam 
membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan 
dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri. 

 
2. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan  

Sejarah pajak bumi dan bangunan di Indonesia dimulai dari 
pengenaan pajak tanah (land rent) oleh pemerintahan colonial Inggris yang 
dipimpin oleh Thomas Stanford Raffless pada abad XIX, tepatnya pada tahun 
1813 di pulau Jawa. Raffles menentukan pajak ini pada individu bukan pada 
desa. Raffless membagi tanah atas kelompok-kelompok terhadap tanah 
kering dan tanah basah, pengenaan pajaknya adalah rata-rata produksi per 
tahun untuk sawah (Tanah basah) dan tegalan (tanah kering). 

Raffless meniru sistem pajak tanah di India yang dikenal dengan tiga 
macam sistem pemungutan land rent, yaitu: 
a. Sistem Zamindari atau Zamindarars 

Sistem Zamindari atau Zamindarars yang berarti Landheer atau tuan 
tanah. Menurut system ini para tuan tanah dikenakan pajak tanah 
dengan suatu jumlah yang tetap. Pengenaan tarif pajak dengan suatu 
jumlah yang tetap dikenal dengan istilah permanent settlement. System 
ini dijalankan di Benggala dan di sekitar Barat laut India. 

b. Sistem Pateedari yang disebut juga Mauzawari 
Sistem ini sebenarnya meniru system pajak bumi pemerintah Portugis di 
Goa. Berdasarkan system ini, pajak bumi dikenakan kepada Desa yang 
dianggap sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya pengenaan kepada 
penduduk kebijaksanaannya diserahkan kepada kepala Desa masing-
masing. System ini diberlakukan di Punyab dan distrik-distrik barat laut 
India. 
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c. System Rayatwari 
Dalam system ini pajak tanah atau bumi dikenakan langsung kepada 
para petani yang mengolah tanah berdasarkan pendapatan rata-rata dari 
tanah yang diusahakan oleh tiap-tiap petani. System ini diberlakukan di 
Madras dan Bombai. 

 
Dalam pemerintahannya, Raffles menghendaki adanya sistem sewa 

tanah atau dikenal juga dengan sistem pajak bumi atau Landrente. Dalam 
usahanya untuk melaksanakan sistem sewa tanah ini Raffles berpegang 
pada tiga azas, yaitu: 
a. Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu 

dihapuskan dan rakyat tidak dipaksa untuk menanam satu jenis 
tanaman, melainkan mereka diberi kebebasan untuk menentukan jenis 
tanaman apa yang akan ditanam. 

b. Pengawasan tertinggi langsung dilakukan oleh pemerintah tanah atas 
dengan menarik pendapatan atas tanah- tanah dengan pendapatan dan 
sewanya tanpa perantara Bupati- bupati, yang kerjanya selanjutnya bagi 
mereka adalah terbatas pada pekerjaan- pekerjaan umum. 

c. Menyewakan tanah-tanah yang diawasi pemerintah secara langsung 
dalam persil-persil besar atau kecil, menurut keadaan setempat, 
berdasarkan kontrak- kontrak untuk waktu yang terbatas. 

 
Untuk menentukan besarnya pajak, tanah dibagi menjadi tiga kelas, yaitu: 
a. Kelas 1 yaitu kelas yang subur, dikenakan pajak dari setengah hasil 

bruto. 
b. Kelas II yaitu kelas tanah setengah subur, dikenakan pajak sepertiga dari 

hasil bruto. 
c. Kelas III yaitu kelas tanah tandus, dikenakan pajak dua per lima dari hasil 

bruto. 
 

Dalil yang didasarkan dasar adanya pemungutan pajak tanah menurut 
sejarah, adalah anggapan bahwa semua tanah adalah milik raja (sovereign), 
dan kepala desa –kepala desa yang berada di bawah kekuasaan raja 
semuanya dianggap sebagai penyewa (pachters). Karena itu mereka harus 
membayar sewa tanah (land rent) dengan aturan secara tetap kepada 
penguasa. 

Sejalan dengan kebijaksanaan kerja paksa (forced labour policy) tahun 
1854, dimulailah kodifikasi aturan-aturan tentang sewa tanah (the 
codification of landrent regulation 1854). Dalam Azhari A. Samudra (2005) 
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Tobias Soebekti mengemukakan, tanah dikelompokkan menurut aturan 
yang berlaku termasuk yang diatur dalam Statute Books(Lembaga Negara) 
Tahun 1866 No. 219a dan 219b. pengelompokan tanah didasarkan pada 
survey statistic berdasarkan jumlah produksi nyata selama tiga tahun 
terakhir.  

Kemudian tahun 1896 adanya perluasan wilayah dan system 
menyebabkan dasar pengenaan land rent bukan pada desa maupun pada 
individu, tetapi pada plot (tanah dibagi menjadi kelompok tanah basah dan 
tanah kering). Survei tanah sampai dengan pengelompokan tanah dalam 
beberapa kelas di setiap desa oleh tentara Hindia Belanda dan kepala-kepala 
desa ini merupakan aturan pengodifikasian system pajak pada akhir abad 
XIX. Pada masa penjajahan jepang 1942-1945, system pajak tanah yang 
dilaksanakan Belanda sepenuhnya di ambil alih dan namanya diganti 
menjadi pajak tanah. 

 
3. Sejarah Pajak Penghasilan  

Di Indonesia sebelum tahun 1920 diberlakukan sistem pajak yang 
berbeda untuk pribumi, untuk orang Asing Asia dan untuk orang Eropa 
(“indigenous” Indonesians, “foreign” Asians and Europeans). Pajak 
pendapatan bagi orang Eropa (tax patent duty), dan untuk orang Indonesia 
adalah pajak pendapatan yang disebut business tax. 

Seluruh orang Indonesia atau yang dianggap secara hukum menjadi 
orang Indonesia yang ikut serta dalam perdagangan kecil-kecilan atau 
eceran baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pihak lain merupakan 
subjek dari pajak ini. Yang dikecualikan menurut Undang-undang business 
tax adalah para petani dan buruh yang bekerja pada tanah pertanian, kepala 
desa dan pegawai pemerintahan. Tax patent duty yang berlaku di Indonesia 
adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari 
usaha. Pajak dikenakan terhadap pendapatan yang diperoleh dari kegiatan 
pertanian, manufaktur, kerajinan tangan, atau kegiatan industry di Hindia 
Belanda.  

Memiliki tarif proporsional, yakni 2% dari pendapatan. Pendapatan 
minimum tidak disebutkan dan biaya pengeluaran dari rumah tangga atau 
pengeluaran pribadi tidak termasuk dalam perhitungan yang dikenakan 
pajak. Pajak pendapatan untuk pertama kali dipungut di Indonesia 
berdasarkan Ordonasi Pajak Pendapatan 1908 (Ordonantie op de 
Inkomstenbelasting 1908). Kemudian ordonasi ini diganti dengan Ordonasi 
Pajak Pendapatan 1920. 
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Masa antara tahun 1920 sampai dengan 1983 dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Ordonansi PPd 1920 (The Income Tax Ordinance of 1920). Sekarang 

diberlakukan pajak yang sama tanpa melihat asal usul keturunan (the 
unification principle) masa itu pula diperkenalkan Pajak Kekayaan. 

b. Corporation tax Ordinance of 1925 (ordonansi pajak perseroan PPS 
1925 dan berlaku sampai dengan 1983). Subjeknya adalah badan hukum 
seperti, PT,CV atas saham, objeknya adalah laba bersih. 

c. Personal Income Tax Ordinance of 1932 (Ordonansi pajak Pendapatan 
1932 = ordonantie op Inkomstenbelasting 1932). Pajak pendapatan 
pertama kali dipungut di Indonesia berdasarkan ordonansi pajak 
pendapatan 1908 (ordonantie op de inkomstenbelasting 1908). Tahun 
1920 ordonansi ini diganti dengan ordonansi pajak pendapatan 1920, 
lalu tahun 1932 menjadi ordonansi pajak pendapatan 1932 dan terakhir 
diganti menjadi ordonansi pajak pendapatan 1944. 

 
Ordonansi pajak pendapatan 1944 semula bernama “pajak perang” 

(Oorlogsbelasting) atau pajak peralihan 1944 (Overgangsbelasting 1944). 
Ordonansi pajak pendapatan 1944 bentuk aslinya disiapkan di Australia 
oleh pemerintah Hindia Belanda dalam pelarian, sewaktu Indonesia 
diduduki Jepang. 

Rancangan ordonansi tersebut disusun tahun 1943 diumumkan dalam 
staatsblad 1944 No 17 dan diberlakukan 1 Januari 1945 saat yang 
bersamaan maka “ordonantie op de inkomstenbelasting 1932” dinyatakan 
tidak berlaku lagi. Ordonansi pajak pendapatan 1944 yang semula 
dinamakan Oorlogsbelasting (pajak perang). Mulai 1 Januari 1946 namanya 
diubah menjadi “Overgangsbelasting” (pajak peralihan), lalu dengan 
Undang-Undang Nomor 21 tahun 1957 (LN Nomor 41 tahun 1957) nama 
ordonansi tersebut dengan resmi menjadi “ordonansi pajak pendapatan 
1944”. Oleh Pemerintah Hindia Belanda Ordonansi dibuat dengan 
sederhana dan darurat karena mengingat keadaan saat itu. Dan kelak akan 
diganti dengan suatu ordonansi pajak atas pendapatan yang lebih 
sempurna. 

Subjek Pajak Pendapatan 1932 adalah orang pribadi, badan/ 
persekutuan (Fa-Firma, CV, Kongsi). Objeknya adalah Pendapatan bersih. 
Dengan berbagai kekurangan maka ketentuan-ketentuan yang terdapat 
dalam ordonantie op Inkomstenbelasting 1932. 
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Menyadari kekurangan yang terdapat dalam ordonansi ini pemerintah 
Indonesia berusaha menyempurnakannya dengan menyesuaikan dengan 
keadaan, yang dilakukan mulai tahun 1960 terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1970, ordonansi pajak pendapatan 1944 aslinya tersusun 
dalam bahasa Belanda. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia pertama kali 
dimuat dalam buku “Perundang-undangan Pajak Indonesia, terbitan Juni 
1960 yang diterjemahkan oleh Prof Dr.Rochmat Soemitro, SH dan Drs B. 
Usman. 

Wages Tax Ordonnance of 1935 (ordonansi pajak upah 1935) dimana 
pemungutan pajaknya dilakukan oleh para majikan, saat itu diperkenalkan 
di Indonesia PAYE = Pay-As-You-Earn (bayar sesuai dengan upah yang 
diterima). 

 
4. Sejarah Pajak Perseroan  

Pajak perseroan (PPs) berkaitan dengan pajak pendapatan atau pajak 
penghasilan. Pajak atas pendapatan dan laba pertama kali dilakukan di 
Indonesia tahun 1878 dengan nama “Patentrecht” suatu pungutan pajak 
yang sederhana. Pungutan pajak atas pendapatan dan laba berdasarkan 
pada ketentuan yang lebih teratur dan terinci baru pada tahun 1908 sejak 
ordonansi pajak pendapatan 1908 (ordonantie op de Inkornstenbelasting 
1908). Seperti halnya “Patentrecht”, ordonantie pajak pendapatan 1908 
hanya berlaku terhadap golongan penduduk orang-orang Eropa dan orang-
orang yang disamakan dengan orang Eropa, demikian pula terhadap badan-
badan usaha yang dimilikinya. Untuk orang-orang pribumi dan lainnya 
terkena jenis pajak yang lebih sederhana seperti “Landrent” dan “Hoofdelijke 
Belasting”. 

Ketika pecah perang Dunia ke I (1914-1918), menyebabkan Hindia 
belanda terlepas dari negeri Belanda. Untuk menggalang persatuan maka 
diberlakukan asas unifikasi yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa semua 
golongan penduduk mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. 
Pelaksanaan asas unifikasi di bidang perpajakan berdampak pada 
digantinya Ordonansi Pajak pendapatan 1908 (yang hanya berlaku untuk 
golongan penduduk tertentu), dengan ordonansi pajak pendapatan 1920 
(yang berlaku untuk semua golongan penduduk), yang memajaki baik orang 
maupun badan. Meningkatnya jumlah penanaman modal asing di Indonesia 
sejak tahun 1920 menimbulkan berbagai problema dalam bidang Yuridis 
fiskal yang mendorong segera dikeluarkan ketentuan tersendiri guna dapat 
memungut pajak dari badan usaha. 
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Tahun 1925, semua ketentuan yang menyangkut pengenaan pajak 
badan usaha yang terdapat dalam ordonansi pajak pendapatan 1920 
dikeluarkan untuk kemudian disusun kembali dalam suatu ordonansi baru 
yang diberi nama Ordonansi pajak perseroan 1925 (Ordonantie op de 
Vennootschapsblasting 1925). Ordonansi Pajak Perseroan 1925 setelah 
diadakan perubahan dan penambahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 
tahun 1970. Setelah masa Tax Reform tahun 1983, maka Pajak Perseroan ini 
digabung dengan Pajak Pendapatan dan aturannya menjadi satu yaitu 
Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda ternyata telah 
diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai 
pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut: 
a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga, 
b. Aturan Bea Meterai, 
c. Ordonansi Bea Balik Nama, 
d. Ordonansi Pajak Kekayaan, 
e. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor, 
f. Ordonansi Pajak Upah, 
g. Ordonansi Pajak Potong, 
h. Ordonansi Pajak Pendapatan, 
i. Undang-undang Pajak Radio, 

 
Undang-undang Pajak Kemudian diundangkan lagi beberapa undang-

undang, antara lain: 
a. UU Pajak Penjualan Tahun 1951 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 

1968; 
b. UU No. 21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang diubah dengan 

Undang-undang No. 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, 
dan Royalti; 

c. UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat 
Paksa; 

d. UU No. 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing; 
e. UU No. 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan PPd, PKK, dan PPs 

atau Tata Cara MPS-MPO. 
 
Terlalu banyaknya undang-undang yang dikeluarkan mengakibatkan 

masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Selain itu, 
beberapa undang-undang di atas ternyata dalam perkembangannya tidak 
memenuhi rasa keadilan, dan masih memuat unsur-unsur kolonial. Maka 



10 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

pada tahun 1983, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat sepakat melakukan reformasi undang-undang perpajakan yang ada 
dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan mengundangkan 5 
(lima) paket undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah 
dipelajari dan dipraktikkan serta tidak menimbulkan duplikasi dalam hal 
pemungutan pajak dan unsur keadilan menjadi lebih diutamakan, bahkan 
sistem perpajakan yang semula official assessment diubah menjadi self 
assessment. Kelima undang-undang tersebut adalah: 
a. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP); 
b. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh); 
c. UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM; 
d. UU No. 12 Tahun1985 tentang PBB (masih menggunakan official 

assessment); 
e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM). 

 
Pada tahun 1994, empat dari kelima undang-undang di atas kemudian 

mengalami perubahan dengan mengubah beberapa pasal yang dipandang 
perlu dengan undang-undang, yaitu: 
a. UU No.6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994; 
b. UU No. 7 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994; 
c. UU No. 8 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994; 
d. UU No. 12 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; 
e. Pembangunan I; 
f. Undang-undang Pajak Peredaran. 

 
Kemudian pada tahun 1997 pemerintah membuat beberapa undang-

undang yang berkaitan dengan masalah perpajakan untuk mendukung 
undang-undang yang sudah ada, yaitu: 
a. UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak; 
b. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
c. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 
d. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 
e. UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 
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Adanya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus menerus 
dan untuk memberikan rasa keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak, 
maka pada tahun 2000 pemerintah kembali mengubah undang-undang 
perpajakan, yaitu: 
a. UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP; 
b. UU No. 17 Tahun 2000 tentang PPh; 
c. UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM; 
d. UU No. 19 Tahun 2000 tentang PPSP; 
e. UU No. 21 Tahun 2000 tentang BPHTB; 
f. UU No. 34 Tahun 2000 tentang PDRD; serta 
g. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif 

Bea Meterai. 
 

Kemudian pada tahun 2002, dengan menimbang bahwa Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang 
berpuncak di Mahkamah Agung maka dibentuklah suatu Pengadilan Pajak 
dengan UU No. 14 Tahun 2002 sebagai pengganti UU No. 17 Tahun 1997. 

Perubahan terakhir undang-undang perpajakan baru-baru ini 
dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 yang menghasilkan UU KUP No. 28 
Tahun 2007 yang berlaku mulai tahun 2008 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008 
yang berlaku mulai tahun 2009. Namun, dilatarbelakangi adanya sunset 
policy beberapa waktu lalu, maka UU KUP diperbaharui lagi dengan adanya 
UU No. 16 Tahun 2009 sebagai penetapan Perpu No. 5 Tahun 2008 yang 
hanya mengubah satu bunyi ketentuan Pasal 37A ayat (1) UU KUP No. 28 
Tahun 2007.UU PPN/PPNBM No. 42 tahun 2009 yg berlaku I April 2010. 

 
 

 
1. Pengertian Pajak Secara Hukum 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa 
Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 2009, pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik 
Indonesia,2013). Dalam pengertian pajak tersebut ada beberapa komponen 
yaitu: 
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a. Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara 
b. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara 
c. Dengan membayar pajak, Anda tidak akan mendapat imbalan langsung 
d. Pajak berdasarkan Undang-Undang 

 
Untuk lebih memahami pengertian pajak berdasarkan undang-

undang, akan saya jelaskan lebih mendetail terkait dengan komponen-
komponen yang terkandung dalam pajak sebagai berikut: 
a. Pengertian Pajak Sebagai Kontribusi Wajib Warga Negara 

Pengertian pajak sebagai kontribusi wajib warga negara adalah setiap 
orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun dalam UU KUP 
juga sudah dijelaskan, walaupun pajak merupakan kontribusi wajib 
seluruh warga negara, namun hal itu hanya berlaku untuk yang 
memenuhi syarat subjektif dan objektif. 
Lalu siapa yang memenuhi syarat subjektif dan objektif itu? Secara 
sederhana dapat saya jelaskan, siapa saja yang telah memiliki 
penghasilan melebihi batas PTKP (tahun 2017 PTKP ditetapkan sebesar 
Rp 4.500.000). Jadi jika Anda adalah karyawan baik swasta ataupun 
pemerintah dengan total penghasilan lebih dari 4,5 juta, maka Anda 
berkewajiban membayar pajak, dan jika Anda adalah wirausaha maka 
setiap penghasilan Anda akan dikenakan pajak final sebesar 1% dari 
penghasilan bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013). 

b. Pengertian Pajak yang Bersifat Memaksa 
Pengertian Pajak yang Bersifat Memaksa di sini berarti bahwa jika 
seseorang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, 
maka Anda wajib untuk membayar pajak Anda. Dalam undang-undang 
pajak juga sudah dijelaskan bahwa jika Anda dengan sengaja tidak 
membayar pajak yang seharusnya Anda bayarkan, maka ada sanksi 
administratif maupun hukuman secara pidana. 

c. Pengertian Pajak Tidak mendapat Imbalan secara Langsung 
Pajak berbeda dengan retribusi. Jika Anda pernah membayar uang 
parkir, itu adalah salah satu bentuk dari retribusi. Ketika Anda mendapat 
manfaat parkir, maka Anda harus membayar sejumlah uang, itulah 
retribusi. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak adalah salah satu sarana 
pemerataan pendapatan bagi warga negara. 
Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, tidak langsung 
menerima manfaat dari pajak yang dibayar. Namun yang didapatkan 
dapat berupa perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis, Beasiswa 
Pendidikan, dan lain-lain. 
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d. Pengertian Pajak Berdasarkan Undang-Undang 
Pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada 6 (enam) undang-
undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, 
dan pelaporan pajak. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan 
negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang 
merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

 
2. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli 

Berikut ini adalah pendapat ahli tentang pajak berdasarkan Undang-
Undang, yaitu: 
a. Pengertian Pajak Menurut Rifhi Siddiq 

Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam 
periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus 
dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya 
tidak langsung. 

b. Pengertian Pajak Menurut Leroy Beaulieu 
Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang 
dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, 
untuk menutup belanja pemerintah. 

c. Pengertian Pajak Menurut P. J. A. Adriani  
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi 
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

d. Pengertian Pajak Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro SH  
Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian 
dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan 
kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai 
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang 
merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 
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e. Pengertian Pajak Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock 
Horace R.  
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 
pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib 
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, 
tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar 
pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan 
pemerintahan. 

 
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber 

daya dari sektor privat (warga Negara) kepada sektor publik (Masyarakat). 
Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan 
dua situasi menjadi berubah. 

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai 
sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, 
bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan 
jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. 

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut 
Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-
undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk 
menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara 
mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus 
dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. 

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang 
dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya 
kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib 
pajak sebagai pembayar pajak. 

 
 

 
Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, 

khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara 
dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk 
pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa 
fungsi, antara lain: 

 
1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) 

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara 
mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk 
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membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. 
Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki 
tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. 

 
2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) 

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan 
negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut 
antara lain: 
a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. 
b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, 

seperti: pajak ekspor barang. 
c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang 

produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu 

perekonomian agar semakin produktif. 
 

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) 
Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan 

antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan 
masyarakat. 

 
4. Fungsi Stabilisasi 

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan 
perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan 
pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. 
Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah 
menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan 
deflasi dapat di atasi. 

 
Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum 

dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih 
menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah 
yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia. 

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota 
masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan 
sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. 
Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan 
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pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. 
Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak 
berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat 
sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. 

 
 

 
Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat 

atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi 
pemungut, objek pajak serta subjek pajak. 

 
1.  Jenis Pajak Berdasarkan Sifat 

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak 
tidak langsung dan pajak langsung. 
a. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) 

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada 
wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga 
pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya 
dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang 
menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan 
atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak 
menjual barang mewah. 

b. Pajak Langsung (Direct Tax) 
Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada 
wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor 
pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus 
dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang 
terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. 
Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan. 

 
2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut 

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 
jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara. 
a. Pajak Daerah (Lokal) 

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah 
dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut 
Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak 
hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya. 
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b. Pajak Negara (Pusat) 
Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat 

melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, 
maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. 
Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan 
bangunan, dan masih banyak lainnya. 

 
3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak 

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, 
yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif. Kedua jenis pajak tersebut 
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Pajak Objektif 

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan 
objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea 
materai, bea masuk dan masih banyak lainnya. 

b. Pajak Subjektif 
Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan 

subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua 
pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, 
dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.  

Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, 
dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak 
Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat. 

 
  

 
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pajak merupakan sumber 

pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan. Sudah seharusnya pemungutan pajak 
didasarkan pada undang-undang. Selanjutnya, mekanisme pemungutan 
pajak pusat harus mendapat persetujuan bersama antara rakyat melalui 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah. Sedangkan 
pemungutan pajak daerah harus mendapat persetujuan antara rakyat 
melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini dilakukan untuk 
kejelasan secara hukum.  
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Pada praktiknya, pemungutan pajak masih sering mengalami 
hambatan. Hal ini sangat menyulitkan pemerintah. Menurut R. Santoso 
Brotodiharjo (1982) dalam bukunya ”Pengantar Ilmu Hukum Pajak” 
hambatan pemungutan pajak adalah hambatan baik perlawanan pajak 
secara pasif, maupun aktif. Hambatan-hambatan ini dijelaskan sebagai 
berikut: 

 
1. Perlawanan Pajak Secara Pasif 

Perlawanan pajak secara pasif adalah hambatan yang diakibatkan 
keadaan dalam pemungutan pajak, seperti struktur ekonomi, 
perkembangan intelektual dan moral masyarakat serta sistem pemungutan 
pajak tidak tepat. Ini berarti, masyarakat tidak melakukan usaha atau 
perbuatan secara nyata untuk menghambat pelaksanaan pemungutan 
pajak. Sebagai contoh, ketika masyarakat sudah semakin paham tentang 
pajak-misalnya karena sering mendapat penyuluhan maupun konsolidasi 
tentang pajak-maka pemerintah harus hati-hati dalam memungut pajak. 
Hambatan pemungutan pajak secara tidak aktif dapat mempersulit 
pemungutan pajak adalah sistem pemungutan tidak tepat. Sistem ini dapat 
dijelaskan seperti dibawah ini.  

Secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia 
yaitu ada tiga cara yaitu: a) Official Assessment System, b) Self Assessment 
System. c) With holding Assessment System. Ketiga sistem pemungutan pajak 
tersebut, agar bisa dipahami, berikut penjelasannya: 
a. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada 
pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak 
terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku 
lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem 
pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung oleh petugas 
pajak, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul setelah 
petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya 
surat ketetapan pajak. 

b. Self Assessment System 
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada 

wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan 
membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-
ciri sistem pemungutan pajak ini adalah; 
1) Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, 
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2) Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri 
pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan  

3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap 
saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak 
terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat 
pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar. 

c. Withholding Assessment System 
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada 

pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya 
pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak 
lain selain pemerintah dan wajib pajak. 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas 
pemungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak self assessment 
system dan withholding system. 

 
2. Perlawanan Pajak Secara Aktif 

Perlawanan Pajak Secara Aktif adalah semua usaha atau perbuatan 
nyata secara langsung maupun tidak langsung ditujukan terhadap 
pemungut pajak (fiskus) dan bertujuan untuk menghindari pajak usaha-
usaha yang dimaksud yaitu: 
a. Menghindari Pajak 

Usaha atau perbuatan yang secara sadar tidak melakukan hal-hal 
yang dikenakan pajak. Usaha ini secara hukum dapat dibenarkan oleh 
pemerintah. Usaha ini biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau 
mengurangi dan menekan konsumsinya terhadap barang-barang yang 
dikenakan pajak. Contoh:  
1) Pajak atas cukai tembakau dapat dihindari oleh seseorang dengan 

tidak atau mengurangi konsumsi rokok, atau merokok yang memiliki 
kadar pajak atas cukai tembakau rendah. Misalnya rokok kretek. 

2) Pajak atas bensin dapat dihindari oleh seorang dengan menggunakan 
kendaraan umum, atau mengurangi penggunaan mobil pribadi. Hal 
ini secara tidak langsung juga menghindari jenis pajak lain, seperti 
retribusi atas Tol dan sebagainya. 

3) Pajak atas PPnBM dapat dihindari dengan mengurangi pembelian 
terhadap barang yang dapat dikategorikan barang mewah. 

4) Pajak atas PPN dapat dihindari dengan membeli produk-produk 
dalam negeri dan menghindari pembelian luar negeri. 
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Dalam keadaan tertentu, sering terjadi usaha tersebut menjadi 
kenyataan dan banyak dilakukan oleh individu maupun golongan 
tertentu. Sebagai contoh diungkapkan beberapa praktik untuk 
menghindari pajak seperti: 
1) Penghindaran melalui pengalihan produk. Perusahaan atau wajib 

pajak akan mengalihkan penggunaan kulit dengan barang yang tidak 
dikenakan pajak; seperti karet atau plastik atau mengalihkan 
penggunaan minyak mineral ke penggunaan gas dan listrik. 

2) Penghindaran melalui pengalihan tempat (lokal). Perusahaan atau 
wajib pajak dapat memindahkan lokasi perusahaan ke tempat 
tertentu yang tarif pajaknya ringan. 

3) Penghindaran secara yuridis wajib pajak pemilik dansa mendirikan 
sesuatu yang diberi nama “Perkumpulan Dansa Pribadi”. 

 
Untuk menghindari ini tentu dapat menyebabkan pengurangan 

permintaan akan barang yang dikenakan pajak dan berakibat 
meningkatnya tabungan. Usaha atau perbuatan ini tentu saja tidak 
melanggar hukum. Ini secara tidak langsung dikenakan denda atau 
hukuman. 

 
b. Melalaikan Pajak 

Pada hakikatnya, melalaikan pajak adalah usaha untuk menolak 
membayar pajak yang telah ditetapkan. Tindakan ini juga termasuk 
menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak. 
Usaha ini umumnya berupa menggagalkan pemungutan pajak dengan 
menghalangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang 
dapat disita oleh fiskus, seperti perubahan perusahaan pribadi menjadi 
perseroan atau menjual dan memindahtangankan barang-barang yang 
akan disita, serta sanggahan atau proses terhadap Pengadilan Negeri 
(PN). Sebagai contoh perusahaan menjual hasil produksi dengan suatu 
kenaikan harga, yang sekiranya selisih keuntungan dapat terkumpul dan 
jumlahnya mendekati pajak pendapatan atau perseroan yang harus 
dibayar wajib pajak. Model usaha demikian tentu saja memerlukan 
keahlian khusus melalui pembukuan, 
1) Mengelak atau Menyelundupkan Pajak 

Yaitu suatu bentuk perbuatan pura-pura (simulasi) di mana 
wajib pajak menyembunyikan keadaan sebenarnya, seperti 
mengajukan pernyataan yang tidak tepat atau memberikan data yang 
tidak benar. Pengelakan pajak ini terutama dilakukan dengan cara 
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mengabaikan formalitas, memalsukan dokumen, dan mengisinya 
secara tidak lengkap. Model pengelakan ini biasanya dilakukan oleh 
perusahaan yang menggunakan sebaik-baiknya peluang, akibat 
ketidakjelasan dari bunyi Undang-Undang atau memiliki hubungan 
khusus dengan fiskus, Selain itu, wajib pajak biasanya menggunakan 
kebebasan sebagai upaya untuk mengelakkan pajak. Pengelakan 
pajak tersebut tentu saja dapat menimbulkan beberapa kerugian 
seperti: 

2) Bidang Keuangan 
Pengelakan pajak menyebabkan ketidakseimbangan anggaran 

dan konsekuensi lain seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflator 
dan sebagainya. Ini akibat berkurangnya pos penerimaan dalam 
APBN. Keadaan ini dialami pada saat penerimaan dalam APBN. 
Keadaan ini dialami pada saat di mana Indonesia mengalami krisis 
ekonomi terutama pada masa reformasi di mana Indonesia memiliki 
utang yang besar sementara tidak memiliki dana untuk membayar 
utang sebagai akibat perbuatan pengelakan pajak tersebut. 

3) Bidang Ekonomi 
Pengelakan pajak secara ekonomi mengakibatkan beberapa hal 

seperti: 
a) Mempengaruhi persaingan sehat di antara pengusaha akibat 

adanya penekanan biaya secara tidak legal. 
b) Menyebabkan stagnasi berputarnya roda perekonomian di mana 

perusahaan berusaha mengambil keuntungan besar dengan 
menggelapkan pajak dan tidak berusaha melalukan peningkatan 
produktivitas dan efisiensi secara legal sehingga dapat 
mengadakan perluasan aktivitas. 

c) Menyebabkan modal tersendat sebagai akibat wajib pajak 
menyembunyikan keuntungan yang didapat secara tidak legal. 

4) Bidang Psikologi 
Pengelakan pajak secara psikologis dapat mengakibatkan wajib 

pajak akan selalu melanggar undang-undang. Hal ini sebagai akibat 
bahwa tindakan penggelapan pajak selalu berhasil dengan baik. 

 
 

 
Salah satu tujuan hukum pajak adalah menciptakan keadilan, terutama 

dalam hal pemungutannya. Keadilan didalam pajak harus menjadi pedoman 
dan syarat mutlak dalam merealisasikan pemungutan pajak secara umum 
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dan merata. Menurut Adam Smith (1973-1790) dalam bukunya; “Wealth of 
Nations” terdapat beberapa asas pemungutan pajak, yang dinamakan 
dengan “The Four Maxim” atau yang dikenal sebagai “Asas Pemungutan 
Pajak Secara Klasik” sebagai berikut: 
1. Asas equity  

Asas equity adalah pemungutan pajak harus dilakukan secara 
seimbang sesuai dengan kemampuan. Ini artinya suatu negara yang 
menerapkan pajak tidak boleh menetapkan diskriminasi terhadap golongan 
tertentu. Wajib pajak dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang 
sama. 

 
2. Asas Certainty 

Asas Certainty adalah pemungutan yang harus terang dan jelas serta 
tidak mengenal kompromi. Ini berarti lebih menekankan kepada aspek 
hukum yang direalisasikan dalam bentuk UU, terutama mengenai subjek 
dan objek pajak, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu 
pembayaran pajak. 

 
3. Asas Convenience of payment 

Asas Convenience of payment adalah pajak hendaknya dilakukan 
sehemat-hematnya. Hal ini menunjukkan bahwa biaya dikeluarkan untuk 
memungut pajak harus lebih kecil dari hasil yang diterima oleh pihak fiskus. 

 
Secara garis besar, asas-asas pemungutan pajak terdiri dari: 1) Asas 

menurut falsafah hukum (Asas Keadilan), 2) Asas Yuridis, 3) Asas Ekonomi, 
4) Asas Financial. Ke empat jenis asas tersebut, akan dijelaskan sebagai 
berikut: 

 
1. Asas Menurut Falsafah Hukum (Asas Keadilan) 

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan 
antar pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai 
wajib pajak. Adapun tujuan setiap hukum pajak adalah membuat adanya 
keadilan dalam hal pemungutan pajak.  

Keadilan ini bersifat relatif dan direalisasikan dalam bentuk 
perundang-undangan maupun pelaksanaannya. Adapun keadilan dalam 
pelaksanaan ini diwujudkan dengan adanya hak wajib pajak seperti 
mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, dan mengajukan banding 
Badan Perselisihan Sengketa Pajak (BPSP). Untuk itu, ada beberapa yang 
menyatakan keadilan diantaranya: 
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a. Teori Gaya Pikul 

Teori gaya pikul menekankan bahwa pajak harus dibayar sesuai 
dengan beban hidup seseorang. Beban hidup dapat dilihat dari 2 unsur 
yaitu unsur subjektif seperti besarnya penghasilan dan kekayaan yang 
dimiliki oleh seseorang. Sedangkan unsur lain adalah unsur subjektif 
yaitu segala kebutuhan terutama materiil dengan memperhatikan besar 
kecilnya tanggungan keluarga. 

 
Keterangan Zaki Tawakkal 

Penghasilan  5 Juta 5 Juta 
Status Menikah 

dengan 3 anak 
Bujangan 

 
Secara objektif, pajak PPH Zaki dan Tawakkal sama besar karena 

penghasilan yang diterima sama besar. Akan tetapi secara subjektif pajak 
PPh Zaki lebih kecil dari pada Puang Tawakkal. Hal ini karena kebutuhan 
materiil yang diperhitungkan Daeng Zaki lebih besar.  

Dalam pelaksanaannya asumsi ini dilaksanakan dengan istilah 
“hidup layak”. Hidup layak ini merupakan batas penghasilan seseorang 
tidak dikenakan pajak sesuai dengan beban atau tanggungan keluarga 
yang disebut dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP dapat 
berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi kondisi khususnya 
mengacu pada perekonomian suatu negara. 

Menurut UU Perpajakan yang telah beberapa kali mengalami 
perubahan, PTKP sesuai dengan perubahan terbaru yaitu peraturan 
perundang-undangan nomor: 101-PMK.010-2016 mengenai 
penyesuaian peraturan perundang-undangan berlaku surut, sehingga 
terhitung bulan Januari 2016 menggunakan ketentuan baru. Adapun 
besaran PTKP tahun 2016 sebagai berikut: 

 
Keterangan Batas Penghasilan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 54.000.000/tahun 
Tambahan Wajib Pajak Kawin Rp. 4.500.000/tahun 
Tambahan anggota keluarga max 3 orang @ Rp. 4.500.000/Tahun 
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Sebagai terkait ilustrasi PTKP dapat digambarkan sebagai berikut: 
a. PTKP Wajib Pajak belum kawin 

Uraian Status PTKP 
Wajib Pajak TK/0 54.000.000 
Tunjangan 1 TK/1 58.500.000 
Tunjangan 2 TK/2 63.000.000 
Tunjangan 3 TK/3 67.500.000 

 
b. PTKP Wajib kawin 

Uraian Status PTKP 
Wajib Pajak K/0 54.000.000 
Tunjangan 1 K/1 63.000.000 
Tunjangan 2 K/2 67.500.000 
Tunjangan 3 K/3 72.000.000 

 
c. PTKP Wajib kawin, penghasilan istri digabung dengan suami 

Uraian Status PTKP 
Wajib Pajak K/I/0 112.500.000 
Tunjangan 1 K/I/1 117.000.000 
Tunjangan 2 K/I/2 121.500.000 
Tunjangan 3 K/I/3 126.000.000 

 
Catatan: 
• Tunjangan PTKP untuk anak dan tanggungan maksimal 3 orang 
• TK-Tidak kawin 
• K-Kawin 
• K/I-Kawin dan penghasilan pasangan digabung 

 
Berdasarkan perbandingan dengan PTKP sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa kenaikan PTKP sebesar 50%. Adapun perbandingan 
PTKP dan perubahan PTKP mulai 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut: 

Uraian Status PTKP 2015 PTKP 2016 Perbedaan 
WP-TK TK/0 36.000.000 54.000.000 18.000.000 
Tanggungan 1 TK/1 39.000.000 58.500.000 19.500.000 
Tanggungan 2 TK/2 42,000.000 63.000.000 21.000.000 
Tanggungan 3 TK/3 45.000.000 67.500.000 22.500.000 
WP-Kawin K/0 39.000.000 54.000.000 19.500.000 
Tanggungan 1 K/1 42.000.000 63.000.000 21.000.000 



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 25 

Uraian Status PTKP 2015 PTKP 2016 Perbedaan 
Tanggungan 2 K/2 45,000.000 67.500.000 22.500.000 
Tanggungan 3 K/3 48.000.000 72.000.000 24.000.000 
Wajib Pajak K/I/0 75.000.000 112.500.000 37.500.000 
Tunjangan 1 K/I/1 78.000.000 117.000.000 39.000.000 
Tunjangan 2 K/I/2 81.000.000 121.500.000 40.500.000 
Tunjangan 3 K/I/3 84.000.000 126.000.000 42.000.000 

 
b. Teori Gaya Beli 

Teori ini menekankan bahwa penyelenggaraan kepentingan 
masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak 
dan bukan kepentingan individu maupun negara. Hal ini menunjukkan 
bahwa apabila masyarakat mampu untuk membeli barang tertentu 
memiliki unsur pajak tinggi maka berarti orang tersebut harus 
membayar pajak lebih tinggi. Seperti contoh apabila seseorang mampu 
membeli barang mewah, maka dia harus membayar pajak tinggi sesuai 
tarif yang berlaku saat itu. 

c. Teori Asuransi 
Teori ini menekankan pada tugas negara untuk melindungi warga 

negara dengan segala kepentingannya yaitu keselamatan dan keamanan 
jiwa dan harta benda seperti, seseorang yang membayar asuransi jiwa, 
berarti premi yang dibayar terhadap pihak asuransi harus dikenakan 
pajak. Teori ini banyak yang menentang sebagai akibat pembayaran 
pajak tidak dapat disamakan dengan pembayaran premi. Hal ini juga 
didukung oleh beberapa alasan antara lain: 
1) Apabila timbul suatu kerugian, maka tidak ada penggantian dari 

negara 
2) Antara pembayaran dengan jasa perlindungan tidak memiliki 

hubungan langsung. 
d. Teori Kepentingan 

Teori ini menekankan pada pembebanan pajak seseorang harus 
didasarkan pada kepentingan masing-masing terhadap tugas negara. 
Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi 
pajak yang harus dibayar wajib pajak. 

e. Teori Bakti 
Teori ini menekankan bahwa setiap warga negara wajib membayar 

pajak sebagai tanda bakti pada negara tanpa memandang warga negara 
itu mampu atau tidak membayar pajak. 
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2. Asas Yuridis 
Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum untuk menyatakan 

keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warga negara. Hal ini berarti, 
pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang dalam hal 
ini mengacu pada UUD 1945 Pasal 23 (2) bahwa pengenaan dan 
pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan 
undang-undang. Penyusunan undang-undang yang dimaksud harus 
mendapat persetujuan dari rakyat melalui DPR dan secara umum harus 
menyangkut antara lain: 
a. Hak-hak negara sebagai pemungut pajak harus dijamin terlaksana 

dengan lancar. 
b. Wajib pajak harus mendapat jaminan hukum sehingga tidak 

diperlakukan semena-mena oleh aparatur adanya jaminan hukum 
terhadap rahasia-rahasia wajib pajak dan tidak disalahgunakan untuk 
keperluan individu atau golongan tertentu. 

 
3. Asas Ekonomi 

Berdasarkan asas ini pemungutan pajak tidak boleh mengganggu 
keseimbangan dalam kehidupan ekonomi, bahkan harus mendukung 
kelancarannya, sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi mengatur. Oleh 
karena itu, kebijakan-kebijakan terkait pemungutan pajak tidak boleh 
menghambat kelancaran perekonomian, baik bidang produksi, 
perdagangan, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum, apalagi 
sampai menghalangi usaha rakyat untuk memperoleh kekayaan dan 
kebahagiaan. 
 
4. Asas Finansial 

Berdasarkan asas finansial, maka hasil harus lebih besar dari biaya 
yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, sistem 
pemungutan pajak harus dibuat secara sederhana dan mudah dilaksanakan, 
sehingga dapat mencapai efisiensi. 

Adapun terkait dengan pengenaan pajak penghasilan, terdapat 
beberapa asas yang digunakan oleh negara dalam memungut pajak tersebut, 
diantaranya: 
a. Asas Tempat Tinggal. Dalam hal ini negara memiliki hak untuk 

memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat 
tinggal wajib pajak. Hal ini sebagaimana terutang dalam Pasal 4 UU Pajak 
Penghasilan, yaitu “ Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia 
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dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh yang berasal 
dari Indonesia dan dari luar negeri. 

b. Asas Kebangsaan. Berdasarkan asas ini maka pengenaan pajak 
dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini dikenakan atas seseorang 
yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak. 

c. Asas Sumber. Berdasarkan asas ini negara memiliki hak untuk 
memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara 
yang memungut pajak, Untuk itu, setiap wajib pajak yang menerima atau 
memperoleh penghasilan di Indonesia dikenakan pajak di Indonesia, 
tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

 
  

 
Sebagaimana telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, 

diketahui bahwa pemerintah dalam memungut pajak tidak dapat lepas dari 
rasa keadilan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dan pada 
akhirnya akan mensejahterakan masyarakat dalam suatu negara. Adil dapat 
diartikan bahwa pemungutan pajak harus umum dan merata. Ini bertujuan 
agar semua wajib pajak memperoleh tekanan yang sama dalam pembayaran 
pajak. Ada beberapa tarif dalam pemungutan pajak, yaitu: 

 
1. Tarif Marginal 

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan 
pajak. Tarif ini biasa dikenal dengan tarif umum. Adapun yang termasuk 
dalam tarif marginal adalah: 
a. Tarif pasal 17 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif ini 

dilakukan atas pajak Pegawai Tetap dan Pajak atas laba usaha. 
b. Tarif FINAL. Tarif ini terbagi atas tarif final atas penghasilan bruto yang 

dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD maupun 
PNBP serta tarif final Penghasilan Neto seperti tarif profesi, seperti 
dokter, pengacara, dan lain-lain seperti tertuang dalam tarif normatif, 
yang dikeluarkan Dirjen Pajak maupun penghasilan bruto kurang dari 1 
(satu) milyar. 

 
2. Tarif Efektif Rata-Rata 

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas 
dasar pengenaan pajak tertentu. Tarif ini biasanya dikenakan kepada wajib 
pajak yang memiliki usaha lebih dari satu jenis usaha. Sebagai contoh, 
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apabila penghasilan kena pajak sebesar Rp. 100.000.000,- maka tarif 
penghasilan dihitung sebagai berikut: 
5% x Rp. 50.000.000,-  Rp. 2.500.000,- 
10% x Rp. 50.000.000,-  Rp. 5.000.000.- 

Jumlah Rp. 7.500.000,- 
 
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka tarif efektif rata-rata sebagai 

berikut: 

Tarif Efektif == 
7.500.000 

X 100% = 7,5% 
100.000.000 

 
Adapun struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif 

pajak dikenal sebagai berikut: 
a. Tarif Pajak Proporsional 

Tarif Pajak Proporsional atau sebanding adalah tarif pemungutan 
pajak dengan persentase yang setiap jumlah sebagai pengenaan dasar 
pajak. Hal ini berarti pajak yang terutang akan semakin besar seiring 
semakin besarnya jumlah dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh adalah 
PPN yaitu sebesar 10% dari harga jual. 

b. Tarif Pajak Progresif 
Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan 

persentase yang semakin besar dengan semakin besarnya jumlah 
sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini berarti, ada beberapa klasifikasi 
tertentu sesuai dengan jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Sebagai 
contoh, PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008. Bahwa tarif pajak penghasilan pribadi 
perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut: 

 
Penghasilan Neto Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan 50 juta 5% 
50 Juta sampai dengan 250 juta 15% 

250 Juta sampai dengan 500 juta 25% 
Di atas 500 Juta 30% 

 
Pajak progresif dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu: 
1) Progresif proporsional yaitu tarif pemungutan pajak dengan 

persentase yang naik secara tetap dengan semakin besarnya jumlah 
sebagai dasar pengenaan pajak. 
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2) Progresif Degresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase 
yang naik secara menurun dengan semakin besarnya jumlah sebagai 
dasar pengenaan pajak. 

3) Progresif–Progresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase 
yang naik secara menaik dengan semakin besarnya jumlah sebagai 
dasar pengenaan pajak. 

c. Tarif Pajak Tetap 
Tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap 

jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Sebagai contoh adalah tarif bea 
materai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Dasar Pengenaan Pajak Tarif 

Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 
1.000.000 

Rp. 3.000 

Di atas Rp. 1.000.000 Rp. 6.000 
 

d. Tarif Pajak Degresif 
Tarif pajak degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan 

persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah sebagai 
dasar pengenaan pajak. Hal ini tidak berarti, pajak yang terutang 
semakin kecil bahkan akan semakin besar. Akan tetapi kenaikan ini tidak 
proporsional dengan kenaikan jumlah sebagai dasar pengenaan 
pajak.(Hidayat & Purwana, Perpajakan, Teori dan Praktik, 2017) 
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TUGAS MANDIRI 
 
Jawablah pertanyaan berikut ini: 
1. Jelaskan sejarah perpajakan berikut ini: 

a. Perkembangan perpajakan di Indonesia 
b. Sejarah pajak bumi dan bangunan 
c. Sejarah pajak penghasilan 
d. Sejarah pajak perseroan 

2. Jelaskan pengertian pajak, dan pengertian pajak menurut para ahli. 
3. Sebutkan jenis-jenis fungsi pajak dan jelaskan  
4. Sebutkan jenis pajak dan jelaskan 
5. Sebutkan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak  
6. Sebutkan dan jelaskan jenis sistem pemungutan pajak 
7. Sebutkan dan jelaskan asas-asas pemungutan pajak 
8. Sebutkan dan jelaskan tarif pajak 
 
Catatan: Tugas Mandiri ini diketik dengan menggunakan MS-Word dengan 
Format Citation.  
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Catatan untuk Mahasiswa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 
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BAB II 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN (TP) 
 

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: 
1. Menyebutkan dasar hukum ketentuan dan tata cara perpajakan. 
2. Menjelaskan pengertian: NPWP, PKP, Surat Pemberitahuan dan Tata 

Cara Pembayaran Pajak. 
3. Menjelaskan penetapan dan ketetapan pajak 
4. Menjelaskan penagihan pajak 
5. Menjelaskan keberatan dan banding 
6. Menjelaskan pembukuan dan pemeriksaan pajak 
7. Menjelaskan ketentuan khusus, ketentuan pidana dan penyelidikan 
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Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan 
 

 

 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.  

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.  

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 
daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 

4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang 
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, 
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha 
perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah 
pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar 
daerah pabean. 

5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai 
pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 
perubahannya. 
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6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib 
Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.  

7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang 
dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-Undang ini.  

8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila 
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 
kalender.  

9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun 
Pajak.  

10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 
Masa Pajak.  

13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk 
suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.  

14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.  

15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar. 

16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, 
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan. 
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18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit 
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang.  

20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. 

22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri 
oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam 
Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan 
tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau 
dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau 
terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. 

23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang 
dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang 
telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. 

24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi 
yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh 
penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. 

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa 
keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk 
adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak 
pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat 
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 

27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan 
untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah 
terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 
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28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung 
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak 
dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 

29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi 
untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-
lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan 
penghitungannya.  

31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
penerapan ketentuan tertentu dalam pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 
Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan 
Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, 
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan 
Pemberian Imbalan Bunga. 

34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
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36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan 
terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. 

37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas 
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau 
oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan 
Gugatan dari badan peradilan pajak. 

38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah 
surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu. 

39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan 
yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib 
Pajak. 

40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal 
faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal 
pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung. 

41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal 
faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada 
saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.  
 

 

 
1. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Kena Pajak 

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 
Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri 
pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan 
sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan 
ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 
1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi 
subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan 



40 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.  

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita 
kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah 
berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan 
perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin selain tersebut 
di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan 
hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan 
kewajiban perpajakan suaminya.  

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 
atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya 
diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib 
Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran 
pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.  

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak 
diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. 
Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan 
Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
a. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, 
wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 
Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan 
menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak 
Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan 
Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha orang pribadi 
berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal 
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan 
tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha badan 
berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan 
Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.  
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Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang 
mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor 
Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal 
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. 

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan 
untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga 
berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk 
pengawasan administrasi perpajakan.  

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai 
Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

b. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:  
1) Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang 

ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau  
2) Tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha 
dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu. 

Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu, 
Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal 
Pajak selain yang ditentukan pada ayat (1) dan ayat sebagai tempat 
pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.  

Selain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu 
Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di 
beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko 
di beberapa pusat perbelanjaan, disamping wajib mendaftarkan diri 
pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan diri pada 
kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan. 
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c. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila 
Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2). 

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak 
memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan 
usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat 
dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh 
Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau 
Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

Ayat (4a); Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan 
subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya 
terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.  

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada 
Wajib Pajak maupun Pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib 
Pajak untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 
misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
secara jabatan pada tahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah 
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung sejak tahun 2005, 
kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak tahun 2005. 

d. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok 
Wajib Pajak dan atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat 
Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 
(lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau 
dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok 
Wajib Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya karena hal 
ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan 
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pajak terutang. Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran dan 
pelaporan tersebut, tata cara pemberian dan penghapusan Nomor Pokok 
Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

e. Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan 
pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 
pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

f. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Pajak apabila:  
1) diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh 

Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak 
memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;  

2) Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau 
penggabungan usaha;  

3) Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di 
Indonesia; atau d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk 
menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang 
sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 

g. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus 
memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok 
Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak 
orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak 
tanggal permohonan diterima secara lengkap.  

h. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib 
Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

i. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus 
memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 
permohonan diterima secara lengkap. 
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2. Surat Pemberitahuan dan Tata Cara Pembayaran Pajak 
Menurut Pasal 2, Undang-undang ini menyebutkan bahwa;. 
1. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain 

yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) 
bulan kalender. 

 
Pasal 3. 
1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, 

lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf 
Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta 
menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib 
Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak. 
a. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk 

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing 
dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat 
Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 
satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

b. Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda 
tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan 
hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
 

2. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) 
mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara 
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah 
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan 
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk 
melaporkan tentang:  
a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 
(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;  

b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek 
pajak;  
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c. harta dan kewajiban; dan atau  
d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan 

atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) 
Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.  

 
Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah 

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah Pajak Per-tambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan 
tentang:  
a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan  
b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu 
Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.  

 
Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan 

adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggun-
gjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.  

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah 
mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan atau 
dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan 
petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan 
benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah: 
a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam 

penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 
dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;  

b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan 
objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan; dan  

c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan 
unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. 
Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan 
jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak 
tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
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Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau 
pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak. 

 
3. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: 

a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari 
setelah akhir Masa Pajak;  

b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; 
atau  

c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.  
3a. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa 

Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa. 
3b. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

3c. Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan 
pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah 
dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 
Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk 
mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran 
pajak dan penyelesaian pembukuannya. 

Menurut Ayat (3a), mengatur tentang Wajib Pajak dengan kriteria 
tertentu, antara lain Wajib Pajak usaha kecil, dapat: 
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 

25 beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran 
seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut Surat Pemberitahuan 
Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak 
yang terakhir; dan/atau  

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain yang disebut pada 
huruf a untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat 
pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai 
batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan. 
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4. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain 
kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata 
tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 
yang telah ditetapkan pada ayat (3) huruf b, atau huruf c karena luasnya 
kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan 
keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas 
waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang 
telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memper-panjang penyampaian 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain 
misalnya dengan Pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur 
Jenderal Pajak. 

 
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai 

dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) 
Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan 
kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
a. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.  

Untuk mencegah usaha penghindaran dan/atau perpanjangan 
waktu pembayaran pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak 
yang harus dibayar sebelum batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang 
berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib 
Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Persyaratan tersebut 
berupa keharusan menyampaikan pemberitahuan sementara dengan 
menyebutkan besarnya pajak yang harus dibayar berdasar-kan 
penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun 
Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan, sebagai 
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lampiran pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 

Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai 
dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak 
menyampaikan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak yang 
bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran. 

 
6. Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau 

dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk 
menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib 
Pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, dalam rangka 
keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasian-
nya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, keterangan dokumen yang 
harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat 
Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.  

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-
kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah 
Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban 
diluar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang 
pribadi.  

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang 
wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain 
yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. 
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-
kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak 
Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah 
kekurangan atau kelebihan pajak. 

 
7. Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila: 

a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1);  

b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/ 
atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6);  
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c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan 
setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun 
Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; 
atau Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal 
Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan 
pajak. Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberitahukan kepada Wajib Pajak. 

 
Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya 

adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat 
Pemberitahuan. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak 
yang disampaikan, tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang 
dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan dalam 
administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal demikian, Surat 
Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.  

Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan yang 
menyatakan lebih bayar telah melewati 3 (tiga) tahun sesudah 
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan 
Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, atau apabila Surat 
Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan 
pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat 
Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan. 

 

8. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Wajib Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Penghasilan diwajibkan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi 
atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib 
Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban 
menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang 
pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah 
Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi karena kepentingan tertentu 
diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Menurut Pasal 4, Undang-Undang ini mengatur bahwa: 
a. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan 

dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. 
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b. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh 
pengurus atau direksi. 

c. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa 
khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, 
surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat 
Pemberitahuan. 

d. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang 
wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan 
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta 
keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya 
Penghasilan Kena Pajak. 
4a. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak.  
4b. Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan 
pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap 
tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan 
dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (7) huruf b. 

e. Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan masing-masing Wajib 

Pajak adalah laporan keuangan hasil kegiatan usaha masing-masing 
Wajib Pajak. Contoh: PT A memiliki saham pada PT B dan PT C. Dalam 
contoh tersebut, PT A mempunyai kewajiban melampirkan laporan 
keuangan konsolidasi PT A dan anak perusahaan, juga melampirkan 
laporan keuangan atas usaha PT A (sebelum dikonsolidasi), sedangkan 
PT B dan PT C wajib melampirkan laporan keuangan masing-masing, 
bukan laporan keuangan konsolidasi. 

Sedangkan pada ayat 5 pada pasal 4 ini mengatur tentang tata cara 
penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan memuat hal-hal 
mengenai, antara lain; penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima, 
pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar, Kurang Bayar, dan 
Nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut pengelolaannya, yang 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri. 
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Pasal 5 
Untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak dalam 
hal-hal tertentu dapat menentukan tempat lain bukan tempat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
 
Pasal 6  
1. Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke 

kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh 
pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti 
penerimaan. 

2. Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos 
dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

3. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat 
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai 
tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan 
tersebut telah lengkap. 

 
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan 

dengan perkembangan teknologi informasi, perlu cara lain bagi Wajib Pajak 
untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuannya, 
misalnya disampaikan secara elektronik. 

Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat 
Pemberitahuan melalui pos atau dengan cara lain merupakan bukti 
penerimaan, apabila Surat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap, yaitu 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat 
(1a), dan ayat (6). 

 
Pasal 7  
1. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu 
perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa 
denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus 
ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 
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(seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.  

2. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap: 
a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;  
b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas;  
c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing 

yang tidak tinggal lagi di Indonesia;  
d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;  
e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi 

belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;  
g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan; atau  
h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. 
  

Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana 
diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi 
perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 
kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan. 

Bencana adalah bencana nasional atau bencana yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan. 

 
Pasal 8  
1. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat 

Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan 
pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 
melakukan tindakan pemeriksaan.  
(1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan 
Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun 
sebelum daluwarsa penetapan.  

2. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan 
Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, 
kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak 
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saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal 
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  
(2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat 

Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi 
lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang 
kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai 
dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. 

3. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum 
dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang 
dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap 
ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan 
penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri 
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai 
pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya 
terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% 
(seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 

4. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, 
dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat 
ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat 
mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran 
pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan 
yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:  
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih 

kecil;  
b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih 

besar;  
c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau  
d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses 

pemeriksaan tetap dilanjutkan.  
5. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari 

pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang 
dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri 
dimaksud disampaikan.  
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6. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang 
telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan 
pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, 
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak 
sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan 
rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan 
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, 
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan 
pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, 
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat 
Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. 

 
Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang 

dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan 
pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak 
belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan 
“mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada saat Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, 
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. 

Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah Jangka waktu 5 
(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, 
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (1). 

Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan atas 
kemauan sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang 
terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari 
jumlah semula. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat 
pembetulan tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan. Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran 
pajak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian 
Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  

Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” adalah Jumlah hari dalam 
bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni 
sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “bagian dari 
bulan” adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, 
misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli. 
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Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah dilakukan 
pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan 
sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari 
jumlah pajak yang kurang dibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan 
penyidikan. 

Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya 
penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan 
untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sudah tertutup bagi 
Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan 
tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik 
yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih 
diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian 
Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat 
Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau 
masa yang diperiksa. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus 
mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah 
pajak yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikan kebenaran 
laporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai 
selesai. 

Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, 
dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan pengungkapan 
tersendiri disampaikan. Namun, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Apabila 
dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa laporan pengungkapan ternyata 
tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atas ketidakbenaran 
pengungkapan tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan pajak. 

Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau 
Putusan Peninjauan Kembali atas suatu Tahun Pajak yang mengakibatkan 
rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan 
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnya atau tahuntahun 
berikutnya, akan dilakukan penyesuaian rugi fiskal sesuai dengan surat 
ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, 
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam penghitungan 
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Pajak Penghasilan tahun-tahun berikutnya, pembatasan jangka waktu 3 
(tiga) bulan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi tanpa 
menghilangkan hak Wajib Pajak atas kompensasi kerugian. Dalam hal Wajib 
Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan lewat Jangka waktu 3 (tiga) bulan 
atau Wajib Pajak tidak mengajukan pembetulan sebagai akibat adanya surat 
ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, 
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak 
sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi 
fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak 
akan memperhitungkannya dalam menetapkan kewajiban perpajakan 
Wajib Pajak. Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut:  

 
Contoh 1: 
Penghasilan Neto sebesar Rp 200.000.000,00 
Kompensasi kerugian berdasarkan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun 2007 

Rp 150.000.000,00 (-) 

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 50.000.000,00 
 
Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 

2007 dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 6 Januari 2010 diterbitkan 
surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp 
70.000.000,00 Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur 
Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pakak tahun 
2008 menjadi sebagai berikut: 

 
Penghasilan Neto Rp 200.000.000,00 
Rugi menurut ketetapan pajak tahun 
2007 

Rp 70.000.000,00 (-) 

Penghasilan Kena Pajak  Rp 130.000.000,00 
 
Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan 

yang semula Rp50.000.000,00, yang diperoleh dari: (Rp200.000.000,00 - 
Rp150.000.000,00) setelah pembetulan menjadi Rp. 130.000.000,00 
(Rp200.000.000,00 - Rp70.000.000,00)  
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Contoh 2:  
PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

tahun 2008 yang menyatakan: 
Penghasilan Neto sebesar Rp 300.000.000,00 
Kompensasi kerugian berdasarkan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Tahun 2007  

Rp 200.000.000,00(-) 

Penghasilan Kena Pajak  Rp 100.000.000,00 
 
Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 

2007 dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 6 Januari 2010 diterbitkan 
surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp 
250.000.000,00. Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur 
Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 
2008 menjadi sebagai berikut: 

 
Penghasilan Neto Rp 300.000.000,00 
Rugi menurut ketetapan pajak tahun 2007 Rp 250.000.000.00 (-) 
Penghasilan Kena Pajak Rp 50.000.000,00 

 
Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan 

yang semula Rp 100.000.000,00 (Rp 300.000.000,00 - Rp 200.000.000,00) 
setelah pembetulan menjadi Rp 50.000.000,00 (Rp 300.000.000,00 - Rp 
250.000.000,00). 

 
Pasal 9  
1. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi 
masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. 

2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum 
Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.  

(2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran 
atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh 
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 
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2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang 
dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  

3. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan 
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta 
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang 
harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) 
bulan sejak tanggal diterbitkan. ***) (3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil 
dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 
menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

4. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat 
memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 
untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
dengan batas waktu tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalam 
pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi 
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

 
Ayat 2a ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan 

pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan 
bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut:  

Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT A tahun 2008 sejumlah 
Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran masa Mei tahun 2008 dibayar tanggal 
18 Juni 2008 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2008. Apabila pada tanggal 15 
Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan 
Pajak dihitung 1 (satu) bulan sebagai berikut: 
1 x 2% x Rp 10.000.000,00 = Rp 200.000,00. 
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Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat 
memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan 
yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan meskipun tanggal Jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. 
Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 12 (dua 
belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang 
mengalami kesulitan likuiditas. 

 
Pasal 10  
1. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat 
pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.  

(1a) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh 
Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila 
telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

2. Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata 
cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

Adanya tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, dan 
pelaporannya, serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran 
pajak yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pembayaran pajak dan 
administrasinya. 

 
Pasal 11  
1. Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 
17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib 
Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang pajak tersebut.  

(1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat 
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau 
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Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan 
Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata 
Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. 

2. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima 
sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak 
diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak 
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan 
Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak 
diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang 
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.  

3. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 
jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan saat dilakukan 
pengembalian kelebihan.  

4. Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya 

terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih 
(jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang) atau 
telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Wajib 
Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan 
catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.  

Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi 
semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan 
pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan utang 
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pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih, dikembalikan kepada 
Wajib Pajak. 

Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan ketertiban 
administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan:  
a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasai 17 ayat (1), dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan 
tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak;  

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, dihitung sejak tanggal penerbitan;  

c. untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D, dihitung sejak 
tanggal penerbitan;  

d. untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, atau 
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dihitung sejak tanggal 
penerbitan;  

e. untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan Banding 
oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan 
putusan pengadilan; atau 

f. untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya Putusan 
Peninjauan Kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
berwenang melaksanakan putusan pengadilan sampai dengan saat 
diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 
Pajak. 

 
Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib 

Pajak melalui pelayanan yang lebih baik, diatur bahwa setiap keterlambatan 
dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak yang 
bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan 
dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat 
diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. 
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Penetapan dan Ketetapan Pajak diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi 

sebagai berikut:  
1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak 
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 

2. Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang 
terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak 
yang terutang.  

 
Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang 

dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat 
terutangnya pajak tersebut adalah:  
1. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak 

ketiga;  
2. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi 

kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh 
Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau  

3. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan. Jumlah pajak yang 
terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar 
oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), oleh Wajib 
Pajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).  

 
Berdasarkan Undang-Undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak 

berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat 
Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat 
ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan 
oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena 
ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. 
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Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak 
yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak 
perlu diberikan surat ketetapan pajak atau pun Surat Tagihan Pajak.  

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak 
yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang 
bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi 
yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang 
terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan”. 

 
Pasal 13  
1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau 

berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur 
Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
dalam hal-hal sebagai berikut:  
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak 

yang terutang tidak atau kurang dibayar;  
b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur 
secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana 
ditentukan dalam Surat Teguran;  

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih 
pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);  

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 
29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak 
yang terutang; atau  

e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).  

2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung 
sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun 
Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar.  
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3. Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:  
a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau 

kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;  
b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang 

dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan 
dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau  

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang 
dibayar.  

4. Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak 
dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 
5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 
atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.  

5. Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat 
diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% 
(empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang 
dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana 
karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak 
pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 
negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.  

6. Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 
Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal 

Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang 
pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat ini. Dengan demikian, hanya terhadap Wajib Pajak yang 
berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi 
kewajiban formal dan/atau kewajiban material. 

Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau 
dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi 
faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan. Wewenang yang 
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diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut 
dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun.  

Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika Wajib Pajak tidak 
membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Diketahuinya Wajib Pajak tidak atau 
kurang membayar pajak karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib 
Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa 
Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah pajak yang 
seharusnya terutang.  

Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan, 
dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki 
data lain diluar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data 
tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 
pajak sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, 
terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan.  

Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya 
walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam 
jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b membawa akibat Direktur Jenderal Pajak dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara Jabatan. Terhadap 
ketetapan seperti ini dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Teguran antara lain, dimaksudkan untuk memberi kesempatan 
kepada Wajib Pajak yang beritikad baik untuk menyampaikan alasan atau 
sebab-sebab tidak dapat disampaikannya Surat Pemberitahuan karena 
sesuatu hal di luar kemampuannya (force majeure).  

Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan di 
bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, 
yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administrasi 
dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen).  

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak 
memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga 
Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang 
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seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur 
Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak 
didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja. 

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar 
penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan 
kepada Wajib Pajak. Sebagai contoh:  
1. pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap 

sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran tidak jelas;  
2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka 

dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau  
3. dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar 

dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu 
tempat tertentu sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah 
tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk membantu kelancaran 
jalannya pemeriksaan. Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi 
ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b. 

 
Ayat ini mengatur sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan 

kepada Wajib Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e. Sanksi administrasi perpajakan 
tersebut berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang 
dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Sanksi 
administrasi berupa bunga, dihitung dari jumlah pajak yang tidak atau 
kurang dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. Walaupun 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut diterbitkan lebih dari 2 (dua) 
tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak, bunga dikenakan atas kekurangan 
tersebut hanya untuk masa 2 (dua) tahun.  

 
Contoh: 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan. Wajib Pajak 
PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama Tahun Pajak 2006 sebesar 
Rp100.000.000,00 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu. 
Pada bulan April 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka sanksi bunga dihitung sebagai berikut: 
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1.Penghasilan Kena Pajak  Rp 100.000.000,00 
2.Pajak yang terutang (30% x Rp100.000.000,00)  Rp 30.000.000,00 
3.Kredit pajak  Rp 10.000.000,00(-) 
4.Pajak yang kurang dibayar Rp 20.000.000,00 
5. Bunga 24 bulan (24 x 2% x Rp 20.000.000,00)  Rp 9.600.000,00(+) 
6.Jumlah pajak yang masih harus dibayar  Rp 29.600.000,00 

 
Dalam hal pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selain harus menyetor pajak 
yang terutang, pengusaha tersebut juga dikenai sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pajak yang kurang dibayar 
yang dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak untuk paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan. 

Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak 
karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Sanksi administrasi berupa kenaikan 
merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok 
pajak yang kurang dibayar. Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan 
berbeda-beda menurut jenis pajaknya, yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan 
yang dibayar oleh Wajib Pajak sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh 
orang atau badan lain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen), sedangkan untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
100% (seratus persen. 

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak berkenaan 
dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem self assessment, 
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun 
Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak 
menerbitkan surat ketetapan pajak, jumlah pembayaran pajak yang 
diberitahukan dalam Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan 
Tahunan pada hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah 
menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan negara, 
atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat ketetapan pajak. 
Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar melakukan 
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tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui proses 
pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun. 
Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang disidik oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh penuntut umum tidak dituntut berdasarkan 
sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh 
pengadilan karena melakukan penyelundupan yang dalam putusan 
pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang 
belum dikenai pajak. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali 
pajak yang terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena 
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya 
yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan 
putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, 
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh 
delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun 
jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampaui. 

 
Pasal 13A  

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya 
tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya 
tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 
negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali 
dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi 
kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah 
pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 

Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang 
melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Oleh karena 
itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya 
tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya 
tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 
Negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali 
dilakukan Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi 
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kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah 
pajak yang kurang dibayar. 

 
Pasal 14  
1. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:  

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;  
b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai 

akibat salah tulis dan/atau salah hitung;  
c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau 

bunga; 
d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 

tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi 
tidak tepat waktu;  

e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:  

2. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf 
b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; 
atau  

3. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan 
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;  
a. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan 

masa penerbitan faktur pajak; atau 
b. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan 

pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 
perubahannya. 

4. Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.  

5. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah 
dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per 
bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 
atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak 
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6. Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib 
menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda 
sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.  

7. Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari 
tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan 
Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  

8. Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini disamakan kekuatan hukumnya 

dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga 
dilakukan dengan Surat Paksa. 

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas 
Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena: 
a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau  
b. Penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang 

dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung. Untuk 
jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut:  
1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.  

Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp 
100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15 Pajak 
Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp 
40.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut 
diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2008 
dengan penghitungan sebagai berikut: 
 

Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 
25 bulan Juni 2008 (Rp100.000.000,00-Rp 
40.000.000,00)  

Rp 60.000.000,00  
 

Bunga = 3 x 2% x Rp 60.000.000,00 = Rp 3.600.000,00 (+)  
 

Jumlah yang harus dibayar  Rp 63.600.000,00 
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2. Hasil penelitian Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan tahun 2008 yang disampaikan pada tanggal 31 
Maret 2009 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah 
hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar 
Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut 
diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 dengan 
penghitungan sebagai berikut:  
Kekurangan bayar Pajak Penghasilan  Rp 1.000.000,00  
Bunga = 3 x 2%x Rp1.000.000,00  Rp 60.000,00 (+)  
Jumlah yang harus dibayar  Rp 1.060.000,00  

 
Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun 

Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu 
atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. 
Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, 
tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama. Sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan 
Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan pajak yang terutang 
ditagih dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13. 
 
Pasal 15  
1. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 
atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan 
penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan 
pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan. 

2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 
tersebut.  

3. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan 
berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, 
dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan 
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pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan.  

4. Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap 
dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau 
kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) 
tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

5. Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau pajak 
yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil ditetapkan lebih 
rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya 
sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, 
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun setelah 
saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak 
atau Tahun Pajak. 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi 
atas surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan baru diterbitkan apabila sudah pernah diterbitkan surat 
ketetapan pajak. Pada prinsipnya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan perlu dilakukan pemeriksaan.  

Jika surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan 
pemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan ulang sebelum menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dalam hal surat ketetapan 
pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan keterangan lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan juga harus diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, tetapi 
bukan pemeriksaan ulang.  

Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat 
ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
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dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang 
dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.  

Sejalan dengan itu, setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
diterbitkan sebagai akibat telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan diterbitkan hanya dalam hal ditemukan data baru 
termasuk data yang semula belum terungkap.  

Dalam hal masih ditemukan lagi data baru termasuk data yang semula 
belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan, dan/atau data baru termasuk data yang semula belum 
terungkap yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.  

Yang dimaksud dengan “data baru” adalah data atau keterangan 
mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya 
jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan 
pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan 
lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang 
diserahkan pada waktu pemeriksaan.  

Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula 
belum terungkap, yaitu data yang:  
a. Tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan 

beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau  
b. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak 

mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara 
benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat 
menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Walaupun 
Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan 
atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, tetapi apabila 
memberitahukan-nya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian 
rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya 
Jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang 
terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, hal tersebut termasuk 
dalam pengertian data yang semula belum terungkap.  

 
Contoh: 1.  

Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan tertulis 
adanya biaya iklan Rp 10.000.000,00, sedangkan sesungguhnya biaya 
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tersebut terdiri atas Rp5.000.000.00 biaya iklan di media massa dan 
Rp5.000.000.00 sisanya adalah sumbangan atau hadiah yang tidak boleh 
dibebankan sebagai biaya. Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak 
tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak melakukan 
koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah sehingga pajak 
yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, data mengenai 
pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebut tergolong data yang 
semula belum terungkap.  

 
Contoh 2: 

Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan disebutkan 
pengelompokan harta tetap yang disusutkan tanpa disertai dengan 
perincian harta pada setiap kelompok yang dimaksud, demikian pula pada 
saat pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak 
mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak dapat meneliti 
kebenaran pengelompokan dimaksud, misalnya harta yang seharusnya 
termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3, 
tetapi dikelompokkan ke dalam kelompok 2. Akibatnya, atas kesalahan 
pengelompokan harta tersebut tidak dilakukan koreksi, sehingga pajak yang 
terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila setelah itu diketahui 
adanya data yang menyatakan bahwa pengelompokan harta tersebut tidak 
benar, maka data tersebut termasuk data yang semula belum terungkap.  
 
Contoh 3.  

Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang dari 
Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut oleh Pengusaha 
Kena Pajak penjual diterbitkan faktur pajak. Barang-barang tersebut 
sebagian digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung 
dengan kegiatan usahanya, seperti pengeluaran untuk kegiatan produksi, 
distribusi, pemasaran, dan manajemen, dan sebagian lainnya tidak 
mempunyai hubungan langsung. Seluruh faktur pajak tersebut dikreditkan 
sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli. 

Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak tidak 
mengungkapkan rincian penggunaan barang tersebut dengan benar 
sehingga tidak dilakukan koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut 
oleh fiskus, sebagai akibatnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak 
dapat dihitung secara benar.  
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Apabila setelah itu diketahui adanya data atau keterangan tentang 
kesalahan mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan 
langsung dengan kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan tersebut 
merupakan data yang semula belum terungkap. 

Dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajak ternyata masih 
ditemukan data baru termasuk data yang belum terungkap yang belum 
diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas pajak yang kurang 
dibayar ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus 
persen) dari pajak yang kurang dibayar. 

Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana yang 
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa pajak 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat 
diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% 
(empat puluh delapan persen) dari Jumlah pajak yang tidak atau kurang 
dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilampaui. 
 
Pasal 16  
1. Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal 

Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat 
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat 
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat 
Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan.  

2. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi 
keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, 
tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, 
permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.  
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4. Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi 
dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 
Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan 

tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau 
kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana 
mestinya.  

Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung 
persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak. Apabila ditemukan kesalahan 
atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib 
Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat 
dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut:  
a. Surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;  

b. Surat Tagihan Pajak;  
c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;  
d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;  
e. Surat Keputusan Pembetulan;  
f. Surat Keputusan Keberatan;  
g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi; 
h. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;  
i. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau  
j. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.  
 

Ruang Lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada 
kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:  
a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, 

Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, 
Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;  

b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan 
dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu 
bilangan; atau  

c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundangundangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan 
tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan 
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Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak 
Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan 
pajak. Pengertian “membetulkan” pada ayat ini, antara lain, 
menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan, tergantung pada 
sifat kesalahan dan kekeliruannya. Jika masih terdapat kesalahan tulis, 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat 
mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal 
Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi 
karena jabatan. 

 
Pasal 17  
1. Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau 
jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang 
terutang.  

2. Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah 
meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya 
tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila 
berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang 
lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran 
pajak yang telah ditetapkan. 

 
Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Menurut ketentuan ayat ini Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk:  
a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada 

jumlah pajak yang terutang;  
b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar 

daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut 
oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang 
dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak 
yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau  

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar 
lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas 
Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan 
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kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Apabila Wajib 
Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan 
menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib 
mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (2). 

 
Pasal 17A (1)  
1. Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah 
pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran 
pajak.  

2. Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  
 

Menurut ketentuan ayat ini, Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan untuk:  
a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang 

terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;  
b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan 

jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara 
jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau  

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar 
sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada pembayaran pajak.  

 
Pasal 17B  
1. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat 
ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat 
permohonan diterima secara lengkap.  
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(1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti 
permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

2. Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan 
paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. 

3. Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak 
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai 
dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 

4. Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang 
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak dilanjutkan 
dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak 
dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau 
dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang 
perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan 
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat 
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 
Yang dimaksud dengan “surat permohonan telah diterima secara 

lengkap” adalah Surat Pemberitahuan yang telah diisi lengkap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3. Surat ketetapan pajak yang diterbitkan 
berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau 
Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 

Yang dimaksud dengan “sedang dilakukan pemeriksaan bukti 
permulaan” adalah dimulai sejak surat pemberitahuan pemeriksaan bukti 
permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau 
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. 
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Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Wajib Pajak atau 
Pengusaha Kena Pajak sehingga bila batas waktu tersebut dilampaui dan 
Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
tersebut dianggap dikabulkan. Selain itu, batas waktu tersebut dimaksudkan 
pula untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan. 

Jika Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar diterbitkan, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. 

 
Pasal 17C  
1. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan 
kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan 
paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap 
untuk Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 
b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak 

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan  

d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.  

3. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.  

4. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menerbitkan surat 
ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak. 
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5. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pembayaran pajak.  

6. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila:  
a. terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak 

pidana di bidang perpajakan;  
b. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu 

jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;  
c. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu 

jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun 
kalender; atau  

d. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. (7) Tata 
cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
 

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan penelitian 
harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pajak paling lama:  
a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan  
b. 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai sejak permohonan di 

terima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi 
lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan 
ayat (6). Permohonan dapat disampaikan dengan cara mengisi kolom 
dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat tersendiri. Pengembalian 
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan setelah 
Direktur Jenderal Pajak melakukan konfirmasi kebenaran kredit pajak. 

 
Ayat (2) Termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat 

Pemberitahuan adalah:  
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 

dalam 3 (tiga) tahun terakhir;  
b. Dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa 

untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang terlambat 
tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak 
berturut-turut; dan  
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c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya. Bahwa Wajib 
Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 
Desember. Utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan tidak 
termasuk dalam pengertian tunggakan pajak. 
 

Ayat (4)  
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah melakukan pemeriksaan 
terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Surat ketetapan pajak tersebut dapat 
berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 

 
Ayat (5) 

Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku, maka apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Untuk jelasnya 
cara penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pengenaan 
sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut diberikan contoh sebagai 
berikut:  

 
1. Pajak Penghasilan  

a) Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan 
pajak sebesar Rp 80.000.000,00.  

b) Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut: 
Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp 100.000.000,00  

b. Kredit pajak, yaitu:  
a) Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp 20.000.000,00  
b) Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 40.000.000,00  
c) Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 90.000.000,00 

 
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:  
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Pajak Penghasilan yang terutang sebesar  Rp 100.000.000,00 
Kredit Pajak:    
Pajak Penghasilan Pasal 22  Rp 20.000.000,00  
Pajak Penghasilan Pasal 23   Rp 40.000.000,00 
Pajak Penghasilan Pasal 25   Rp 90.000.000.00 (+)  
 Rp 150.000.000,00 
Jumlah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pajak  

Rp 80.000.000,00 (-)  
 

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan  Rp 70.000.000,00 (-) 
Pajak yang tidak/kurang dibayar  Rp 30.000.000,00 
Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
100%  

Rp 30.000.000,00 (+) 

Jumlah yang masih harus dibayar  Rp 60.000.000,00 
 

2. Pajak Pertambahan Nilai  
Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh 
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak 
sebesar 

Rp 60.000.000,00. 

Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai 
berikut: 

 

a. Pajak Keluaran  Rp 100.000.000,00 
b. Kredit pajak, yaitu Pajak Masukan  Rp 150.000.000,00 

 
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:  
Pajak Keluaran  Rp 100.000.000,00 
Kredit Pajak:  
Pajak Masukan  Rp 150.000.000,00  
Jumlah Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pajak 

Rp 60.000.000,00 (-)  
 

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan  Rp 90.000.000,00 (-) 
 

Pajak yang kurang dibayar  Rp 10.000.000,00 
Sanksi administrasi kenaikan 100%  Rp 10.000.000,00 (+)  

 
Jumlah yang masih harus dibayar  Rp 20.000.000,00 
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Pasal 17D  
1. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang 
memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan 
paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap 
untuk Pajak Pertambahan Nilai.  

2. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:  
a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas;  
b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai 
dengan jumlah tertentu;  

c. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih 
bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau  

d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan 
jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.  

3. Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih 
bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

4. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan surat 
ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak. 

5. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen). 

 
Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan 

percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktur Jenderal 
Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 
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Untuk memotivasi Wajib Pajak agar melaporkan jumlah pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang 
kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. 
 
Pasal 17E  
Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan 
pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak 
dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak 
Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
 

 

 
Pasal 18  
1. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta 
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.  

 
Pasal 19  
1. Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan 
Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar 
bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, 
atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk 
seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan 
tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

2. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus 
dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  
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3. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak 
yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari 
jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran 
pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang 
dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 
huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan 
pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan. 

 
Penjelasan Pasal 19 Ayat (1)  

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 
berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang 
dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat dibayar.  
Contoh:  
a. Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 
7 Oktober 2008, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 
2008. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2008 Rp 
6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan 
Pajak dengan perhitungan sebagai berikut:  

Pajak yang masih harus dibayar = Rp 10.000.000,00 
Dibayar sampai dengan jatuh tempo 
pelunasan = 

Rp 6.000.000,00 (-) 

Kurang dibayar = Rp 4.000.000,00 
Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x 
Rp4.000.000,00) = 

Rp 80.000,00 

 
b. Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana 

tersebut pada huruf a, Wajib Pajak membayar Rp10.000.000,00 pada 
tanggal 3 Desember 2008 dan pada tanggal 5 Desember 2008 diterbitkan 
Surat Tagihan Pajak, sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai 
berikut: 

Pajak yang masih harus dibayar = Rp 10.000.000,00 
Dibayar setelah jatuh tempo 
pelunasan = 

Rp 10.000.000,00 

Kurang dibayar = Rp 0,00 
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Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x 
Rp10.000.000,00) = 

Rp 200.000,00 
 

 
Ayat (2)  
Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal 
Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.  

 
Contoh:  
a. Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 

1.120.000.00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2009 dengan batas 
akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2009. Wajib Pajak tersebut 
diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka 
waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp 224.000,00. 
Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung 
sebagai berikut: 

angsuran ke-1: 2% x Rp 1.120.000.00  Rp 22.400,00 
angsuran ke-2: 2% x Rp 896.000.00  Rp 17.920,00 
angsuran ke-3: 2% x Rp 672.000,00  Rp 13.440,00 
angsuran ke-4: 2% x Rp 448.000.00  Rp 8.960,00 
angsuran ke-5: 2% x Rp 224.000,00  Rp 4.480,00 

b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan untuk 
menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Juni 2009.Sanksi 
administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar 5 x 2% x Rp 
1.120.000,00= Rp 112.000.00. 

 
Pasal 20  
1. Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat 

Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta 
Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung 
Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila: 
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a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya atau berniat untuk itu; 

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau 
yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan 
kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;  

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan 
badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau 
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang 
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;  

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau  
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga 

atau terdapat tanda-tanda kepailitan.  
3. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan per-pajakan. 
 

Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan 
tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo 
penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran 
pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Penagihan 
pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung 
Pajak. 

Yang dimaksud dengan “penagihan seketika dan sekaligus” adalah 
tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita Pajak kepada 
Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang 
meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun 
Pajak. 

 
Pasal 21  
1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-

barang milik Penanggung Pajak.  
2. Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, 
kenaikan, dan biaya penagihan pajak. 

3. Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu 
lainnya, kecuali terhadap:  
a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman 

untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak 
bergerak;  
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b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang 
dimaksud; dan/ atau 

c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan 
penyelesaian suatu warisan.  

 
Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi 

maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk 
melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam 
pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur 
lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang 
pajak Wajib Pajak tersebut.  

4. Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak 
tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah. 

5. Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut: 
a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi 

maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau  

b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan 
angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut 
dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan. 

 
Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen 

yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik 
Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran 
kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. 

 
Pasal 22  
1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, 

kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.  

2. Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila: 
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a. diterbitkan Surat Paksa;  
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun 

tidak langsung;  
c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); 
atau 

d. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 
 

Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi 
kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. 
Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan 
Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak 
mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan 
Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 
penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. 

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: 
a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa 

kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran hutang 
pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal 
seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal 
pemberitahuan Surat Paksa tersebut. 

b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara 
mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang 
pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, 
daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh 
Direktur Jenderal Pajak.  

c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak 
karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan 
tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan Negara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung 
sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut. 
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d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal 
penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan. 

 
Pasal 23 
1. Telah dihapus 
2. Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: 

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 
atau Pengumuman Lelang;  

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak 
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan 

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 
26; atau  

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan 
yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata 
cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan 
pajak.  

 
Pasal 24  
Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya 
penghapusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  
Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan 
besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain 
karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta 
warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses 
pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek 
pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Melalui 
cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang 
akan dapat ditagih atau dicairkan. 

 
 

 
Menurut Pasal 25, Undang-Undang ini mengatur tentang:  
1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur 

Jenderal Pajak atas suatu: 
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;  
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;  
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c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;  
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau  
e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang 
dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib 
Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.  

3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan 
atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali 
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.  
(3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan 
pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar 
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan 
disampaikan.  

4. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat 
keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.  

5. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai 
Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat 
keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan 
bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti 
penerimaan surat keberatan.  

6. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan 
keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan 
secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, 
penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.  

7. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas 
jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, 
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan 
Surat Keputusan Keberatan.  
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8. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai 
utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat 
(1a). 

9. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan 
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan.  

10. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.  
 

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, 
dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, 
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal 
Pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari 
ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan 
atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan “suatu” pada ayat ini adalah 
1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) 
Masa Pajak atau Tahun Pajak.  

 
Contoh:  

Keberatan atas ketetapan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 dan 
Tahun Pajak 2009 harus diajukan masing-masing dalam 1 (satu) surat 
keberatan tersendiri. Untuk 2 (dua) Tahun Pajak tersebut harus diajukan 2 
(dua) buah surat keberatan. 

Yang dimaksud dengan “alasan-alasan yang menjadi dasar 
penghitungan” adalah alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan 
fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan. 

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 
(tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal 
pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai 
untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya. Apabila ternyata 
bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib 
Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeure), 
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tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat 
dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi 
Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban 
perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan 
akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum 
Wajib Pajak mengajukan keberatan. 

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, 
sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat 
Keputusan Keberatan. 

Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pegawai Direktorat 
Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagai tanda terima surat keberatan 
apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Dengan 
demikian, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal 
penerimaan surat dimaksud. Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi 
syarat sebagai surat keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya dalam 
batas waktu penyampaian surat keberatan, batas waktu penyelesaian 
keberatan dihitung sejak diterima surat berikutnya yang memenuhi syarat 
sebagai surat keberatan. 

Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, 
Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan pajak, 
penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak yang telah 
ditetapkan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk 
memenuhi permintaan tersebut. 

Jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat ketetapan pajak 
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat 
Keputusan Keberatan. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak 
menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak 
yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. 

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan 
Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak 
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah 
dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan 
dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi 
utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen). Contoh: Untuk 
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tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan 
jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 
diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, 
Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 
200.000.000.00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut 
sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan atas 
koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan 
Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 
Rp750.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak dikenai sanksi 
administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai sanksi 
sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 50% x (Rp750.000.000.00-
Rp200.000.000,00) = Rp275.000.000,00. 

 
Pasal 26  
1. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 

bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan 
atas keberatan yang diajukan.  

2. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan 
alasan tambahan atau penjelasan tertulis. 

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa 
mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah 
besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.  

4. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, 
Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan 
ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.  

5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.  

 
Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, 

kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada 
Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian 
keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Dengan ditentukannya batas 
waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan 
diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak selain terlaksananya 
administrasi perpajakan. 
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Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal 
Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan 
secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan 
karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 
meskipun telah ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban 
menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan 
kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang 
dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya 
jumlah pajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan 
ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan, pengajuan 
keberatannya ditolak. 

Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pegawai Direktorat 
Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagai tanda terima surat keberatan 
apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Dengan 
demikian, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal 
penerimaan surat dimaksud. Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi 
syarat sebagai surat keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya dalam 
batas waktu penyampaian surat keberatan, batas waktu penyelesaian 
keberatan dihitung sejak diterima surat berikutnya yang memenuhi syarat 
sebagai surat keberatan. 

Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, 
Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan pajak, 
penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak yang telah 
ditetapkan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk 
memenuhi permintaan tersebut. 

Jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat ketetapan pajak 
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat 
Keputusan Keberatan. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak 
menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak 
yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. 

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan 
Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak 
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah 
dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan 
dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi 
utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen).  
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Contoh:  
Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 
1.000.000.000,00 diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus 
dibayar sebesar Rp 200.000.000.00.  

Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar 
Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi 
lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib 
Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 
Rp750.000.000,00.  

Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administrasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan ayat 
ini, yaitu sebesar 50% x (Rp750.000.000.00-Rp200.000.000,00) = 
Rp275.000.000,00. 

 
Pasal 26  
1. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 

bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan 
atas keberatan yang diajukan.  

2. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan 
alasan tambahan atau penjelasan tertulis. 

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa 
mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah 
besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.  

4. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, 
Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan 
ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.  

5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.  

 
Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, 

kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada 
Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian 
keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.  
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Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas 
keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi 
Wajib Pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan. 

Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal 
Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan 
secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan 
karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 
meskipun telah ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban 
menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan 
kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang 
dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya 
jumlah pajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan 
ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan, pengajuan 
keberatannya ditolak. 
 
Pasal 26A  
1. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
2. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada 
Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh 
penjelasan mengenai keberatannya.  

3. Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan.  

4. Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, 
atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada 
saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan 
belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, 
data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan 
dalam penyelesaian keberatannya. 

 
Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Wajib 

Pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian keberatannya, dalam 
tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur, antara lain, Wajib 
Pajak dapat hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh 
penjelasan mengenai keberatannya. 
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Pasal 27  
1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada 

badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).  

2. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di 
lingkungan peradilan tata usaha negara. 

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 
(tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri 
dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.  

4. Dihapus. **)  
(4a) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan 
permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan 
keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan 
Keberatan yang diterbitkan. 

5. Dihapus. ***)  
(5a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu 
pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat 
(3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada 
saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan 
sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 
(5b) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai 
utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat 
(1a). 
(5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan 
banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan 
Banding diterbitkan.  
(5d) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding 
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan.  

6. Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam 
Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang.  

 
Ayat (5a) Ayat ini mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yang mengajukan 

banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 
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Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum 
dibayar pada saat pengajuan keberatan. 

Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan 
sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan 
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan 
penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak 
melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat ini.  

 
Contoh:  

Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 
diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, 
Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 
200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut 
sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan atas 
koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan 
Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 
Rp750.000.000,00. Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan 
banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih 
harus dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000,00. Dalam hal ini baik sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 19 maupun sanksi administrasi berupa denda 
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) tidak dikenakan. Namun, Wajib 
Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitu 
sebesar 100% x (Rp450.000.000,00 - Rp200.000.000.00)= 
Rp250.000.000,00. 

 
Pasal 27A  
1. Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan 

peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak 
yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, 
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kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang 
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau 
Putusan Peninjauan Kembali; atau  

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak 
sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.  

(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan 
atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak 
yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang 
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak;  

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak 
sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan 
Pembatalan Ketetapan Pajak; atau  

c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang 
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak.  

2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas 
pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan 
Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan 
Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan 
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Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang 
mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.  

3. Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan 
pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 
Imbalan bunga diberikan berkenaan dengan Surat Keputusan 

Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. 

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, 
pengurangan, atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau Surat 
Tagihan Pajak yang keputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya, 
selama jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud 
dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dibayar 
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran 
dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat 
Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan 
Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang 
memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa 
denda atau bunga. 

Pengurangan atau penghapusan yang dimaksud merupakan akibat 
dari adanya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut, yang mengabulkan 
sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak. 

 
 

 
Pasal 28  
1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib 
menyelenggarakan pembukuan.  
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2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan 
pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib 
melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan 
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang 
tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan 
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan 
usaha yang sebenarnya. 

4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia 
dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang 
Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing 
yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.  

5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan 
stelsel akrual atau stelsel kas. 

6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus 
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.  

7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan 
pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.  

8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain 
Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin 
Menteri Keuangan. 

9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang 
dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto 
dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah 
pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak 
dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. 

10. Dihapus 
11. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 

pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari 
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program 
aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, 
yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, 
atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.  

12. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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Pada Ayat (5) mengatur tentang prinsip taat asas adalah prinsip yang 
sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun 
sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas 
dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:  
a. stelsel pengakuan penghasilan;  
b. tahun buku;  
c. metode penilaian persediaan; atau  
d. metode penyusutan dan amortisasi.  
 

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan 
biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui 
pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima 
dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.  

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan 
penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian 
pekerjaan yang umumnya dipakai daiam bidang konstruksi dan metode lain 
yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti build operate and transfer 
(BOT) dan real estat.  

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan 
atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. 
Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila 
benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta 
biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara 
tunai dalam suatu periode tertentu. Stelsel kas biasanya digunakan oleh 
perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, 
hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan 
penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama.  

Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa 
ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya 
ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar. Dengan 
cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang 
mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun 
ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan 
pengeluaran kas. 

Oleh karena itu, untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam 
memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai 
berikut:  
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1. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi 
seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam 
menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh 
pembelian dan persediaan.  

2. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat 
diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya 
dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.  

3. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten). 
Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat 
juga dinamakan stelsel campuran. 

 
Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu 

harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal 
penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau 
akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. 
Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat 
telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.  

Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur 
Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan 
menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang 
mungkin timbul dari perubahan tersebut.  

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan 
dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke 
akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan 
penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya dalam metode 
pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan 
menggunakan metode penyusutan tertentu.  

Contoh:  
Wajib Pajak dalam tahun 2008 menggunakan metode penyusutan 

“garis lurus atau straight line method. Jika dalam tahun 2009 Wajib Pajak 
bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan 
metode penyusutan saldo menurun atau declining balance method, Wajib 
Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal 
Pajak yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2009 dengan 
menyebutkan alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan 
akibat dari perubahan tersebut.  

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya 
jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak. Oleh karena itu, perubahan 
tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Tahun 
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Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.  

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan 
menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama 
atau lebih. 
 
Contoh:  
a. Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah Tahun Pajak 

2008. 
b. Tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009 adalah 

Tahun Pajak 2009. 
 
Ayat (7)  
Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasai 1 angka 29. Pengaturan 
dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat 
dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak 
Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan 
tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga 
jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, 
jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak 
berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah 
pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat 
dikreditkan.  
Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau 
sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar 
Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan 
menentukan lain. 

 
Ayat (9)  
Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan 
penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-mata 
menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya 
hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang 
merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu, pencatatan meliputi 
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pula penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang 
bersifat final. 

 
Ayat (11)  
Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara 
program aplikasi online dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi 
dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) 
tahun di Indonesia. Hal itu di maksudkan agar apabila Direktur Jenderal 
Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau 
pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan.  
Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen 
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan 
ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan.  
Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan 
atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara 
program aplikasi on-line harus dilakukan dengan memperhatikan faktor 
keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan. 

 
Pasal 29  
1. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

2. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda 
pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan 
serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 

3. Wajib Pajak yang diperiksa wajib: 
a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;  

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; dan/atau  

c. memberikan keterangan lain yang diperlukan. (3a) Buku, catatan, 
dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib 
Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan. 
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(3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya 
penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung 
secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

4. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 
serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban 
untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu 
ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

 
Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan 
untuk:  
a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 

dan/atau  
b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundangundangan Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor 
(Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan 
Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis 
pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-
tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Pemeriksaan dapat 
dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah 
dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. 
Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat 
Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan 
kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau 
kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Selain itu, pemeriksaan 
dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya:  
1) pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;  
2) penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;  
3) pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;  
4) Wajib Pajak mengajukan keberatan;  
5) pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto;  
6) pencocokan data dan/atau alat keterangan;  
7) penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; 
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8) penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;  
9) pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;  
10) penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas 

perpajakan; dan/ atau  
11) pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda. 
 
Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas 

identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa harus memiliki tanda 
pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, 
serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas 
pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada 
Wajib Pajak. 

Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang 
cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam 
menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, 
bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib 
menghindarkan diri dari perbuatan tercela.  

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada 
bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Petugas pemeriksa harus melakukan 
pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan 
dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan 
dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (electronic 
data processing/ EDP ), baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang 
diselenggarakan melalui pihak lain, Wajib Pajak harus memberikan akses 
kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data 
dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, 
atau objek yang terutang pajak.  

Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki 
kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki 
tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, 
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uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan 
usaha Wajib Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di 
tempat-tempat tersebut.  

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain 
buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan 
keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan 
lisan. Keterangan tertulis misalnya:  
a. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;  
b. keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan 

aslinya;  
c. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau  
d. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.  
 

Keterangan lisan misalnya: wawancara tentang proses pembukuan 
Wajib Pajak; wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau 
wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat 
khusus. 

Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang 
diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen 
serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan 
oleh Wajib Pajak maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan 
itu ditiadakan. 

 
Pasal 29A  
Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya 
telah dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan 
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa 
Pengecualian yang:  
a. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau 
b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko dapat dilakukan 

pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor. 
 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada Wajib 
Pajak yang mendaftarkan sahamnya di bursa efek, yaitu dalam hal Wajib 
Pajak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaannya dapat melalui Pemeriksaan 
Kantor. Dengan Pemeriksaan Kantor, proses pemeriksaan menjadi lebih 
sederhana dan cepat penyelesaiannya sehingga Wajib Pajak semakin cepat 
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mendapatkan kepastian hukum, dibandingkan melalui Pemeriksaan 
Lapangan.  

Mengingat pemeriksaan dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor 
dan jangka waktu pemeriksaannya cukup singkat, Direktur Jenderal Pajak 
melalui Wajib Pajak dapat meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuat 
oleh Akuntan Publik. 

 
Pasal 30  
1. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau 

ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila 
Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (3) huruf b.  

2. Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

 
Dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya Wajib Pajak yang tidak 

memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, yakni 
tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat 
atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, 
misalnya, Wajib Pajak tidak berada di tempat atau sengaja tidak 
memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau 
ruang yang dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan.  

Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi 
kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, dan barang 
bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses data yang dikelola 
secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal 
demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk data yang 
dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi 
petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang 
diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal 
Pajak yang dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegelan 
terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.  

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh 
atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola 
secara elektronik, dan bendabenda lain yang dapat memberi petunjuk 
tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa 
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agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, 
atau dipalsukan. Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak 
menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya 
yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. 
 
Pasal 31  
1. Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan.  
2. Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu 
pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil 
pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir 
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang 
ditentukan. 

3. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga 
penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur 
Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil 
pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib 
Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam 
batas waktu yang ditentukan.  

 
Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada Wajib Pajak 

dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan, dalam tata cara pemeriksaan 
tersebut, antara lain, mengatur kewajiban menyampaikan surat 
pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak 
Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dalam 
batas waktu yang ditentukan. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam batas 
waktu yang ditentukan, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 
 

 
Pasal 32  
1. Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam 
hal: 
a. badan oleh pengurus;  
b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;  



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 113 

c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi 
untuk melakukan pemberesan;  

d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;  
e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, 

pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; 
atau  

f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam 
pengampuan oleh wali atau pengampunya.  

2. Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara 
pribadi dan/ atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, 
kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal 
Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin 
untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. 

3. Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat 
kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
(3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

4. Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut 
menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam 
menjalankan perusahaan.  
Ayat (1), dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil 
untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak 
terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam 
pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan 
anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. 
Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil 
atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin 
melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.  
Aya (2), ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam 
Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara 
renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat 
dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil Wajib Pajak 
dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, 
menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintai 
pertanggungjawaban. 
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Ayat (3), ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib 
Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah 
perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan 
tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta 
pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan “kuasa” 
adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk 
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari 
Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.  
Ayat (4), orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam 
menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam 
rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang 
menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan 
sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam 
susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte 
perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat 
ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau 
pengendali. 
 

Pasal 34  
1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala 

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak 
dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.  

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap 
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu 
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) adalah: 
a. Nomor Pokok Wajib Pajak;  
b. alamat Wajib Pajak;  
c. alamat kegiatan usaha;  
d. merek usaha; dan/atau  
e. kegiatan usaha Wajib Pajak.  
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Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:  
1. penerimaan pajak secara nasional; 
2. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak; 
3. penerimaan pajak per jenis pajak;  
4. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;  
5. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;  
6. register permohonan Wajib Pajak;  
7. tunggakan pajak secara nasional; dan/atau  
8. tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau 

per Kantor Pelayanan Pajak. 
 
Ayat (3)  
Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, 
atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah 
lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat 
diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan.  
Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus 
dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama 
pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan 
atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. 
Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang 
dipandang perlu oleh Menteri Keuangan. 

 
Ayat (4) 
Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara 
pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi 
kepentingan peradilan, Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan 
atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis 
hakim ketua sidang. 

 
Ayat (5)  
Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan 
perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata 
tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan 
hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan. 
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Pasal 35  
1. Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, 
notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga 
lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan 
pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, 
pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang 
diminta.  

2. Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh 
kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan 
pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban 
merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban 
merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri 
Keuangan. 

3. Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang 
terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

4. Penjelasan Pasal 35 Ayat (1) Untuk menjalankan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, atas permintaan tertulis Direktur 
Jenderal Pajak, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, 
konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang 
mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang 
dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak atau penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan harus memberikan keterangan atau 
bukti-bukti yang diminta. Yang dimaksud dengan “konsultan pajak” 
adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas 
memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan 
hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 
Ayat (2)  
Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan 
Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank 
agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta 
surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu 
kepada pejabat pajak.  
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Pasal 35A  
1. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib 

memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan 
kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).  

2. Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan 
informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).  

 
Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban 

perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data 
dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari 
instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data 
dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan 
kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang 
bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data 
transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan 
keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada 
instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata cara penyampaian data dan informasi 
kepada Direktorat Jenderal Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Apabila data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang 
diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain belum 
mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak 
dapat menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan 
sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan 
dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan 
memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi 
dimaksud. 

 
Pasal 36  
1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib 

Pajak dapat:  
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa 

bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya;  

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak 
benar;  

c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau  

d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak 
dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:  
1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau  
2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.  

1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 
paling banyak 2 (dua) kali. 

1b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.  

1c) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 
(enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi 
keputusan atas permohonan yang diajukan.  

(1d) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1c) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan. 

(1e) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak 
wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang 
menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1c). 

2. Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), 
dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 
Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan 

kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang 
dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami 
peraturan perpajakan.  
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Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan 
kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena 
jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur 
keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak 
yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan 
keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan 
surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material 
terpenuhi. 

Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat 
dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak 
karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak. Dalam rangka 
memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal 
Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat 
membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa 
penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.  

Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir 
hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan 
Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan. 

 
Pasal 36A  
1. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja 

menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan 
undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

2. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja 
bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit 
internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan 
pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan 
pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk 
menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana.  
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4. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara 
melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 
seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima 
pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, 
diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dan perubahannya.  

5. Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, 
apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

 
Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan 

profesionalisme pegawai pajak dalam melaksanakan ketentuan undang-
undang perpajakan, terhadap pegawai pajak yang dengan sengaja 
menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan undang-
undang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat 2 ini mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak, 
misalnya apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang 
kepegawaian, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melanggar 
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.  

Apabila pegawai pajak dianggap melakukan tindak pidana, pegawai 
pajak dapat diadukan karena telah melakukan tindak pidana. Demikian juga, 
apabila pegawai pajak melakukan tindak pidana korupsi, pegawai pajak 
dapat diadukan karena melakukan tindak pidana korupsi. Dalam keadaan 
demikian, Wajib Pajak dapat mengadukan pelanggaran yang dilakukan 
pegawai pajak tersebut kepada unit internal Departemen Keuangan. 

Ayat (5) menjelaskan bahwa; pegawai pajak dalam melaksanakan 
tugasnya dianggap berdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut 
dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri 
sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi 
korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme. 
 
Pasal 36B  
1. Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak.  
2. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak.  
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3. Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran 
kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite 
Kode Etik yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 
Pasal 36C  
Menteri Keuangan membentuk komite pengawas perpajakan, yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Pasal 36D  
1. Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian 

kinerja tertentu.  
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  
3. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  
 
Ayat (2) menjelaskan bahwa; Pemberian besarnya insentif dilakukan 

melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan alat 
kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah 
keuangan. 

 
Pasal 37  
Perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, 
denda, dan kenaikan, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan 
keadaan ekonomi keuangan, nilai uang akan dapat berubah-ubah. Karena itu 
undang-undang memberikan wewenang kepada Pemerintah apabila 
diperlukan dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengubah 
dan menyesuaikan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa 
bunga, denda, dan kenaikan, sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan. 

 
Pasal 37A  
1. Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang 
mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan 
dilakukan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2009, dapat diberikan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas 
keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang 
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ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.  

2. Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk 
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun 
setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi 
administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun 
Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan 
pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang 
menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak 
tidak benar atau menyatakan lebih bayar.  

 
  

 
Setiap orang yang karena kealpaannya (Pasal 38):  
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau  
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau 

tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar 
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan 
perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang 
pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling 
sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak 
atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) 
bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. 

 
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, 
dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau 
Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang 
perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi 
melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. 

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya 
kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan 
yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, 
atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut 
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 
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Pasal 39  
1. Setiap orang yang dengan sengaja:  

a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 
atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak;  

b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 
Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;  

c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;  
d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang 

isinya tidak benar atau tidak lengkap;  
e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29;  
f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang 

palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan 
keadaan yang sebenarnya;  

g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, 
tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau 
dokumen lain;  

h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil 
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik 
atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia. 

i. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau tidak 
menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sehingga 
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 
6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.  

2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali 
menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi 
tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, 
terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.  

3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana 
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 
Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan 
dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan 
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permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau 
pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 
(enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 
(dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau 
pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah 
restitusi yang dimohonkan dan/ atau kompensasi atau pengkreditan 
yang dilakukan. 

 
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang 

dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya 
peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Dalam perbuatan 
atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak 
mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor 
Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang 
perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang 
perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani 
sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenai sanksi 
pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali 
sanksi pidana yang diatur pada ayat (1). 

Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 
Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau penyampaian Surat 
Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka 
mengajukan permohonan restitusi pajak dan/atau kompensasi pajak atau 
pengkreditan pajak yang tidak benar sangat merugikan negara. Oleh karena 
itu, percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan delik 
tersendiri. 

 
Pasal 39A  
Setiap orang yang dengan sengaja:  
a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan 

pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak 
berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau  

b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali 
jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti 
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 
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(enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, 
bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. 

 
Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana 

administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak 
Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti 
pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau 
pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, 
bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran 
pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan 
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.  

Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/ 
atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan 
pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang 
sebenarnya dikenai sanksi pidana. 

 
Pasal 40  
Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 
waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa 
Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang 
bersangkutan. 
Tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa sepuluh tahun, dari sejak 
saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau 
Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna 
memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan 
Hakim. Jangka waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan 
dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang 
dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terhutang, selama sepuluh 
tahun. 

 
Pasal 41  
1. Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban 

merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).  

2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau 
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara 
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paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah).  

3. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 
kerahasiaannya dilanggar. 

 
Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan 

diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam 
memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka 
pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, perlu adanya sanksi pidana bagi 
pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan 
kerahasiaan tersebut.  

Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang 
mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau 
bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang-undang 
Perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan 
hukuman yang setimpal). 

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang 
dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan 
dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan agar 
pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan 
perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak. 

Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah 
menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak. 

 
Pasal 41A  
Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak 
memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang 
tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).  
Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 35 maka perlu adanya sanksi bagi pihak 
ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal ini. 
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Pasal 41B  
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 
Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi 
penyidik melakukan penggeledahan dan/atau menyembunyikan bahan 
bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dikenai sanksi pidana. 

 
Pasal 41C  
1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya 
kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) 
bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta 
rupiah). 

3. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi 
yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 
(sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah).  

4. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi 
perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  
 

Pasal 43  
1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, 

berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain 
yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang 
menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan.  

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B 
berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau 
yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.  
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Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang 

perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib 
Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak 
lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut 
serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan. 

 
Pasal 43A  
1. Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan 

pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan 
sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.  

2. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang 
menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat 
menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan 
untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.  

3. Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, 
pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses 
menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.  

4. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang 
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

 
Ayat (1) Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh 

Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui 
kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti 
dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak 
ditindaklanjuti. 

 
 

 
Penyelidikan di atur dalam Pasal 44, Undang-Undang ini sebagai berikut:  
1. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan 

oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak 
pidana di bidang perpajakan.  
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2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:  
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;  

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;  

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;  

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang perpajakan;  

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;  

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan;  

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi;  

j. menghentikan penyidikan; dan/atau  
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana.  

4. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat 
penegak hukum lain. 

5. Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik 
tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah 
penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana 
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di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

 
Pada ayat 2, ini diatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tindak pidana di 
bidang perpajakan, termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut 
dapat dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, 
termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, 
Penanggung Pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai 
tersangka. 
 
Pasal 44A  
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menghentikan 
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j dalam 
hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan 
tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena 
peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangka meninggal dunia. 
Dalam hal penyidikan pidana di bidang perpajakan dihentikan kecuali 
karena peristiwanya telah daluwarsa, maka surat ketetapan pajak tetap 
dapat diterbitkan. 

 
Pasal 44B  
1. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri 

Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak 
tanggal surat permintaan.  

2. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib 
Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang 
tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang 
tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.  
Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri 
Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana 
perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke 
pengadilan. 
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Pasal 45  
Terhadap pajak-pajak yang terhutang pada suatu saat, untuk Masa Pajak, 
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang berakhir sebelum saat 
berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang lama, sampai dengan tanggal 31 
Desember 1988. 
Meskipun undang-undang perpajakan yang lama telah dicabut dengan 
diundangkannya Undang-undang ini, untuk menampung penyelesaian 
penetapan pajak-pajak terhutang pada masa atau tahun pajak sebelum 
berlakunya Undang-undang ini, yang pelaksanaannya masih berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lama, maka Undang-
undang ini menentukan jangka waktu berlakunya peraturan 
perundangundangan lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. 
Penentuan jangka waktu lima tahun tersebut disesuaikan dengan daluwarsa 
penagihan pajak. 

 
Pasal 46  
Dengan berlakunya undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan di 
bidang perpajakan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan undang-undang ini. 

 
Pasal 47 
Dihapus 
 
Penjelasan Pasal 47  
Ketentuan pasal ini dihapus, karena secara substantif merupakan materi 
dari Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan telah diatur dalam 
Undang-Undang tersebut. 

 
Pasal 47A**)  
Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, 
diberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.  
Dalam rangka memberikan kepastian kepada Wajib Pajak maka mengenai 
hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan untuk tahun pajak 
2000 dan sebelumnya tetap diberlakukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
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1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994. 

 
 

 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Untuk menampung hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata 

cara atau kelengkapan yang materinya sudah dicantumkan dalam Undang-
undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan 
demikian akan lebih mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaan 
Undang-undang ini dan tata cara yang diperlukan. 

 
Pasal 49  
Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku pula bagi undang-undang 
perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain. 

 
Pasal 50  
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. 
 
Catatan mengenai ketentuan peralihan: 
a. Pasal II Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan: ”Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan 
tahun 1994 dan sebelumnya, diberlakukan ketentuan Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebelum dilakukan perubahan berdasarkan Undang-undang 
Nomor 9 Tahun 1994.” 

b. Pasal 47A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan: ”Terhadap semua hak dan kewajiban 
perpajakan Tahun Pajak 1995 sampai dengan Tahun Pajak 2000, 
diberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 sebelum dilakukan 
perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.” 

c. Pasal II Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan: 1. Terhadap semua hak dan kewajiban 



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 133 

perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang 
belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2000. 2. Dikecualikan dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa 
Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, 
selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau 
Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013.  

d. Pasal II Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. 
 

TUGAS MANDIRI 
 
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan ringkas 
1. Sebutkan dasar hukum dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

di Indonesia 
2. Jelaskan pengertian: NPWP dan PKP 
3. Jelaskan surat pemberitahuan dan tata cara pembayaran pajak. 

Penetapan dan ketetapan pajak. 
4. Jelaskan pengertian penagihan pajak, keberatan dan banding 
5. Jelaskan pengertian pembukuan dan pemeriksaan 
6. Jelaskan pengertian penyelidikan pajak. 
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REFERENSI: 
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  

2. Undang-Undang 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang 
Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah  

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang 
Registrasi Kepabeanan 3.6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor 21/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi 
Kepabeanan  

6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 22/BC/2011 tentang 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di KPBPB  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan  

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka 
Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara 
Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, 
serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  

9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2013 tentang Tata Cara 
Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha 
dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok 
Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta 
Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.  
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Catatan Mahasisawa:  
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BAB III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN (TP) 
 

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan tentang ketentuan umum pajak penghasilan. 
2. Menjelaskan tentang subjek pajak dan objek pajak 
3. Menjelaskan pengecualian objek pajak dan objek pajak badan usaha 

tetap (BUT) 
4. Menjelaskan penghasilan kena pajak 
5. Menjelaskan penghasilan tidak kena pajak 
6. Menjelaskan penentuan pajak penghasilan 
7. Menjelaskan tentang perolehan harta 
8. Menjelaskan tentang penyusutan aktiva tetap 
9. Menjelaskan tentang amortisasi aktiva 
10. Menjelaskan perhitungan penghasilan neto 
11. Menjelaskan tentang cara menghitung pajak 
12. Menjelaskan tarif pajak 
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Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan 

yang diterima dalam satu tahun pajak. (Pasal 1 UU No. 36 Tahun 
2008).Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap 
Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak 
apabila menerima atau memperoleh penghasilan.  

Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam 
Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau 
dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, 
apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun 
pajak.  

Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang ini adalah 
tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan.(Republik Indonesia, Undang-Undang No. 
36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 2008) 

 
 

 
Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum 

terbagi dalam satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan badan 
usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan 
perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau 
berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi 
sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan 
mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum 
terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak 
atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat 
dilaksanakan. 

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 



140 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha 
milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa 
memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari 
badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki 
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan 
subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, 
persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai 
kepentingan yang sama. 

Subjek pajak dibagi menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan 
subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah:  
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam 
suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk 
bertempat tinggal di Indonesia;  

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 
unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:  
a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangundangan;  
b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan  
d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; 

dan  
e. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak.  
 
Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah: 
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap 
di Indonesia; dan 
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2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat 
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap 
di Indonesia. 

 
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang di-pergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan 
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:  
1. tempat kedudukan manajemen;  
2. cabang perusahaan;  
3. kantor perwakilan;  
4. gedung kantor;  
5. pabrik;  
6. bengkel;  
7. gudang;  
8. ruang untuk promosi dan penjualan;  
9. pertambangan dan penggalian sumber alam;  
10. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 
11. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;  
12. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;  
13. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan;  

14. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 
bebas;  

15. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan 
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi 
asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan  

16. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 
disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 
menjalankan kegiatan usaha melalui internet.  
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Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. 
Pasal 2a, menyebutkan bahwa:  
1. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3) huruf a dimulai pada saat orang pribadi tersebut 
dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia 
dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia 
untuk selama-lamanya. 

2. Kewajiban pajak subjektif badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (3) huruf b dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau 
bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan 
atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.  

3. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dimulai pada saat orang pribadi 
atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada saat 
tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 
usaha tetap.  

4. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dimulai pada saat orang pribadi 
atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari 
Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh 
penghasilan tersebut.  

5. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2) dimulai pada saat 
timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat 
warisan tersebut selesai dibagi. (6) Apabila kewajiban pajak subjektif 
orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia 
hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak 
tersebut menggantikan tahun pajak. 

 
Catatan: 
1. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek 

pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi 
Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang 
besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan 
dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat 
kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi 
maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima 
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dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau 
menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari 
Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan 
lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi 
kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima 
penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib 
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Perbedaan yang penting 
antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak 
dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:  
a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang 

diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 
sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas 
penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;  

b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan 
neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai 
pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; 
dan  

c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak 
yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar 
negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui 
pemotongan pajak yang bersifat final. Bagi Wajib Pajak luar negeri 
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 
usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya 
dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib 
Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum 
dan tata cara perpajakan. 

2. Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri 
adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. 
Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di 
Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal 
di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat 
tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan. Keberadaan orang 
pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 
tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang 
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tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
sejak kedatangannya di Indonesia. 

3. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek 
pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam 
pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk 
pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut 
menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan 
tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli 
waris. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi 
sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak 
dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud 
melekat pada objeknya. 

4. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang 
bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang 
dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik 
melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang 
tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak 
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 
(dua belas) bulan maka orang tersebut adalah subjek pajak luar negeri. 
Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap 
maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenai pajak melalui 
bentuk usaha tetap. Orang pribadi atau badan tersebut, statusnya tetap 
sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian, bentuk usaha tetap 
tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak 
luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. 
Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui 
bentuk usaha tetap maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung 
kepada subjek pajak luar negeri tersebut. 

5. Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat 
usaha (place of business ) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan 
gedung termasuk juga mesinmesin, peralatan, gudang dan komputer 
atau agen elektronik atau peralatan otomatis ( automated equipment ) 
yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi 
elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat 
usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat 
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tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan 
di Indonesia.  
Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan 
selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan 
atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau 
tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak 
bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha 
tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker 
atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau 
perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam 
rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Perusahaan asuransi yang 
didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap 
mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan 
asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau 
menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau 
agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti 
bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di 
Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung 
bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

6. Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan 
penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang 
mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau 
diperoleh orang pribadi atau badan tersebut. Pada dasarnya tempat 
tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut 
keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat tinggal 
atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan 
yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan. Beberapa 
hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam 
menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan 
tersebut, antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal 
keluarga, tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu 
dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan 
kewajiban pajak. 
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Penjelasan Pasal 2A: 
1. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban 

pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya 
kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada 
Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan 
kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban 
pajak subjektif menjadi penting. 

2. Pasal 2A Ayat (1) dijelaskan bahwa kewajiban pajak subjektif orang 
pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia lahir di 
Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari pertama ia berada 
di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat 
ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 
Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus 
dikaitkan dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut 
meninggalkan Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia 
terdapat bukti-bukti yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan 
Indonesia untuk selama-lamanya, maka pada saat itu ia tidak lagi 
menjadi Subjek Pajak dalam negeri. 

3. Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia 
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan badan yang 
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu 
bentuk usaha tetap, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat 
bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada saat 
bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi berada di Indonesia. (Ayat 3) 

4. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia 
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan badan yang 
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan tidak 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap 
di Indonesia, adalah Subjek Pajak luar negeri sepanjang orang pribadi 
atau badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. 
Hubungan ekonomis dengan Indonesia dianggap ada apabila orang 
pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan 
yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Kewajiban pajak 
subjektif orang pribadi atau badan tersebut dimulai pada saat orang 
pribadi atau badan mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, 
yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di 
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Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi atau badan tersebut 
tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia (ayat 4). 

5. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat 
timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat 
meninggalnya pewaris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban 
perpajakannya melekat pada warisan tersebut. Kewajiban pajak 
subjektif warisan berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada 
para ahli waris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya 
beralih kepada para ahli waris. (Ayat 5) 

6. Dapat terjadi orang pribadi menjadi Subjek Pajak tidak untuk jangka 
waktu satu tahun pajak penuh, misalnya orang pribadi yang mulai 
menjadi Subjek Pajak pada pertengahan tahun pajak, atau yang 
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya pada pertengahan 
tahun pajak. Jangka waktu yang kurang dari satu tahun pajak tersebut 
dinamakan bagian tahun pajak yang menggantikan tahun pajak.(Ayat 6). 

 
 

 
Menurut Pasal 4 UU Pajak Penghasilan, yang menjadi objek adalah 

penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 
apa pun, termasuk:  
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;  

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;  
3. Laba usaha;  
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:  

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 
penyertaan modal;  

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan 
badan lainnya;  
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c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun;  

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 
garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang 
bersangkutan; dan  

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, 
atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;  

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang;  

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 
usaha koperasi;  

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;  
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;  
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;  
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;  
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;  
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;  
14. Premi asuransi;  
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;  
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak;  
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;  
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan  
19. Surplus Bank Indonesia. 
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20. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat 2 UU, Penghasilan di bawah ini dapat 
dikenai pajak bersifat final:  
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 

obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang 
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;  

b. Penghasilan berupa hadiah undian;  
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 

derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan 
saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;  

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan 
tanah dan/atau bangunan; dan  

e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah.  

 
 

 
Menurut Ayat 3, yang dikecualikan dari objek pajak adalah:  
1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang 
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh 
penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan harta hibahan yang 
diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, 
badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, 
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, 
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;  

2. Warisan;  
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau 
sebagai pengganti penyertaan modal;  
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4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari 
Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib 
Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak 
yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;  

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;  

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik 
negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada 
badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia 
dengan syarat: Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 
bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha. 

 
 

 
Yang menjadi objek pajak Badan Usaha tetap adalah sebagai berikut: 
1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan 

dari harta yang dimiliki atau dikuasai;  
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, 

atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan 
atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;  

3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau 
diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara 
bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan 
penghasilan dimaksud.  

 
Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c boleh dikurangkan dari 
penghasilan bentuk usaha tetap. (3) Dalam menentukan besarnya laba suatu 
bentuk usaha tetap:  
1. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan 

adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha 
tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;  

2. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan 
sebagai biaya adalah:  
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a. Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, 
paten, atau hak-hak lainnya;  

b. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;  
c. Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan;  
d. Pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau 

diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, 
kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.  

 
 

 
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi 
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 
termasuk:  
1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 

kegiatan usaha, antara lain:  
a. biaya pembelian bahan;  
b. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 
bentuk uang;  

c. bunga, sewa, dan royalti;  
d. biaya perjalanan;  
e. biaya pengolahan limbah;  
f. premi asuransi;  
g. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan;  
h. biaya administrasi; dan  
i. pajak kecuali Pajak Penghasilan;  

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;  

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 
Menteri Keuangan;  

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan;  

5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;  
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6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 
Indonesia;  

7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;  
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:  

a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;  
b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 

ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan  
c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri 

atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau 
adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ 
pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; 
atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau 
adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan 
untuk jumlah utang tertentu;  

d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya 
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan;  

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang 
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah;  

11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah; 

12.  Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah; dan  

13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut 
dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya 
berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Kepada orang pribadi sebagai 
Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak 
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
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Beberapa catatan berupa penjelasan Pasal 6 sebagai berikut: 
1. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat 

dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai 
masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa 
manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun 
yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya 
rutin pengolahan limbah dan sebagainya.  

2. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 
(satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau 
melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun Pajak 
didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, 
kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.  

3. Huruf a Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya 
sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk 
dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut 
harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan 
kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan 
demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak 
boleh dibebankan sebagai biaya.  
Contoh: Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan 
dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri 
dari:  
a. penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai dengan 

Pasal 4 ayat (3) huruf h     Rp 100.000.000,00 
b. penghasilan bruto lainnya sebesar (+) Rp 300.000.000,00  
c. Jumlah penghasilan bruto    Rp 400.000.000,00 
Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah), biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, 
menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar 3/4 x 
Rp200.000.000,00 = Rp150.000.000,00. Demikian pula bunga atas 
pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat 
dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak 
merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 
huruf f.  
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4. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat 
dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham. Pengeluaran-
pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya 
pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, 
pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan 
pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan 
pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.  

5. Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan 
pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi bagi 
pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan. 
Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh 
dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk 
uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau 
kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, 
tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima 
atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Namun, pengeluaran 
dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi 
pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.  

6. Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan 
bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan 
adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian, apabila 
pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi 
oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran 
tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya 
lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 beserta 
penjelasannya. Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam 
rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, 
dapat dibebankan sebagai biaya. Mengenai pengeluaran untuk promosi 
perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk 
promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan.  

7. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan 
dari penghasilan bruto. Besarnya biaya promosi dan penjualan yang 
diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Huruf b Pengeluaran-
pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak 
berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih 
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dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan 
atau amortisasi. Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, 
dan Pasal 11A beserta penjelasannya. 

8. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, 
misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, 
pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi. 

9. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 
Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran 
yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau 
belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai 
biaya. Huruf d Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang 
menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan 
yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki 
untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat 
dikurangkan dari penghasilan bruto.  

10. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi 
tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak 
digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, 
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Huruf e Kerugian 
karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem 
pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Huruf f Biaya 
penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia 
dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru 
bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya 
perusahaan. Huruf g Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, 
magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya 
manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan 
memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan 
sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, 
mahasiswa, dan pihak lain. Huruf h Piutang yang nyata-nyata tidak 
dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak 
telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial 
dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau 
terakhir.  
Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan 
berskala nasional, melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan 
sejenisnya. Tata cara pelaksanaan persyaratan yang ditentukan dalam 
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ayat (1) huruf h ini diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

11. Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan 
ketentuan pada ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto 
didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan 
penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut 
dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian 
tersebut.  
Contoh: PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 
1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) 
tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut:  
2010: laba fiskal Rp 200.000.000,00  
2011: rugi fiskal (Rp 300.000.000,00)  
2012: laba fiskal Rp N I H I L  
2013: laba fiskal Rp 100.000.000,00  
2014: laba fiskal Rp 800.000.000,00  

 
Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut:  
Rugi fiskal tahun 2009  Rp.(1.200.000.000,00) 
Laba fiskal tahun 2010  Rp.200.000.000,00 
(+) Sisa rugi fiskal tahun  (Rp.1.000.000.000,00) 
Rugi fiskal tahun 2011 (Rp.300.000.000,00) 
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp.1.000.000.000,00) 
Laba fiskal tahun 2012  Rp. N I H I L (+)  
Sisa rugi fiskal tahun (Rp.1.000.000.000,00) 
Laba fiskal tahun  Rp.100.000.000,00 (+) 
Sisa rugi fiskal tahun 2009 (Rp.900.000.000,00) 
Laba fiskal tahun Rp.800.000.000,00 (+) 
Sisa rugi fiskal tahun (Rp.100.000.000,00) 
Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 

 
seratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak 
boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015, sedangkan 
rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 
dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak 
tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016. 
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12. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi 
dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan 
Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7. 

 
 

 
Penghasilan Tidak Kena Pajak diatur dalam pasal 7 UU Pajak 

Penghasilan, yang ketentuannya sebagai berikut: 
1. Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit 

sebesar:  
a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu 

rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;  
b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) 

tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;  
c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu 

rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya 
digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1); dan  

d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) 
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang 
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk 
setiap keluarga.  

2. Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.  

3. Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan 
setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 
Penjelasan: 
Ayat (1)  
Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang 
pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah 
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di samping untuk dirinya, kepada Wajib 
Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. 
Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan 
yang digabung dengan penghasilannya, Wajib Pajak tersebut mendapat 
tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri paling sedikit 
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sebesar Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu 
rupiah). Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan 
semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat 
diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 
(tiga) orang.  
Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan 
dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.  
 
Contoh:  
Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) 
orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi 
kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan 
tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga 
lainnya, besarnya Penghasilan Tidak Kena  
Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 
21.120.000,00 {Rp 15.840.000,00 + Rp 1.320.000,00 + (3 x Rp 
1.320.000,00)}, sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena 
Pajak sebesar Rp 15.840.000,00. Apabila penghasilan isteri harus digabung 
dengan penghasilan suami, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang 
diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 36.960.000,00 (Rp 
21.120.000,00 + Rp 15.840.000,00). 
 
Ayat (2)  
Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal 
tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Misalnya, pada tanggal 1 
Januari 2009 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) 
orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2009, 
besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak 
B untuk tahun pajak 2009 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 
1 (satu) anak.  
 
Ayat (3)  
Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk 
mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
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Republik Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi 
dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. 

 
Selanjutnya, berkaitan dengan pajak penghasilan orang pribadi, 

didalam Pasal 8 dalam undang-undang ini lebih lanjut akan disebutkan 
dalam beberapa ayat sebagai berikut: 
1. Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada 

awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula 
kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum 
dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali 
penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) 
pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 
21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau 
pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.  

2. Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:  
a. Suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;  
b. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian 

pemisahan harta dan penghasilan; atau  
c. Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan 

kewajiban perpajakannya sendiri. 
d. Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dan huruf c dikenai Pajak berdasarkan penggabungan 
penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi 
oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan 
perbandingan penghasilan neto mereka.  

3. Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan 
orang tuanya. 

 
Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini 

menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya 
penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan 
sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban 
pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu 
pemenuhan kewajiban Pajak tersebut dilakukan secara terpisah. 

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal 
tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai 
penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai Pajak sebagai satu 
kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan 
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isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak 
oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa:  
a. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi 

kerja, dan  
b. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada 

hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota 
keluarga lainnya.  

 
Contoh:  

Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mempunyai seorang isteri yang 
menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh 
puluh juta rupiah). Apabila penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu 
pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan 
tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga 
lainnya, penghasilan neto sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta 
rupiah) tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas 
penghasilan isteri tersebut bersifat final.  

Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, 
misalnya salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar Rp 
80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), seluruh penghasilan isteri 
sebesar Rp 150.000.000,00 (Rp 70.000.000,00 + Rp 80.000.000,00) 
digabungkan dengan penghasilan A. Dengan penggabungan tersebut, A 
dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar Rp 250.000.000,00 
(Rp100.000.000,00 + Rp 70.000.000,00 + Rp 80.000.000,00).  

Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya 
dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar 
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang 
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 

Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan 
hakim, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya 
dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suami-isteri mengadakan perjanjian 
pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau jika isteri 
menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya 
sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan 
penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban Pajak 
sebanding dengan besarnya penghasilan neto. 

 
 



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 161 

Contoh:  
Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian 

pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk 
menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai 
berikut. Dari contoh pada ayat (1), apabila isteri menjalankan usaha salon 
kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan 
sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Misalnya, 
pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp 
27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) 
maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung 
sebagai berikut: 

- Suami: 
100.000.000,00 x Rp 27.550.000,00 

= Rp 11.020.000,00 
250.000.000,00 

- Istri: 
150.000.000,00 x Rp 27.550.000,00 

= Rp 16.530.000,00 
250.000.000,00 

 
Ayat (4) Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber 

penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan 
penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Yang dimaksud 
dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Apabila seorang anak 
belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau 
memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan 
penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya. 

Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber 
penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan 
penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Yang dimaksud 
dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Apabila seorang anak 
belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau 
memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan 
penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya. 

 
Penyesuaian PTKP 

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang 
Pajak Penghasilan ayat 3, yang berbunyi; Penyesuaian besarnya Penghasilan 
Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
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Untuk PTKP yang terbaru dan sampai sekarang digunakan (Tahun 
2018) menggunakan Peraturan Menteri Keuangan – 101/PMK.010/2016 
sebagai berikut: 

Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai 
berikut: 
a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak 

orang pribadi; 
b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk 

Wajib Pajak yang kawin; 
c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk 

seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008; 

d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk 
setiap anggota keluarga sedarah clan keluarga semenda dalam garis 
keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 
(Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 101/PMK/010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya 
Penghasilan Tidak Kena Pajak, 2016) 

 
 

 
Menentukan penghasilan kena pajak, diatur khusus di dalam pasal 9 

dalam Undang-Undang ini. Beberapa ayat yang mengatur tentang 
bagaimana cara menentukan penghasilan kena pajak sebagai berikut: 
1. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:  
a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 

dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi 
kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;  

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
pemegang saham, sekutu, atau anggota;  

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 
1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha 

lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, 
perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak 
piutang;  
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2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan 
sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;  

3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;  
4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;  
5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 
6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat 

pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah 
industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib 
Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan 
premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang 
bersangkutan;  

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali 
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta 
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di 
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;  

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;  

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, 
kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan 
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi 
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga 
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah;  

h. Pajak Penghasilan;  
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;  
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;  
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k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 

2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun 
tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan 
melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 atau Pasal 11A. 

 
Penjelasan Pasal 9  
Ayat (1)  
Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan 
antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai 
biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan 
bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung 
dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat 
dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari 
pengeluaran tersebut.  
Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi 
pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya 
melebihi kewajaran. Huruf a Pembagian laba dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, 
pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran 
dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh 
dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena 
pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan 
tersebut yang akan dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.  
Huruf b Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah 
biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk 
kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti 
perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang 
dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham 
atau keluarganya.  

 
Huruf d  
Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib 
Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan 
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pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan 
asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak. Apabila 
premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka 
bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya 
dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang 
merupakan Objek Pajak.  
 
Huruf e  
Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d, 
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap 
bukan merupakan objek pajak. Selaras dengan hal tersebut, dalam 
ketentuan ini penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan 
merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi 
kerja. Namun, dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, 
pemberian natura dan kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan 
pegawai yang menerimanya:  
1. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang 

diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut 
dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong 
pembangunan di daerah terpencil;  

2. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam 
pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena 
sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan 
peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan 
(satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal 
dan yang sejenisnya; dan  

3. Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh 
pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 

 
 

 
Untuk kepentingan penentuan penghasilan kena pajak, sebagaimana 

diatur didalam pasal diatas, pengurang beban atau biaya dari pemakaian 
aktiva tetap diungkapkan sebagai pengurang penghasilan. Di dalam Undang-
Undang ini, diatur dalam Pasal 10 sebagai berikut: 
1. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta 

yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan 
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atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah 
jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.  

2. Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar 
harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima 
berdasarkan harga pasar.  

3. Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka 
likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau 
pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau 
diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri 
Keuangan.  

4. Apabila terjadi pengalihan harta:  
a. yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 

huruf a dan huruf b, maka dasar penilaian bagi yang menerima 
pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan 
pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;  

b. yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (3) huruf a, maka dasar penilaian bagi yang menerima 
pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.  

5. Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (3) huruf c, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima 
pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.  

6. Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok 
dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata 
atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. 

 
Penjelasan Pasal 10  

Ketentuan ini mengatur tentang cara penilaian harta, termasuk 
persediaan, dalam rangka menghitung penghasilan sehubungan dengan 
penggunaan harta dalam perusahaan, menghitung keuntungan atau 
kerugian apabila terjadi penjualan atau pengalihan harta, dan penghitungan 
penghasilan dari penjualan barang dagangan. 
 
Ayat (1)  
Pada umumnya dalam jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak 
pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi 
pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Termasuk dalam 
harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka 
memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan 
biaya pemasangan. Dalam jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), maka bagi pihak pembeli 
nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan bagi pihak 
penjual nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya diterima. Adanya 
hubungan istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga 
perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika 
jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena 
itu dalam ketentuan ini diatur bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan 
harta bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah jumlah yang seharusnya 
dikeluarkan atau yang seharusnya diterima. 
 
Ayat (2)  
Harta yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar-menukar dengan harta 
lain, nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya 
dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.  
 
Contoh:  
 PT A PT B 
 (Harta X) (Harta Y) 
Nilai sisa buku Rp 10.000.000,00  Rp 12.000.000,00 
Harga pasar Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 

 
Antara PT A dan PT B terjadi pertukaran harta. Walaupun tidak 

terdapat realisasi pembayaran antara pihak-pihak yang bersangkutan, 
namun karena harga pasar harta yang dipertukarkan adalah Rp 
20.000.000,00 maka jumlah sebesar Rp 20.000.000,00 merupakan nilai 
perolehan yang seharusnya dikeluarkan atau nilai penjualan yang 
seharusnya diterima. Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta 
yang dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenakan pajak. PT A 
memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000.000,00 (Rp 20.000.000,00 – Rp 
10.000.000,00) dan PT B memperoleh keuntungan sebesar Rp 8.000.000,00 
(Rp 20.000.000,00 – Rp 12.000.000,00). 

 
Ayat (3)  
Pada prinsipnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang 
dialihkan dilakukan berdasarkan harga pasar. Pengalihan harta tersebut 
dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, 
peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha. Selain itu 
pengalihan tersebut dapat dilakukan pula dalam rangka likuidasi usaha atau 
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sebab lainnya. Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang 
dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.  
 
Contoh:  

PT A dan PT B melakukan peleburan dan membentuk badan baru, 
yaitu PT C. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari kedua badan tersebut 
adalah sebagai berikut:  
 PT A PT B 
 (Harta X) (Harta Y) 
Nilai sisa buku Rp 200.000.000,00 Rp 300.000.000,00 
Harga pasar Rp 300.000.000,00  Rp 450.000.000,00 

 
Pada dasarnya, penilaian harta yang diserahkan oleh PT A dan PT B 

dalam rangka peleburan menjadi PT C adalah harga pasar dari harta. Dengan 
demikian PT A mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000.000,00 (Rp 
300.000.000,00 – Rp 200.000.000,00) dan PT B mendapat keuntungan 
sebesar Rp 150.000.000,00 (Rp 450.000.000,00 – Rp 300.000.00,00). 
Sedangkan PT C membukukan semua harta tersebut dengan jumlah Rp 
750.000.000,00 (Rp 300.000.000,00 + Rp 450.000.000,00). Namun dalam 
rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, 
investasi, moneter dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi 
wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar 
nilai sisa buku (“ pooling of interest ”). Dalam hal demikian PT C 
membukukan penerimaan harta dari PT A dan PT B tersebut sebesar Rp 
500.000.000,00 (Rp 200.000.000,00 + Rp 300.000.000,00). 
 
Ayat (4)  
Dalam hal terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang 
memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a atau warisan, maka nilai 
perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah nilai sisa buku harta dari 
pihak yang melakukan penyerahan. Apabila Wajib Pajak tidak 
menyelenggarakan pembukuan sehingga nilai sisa buku tidak diketahui, 
maka nilai perolehan atas harta ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
Dalam hal terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang 
tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 
a, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah harga pasar. 
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Ayat (5)  
Penyertaan Wajib Pajak dalam permodalan suatu badan dapat dipenuhi 
dengan setoran tunai atau pengalihan harta. Ketentuan ini mengatur 
tentang penilaian harta yang diserahkan sebagai pengganti saham atau 
penyertaan modal dimaksud, yaitu dinilai berdasarkan nilai pasar dari harta 
yang dialihkan tersebut.  
Contoh:  

Wajib Pajak X menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya 
adalah Rp 25.000.000,00 kepada PT Y sebagai pengganti penyertaan 
sahamnya dengan nilai nominal Rp 20.000.000,00. Harga pasar mesin-
mesin bubut tersebut adalah Rp 40.000.000,00. Dalam hal ini PT Y akan 
mencatat mesin bubut tersebut sebagai aktiva dengan nilai Rp 
40.000.000,00 dan sebesar nilai tersebut bukan merupakan penghasilan 
bagi PT Y. Selisih antara nilai nominal saham dengan nilai pasar harta, yaitu 
sebesar Rp 20.000.000,00 (Rp 40.000.000,00 - Rp 20.000.000,00) 
dibukukan sebagai agio. Bagi Wajib Pajak X selisih sebesar Rp 15.000.000,00 
(Rp 40.000.000,00 - Rp 25.000.000,00) merupakan Objek Pajak. 
 
Ayat (6)  
Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang 
jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan 
bahan pembantu. Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa penilaian 
persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian 
pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh 
dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan 
persediaan yang didapat pertama (“first-in first-out atau disingkat FIFO”). 
Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan 
terhadap sekuritas. 
Contoh:  
1. Persediaan Awal 100 satuan @ Rp 9,00  
2. Pembelian 100 satuan @ Rp 12,00  
3. Pembelian 100 satuan @ Rp 11,25  
4. Penjualan/dipakai 100 satuan  
5. Penjualan/dipakai 100 satuan  
 

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan 
menggunakan cara rata-rata misalnya sebagai berikut: 
No Didapat Dipakai Sisa/Persediaan 
a.   100 @ Rp 9,00 =  



170 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

Rp 900,00 
b. 100 @ Rp 12,00 = 

Rp 1.200,00 
 200 @ Rp 10,50 = 

Rp2.100,00 
c. 100 @ Rp 11,25 = 

Rp 1.125,00 
 300 @ Rp 10,75 =  

Rp 3.225,00 
d.  100 @ Rp 10,75 =  

Rp 1.075,00 
200 @ Rp 10,75 =  
Rp 2.150,00 

e.  100 @ Rp 10,75 = 
 Rp 1.075,00 

100 @ Rp 10,75 =  
Rp 1075,00 

 
Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan 

menggunakan cara FIFO misalnya sebagai berikut: 
No Didapat Dipakai Sisa/Persediaan 

a.   100 @ Rp 9.00 = Rp 900.00 
b. 100 @ Rp12,00=  

Rp 1.200,00 
 100 @ Rp 9,00 = Rp 900,00 

100 @ Rp12,00 = 
Rp1.200,00 

c. 100 @ Rp11,25=  
Rp 1.125,00 

 100 @ Rp 9,00 = Rp 900,00 
100 @ Rp12,00 = 

Rp1.200,00 
100 @ Rp11,25 = 

Rp1.125,00 
d.  100 @ Rp 9,00 = 

Rp900.00 
100 @ Rp12,00 = 

Rp1.200,00 
100 @ Rp11,25 = 

Rp1.125,00 
e.  100 @ 

Rp12,00= 
Rp1.200,00 

100 @ Rp11,25 = 
Rp1.125,00 

 
Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian 

persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-
tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama. 
 

 

 
Untuk Penyusutan Aktiva Tetap, diatur dalam Pasal 11 Undang-

Undang Pajak Penghasilan, sebagai berikut: 
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1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, 
penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah 
yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak 
pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 
(satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama 
masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.  

2. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-
bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara 
menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa 
manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan 
secara taat asas. 

3. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali 
untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya 
dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.  

4. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak 
diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut 
digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 
atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.  

5. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar 
penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali 
aktiva tersebut. 

6. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan 
harta berwujud ditetapkan sebagai berikut: 

Kelompok Harta 
Berwujud 

Masa 
Manfaat 

Tarif Penyusutan Sebagaimana 
Dimaksud Dalam 

  Ayat (1) Ayat (2) 
I. Bukan bangunan 
Kelompok 1 
Kelompok 2  
Kelompok 3  
Kelompok 4 

 
4 tahun  
8 tahun  

16 tahun 
 20 tahun 

 
25%  

12,5%  
6,25%  

5% 

 
50%  
25%  

12,5%  
10% 

 
II. Bangunan  
Permanen  
Tidak Permanen 

 
20 tahun  
10 tahun 

 
5%  

10% 
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7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang 
dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan 
Peraturan Menteri Keuangan.  

8. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena 
sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan 
sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya 
yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada 
tahun terjadinya penarikan harta tersebut.  

9. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru 
dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan 
persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa 
kemudian tersebut.  

10. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta 
berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh 
dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.  

11. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai 
dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur 
dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Penjelasan Pasal 11  
Ayat (1) dan ayat (2)  
Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara 
mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta 
berwujud melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran untuk 
memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, 
hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, 
kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau 
dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut 
berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, 
misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan 
keramik, atau perusahaan batu bata. Yang dimaksud dengan “pengeluaran 
untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak 
pakai yang pertama kali” adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna 
bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan 
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hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya, 
sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak 
pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut. Metode 
penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan:  
a. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang 

ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau straight-line 
method); atau  

b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif 
penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau declining 
balance method). Penggunaan metode penyusutan atas harta harus 
dilakukan secara taat asas. Untuk harta berwujud berupa bangunan 
hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud 
selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau 
metode saldo menurun. Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan 
metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus 
disusutkan sekaligus. Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat 
kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu 
golongan.  

 
Contoh: 

penggunaan metode garis lurus: Sebuah gedung yang harga 
perolehannya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan masa 
manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah 
sebesar Rp 50.000.000,00 (Rp 1.000.000.000,00: 20). 

Contoh penggunaan metode saldo menurun: Sebuah mesin yang dibeli 
dan ditempatkan pada bulan Januari 2009 dengan harga perolehan sebesar 
Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Masa manfaat dari 
mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya 
ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan penyusutannya adalah 
sebagai berikut: 

 
Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku 

Harga Perolehan 150.000.000 
2009 50% 75.000.000 75.000.000 
2010 50% 37.500.000 37.500.000 
2011 50% 18.750.000 18.750.000 
2012 Disusutkan 

sekaligus 
18.750.000 - 
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Ayat (3)  
Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan 
selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun 
pertama dihitung secara prorata.  
 
Contoh 1:  

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembangunan dimulai pada bulan 
Oktober 2009 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2010. 
Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada 
bulan Maret tahun pajak 2010. Contoh 2:  

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009 
dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif 
penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka 
penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut: 

Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku 
Harga Perolehan 150.000.000 

2009 ½*50% 37.500.000 112.500.000 
2010 50% 56.250.000 56.250.000 
2011 50% 28.125.000  28.125.000 
2012 Disusutkan 

sekaligus 
28.125.000 - 

 
Ayat (4)  
Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya 
penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta 
tersebut mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam ketentuan ini 
dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat 
diterima atau diperolehnya penghasilan.  
Contoh:  

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 
2009. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2010. 
Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut 
dapat dilakukan mulai tahun 2010. 

Ayat (6) Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam 
melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan ini 
mengatur kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut 
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metode garis lurus maupun saldo menurun. Yang dimaksud dengan 
“bangunan tidak permanen” adalah bangunan yang bersifat sementara dan 
terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat 
dipindahpindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) 
tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan. 
 
Ayat (7)  
Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha 
tertentu, seperti perkebunan tanaman keras, kehutanan, dan peternakan, 
perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan harta berwujud 
yang digunakan dalam bidang-bidang usaha tertentu tersebut yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 
 
Ayat (8) dan ayat (9)  
Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenai 
pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut. Apabila harta 
tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta 
tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dan biaya yang dikeluarkan 
berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya, 
dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun 
diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut 
dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dalam 
hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui 
dengan pasti pada masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian 
tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut. 
 
Ayat (10)  
Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), dalam 
hal pengalihan harta berwujud yang memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, nilai sisa bukunya tidak 
boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan. 

 
Ayat (11)  
Dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk 
melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan 
jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok dan masa manfaat 
yang harus diikuti oleh Wajib Pajak. 
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Untuk aktiva tetap lainnya, diluar aktiva berwujud, maka penurunan 

nilai aktiva disebut amortisasi. Untuk itu, didalam Undang-Undang ini diatur 
tentang amortisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Pasal 11A 
sebagai berikut: 
1. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan 

pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, 
hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai 
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam 
bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun 
selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif 
amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada 
akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan 
secara taat asas.  
Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk 
bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

2. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi 
ditetapkan sebagai berikut: 

Kelompok Harta 
Berwujud 

Masa 
Manfaat 

Tarif Penyusutan Sebagaimana 
Dimaksud Dalam 

  Ayat (1) Ayat (2) 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 

4 tahun  
8 tahun  
16 tahun  
20 tahun 

25%  
12,5%  
6,25%  

5% 

50%  
25%  

12,5%  
10% 

 
3. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu 

perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau 
diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2).  

4. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran 
lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang 
penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan 
metode satuan produksi.  

5. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan 
selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak 
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pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai 
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan 
metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) 
setahun.  

6. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan 
kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2).  

7. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai 
sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan 
jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada 
tahun terjadinya pengalihan tersebut.  

8. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta 
tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh 
dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. 

 
Penjelasan Pasal 11A 
Ayat (1)  
Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk 
biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan 
muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) 
tahun diamortisasi dengan metode:  
a. Dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat; atau  
b. Dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara 

menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku. Khusus untuk 
amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo 
menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud 
atau hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus. 

 
Ayat (1a)  
Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran sehingga 
amortisasi pada tahun pertama dihitung secara pro-rata. Dalam rangka 
menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu perlu 
diberikan pengaturan tersendiri untuk amortisasi yang ketentuannya diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
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Ayat (2)  
Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak 
berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak 
dalam melakukan amortisasi. Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi 
sesuai dengan metode yang dipilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. 
Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat 
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud 
yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang 
ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya 
harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun 
dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 
(delapan) tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, 
maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan 
kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun. 
 
Ayat (4)  
Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase tarif 
amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase 
perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada 
tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan 
minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi. Apabila 
ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang 
diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh 
hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh 
dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan. 
 
Ayat (5)  
Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas 
bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta 
hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut diamortisasi 
berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% (dua 
puluh persen) setahun. Contoh: Pengeluaran untuk memperoleh hak 
pengusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton 
kayu, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diamortisasi 
sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun 
yang bersangkutan. Jika dalam 1 (satu) tahun pajak ternyata jumlah 
produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh 
persen) dari potensi yang tersedia, walaupun jumlah produksi pada tahun 
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tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi yang 
tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari 
penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari 
pengeluaran atau Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 
Ayat (6)  
Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, 
adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya 
biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk 
biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya 
rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran 
operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan 
sekaligus pada tahun pengeluaran. 
 
Ayat (7)  
Contoh:  

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan 
minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp 500.000.000,00. Taksiran 
jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 
(dua ratus juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 
100.000.000 (seratus juta) barel, PT X menjual hak penambangan tersebut 
kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp 300.000.000,00. Penghitungan 
penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai 
berikut:  
Harga perolehan     Rp 500.000.000,00  
Amortisasi yang telah dilakukan:  
100.000.000/200.000.000 barel(50%) Rp 250.000.000,00  
Nilai buku harta      Rp 250.000.000,00  
Harga jual       Rp 300.000.000,00  

 
Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000,00 

dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 
dibukukan sebagai penghasilan. 
 

 

 
Norma perhitungan penghasilan neto, diatur dalam Pasal 14 dalam 

Undang-Undang pajak penghasilan. Beberapa hal yang diatur adalah sebagai 
berikut: 
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1. Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan 
neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak.  

2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang 
dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh 
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang 
bersangkutan.  

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung 
penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan.  

4. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak 
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung 
penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.  

5. Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, 
termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 
yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan 
pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau 
bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung 
berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran 
brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.  

6. Dihapus.  
7. Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

diubah. 
 
Penjelasan Pasal 14  

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak 
sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai 
dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan 
informasi dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. 
Namun, disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu 
menyelenggarakan pembukuan. Semua Wajib Pajak badan dan bentuk 
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usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang 
pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan 
jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan 
pembukuan. Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya 
penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha 
atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal 
Pajak menerbitkan norma penghitungan. 

 
Ayat (1)  
Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya 
penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan 
disempurnakan terus-menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut 
pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:  
a. Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan 

yang lengkap, atau  
b. Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata 

diselenggarakan secara tidak benar. Norma Penghitungan disusun 
sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan 
memperhatikan kewajaran. Norma Penghitungan akan sangat 
membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan 
pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. 

 
Ayat (2)  
Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib 
Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat 
miliar delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto tersebut, Wajib Pajak orang pribadi harus 
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 
(tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. 

 
Ayat (3)  
Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang 
peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pencatatan 
tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam 
menghitung penghasilan neto. 
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Selanjutnya dikenal dengan istilah Norma Penghitungan Khusus 
sebagaimana di atur dalam Pasal 15 yaitu Norma Penghitungan Khusus 
untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak 
dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) 
ditetapkan Menteri Keuangan. 

 
Penjelasan Pasal 15  

Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk 
golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau 
penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan 
pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, 
perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah 
(“build, operate, and transfer”).  

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya 
Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, 
berdasarkan pertimbangan praktis, atau sesuai dengan kelaziman 
pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan 
diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna 
menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut. 

 
 

 
Cara menghitung pajak diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan, sebagaimana diatur dalam beberapa ayat didalam pasal 16 
sebagai berikut: 
1. Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak 

dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara 
mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf g.  

2. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan 
norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk 
Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).  

3. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di 
Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan 
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dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan 
memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat 
(1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf 
g.  

4. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan 
neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang 
disetahunkan. 

 
Penjelasan Pasal 16  

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk 
menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-
Undang ini dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam 
negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada 
dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena 
Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan 
menggunakan Norma Penghitungan.  

Di samping itu terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan 
Norma Penghitungan Khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak 
tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak 
dibedakan antara:  
1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia; dan  
2. Wajib Pajak luar negeri lainnya. 

 
Ayat (1)  
Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, 
Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara 
penghitungan biasa dengan contoh sebagai berikut: 
Peredaran bruto  Rp 6.000.000.000,00 
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan  

Rp 5.400.000.000,00 (-)  
 

Laba usaha (penghasilan neto usaha)  Rp 600.000.000,00  
Penghasilan lainnya  Rp 50.000.000,00 
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan lainnya tersebut  

Rp 30.000.000,00 (-)  
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 Rp 20.000.000,00 (+)  
Jumlah seluruh penghasilan neto Rp 620.000.000,00 
Kompensasi kerugian  Rp 10.000.000,00 (-) 
Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak 
badan)  

Rp 610.000.000,00  

Pengurangan berupa Penghasilan Tidak 
Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi 
(isteri + 2 anak)  

Rp 19.800.000,00 (-)  
 

Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak 
orang pribadi) 

Rp 590.200. 000,00 
 

 
Ayat (2)  
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan 
pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan 
Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan contoh sebagai berikut: 
- Peredaran bruto   Rp 4.000.000.000,00  
- Penghasilan neto (menurut Norma 

Penghitungan) misalnya 20%  
Rp 800.000.000,00 

- Penghasilan neto lainnya  Rp 5.000.000,00 (+) 
- Jumlah seluruh penghasilan neto  Rp 805.000.000,00  
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (isteri + 3 

anak) **)  
Rp 21.120.000,00 (-) 

- Penghasilan Kena Pajak Rp 783.880.000,00  
** Disesuaikan dengan PTKP yang berlaku. 
 
Ayat (3)  
Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan 
Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan 
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Karena 
bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, 
Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa. 
Contoh:  
- Peredaran bruto  Rp 10.000.000.000,00 
-Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan  

Rp 8.000.000.000,00 (-) 

 Rp 2.000.000.000,00 
- Penghasilan bunga  Rp 50.000.000,00 
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- Penjualan langsung barang yang sejenis 
dengan barang yang dijual bentuk usaha 
tetap oleh kantor pusat 

Rp 2.000.000.000,00 

- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
Memelihara penghasilan  

Rp 1.500.000.000,00 (-) 

 Rp 500.000.000,00 
- Dividen yang diterima atau diperoleh 
kantor pusat yang mempunyai hubungan 
efektif dengan bentuk usaha tetap  

Rp 1.000.000.000,00 (+)  

 Rp 3.550.000.000,00 
- Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3)  Rp 450.000.000,00 (-) 
- Penghasilan Kena Pajak Rp 3.100.000.000,00 

 
Ayat (4)  
Contoh:  
Orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek 
pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan dan dalam jangka waktu tersebut 
memperoleh penghasilan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh 
juta rupiah) maka penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya adalah sebagai 
berikut.  
Penghasilan selama 3 (tiga) bulan Rp 150.000.000,00 
Penghasilan setahun sebesar: (360: (3x30)) 
x Rp150.000.000,00  

Rp 600.000.000,00 

Penghasilan Tidak Kena Pajak**) Rp 15.840.000,00 (-) 
Penghasilan Kena Pajak Rp 584.160.000,00  

**) Disesuaikan dengan PTKP yang berlaku 
 

 

 
Untuk lebih memahami ketentuan Pajak Penghasilan (selanjutnya 

disingkat PPh) Pasal 4 ayat (2), silahkan disimak penjelasan seputar PPh 
Pasal 4 ayat (2) berikut ini. 
Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final: 
1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 

obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan 
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 

2. penghasilan berupa hadiah undian; 
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 

derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham 
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atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang 
diterima oleh perusahaan modal ventura; 

4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah 
dan/atau bangunan; dan 

5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Penghasilan-penghasilan tersebut merupakan objek pajak. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain: 
1. perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan 

tabungan masyarakat; 
2. kesederhanaan dalam pemungutan pajak;-berkurangnya beban 

administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak; 
3. pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan-memerhatikan 

perkembangan ekonomi dan moneter, atas penghasilan-penghasilan 
tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan 
pajaknya. 

 
Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan 

tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, 
pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Obligasi sebagaimana dimaksud di atas termasuk surat utang 
berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, 
Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. 
Surat Utang Negara yang dimaksud di atas meliputi Obligasi Negara dan 
Surat Perbendaharaan Negara. 

 
1. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Deposito dan 

Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia 
a. Objek Pajak 

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta 
diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang 
bersifat final. Termasuk dalam pengertian bunga di atas adalah bunga 
yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang 
ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat 
kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 
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Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap orang pribadi Subjek 
Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun 
Pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak 
Kena Pajak. 

b. Tarif 
Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan 

tabungan serta diskonto Sertifikat Bank lndonesia adalah sebagai 
berikut: 
1) dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah 

bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 
2) dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah 

bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak 
Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri. 

c. Pengecualian 
Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan 

tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan 
terhadap: 
1) bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank 

Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat 
Bank lndonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta 
lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-
pecah; 

2) bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan 
di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia; 

3) bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank 
Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang 
dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana 
Pensiun; 

4) bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka 
pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap 
bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah 
susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni 
sendiri. 
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2.  Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi  
a. Objek Pajak 

Objek pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi 
adalah sebagai berikut: 
1) Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka 

waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. 
2) Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat 

pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing 
yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas Surat 
Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara 

3) Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh 
pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.  

Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak 
berupa Bunga Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang 
bersifat final. 

b. Tarif 
Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima 

dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi adalah: 
1) bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar: 

• 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 
usaha tetap; dan 

• 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan 
persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar 
negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai 
dengan masa kepemilikan Obligasi; 

2) diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar: 
• 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap; dan 
•  20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan 

persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar 
negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau 
nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk 
bunga berjalan; 

3) diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar: 
• 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap; dan 
• 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan 

persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar 
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negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau 
nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan 

4) bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau 
diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa 
Keuangan sebesar: 
• 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; 

dan 
• 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya. 

c. Pemotong Pajak 
1) penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang 

ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang 
Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi, dan 
diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat 
jatuh tempo Obligasi; dan/atau 

2) perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara 
dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual 
Obligasi pada saat transaksi. 

d. Pengecualian 
Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima 

penghasilan berupa Bunga Obligasi adalah: 
1) Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang 
PPh; dan 

2) Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar 
negeri di Indonesia. 

Penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima dan/atau 
diperoleh Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang 
bank luar negeri di Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan 
tarif umum sesuai Undang-Undang PPh. 

 
3.  Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara 

Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah 
Surat Utang Negara yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
dengan pembayaran bunga secara diskonto. 
Diskonto SPN adalah selisih lebih antara: 
a. nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di Pasar 

Perdana atau di Pasar Sekunder; atau 
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b. harga jual di Pasar Sekunder dengan harga perolehan di Pasar Perdana 
atau di Pasar Sekunder, tidak termasuk Pajak Penghasilan yang dipotong. 

a. Objek Pajak 
Atas penghasilan tertentu dari Wajib Pajak berupa Diskonto SPN 

dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final. 
b. Tarif 

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa Diskonto SPN 
adalah: 
1) 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk 

Usaha Tetap (BUT); dan 
2) 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan 

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak 
penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari Diskonto SPN. 

c. Pemotong Pajak 
Pemotongan Pajak dilakukan oleh: 
1) Penerbit SPN (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen 

pembayar, atas Diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh 
tempo; atau 

2) Perusahaan efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara 
maupun selaku pembeli, atas Diskonto SPN yang diterima di Pasar 
Sekunder. 

d. Pengecualian 
Pemotongan pajak tidak dilakukan atas Diskonto SPN yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak: 
1) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di 

Indonesia; 
2) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan; 
3) Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan, selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian 
perusahaan atau pemberian izin usaha. 

 
4. Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Simpanan yang 

dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi 
a. Objek Pajak 

Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh 
koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang 
pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. 
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b. Tarif 
Besarnya Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga 

simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia 
kepada anggota koperasi orang pribadi adalah: 
1) 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai 

dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; 
atau 

2) 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan 
berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat 
puluh ribu rupiah) per bulan. 

c. Pemotong Pajak 
Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada 

anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong Pajak Penghasilan 
yang bersifat final tersebut. 

 
5. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Hadiah Undian 
a. Objek Pajak 

Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam 
bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat 
final. 

b. Tarif 
Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut 

atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk 
apapun adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah 
undian. 

c. Pemotong Pajak 
Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh Final 

atas Hadiah Undian. 
 
6. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penjualan Saham di 

Bursa Efek 
a. Objek Pajak 

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau 
badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak 
Penghasilan yang bersifat final 

b. Tarif 
1) Besarnya Pajak Penghasilan adalah 0,1% (satu per seribu) dari 

jumlah bruto nilai transaksi penjualan 
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2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan 
sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada 
saat penutupan bursa diakhir tahun 1996. 

3) Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 
Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai 
saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum 
perdana. 

c. Pemotong Pajak 
Penyelenggara bursa efek wajib memungut Pajak Penghasilan 

setiap transaksi penjualan saham di bursa efek. 
 

7.  Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura 
dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan 
Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya 

a. Objek Pajak 
Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi 

penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 
pasangan usahanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. 
Perusahaan Pasangan Usaha tersebut adalah perusahaan yang 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan; dan 

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 
b. Tarif 

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan perusahaan modal 
ventura di atas adalah 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai 
transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. 

Dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan 
modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan Pajak 
Penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan atas 
penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. 

c. Pengecualian 
Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi 

penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 
pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan Pajak 
Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak 
Penghasilan. 
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Mengingat perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan dalam 
Peraturan Pemerintah ini berbeda dengan perlakuan atas penghasilan 
lainnya, maka kepada perusahaan modal ventura diwajibkan untuk 
melakukan pembukuan yang terpisah atas penghasilan maupun biaya 
yang berkaitan dengan penghasilan dari transaksi penjualan saham ini. 

 
8. Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 
a. Objek Pajak 

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib 
Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan yang 
bersifat final. 

b. Tarif 
Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 
10% (sepuluh persen). 

c. Pemotong 
Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku 

pembayar dividen. 
 

9. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi 
a. Objek Pajak 

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak 
Penghasilan yang bersifat final. 

b. Tarif 
Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah 

sebagai berikut: 
1) 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh 

Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil; 
2) 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan 

oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha; 
3) 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh 

Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b; 

4) 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan 
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki 
kualifikasi usaha; dan 



194 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

5) 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan 
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki 
kualifikasi usaha. 

Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak 
Penghasilan tersebut tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba 
bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final. 
Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah: 
1) jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, 

dikalikan tarif Pajak Penghasilan di atas; atau 
2) jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan 

Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan di atas dalam hal Pajak 
Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa. 

Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran di atas 
merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi. 

c. Pemotong 
Pajak Penghasilan yang bersifat final di atas: 
1) dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal 

Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau 
2) disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan 

merupakan pemotong pajak 
 
10. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas 

Tanah dan/atau Bangunan 
a. Objek Pajak 

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu: 
1) penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan 

hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati 
dengan pihak lain selain pemerintah; 

2) penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara 
lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan 
pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum 
yang tidak memerlukan persyaratan khusus; 

3) penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara 
lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. 
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b. Tarif 
PPh yang dikenakan atas: 
1) penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan 

hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati 
dengan pihak lain selain pemerintah; dan 

2) penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara 
lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan 
pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum 
yang tidak memerlukan persyaratan khusus; adalah sebesar 5% (lima 
persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan. 

Sedangkan pengalihan atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana 
dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang 
usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari 
jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
tersebut. 

c. Pemotong 
1) Untuk transaksi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan 

hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang 
disepakati dengan pihak lain selain pemerintah, PPh terutang wajib 
dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)pada bank persepsi atau 
Kantor Pos dan Giro, sebelum akta, keputusan, perjanjian, 
kesepakatan atau risalah lelang ditanda tangani oleh pejabat yang 
berwenang. 

2) Untuk penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, 
atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan 
pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum 
yang tidak memerlukan persyaratan khusus PPh terutang dipungut 
oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau 
pejabat yang menyetujui tukar menukar. 

d. Pengecualian 
Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak 

Penghasilan di atas adalah: 
1) orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah Penghasilan 

Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 
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Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan 
jumlah yang dipecah-pecah; 

2) orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus; 

3) orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan 
dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 
termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan 
usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada 
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan 
antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

4) badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan 
cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 
termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan 
usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada 
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan 
antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau 

5) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan. 
Termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau 

pemungutan Pajak Penghasilan di atas adalah pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang 
tidak termasuk subjek pajak. 

 
11. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Sewa Tanah dan/atau 

Bangunan. 
a. Objek Pajak 

Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa 
tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung 
perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk 
bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan 
industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. 

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang 
dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan 
dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan 
yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya 
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keamanaan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara 
terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang 
bersangkutan. 

b. Tarif 
Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang 

pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh 
penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana 
dimaksud di atas adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai 
persewaan tanah dan atau bangunan. 

c. Pemotong 
Pemotongan dilakukan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah 

Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara 
kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan 
luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak. Dalam penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek 
Pajak, selain yang tersebut di atas, PPh disetor sendiri oleh yang 
menyewakan. 

Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan 
adalah: 
1) Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah 

(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan 
konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; 

2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan 
pembukuan; (Kemenkeu, 2019) 

 
 

 
Mengenai tarif pajak penghasilan diatur dalam Pasal 17 Undang-

Undang Pajak Penghasilan, yang terdiri dari 7 ayat yaitu: 
1. Tarif pajak diterapkan atas penghasilan kena pajak sebagai berikut: 

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut: 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Dipakai (%) 

sampai dengan Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) 

5% (lima persen) 

di atas Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) s.d. Rp 

250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) 

 15% (lima belas persen) 
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Lapisan Penghasilan Kena Pajak Dipakai (%) 
di atas Rp250.000.000,00 (dua 

ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) 

25% (dua puluh lima persen) 

di atas Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) 

30% (tiga puluh persen) 
 

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 
sebesar 28% (dua puluh delapan persen. 

 
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 

diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% 

(dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 
2010.  

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan 
terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari 
jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa 
efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya 
dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah 
daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 
ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah.  

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang 
dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah 
paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.  

(2d Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.  

4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam 
ribuan rupiah penuh.  

5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam 
negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam 
bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan 
dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.  
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6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.  

7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri 
atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 
sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada 
ayat (1).  
 

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Huruf a  
Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi:  
Jumlah Penghasilan Kena Pajak  Rp 600.000.000,00 
Pajak Penghasilan yang terutang:  
5% x Rp50.000.000,00 = 

 
Rp 2.500.000,00  

15% x Rp 200.000.000,00 = Rp 30.000.000,00  
25% x Rp 250.000.000,00 = Rp 62.500.000,00  
30% x Rp 100.000.000,00= Rp 30.000.000,00 (+) 
Pajak Penghasilan terutang Rp 125.000.000,00 

 
Huruf b  
Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan dalam 
negeri dan bentuk usaha tetap:  
Jumlah Penghasilan Kena Pajak  Rp 1.250.000.000,00 
Pajak Penghasilan yang terutang:  
28% x Rp 1.250.000.000,00 = 

 
Rp 350.000.000,00 

 
Ayat (2)  
Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini akan diberlakukan 
secara nasional dimulai per 1 Januari, diumumkan selambat-lambatnya 1 
(satu) bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif, serta dikemukakan oleh 
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk 
dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 
 
Ayat (3)  
Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a tersebut akan disesuaikan dengan faktor penyesuaian, antara 
lain tingkat inflasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 
Pajak Penghasilan setahun:  
Lap.1 = 5% x Rp 50.000.000,00  

 
Rp 2.500.000,00 

Lap.2 = 15% x Rp 200.000.000,00  Rp 30.000.000,00 
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Lap.3 = 25% x Rp250.000.000,00  Rp 62.500.000,00 
Lap.4 =30%x Rp 84.160.000,00  Rp 25.248.000,00 (+) 

Jumlah Pajak Penghasilan Rp 120.248.000,00 
Pajak Penghasilan yang terutang dalam bagian tahun Pajak (3 bulan) ((3 x 
30): 360) x Rp 120.248.000,00 = Rp 30.062.000,00 
 
Ayat (7)  
Ketentuan pada ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk 
menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis 
penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 
sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas 
pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan 
pajak.  
 
Pasal 18 
1. Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai 

besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk 
keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.  

2. Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen 
oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha 
di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut 

paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang 
disetor; atau  

b. Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya 
memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) 
dari jumlah saham yang disetor. 

3. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali 
besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai 
modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib 
Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya 
sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi 
oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan 
harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, 
metode biaya-plus, atau metode lainnya.  
(3a) --- Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian 
dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak 
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negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), 
yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi 
pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu 
tersebut berakhir.  
(3b) --- Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva 
perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud 
demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak 
yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak 
yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain 
atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.  
(3c)--- Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit 
company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat 
kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven 
country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang 
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha 
tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan 
saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 
atau bentuk usaha tetap di Indonesia.  
(3d)--- Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi 
dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa 
dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi 
kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang 
pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran 
lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan 
tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.  
(3e)--- Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), 
ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.  

4. Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai 
dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap 
ada apabila: 
a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak 

langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib 
Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling 
rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau 
lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang 
disebut terakhir;  
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b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib 
Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun 
tidak langsung; atau 

c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam 
garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.  

 
Penjelasan Pasal 18 Ayat (1)  

Undang-Undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan 
untuk memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang 
dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan 
penghitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan 
tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan 
modal (debt to equity ratio). Apabila perbandingan antara utang dan modal 
sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, pada umumnya perusahaan 
tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk 
penghitungan Penghasilan Kena Pajak, Undang-Undang ini menentukan 
adanya modal terselubung. Istilah modal di sini menunjuk kepada istilah 
atau pengertian ekuitas menurut standar akuntansi, sedangkan yang 
dimaksud dengan “kewajaran atau kelaziman usaha” adalah adat kebiasaan 
atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam 
dunia usaha. 
 
Ayat (2)  
Dengan makin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional 
sejalan dengan era globalisasi dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri 
menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan 
penghindaran pajak, terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada 
badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan 
berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.  
Contoh:  

PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40% dan 20% 
pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. Saham X Ltd. tersebut 
tidak diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 2009 X Ltd. memperoleh 
laba setelah Pajak sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam 
hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya 
dividen dan dasar penghitungannya.  
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Ayat (3)  
Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya 
penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. 
Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi 
penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya 
melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak 
berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau 
biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak 
tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali 
jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode 
perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable 
uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price 
method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau metode lainnya 
seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih 
transaksional (transactional net margin method).  
Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara 
terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang 
maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut 
sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya 
melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim 
terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa 
atau berdasar data atau indikasi lainnya. 
Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang 
dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk 
dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau 
memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak. 
 
Ayat (3a)  
Kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA) adalah 
kesepakatan antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak mengenai 
harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa (related parties) dengannya.  
Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik 
penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multi nasional. 
Persetujuan antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat 
mencakup beberapa hal, antara lain harga jual produk yang dihasilkan, dan 
jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada kesepakatan. Keuntungan dari 
APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan 
pajak, Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan 
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produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. 
APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur 
Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan 
Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang 
menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya. 

 
Ayat (3b)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh 
Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada suatu 
perusahaan Wajib Pajak dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang 
didirikan khusus untuk tujuan tersebut (special purpose company). 

 
Ayat (3c)  
Contoh:  

X Ltd. yang didirikan dan berkedudukan di negara A, sebuah negara 
yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country), memiliki 95% 
(sembilan puluh lima persen) saham PT X yang didirikan dan bertempat 
kedudukan di Indonesia. X Ltd. ini adalah suatu perusahaan antara ( conduit 
company ) yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh Y Co., sebuah 
perusahaan di negara B, dengan tujuan sebagai perusahaan antara dalam 
kepemilikannya atas mayoritas saham PT X. Apabila Y Co. menjual seluruh 
kepemilikannya atas saham X Ltd. kepada PT Z yang merupakan Wajib Pajak 
dalam negeri, secara legal formal transaksi di atas merupakan pengalihan 
saham perusahaan luar negeri oleh Wajib Pajak luar negeri. Namun, pada 
hakikatnya transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan (saham) 
perseroan Wajib Pajak dalam negeri oleh Wajib Pajak luar negeri sehingga 
atas penghasilan dari pengalihan ini terutang Pajak Penghasilan. 

 
Ayat (4)  
Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena 
ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan: a. 
kepemilikan atau penyertaan modal; atau b. adanya penguasaan melalui 
manajemen atau penggunaan teknologi. Selain karena hal-hal tersebut, 
hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi 
karena adanya hubungan darah atau perkawinan. Huruf a Hubungan 
istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang 
berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih 
secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, PT A mempunyai 50% 
(lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan 
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penyertaan langsung. Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50% (lima 
puluh persen) saham PT C, PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak 
langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima 
persen). Dalam hal demikian, antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat 
hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima 
persen) saham PT D, antara PT B, PT C, dan PT D dianggap terdapat 
hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga 
terjadi antara orang pribadi dan badan. Huruf b Hubungan istimewa di 
antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui 
manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan 
kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih 
perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga 
hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan 
yang sama tersebut. Huruf c Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga 
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah ayah, ibu, dan 
anak, sedangkan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke 
samping satu derajat” adalah saudara. Yang dimaksud dengan “keluarga 
semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak 
tiri, sedangkan “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke 
samping satu derajat” adalah ipar. 

 
Pasal 19  
1. Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian 

kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian 
antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan 
harga. 

2. Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diterapkan tarif Pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri 
Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). 

 
Penjelasan Pasal 19 Ayat (1)  

Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan 
kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan kekurang-serasian antara 
biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak 
yang kurang wajar. Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi 
wewenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap 
(revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan. 
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Terhadap penghitungan pajak penghasilan menghasilkan hutang 

pajak penghasilan. Hutang pajak penghasilan merupakan kewajiban subjek 
pajak (wajib pajak) untuk melunasinya berdasarkan waktu yang telah 
ditetapkan untuk setiap jenis pajak. 

Mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan, diatur dalam Bab V 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2008 pasal 20 sebagai berikut: 
1. Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi 

oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan 
pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib 
Pajak sendiri.  

2. Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  

3. Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang 
terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk 
penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.  

 
Penjelasan Pasal 20 
Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak 
berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak 
yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui:  
a. Pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh 

Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pemotongan pajak atas 
penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23.  

b. Pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25. 

 
Ayat (2)  
Pada dasarnya pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan untuk 
setiap bulan, namun Menteri Keuangan dapat menentukan masa lain, 
seperti saat dilakukannya transaksi atau saat diterima atau diperolehnya 
penghasilan, sehingga pelunasan pajak dalam tahun berjalan dapat 
dilaksanakan dengan baik. 
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Ayat (3)  
Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran 
pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara 
mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun 
pajak yang bersangkutan.  
Dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan 
pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka dapat diatur 
pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atas jenis-jenis 
penghasilan tertentu seperti dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 
23. Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan 
dengan Pajak Penghasilan yang terutang. 
 
1. Pajak Penghasilan Pasal 21 
a. Pengertian PPh 21 

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan 
pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun 
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
wajib dilakukan oleh:  
1) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, 

dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;  

2) Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 
atau kegiatan;  

3) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan 
pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;  

4) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai 
imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang 
melakukan pekerjaan bebas; dan  

5) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan 
dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 
 

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan 
pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.  

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak 
untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi 
dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan 
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dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan 
Tidak Kena Pajak.  

Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap 
lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah 
dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang 
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.  

Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. 
Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan 
terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan 
terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib 
Pajak.  

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas 
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Penjelasan Pasal 21  

Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun 
berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau 
diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan 
dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan 
pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana 
pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. 

Huruf a Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan Pajak 
adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, 
perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, 
upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apa 
pun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.  

Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi 
internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak. 
Yang dimaksud dengan “pembayaran lain” adalah pembayaran dengan 
nama apa pun selain gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran 
lain, seperti bonus, gratifikasi, dan tantiem.  
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Yang dimaksud dengan “bukan pegawai” adalah orang pribadi yang 
menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja 
sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang 
menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.  

Huruf b Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-
lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar 
negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan 
pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 
Yang termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas 
dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.  

Huruf c Yang termasuk “badan lain”, misalnya, adalah badan 
penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang 
pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain 
yang sejenis dengan nama apa pun. Yang termasuk dalam pengertian 
uang pensiun atau pembayaran lain adalah tunjangan-tunjangan baik 
yang dibayarkan secara berkala ataupun tidak yang dibayarkan kepada 
penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, dan penerima tabungan 
hari tua. Huruf d Yang termasuk dalam pengertian badan adalah 
organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2).  

Yang termasuk tenaga ahli orang pribadi, misalnya, adalah dokter, 
pengacara, dan akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak 
untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama 
persekutuannya.  

Huruf e Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas 
pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara 
kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi 
termasuk organisasi inter-nasional, perkumpulan, orang pribadi, serta 
lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang 
diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, dan kesenian. 
 
Ayat (3)  
Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah 
penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan 
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun 
termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang 
dibayar oleh pegawai. Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang 
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dipotong Pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya 
pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan 
termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua. 

 
Ayat (4)  
Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, 
mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan 
bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenai 
pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Keuangan, dengan memerhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang 
berlaku. 
Ayat (5a) Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat 
dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan 
kartu NPWP. 
Penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, dan penerima tabungan 
hari tua. Huruf d Yang termasuk dalam pengertian badan adalah 
organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2). 
Yang termasuk tenaga ahli orang pribadi, misalnya, adalah dokter, 
pengacara, dan akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak 
untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama 
persekutuannya.  
Huruf e Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran 
hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan 
suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk 
antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi 
internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang 
menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan, misalnya 
kegiatan olahraga, keagamaan, dan kesenian. 

 
Ayat (3)  
Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah 
penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan 
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun 
termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang 
dibayar oleh pegawai. Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang 
dipotong Pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya 
pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan 
termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua. 
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Ayat (4)  
Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, 
mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan 
bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenai 
pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Keuangan, dengan memerhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang 
berlaku. 

 
Ayat (5a)  
Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh 
Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP. 
Contoh:  
Penghasilan Kena Pajak sebesar  Rp 75.000.000,00 
Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi 
Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:  
5% xRp50.000.000,00  

Rp 2.500.000,00 

15% x Rp25.000.000,00  Rp 3.750.000,00 (+) 
Jumlah  Rp 6.250.000,00 

 
Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki 
NPWP adalah:  
5% x 120% x Rp50.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 
15% x 120% x Rp25.000.000,00 =  Rp 4.500.000,00 (+) 
Jumlah  Rp 7.500.000,00 

 
b. Contoh perhitungan Pajak Penghasilan 21 

Tuan Dedi (TK/0) bekerja pada PT. ABC sejak Januari 2017. 
Penghasilan bruto yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain 
adalah senilai Rp100.000.000,00. Tuan Dedi membayar iuran pension 
dan THT/JHT senilai Rp2.000.000,00. Berapakah PPh terutang Tuan 
Dedi? 
Jawaban: 

Penghasilan bruto (total seluruh gaji, tunjangan 
dari pembayaran lain oleh perusahaan kepada 
karyawan) 

= Rp. 100.000.000 

Pengurang penghasilan (Iuran Pensiun atau 
THT/JHT) 

=(Rp. 2.000.000) - 

Penghasilan Netto  Rp. 98.000.000 
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Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (TK/0) =(Rp. 54.000.000) - 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 44.000.000 

PPh Terutang (Tarif Pasal 17 x PKP) =Rp. 2.200.000 

PPh yang dipotong/dipungut pihak lain (Kredit 
Pajak PPh Pasal 21) 

=(Rp. 2.200.000)- 

PPh KB/LB/Nihil =Rp. 0 (NIHIL) 

  
2. Pajak Penghasilan Pasal 22 
a. Pengertian PPh Pasal 22 

PPh Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada 
badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang 
melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Melalui 
penerbitan peraturan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan 
badan-badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 yaitu menjadi wajib 
pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat 
mewah. 

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak 
Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau 
pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan 
berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat 
bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh 
Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti 
PPh 21 atau pun PPh 23. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan 
terhadap perdagangan barang yang dianggap “menguntungkan”, 
sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan 
dari perdagangan tersebut. 

 
b. Pemungut PPh Pasal 22 

Pemungut Pajak penghasilan Pasal 22 ini, diatur dalam beberapa 
ayat sebagai berikut:  
1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:  

a) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan 
dengan pembayaran atas penyerahan barang;  

b) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak 
yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di 
bidang lain; dan  
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c) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli 
atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.  

2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya 
pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang 
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor 
Pokok Wajib Pajak. 
 

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1)  
Berdasarkan ketentuan ini, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut 

pajak adalah: 
1) Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-
lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas 
penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara 
adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang 
sama;  

2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, 
berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di 
bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara 
lain otomotif dan semen; dan  

3) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas 
penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak 
oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap 
pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang 
yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya 
maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, 
apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat 
mewah.  

 
Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan 

mempertimbangkan, antara lain:  
1) Penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan 

pemungutan pajak secara efektif dan efisien;  
2) Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan 
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3) Prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah 
dilaksanakan. Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk 
tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat 
waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak 
berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final. 

 
Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 

1,5% dari pembelian adalah: 
1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek 

PPh impor barang; 
2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai 

pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi 
atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, 
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; 

3) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas 
pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang 
persediaan (UP); 

4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat 
Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian 
barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme 
pembayaran langsung (LS); 

5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh 
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 
dipisahkan, yang meliputi: 
a) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), 

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi 
Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT 
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya 
(Persero), PT Krakatau Steel (Persero); 

b) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan 
pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk 
keperluan kegiatan usahanya. 
 

https://www.online-pajak.com/wp-content/uploads/2019/06/15-pmk-010-107-lampiran-pph-22.pdf
https://www.online-pajak.com/wp-content/uploads/2019/06/15-pmk-010-107-lampiran-pph-22.pdf
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6) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, 
perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian 
bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya 
atau ekspornya. 

7) Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas 
tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari 
badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.  

 
Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut 

PPh Pasal 22 saat penjualan adalah: 
1) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, 

industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, 
atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri; 

2) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek 
(APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan 
kendaraan bermotor di dalam negeri; 

3) Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan 
pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan 
pelumas;  

4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang 
merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi 
dengan industri antara dan industri hilir. 

5) Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan 
usahanya: 
a) mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, 

peternakan, dan perikanan; dan 
b) menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir 

yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, 
peternakan, dan perikanan. 

6) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015, 
pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib 
pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat 
mewah.  
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c. Tarif PPh Pasal 22 
Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai 

berikut: 
1) Atas impor: 

a) barang-barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013, 
sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; 

b) selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 
1, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% 
(dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, 
gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari 
nilai impor; 

c) selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 
1, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 
7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau 

d) yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari 
harga jual lelang. 

2) Atas pembelian barang bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-
lembaga negara lainnya, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari 
harga pembelian tidak termasuk PPN. 

3) Atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang 
persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran dan pembelian 
barang, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian 
tidak termasuk PPN. 

4) berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak 
ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) 
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat 
Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA), sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga 
pembelian tidak termasuk PPN. 

5) pembelian bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha berkenaan 
dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan 
untuk keperluan kegiatan usahanya oleh BUMN (PT Pertamina 
(Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan 
Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) 
Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan 
Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi 
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Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel 
(Persero) dan Bank BUMN, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari 
harga pembelian tidak termasuk PPN. 

6) Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas 
oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, 
dan pelumas adalah sebagai berikut: 
a) bahan bakar minyak sebesar: 

▪ 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak 
termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada 
stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina; 

▪ 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk 
Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun 
pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina; 

▪ 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk 
Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak-pihak 
selain di atas; 

b) bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari 
penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; 

c) pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak 
termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

7) Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh 
badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, 
industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi: 
a) penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh 

lima persen); 
b) penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen); 
c) penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); 
d) penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih 

sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);  
e) penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) 

dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 
8) Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen 

Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), 
dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma 
empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai. 

9) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor 
oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor 
kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, 
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sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga 
pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

 
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar 

penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) 
ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di 
bidang impor. 

Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang 
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang 
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor 
Pokok Wajib Pajak. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan Pajak 
Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final. 

 
d. Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 

Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 adalah 
sebagai berikut: 
1) Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak 
Penghasilan; 

2) Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau 
Pajak Pertambahan Nilai; 

3) Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata 
dimaksudkan untuk diekspor kembali; 

4) Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah 
diekspor kemudian di impor kembali dalam kualitas yang sama atau 
barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, 
pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang 
ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

5) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan 
dengan: 
a) pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (Bendahara 

Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara 
pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar 
yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)), yang 
jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 
tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 
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b) pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN 
tertentu dan Bank BUMN) yang jumlahnya paling banyak 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan 
pembayaran yang terpecah-pecah; 

c) pembayaran untuk: 
▪ pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, 

benda-benda pos; 
▪ pemakaian air dan listrik. 

6) Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang 
perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor; 

7) Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan 
penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

 
Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas 

barang impor sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas, tetap berlaku 
dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% 
(nol persen).  

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 6 
dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 
yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pengecualian 
sebagaimana dimaksud pada point 4, 5, dan 7 di atas dilakukan tanpa 
Surat Keterangan Bebas (SKB). 

Ketentuan Pengecualian pengenaan PPh Pasal 22 atas kegiatan 
Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN, 
atas impor sementara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
dan/atau Direktur Jenderal Pajak. 

 
e. Saat Terutang Pembayaran 

PPh Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan 
dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk 
ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari 
pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat 
penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. PPh Pasal 22 
atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah dan KPA, bendahara 
pengeluaran dan pejabat penerbit Surat Perintah Membayar, dan 
pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan 
usaha oleh BUMN tertentu dan Bank BUMN, terutang dan dipungut pada 
saat pembayaran.  
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PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi Badan usaha yang 
bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri 
baja, industri otomotif, dan industri farmasi dan atas penjualan 
kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM 
dan importir umum kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada 
saat penjualan. PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan 
bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan 
surat perintah pengeluaran barang (delivery order). 

 
f. Cara Penyetoran 

Cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22, dengan beberapa 
ketentuan sebagai berikut: 
1) Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan 

cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank 
devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran 
dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. 

2) Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara 
Pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit 
Surat Perintah Membayar, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara 
melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang 
telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut 
pajak. (Surat Setoran Pajak tersebut berlaku juga sebagai Bukti 
Pemungutan Pajak) 

3) Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak selain, wajib disetor 
oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau 
bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak. (Pemungut wajib menerbitkan Bukti 
Pemungutan PPh Pasal 22.) 
 

g. Kewajiban Pelaporan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib 

melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat 
Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Semua Pemungutan 
PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai 
pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut, 
kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan 
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pelumas oleh Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar 
gas, dan pelumas kepada penyalur/agen. 

 
Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 
1) Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Instansi 

Pemerintah 
Kasus: 

PT ABC berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat 
tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada 
tanggal 1 Oktober 2015, PT ABC melakukan penyerahan barang kena 
pajak dengan nilai kontrak sebesar Rp11.000.000 (nilai sudah 
termasuk PPN). Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh 
Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? 
 
Jawaban: 

No. Diketahui Nilai (Rp) 
1 Nilai kontrak termasuk PPN 11.000.000 
2 DPP (100/110 X 11.000.000 10.000.000 
3 PPN dipungut 10% X 10.000.000 1.000.000 
4 PPH Pasal 22 (1,5% X 10.000.000) 150.000 

Jadi, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas 
Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp150.000.  
PPh Pasal 22 = 1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN. 

Atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja 
negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pemungutan PPh 
Pasal 22 adalah: 
• Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah 

yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari 
Rp1.000.000,00. 

• Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air 
minum/PDAM, dan benda-benda pos. 

• Pembayaran/ pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh 
kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. 

 
2) Perhitungan PPh Pasal 22 atas Barang Impor 

Kasus dan Pertanyaan:  
Pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor barang dari 

Jerman dengan harga faktur US$100.000. Barang yang di impor 
adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang 
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tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 
16/PMK.010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri 
sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari 
harga faktur. 

Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 
20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu 
sebesar US$1= Rp10.000. Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh 
Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memilih API (Angka Pengenal Impor) 
dan jika tidak memiliki API? 
 
Jawaban: 
No. Uraian Jumlah (Rp) 
1. Harga Faktur Cost  US $ 100.000 
2. Biaya asuransi (Insurance) = 5% X US $ 

100.000 
US $ 500 

3. Biaya angkut (freight) =10% X US$ 
100.000 

US$ 10.000 

 CIF (Cost, Assurance & Freight) US$ 115.000 
4. CIF (dalam rupiah) = US $ 115.000 X 

Rp. 10.000 
Rp. 1.150.000.000 

5. Bea Masuk = (20% x Rp1.150.000.000) Rp230.000.000 
6. Bea masuk tambahan = (10% x 

Rp1.150.000.000) 
Rp115.000.000 

Jadi, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh DJBC, jika PT ABC memiliki API 
(2,5% x Nilai Impor): 
2,5% x Rp1.495.000.000 = Rp37.375.000 
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC tidak memiliki API 
(7,5% x Nilai Impor): 
7,5% X Rp1.495.000.000 = Rp112.125.000 

 
3) Perhitungan Hasil Produksi Industri Tertentu 

Kasus dan Pertanyaan: 
a. Pada bulan Agustus, PT Semen Sentosa menjual hasil produknya 

kepada PT Indah Bahagia senilai Rp825.000.000. harga tersebut 
sudah termasuk PPN sebesar 10%. 

b. Pada bulan April, PT Gerhana yang bergerak dalam industri kertas 
menjual hasil produksinya senilai Rp550.000.000 kepada PT 
Halilintar. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. 
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c. Pada bulan Juli, PT Baja Perkasa menjual hasil produknya kepada 
PT Adi Karya senilai Rp1.100.000.000. Harga tersebut sudah 
termasuk PPN sebesar 10%. 

 
Jawaban: 
No. PPh Pasal 22 Jumlah (Rp) 
1. DPP PPN = (100/110) x 

Rp825.000.000 
Rp. 750.000.000 

2. 0,25% X Rp. 750.000.000 Rp. 1.875.000 
3. DPP PPN = (100/110) x 

Rp550.000.000 
Rp. 500.000.000 

4. 0,25% x Rp500.000.000 Rp500.000 
5. DPP PPN: (100/110) x 

Rp1.100.000.000 
Rp1.000.000.000 

6. 0,25% x Rp1.000.000.000 Rp3.000.000 
 
4) Perhitungan PPh Pasal 22 yang Dipungut oleh Pertamina dan 

Badan Usaha Selain Pertamina 
Kasus dan Jawaban: 

 PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan 
pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai Rp300.000.000 
(tidak termasuk PPN) kepada non-SPBU. Maka, berapakah PPh Pasal 
22 yang dipungut? 

PPh Pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar 
minyak adalah: 
0,3% x Rp 300.000.000 = Rp900.000 
(DDTC, 2016) 

 
5) Pajak Penghasilan Pasal 23 

a. Pengertian 
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 mengatur mengenai pajak 

yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas 
penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti), 
penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 
dipotong dalam PPh Pasal 21. Kini untuk lebih memahami 
perhitungan PPh Pasal 23, berikut adalah beberapa ulasan contoh 
soal perhitungan PPh Pasal 23. 
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b. Dasar Hukum 
UU No. 36 Tahun 2008, mengatur tentang PPh Pasal 23 

sebagai berikut dan dijelaskan ayat demi ayat didalam pasal 
tersebut sebagai berikut: 
1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk 
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh 
badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan 
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam 
negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang 
wajib membayarkan: 
a. - sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 

dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf g; 

- bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf f; 

- royalti; dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya 
selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;  

b. - dihapus; 
c. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: 

- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 
penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain 
sehubungan dengan penggunaan harta yang telah 
dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2); dan  

- imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa 
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain 
selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh 
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif 
pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) 
daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  
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3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat 
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dilakukan atas:  
a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 
b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan 

sewa guna usaha dengan hak opsi; 
c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 

huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c); 

d. dihapus; 
e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 

huruf i; 
f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggotanya; 
g. dihapus; 
h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan 

usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai 
penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur 
dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. 

Ayat (1a) Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan 
oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor 
Pokok Wajib Pajak.  
Contoh Perhitungan: 
1) Perhitungan PPh 23 atas Dividen 

Kasus 1: 
Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan 
dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan 
melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 
Rp30.000.000 yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. 
Jawaban: 
• PPh Pasal 23 = 15% x Rp30.000.000 = Rp4.500.000 
• Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada 

tanggal 31 Mei 2015 
• Saat penyetoran: paling lambat 10 Juni 2015 
• Saat pelaporan: paling lambat 20 Juni 2015 
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2) Perhitungan PPh 23 atas Dividen 
Kasus 2: 
PT ABCD, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
industri sepatu dan beralamat di Jl. Terusan No.11, Jakarta Selatan. 
PT ABCD telah memiliki NPWP 01.111.444.8-061.000. Pada tanggal 
10 Juli 2013, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang 
saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Berikut 
data yang diperlukan dalam pembayaran dividen tunai. 
Jawaban: 

Pemegang 
Saham 

NPWP 
% 

Penyertaan 
Modal 

Dividen 

PT Perkasa 01.589.365.8-
039.000 

26% Rp130.000.000 

PT Cakrawala 01.125.735.8-
045.000 

15% Rp75.000.000 

PT Matahari 01.156.198.8-
026.000 

10% Rp50.000.000 

PT Angkasa 01.754.125.8-
039.000 

18% Rp90.000.000 

CV Bahari Jaya 01.342.657.8-
039.000 

12% Rp60.000.000 

CV Karya Raya 01.453.198.8-
039.000 

11% Rp55.000.000 

PT BNI 
(BUMN) 

01.354.344.8-
045.000 

8% Rp40.000.000 

 
Dari tabel diatas perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. 
ABCD adalah sebagai berikut: 

Pemegang 
Saham 

% 
Penyertaan 

Modal 
Dividen PPh Pasal 23 

PT Cakrawala 15% Rp75.000.000 15% x 
Rp75.000.000 = 
Rp11.250.000 

PT Matahari 10% Rp50.000.000 15% x 
Rp50.000.000 = 

Rp7.500.000 
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PT Angkasa 18% Rp90.000.000 15% x 
Rp90.000.000 = 
Rp13.500.000 

CV Bahari 
Jaya 

12% Rp60.000.000 15% x 
Rp60.000.000 = 

Rp9.000.000 
CV Karya 

Raya 
11% Rp55.000.000 15% x 

Rp55.000.000 = 
Rp8.250.000 

Total  Rp330.000.000 Rp49.500.000 
Catatan: untuk PT Perkasa dikategorikan menjadi non-objek pajak 
sebab % penyertaan modalnya lebih dari 25% dan untuk PT BNI 
(BUMN) juga merupakan non-objek pajak karena merupakan badan 
usaha milik negara yang menjadi pengecualian dari objek pajak. 

 
3) Perhitungan PPh Pasal 23 atas Royalti 

Pada 2 Agustus 2014, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan 
Zainudin sebagai penulis buku sebesar Rp50.000.000. Tuan Zainudin 
telah mempunyai NPWP 01.444.888.2.987.000. 
Jawab: 
• PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar adalah: 15% x 

Rp50.000.000 = Rp7.500.000 
• Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada 

tanggal 31 Agustus 2014 
• Saat penyetoran: paling lambat 10 September 2014 
• Saat pelaporan: paling lambat 20 September 2014 

 
4) Perhitungan PPh Pasal 23 atas Bunga Obligasi 

Pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran 
bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar Rp75.000.000. 
Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 
Jawab: 
• PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera adalah: 15% x 

Rp75.000.000 = Rp11.250.000 
• Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada 

tanggal 31 Januari 2015 
• Saat penyetoran: paling lambat 10 Februari 2015 
• Saat pelaporan: paling lambat 20 Februari 2015 
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5) Perhitungan PPh Pasal 23 atas Hadiah & Penghargaan 
Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan 
kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 
Rp150.000.000. 
Jawab: 
• PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi adalah: 15% x 

Rp150.000.000 = Rp22.500.000 
• Saat terutang: akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada 

tanggal 31 Maret 2012 
• Saat penyetoran: paling lambat 10 April 2012 
• Saat pelaporan: paling lambat 20 April 2012 

 
6) Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa 

PT Irama meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem 
akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp80.000.000 (sudah 
termasuk PPN). 
Jawab: 
PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Irama adalah: 2% x 
Rp80.000.000 = Rp1.600.000 

 

7) Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa 
PT Karya Makmur membayar sewa kendaraan bus pariwisata dengan 
nilai sewa sebesar Rp35.000.000 kepada Sugianto Haris. 
Jawab: 
PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur adalah: 2% 
x Rp35.000.000 = Rp700.000 

 
8) Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa 

PT Indoraya membayarkan jasa konsultan dari PT Nuansaraya 
sebesar Rp120.000.000 (sudah termasuk PPN). PT Nuansaraya tidak 
mempunyai NPWP. 
Jawab: 
PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Indoraya adalah: 200% x 
2% x Rp120.000.000 = Rp4.800.000 

 
3. Pajak Penghasilan Pasal 24 
a. Pengertian 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 adalah salah satu jenis pelunasan 
PPh dalam tahun berjalan yang merupakan pajak yang dibayar atau 
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terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima 
atau diperoleh WP dalam negeri. Atas pajak tersebut, WP dapat 
mengkreditkan pajak terutang dalam tahun pajak yang sama. 

 
b. Dasar Hukum 

Menurut UU No. 36 Tahun 2008, untuk Pasal 24 ini diatur dalam 
beberapa ayat sebagai berikut: 
1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari 

luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri 
boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan 
Undang-Undang ini dalam tahun pajak yang sama.  

2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri 
tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang 
berdasarkan Undang-Undang ini.  

3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, 
sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:  
a) Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan 

dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara 
tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut 
didirikan atau bertempat kedudukan;  

b) Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan 
penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang 
membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut 
bertempat kedudukan atau berada;  

c) Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta 
tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;  

d) Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, 
dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau 
dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;  

e) Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk 
usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan;  

f) Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak 
penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau 
permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara 
tempat lokasi penambangan berada;  

g) Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat 
harta tetap berada; dan  
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h) Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari 
suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha 
tetap berada.  

4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan 
prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.  

5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan 
ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang 
terutang menurut Undang-Undang ini harus ditambah dengan jumlah 
tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.  

6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas 
penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Penjelasan Pasal 24: 

Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas 
seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau 
diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang 
dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima 
atau diperoleh di luar negeri, ketentuan ini mengatur tentang 
perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang 
di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas 
seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. 
 
Ayat (1)  
Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang 
dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah 
pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak. 

Contoh: PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal 
dari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 1995 memperoleh 
keuntungan sebesar US$ 100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di 
negara X adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak 
atas dividen tersebut adalah sebagai berikut: 
Keuntungan Z Inc  US$ 100,000.00  
Pajak Penghasilan (Corporate income tax ) atas Z 
Inc.: (48%) 

US$ 48,000.00 (-)  

 US$ 52,000.00 
Pajak atas dividen (38%)  US$ 19,760.00 (-)  
Dividen yang dikirim ke Indonesia  US$ 32,240.00 
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Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak 
Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung 
dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, 
dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US$ 19,760.00.  

Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. sebesar US$ 
48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang 
terutang atas PT A, karena pajak sebesar US$48,000.00 tersebut tidak 
dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A 
dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. 
di negara X. 
 
Ayat (2)  
Untuk memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara penghasilan 
yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dan penghasilan yang 
diterima atau diperoleh di Indonesia, maka besarnya pajak yang dibayar 
atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang 
terutang di Indonesia tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang 
dihitung berdasarkan Undang-Undang ini. Cara penghitungan besarnya 
pajak yang dapat dikreditkan ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
berdasarkan wewenang sebagaimana diatur pada ayat (6). 
 
Ayat (3) dan (4)  
Dalam perhitungan kredit pajak atas penghasilan yang dibayar atau 
terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang 
terutang menurut Undang-Undang ini, penentuan sumber penghasilan 
menjadi sangat penting. Selanjutnya, ketentuan ini mengatur tentang 
penentuan sumber penghasilan untuk memperhitungkan kredit pajak 
luar negeri tersebut. Mengingat Undang-Undang ini menganut 
pengertian penghasilan yang luas, maka sesuai dengan ketentuan pada 
ayat (4) penentuan sumber dari penghasilan selain yang tersebut pada 
ayat (3) dipergunakan prinsip yang sama dengan prinsip sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tersebut, misalnya A sebagai Wajib Pajak dalam 
negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan dalam tahun 1995 
rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah 
tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura karena 
rumah tersebut terletak di Singapura. 
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Ayat (5)  
Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan 
yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat 
dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan 
semula, maka selisihnya ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang 
terutang menurut Undang-Undang ini. Misalnya, dalam tahun 1996, 
Wajib Pajak mendapat pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri 
tahun pajak 1995 sebesar Rp5.000.000,00 yang semula telah termasuk 
dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap Pajak yang terutang 
untuk tahun pajak 1995, maka jumlah sebesar Rp5.000.000,00 tersebut 
ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 
1996. 
 
Contoh Perhitungan: 
1) Perhitungan Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) 

Kasus dan Pertanyaan: 
PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto 
dalam tahun 2014 sebagai berikut:  
• Penghasilan dalam negeri Rp400.000.000 
• Penghasilan dari Vietnam (tarif pajak 20%) Rp200.000.000 
Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar 
Gemilang tahun 2014? 
Jawaban: 
Penghitungan PPh Pasal 24 adalah sebagai berikut: 
1. Menghitung Total Penghasilan  
 Penghasilan dalam negeri Rp. 400.000.000 
 Penghasilan dari Vietnam Rp. 200.000.000 
 Jumlah penghasilan neto Rp. 600.000.000 
2. Menghitung Total PPH Terhutang  
 Pajak terhutang 25% X Rp. 

600.000.000 
Rp. 150.000.000 

 Menghitung PPh Maksimum yang 
dapat dikreditkan: 

 

3. (Penghasilan luar negeri: Total 
Penghasilan X Rp. 150.000.000)= Rp 
49.999.999 (dibulatkan) 

Rp. 50.000.000 

4. Menghitung PPh Terhutang atau 
dipotong diluar negeri 
20% X Rp. 200.000.000 

Rp. 40.000.000  
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Dari perhitungan di atas, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan 
adalah sebesar Rp40.000.000 atau sebesar PPh yang terutang atau 
dibayar di Luar Negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan 
penghitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh 
yang terutang atau dibayar di Luar Negeri, kemudian pilih jumlah 
yang terendah. 

 

2) Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Dalam Negeri 
Kasus 2.  
PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh 
penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut:  
Di Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 
Rp600.000.000 (tarif pajak yang berlaku 30%). Di dalam negeri 
menderita kerugian sebesar Rp200.000.000. 
Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar 
Gemilang tahun 2014? 
Jawaban: 
Penghitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung total penghasilan 
kena pajak: 

 

 Penghasilan dari Belanda Rp600.000.000 
 Penghasilan dari dalam negeri (Rp200.000.000) 
 Jumlah Penghasilan Neto Rp400.000.000 
2. Menghitung total PPh terutang:  
 Pajak terhutang 25% x Rp 

400.000.000 = 
Rp100.000.000 

3. Menghitung PPh maksimum yang 
dapat dikreditkan: 

 

 (penghasilan Luar Negeri: total 
penghasilan) x total PPh terutang 

 

 (Rp600.000.000: Rp400.000.000) x 
Rp100.000.000 = 

Rp150.000.000 

4. Menghitung PPh yang terutang 
atau dipotong di Luar Negeri: 

 

 30% x Rp600.000.000 = Rp180.000.000 
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Kredit pajak yang diperoleh (PPh pasal 24) adalah Rp150.000.000. 
Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan PPh 
maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau 
dibayar di Luar Negeri, kemudian pilih jumlah yang terendah. 
 

3) Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha di Luar 
Negeri 
Kasus dan Pertanyaan (3): 
PT Selaras Abadi pada tahun 2013 memperoleh penghasilan neto 
sebagai berikut: 
Di Thailand memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 
Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku 40%). Di Jerman menderita 
kerugian sebesar Rp500.000.000 (tarif pajak yang berlaku 25%). Di 
dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar Rp500.000.000 
Hitunglah PPh Pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar 
Gemilang tahun 2014? 
Jawaban: 
Perhitungan PPh Pasal 24 sebagai berikut: 
1. Menghitung total penghasilan kena 

pajak: 
 

 Penghasilan dalam negeri Rp. 300.000.000 
 Penghasilan dari luar negeri Rp.500.000.000 
 Jumlah penghasilan neto Rp. 800.000.000 
2. Menghitung total PPh Terhutang  
 Pajak terhutang 25% X 

Rp.800.000.000 
Rp. 200.000.000 

3. Menghitung PPh Maksimum yang 
dapat dikreditkan 

 

 Penghasilan luar negeri: Total 
Penghasilan X Total PPh Terhutang 

 

 (Rp300.000.000: Rp800.000.000) x 
Rp200.000.000 = 

Rp75.000.000 

4. Menghitung PPh yang terutang 
atau dipotong di Luar Negeri: 

 

 40% x Rp300.000.000 = Rp120.000.000 
Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 24 yang 
dapat dikreditkan adalah Rp75.000.000. 
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4. Pajak Penghasilan Pasal 25 
a. Pengertian 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah pajak penghasilan yang 
dibayar secara angsuran oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun 
badan untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pada prinsipnya 
besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan didasarkan pada 
SPT tahunan PPh tahun yang lalu yaitu jumlah pajak terutang tahun lalu 
dikurangi jumlah PPh dipotong dan dipungut fihak lain dibagi dua belas 
atau dibagi jumlah bulan perolehan penghasilan. Namun demikian bagi 
wajib pajak tertentu hal tersebut tidak berlaku. Demikian pula apabila 
terjadi hal-hal tertentu. Untuk memahami lebih lanjut perhitungan PPh 
Pasal 25. 

 
b. Dasar Hukum 

UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPH Pasal 25 diatur dalam pasal 25 
dengan beberapa ayat sebagai berikut: 
1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar 
Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:  
a) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan  

b) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang 
boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 
12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.  

2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya 
angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.  

3) Dihapus.  
4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak 

untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung 
kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku 
mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan 
pajak.  

5) Dihapus.  
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6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan 
besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal 
tertentu, sebagai berikut:  
a) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;  
b) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;  
c) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu 

disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;  
d) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;  
e) Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih 
besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan  

f) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.  
7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran 

pajak bagi:  
a) Wajib Pajak baru;  
b) bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib 

Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat 
laporan keuangan berkala; dan  

c) Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling 
tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran 
bruto.  

8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang 
bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. (8a) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 
2010. 

 
Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran 

bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun 
berjalan. 
Ayat (1)  
Contoh 1:  
Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2009 Rp 50.000.000,00 dikurangi: 
a. Pajak Penghasilan yang dipotong 

pemberi Kerja (Pasal 21) 
Rp 15.000.000,00  
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b. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh 
pihak lain (Pasal 22)  

Rp 10.000.000,00  
 

c. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh 
pihak lain (Pasal 23)  

Rp 2.500.000,00  
 

d. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri 
(Pasal 24)  

Rp 7.500.000,00 (+) 

e. Jumlah kredit pajak  Rp 35.000.000,00 (-) 
f. Selisih  Rp 15.000.000,00 

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk 
tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.250.000,00 (Rp 15.000.000,00 dibagi 
12). 
 
Contoh 2:  
Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas 
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk 
bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 
2009, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap 
bulan dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp 2.500.000,00 (Rp 
15.000.000,00 dibagi 6). 
 
Ayat (2)  
Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan 
ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir 
bulan keempat tahun Pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang 
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat 
dihitung sesuai dengan ketentuan pada ayat (1). Berdasarkan ketentuan 
ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas 
waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan 
angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.  
Contoh:  

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2010, 
besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk 
bulan Januari 2010 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 
2009, misalnya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).  
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Apabila dalam bulan September 2009 diterbitkan keputusan 
pengurangan angsuran pajak menjadi nihil sehingga angsuran pajak 
sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2009 menjadi nihil, 
besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan 
Januari 2010 tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2009, yaitu 
nihil. 
 
Ayat 4. 
Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan Pajak untuk 
tahun pajak yang lalu, angsuran pajak dihitung berdasarkan surat 
ketetapan pajak tersebut. Perubahan angsuran pajak tersebut berlaku 
mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan 
pajak. Contoh: Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun pajak 2009 yang disampaikan Wajib Pajak dalam 
bulan Februari 2010, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus 
dibayar adalah sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh 
ribu rupiah). Dalam bulan Juni 2010 telah diterbitkan surat ketetapan 
pajak tahun pajak 2009 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak 
setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Berdasarkan 
ketentuan dalam ayat ini, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2010 
adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Penetapan besarnya 
angsuran Pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, 
lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya 
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan. 
 
Ayat (6)  
Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak 
sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati 
jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, 
berdasarkan ketentuan ini dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal 
Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya 
angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun 
berjalan apabila terdapat kompensasi kerugian; Wajib Pajak menerima 
atau memperoleh penghasilan tidak teratur; atau terjadi perubahan 
keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.  
Contoh 1:  
- Penghasilan PT X tahun 2009  Rp 120.000.000,00 
- Sisa kerugian tahun sebelumnya 
yang masih dapat dikompensasikan  

Rp 150.000.000,00 
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- Sisa kerugian yang belum 
dikompensasikan tahun 2009 

Rp 30.000.000,00 

 
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2010 adalah:  
Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak 
Penghasilan Pasal 25 = Rp 120.000.000,00 – Rp 30.000.000,00 = Rp 
90.000.000,00.  
Pajak Penghasilan yang terutang:  
28% x Rp 90.000.000,00 = Rp 25.200.000,00  
Apabila pada tahun 2009 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau 
dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar 
negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, besarnya angsuran 
pajak bulanan PT X tahun 2010 = 1/12 x Rp 25.200.000,00= Rp 
2.100.000,00. 
 
Contoh 2:  
Dalam tahun 2009, penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang 
Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan penghasilan 
tidak teratur sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 
Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan 
Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2010 adalah hanya dari 
penghasilan teratur tersebut.  
 
Contoh 3:  
Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi 
karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak di bidang 
produksi benang dalam tahun 2009 membayar angsuran bulanan 
sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam bulan Juni 
2009 pabrik milik PT B terbakar. Oleh karena itu, berdasarkan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2009 angsuran 
bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp 
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sebaliknya, apabila PT B 
mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan 
dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kewajiban angsuran bulanan 
PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
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Ayat (7)  
Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun 
berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun yang lalu. Namun, ketentuan ini memberi 
kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan dasar 
penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip 
tersebut di atas.  
Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekati kewajaran perhitungan 
besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepada data terkini 
kegiatan usaha perusahaan. Huruf a Bagi Wajib Pajak baru yang mulai 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan 
perlu diatur perhitungan besarnya angsuran, karena Wajib Pajak belum 
pernah memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, 
penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha 
atau kegiatan Wajib Pajak. Huruf b Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam 
bidang perbankan, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 
daerah, serta Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang 
berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala 
perlu diatur perhitungan besarnya angsuran tersendiri karena terdapat 
kewajiban menyampaikan laporan yang berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan dalam suatu periode tertentu kepada instansi Pemerintah 
yang dapat dipakai sebagai dasar penghitungan untuk menentukan 
besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.  
Huruf c Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib 
Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, 
besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh 
lima persen) dari peredaran bruto. 
 
Contoh Perhitungan: 
1) Perhitungan PPh Angsuran PPh Pasal 25 

Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai 
dengan SPT Tahunan PPh 2014 sebesar Rp50.000.000. Jumlah kredit 
pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah Rp21.500.000, dengan 
rincian sebagai berikut: 
• PPh Pasal 21 Rp10.000.000 
• PPh Pasal 22 Rp5.000.000 
• PPh Pasal 23 Rp3.000.000 
• PPh Pasal 24 Rp3.000.000 
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Berapa besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 
2015: 
Jawab: 
Semua angka di tabel dalam angka rupiah 
PPh Terhutang tahun 2014  50.000.000 
Kredit pajak:   
PPh Pasal 21 10.000.000  
PPh Pasal 22 5.000.000  
PPh Pasal 23 3.000.000  
PPh Pasal 24 3.500.000  
Jumlah kredit pajak  (21.500.000) 

Dasar Perhitungan PPH Pasal 35 28.500.000 
Besarnya PPh Pasal 25 per bulan = Rp28.500.000/12 = 

Rp2.375.000. Jadi, Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran 
PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa Maret sebesar 
Rp2.375.000. 

 
2) Perhitungan Angsuran Pajak untuk Bulan Sebelum Batas Waktu 

Penyampaian SPT Tahunan PPh 
Tuan Purnama menyampaikan SPT Tahunan PPh 2014 pada 

bulan Maret 2015. Angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Desember 2014 
adalah Rp2.000.000, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk 
bulan Januari dan Februari 2015 masing-masing adalah Rp2.000.000. 

 
3) Perhitungan Angsuran Pajak Apabila dalam Tahun Berjalan 

Diterbitkan SKP untuk Tahun Pajak yang Lalu 
Berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2013 

yang disampaikan oleh Tuan Purnama pada Maret 2014, perhitungan 
besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah Rp1.500.000. 
Pada bulan Juli 2014 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun 
pajak 2013 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan 
sebesar Rp2.000.000. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka 
besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Tuan Purnama mulai 
Agustus 2014 adalah Rp2.000.000. 

Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan SKP bisa 
sama, lebih besar, atau lebih kecil dari nilai angsuran pajak 
sebelumnya berdasarkan SPT Tahunan. 
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4) Perhitungan Angsuran Pajak Apabila Terdapat Kompensasi 
Kerugian 

Penghasilan PT Sinar Rembulan tahun 2014 adalah 
Rp250.000.000. Perusahaan memiliki sisa kerugian tahun 2013 yang 
masih dapat dikompensasikan yaitu sebesar Rp350.0000.000, 
sedangkan sisa kerugian yang belum dikompensasikan pada tahun 
2013 sebesar Rp100.000.000. 

Pada tahun 2014 PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain 
yaitu sebesar Rp9.000.000, dan tidak ada pajak yang terutang atau 
dibayar di luar negeri. Berapa angsuran PPh Pasal 25 yang harus 
dibayar oleh PT Sinar Rembulan? 
Jawab: 

Penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran 
PPh Pasal 25 adalah sebesar Rp250.000.000 – Rp100.000.000 = 
Rp150.000.000. 
PPh terutang: 
25% x Rp150.000.000 37.500.000 
PPh dipotong atau dipungut (9.000.000) 
Dasar Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2015 28.500.000 
Besarnya PPh Pasal 25 PT Sinar Rembulan tahun 2015 = 
Rp28.500.000/12 = Rp2.375.000 

 
5) Perhitungan Angsuran Pajak Apabila Wajib Pajak Memiliki 

Penghasilan Tidak Teratur 
Pada tahun 2014 Tuan Mahendra memperoleh penghasilan 

teratur sebesar Rp72.000.000. Sedangkan, Tuan Mahendra memiliki 
penghasilan tidak teratur pada tahun 2014 sebesar Rp28.000.000. 
Atas penghasilan tersebut, maka penghasilan yang dapat dijadikan 
dasar untuk perhitungan PPh Pasal 25 untuk tahun 2015 hanya yang 
berasal dari penghasilan teratur saja yaitu sebesar Rp72.000.000. 

 
6) Wajib Pajak Membetulkan Sendiri SPT Tahunan Pajak yang 

Mengakibatkan Angsuran Pajak Menjadi Lebih Besar dari 
Angsuran Pajak Sebelum Pembetulan 

SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011 PT Bahari disampaikan 
pada tanggal 24 Maret 2012, dengan data sebagai berikut: 
Penghasilan Neto/Penghasilan Kena Pajak 500.000.000 
Pajak Penghasilan Terutang: 25% x Rp 
500.000.000 

125.000.000 
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PPh Pasal 22,23, dan 24 yang dapat 
dikreditkan 

42.500.000 

• PPh Pasal 25 masa Desember 2011 yaitu sebesar Rp 6.000.000 
• PT Bahari melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 

2011 pada tanggal 16 Agustus 2012, dengan data baru sebagai 
berikut: 
 
Penghasilan Neto/Penghasilan Kena Pajak 600.000.000 
Pajak Penghasilan Terutang: 25% x Rp 
600.000.000 

150.000.000 

PPh Pasal 22,23, dan 24 yang dapat 
dikreditkan 

42.500.000 

 
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2012 dihitung 

sebagai berikut: 
a) Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa Januari sampai Februari 2012 

sama besar dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 untuk masa 
Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 6.000.000. 

b) Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa Maret sampai Juli 2012 
dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011 
sebelum pembetulan sebagai berikut: 
Pajak Penghasilan terutang tahun 2011 125.000.000 
Kredit pajak yang diperbolehkan (42.500.000) 
Dasar Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2012 82.500.000 

 
PPh Pasal 25 untuk masa Maret sampai dengan Desember 2012 

sebesar Rp 82.500.000/12 = Rp 6.875.000. 
Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa Maret sampai dengan 

Desember 2012 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh 
2011 setelah adanya pembetulan, yaitu sebagai berikut: 
Pajak Penghasilan terutang tahun 2011 125.000.000 
Kredit pajak yang diperbolehkan (42.500.000) 
Dasar Perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2012 82.500.000 

 
PPh Pasal 25 untuk masa Maret sampai dengan Desember 2012 

sebesar Rp 107.500.000/12 = Rp 8.958.300. 
PPh Pasal 25 masa Maret sampai dengan Juli 2012 yang telah 

disetor masing-masing sebesar Rp 6.875.000, namun yang 
seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp 8.958.300, sehingga 



244 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

menyebabkan kekurangan masing-masing sebesar Rp 2.083.300 
yang masih harus disetor kembali dan dikenakan hutang bunga 
sebesar: 
a) Untuk masa Maret 2012 terutang bunga 2% per bulan dihitung 

sejak 16 April 2012 sampai dengan tanggal penyetoran. 
b) Untuk masa April 2012 terutang bunga 2% per bulan dihitung 

sejak 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal penyetoran. 
c) Untuk masa Mei 2012 terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 

16 Juni 2012 sampai dengan tanggal penyetoran. 
d) Untuk masa Juni 2012 terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 

16 Juli 2012 sampai dengan tanggal penyetoran. 
e) Untuk masa Juli 2012 terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 

16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal penyetoran. 
 

Tidak hanya keenam contoh di atas, terdapat pula contoh 
penghitungan angsuran pajak untuk wajib pajak baru dengan 
berbagai kondisi sebagai berikut: 

 
a) Wajib Pajak Badan Baru Menyelenggarakan Pembukuan 

PT Sarana Indah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 1 
Februari 2015. Peredaran bruto menurut pembukuan dalam 
Februari 2015 adalah sebesar Rp200.00.000 dan dikurangi 
dengan biaya yang diperkenankan, sehingga menghasilkan 
penghasilan neto sebesar Rp60.000.000. Besarnya PPh Pasal 25 
untuk masa Februari 2015 yaitu sebagai berikut: 
Penghasilan neto Februari 2015 60.000.000 
Penghasilan neto yang disetahunkan 720.000.000 
PPh terutang: 25% x 720.000.000 180.000.000 

Besarnya PPh Pasal 25 PT Sarana Indah tahun 2015 = 
180.000.000/12 = 15.000.000. 

 
b) Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Menyelenggarakan 

Pembukuan 
Kasus: 

Doni Sugianto berstatus menikah dan memiliki 2 orang 
anak. Doni baru saja terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi 
sejak 1 Agustus 2016. Dalam penyelenggaraan usahanya Doni 
menggunakan metode pembukuan dengan penghasilan bruto 
pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp250.000.000 dan biaya yang 
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diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto sebesar 
Rp50.000.000. Hitung besarnya PPh Pasal 25 Agustus 2016? 
Besarnya PPh Pasal 25 masa Agustus 2016:  
Penghasilan bruto Agustus 2016 120.000.000 
Biaya pengurang yang diperkenankan (90.000.000) 
Penghasilan neto Agustus 2016 30.000.000 
Penghasilan neto yang disetahunkan 360.000.000 
PTKP (K/2) 67.500.000) 
Penghasilan Kena Pajak 292.500.000 
PPh terutang:  
5% x 50.000.000 2.500.000 
15% x 200.000.000 30.000.000 
25% x 42.500.000 10.625.000 
Total PPh terutang setahun 43.125.000 
Angsuran PPh Pasal 25 Agustus 
2016 43.125.000/12 

3.593.750 

Jadi, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh Doni 
Sugianto pada masa Agustus 2016 adalah sebesar Rp3.593.700. 

 
c) Wajib Pajak Orang Pribadi Baru hanya Menyelenggarakan 

Pencatatan dengan menggunakan Norma Perhitungan 
Penghasilan Neto 

Perusahaan Bahari dimiliki oleh Taslim yang berstatus 
menikah dan memiliki 3 orang anak. Taslim baru saja terdaftar 
sebagai wajib pajak sejak 1 Agustus 2016. Peredaran bruto 
menurut catatan harian selama September 2016 yaitu sebesar 
Rp60.000.000. Persentase Norma Perhitungan perusahaan Bahari 
berdasarkan jenis usahanya adalah 30%. Hitung besarnya 
angsuran pajak yang harus dibayar pada Agustus 2016? 
Jawab: 
Besarnya PPh Pasal 25 masa Agustus 2016:  
Penghasilan bruto Agustus 2016 60.000.000 
Penghasilan neto (30% x 60.000.000) 18.000.000 
Penghasilan neto yang disetahunkan 216.000.000 
PTKP (K/3) (72.000.000) 
Penghasilan Kena Pajak (72.000.000) 
PPh terutang:  
5% x 50.000.000 2.500.000 
15% x 94.000.000 14.100.000 
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Total PPh terutang setahun 16.600.000 
Angsuran PPh Pasal 25 Agustus 
2016 16.600.000/12 

1.383.333 

Jadi, besarnya Angsuran pajak yang harus dibayar oleh 
Taslim pada masa Agustus 2016 adalah sebesar Rp1.383.000 

 
d) Perhitungan Angsuran Pajak bagi Wajib Pajak Bank 

Bank Dana Sejahtera dalam laporan triwulan April sampai 
dengan Juni 2015 menunjukkan penghasilan neto sebesar 
Rp500.000.000. Hitunglah angsuran PPh Pasal 25 untuk masa Juli, 
Agustus, September 2015? 
Jawab: 
Penghasilan neto triwulan 300.000.000 
Penghasilan neto yang disetahunkan: 4 x 
300.000.000 

1.200.000.000 

PPh terutang: 5% x 1.200.000.000 300.000.000 
Besarnya PPh Pasal 25 masa Juli, Agustus, September 2015 

adalah 300.000.000/12 = 25.000.000. 
 

e) Perhitungan Angsuran Pajak bagi Wajib Pajak BUMN atau 
BUMD 

Menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) 
Tahun 2015 yang sudah disahkan, PT Jogja Bangkit (sebuah BUMD 
yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta) diperkirakan 
mempunyai penghasilan neto sebesar Rp1.000.000.000. Kredit 
Pajak yang berasal dari PPh Pasal 22, 23, dan 24 adalah sebesar 
Rp70.000.000. Hitunglah angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 
2015? 
Jawab: 
Penghasilan neto triwulan 1.000.000.000 
PPh terutang: 25% x 1.000.000.000 250.000.000 
Kredit pajak (PPh Pasal 22, 23, 24) 70.000.000 
PPh yang dibayar sendiri 180.000.000 

Besarnya PPh Pasal 25 untuk tahun 2015 adalah 
180.000.000/12 = 15.000.000. 

 
5. Pajak Penghasilan Pasal 26 
a. Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk 

apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh 
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tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek Pajak dalam 
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan 
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain 
bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh 
persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:  
1) Dividen;  
2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan 

dengan jaminan pengembalian utang;  
3) Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta;  
4) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;  
5) Hadiah dan penghargaan;  
6) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;  
7) Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau 

keuntungan karena pembebasan utang.  
(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk 
usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar 
negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut 
(beneficial owner).  

b. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, 
kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan 
premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri 
dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.  

(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 
20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.  

c. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

d. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk 
usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), 
kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:  
1) Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf b dan huruf c; dan  
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2) Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang 
pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib 
Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. 

 
Penjelasan Pasal 26  

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri 
dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, 
yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar 
negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu 
bentuk usaha tetap di Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib 
membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya. Ketentuan ini mengatur 
tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.  
 
Ayat (1)  
Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan 
pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk 
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang 
melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha 
tetap di Indonesia dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah 
bruto. Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat 
digolongkan dalam: 
a. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga 

termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain 
sehubungan dengan penggunaan harta;  

b. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;  
c. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun;  
d. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;  
e. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau  
f. Keuntungan karena pembebasan utang. Sesuai dengan ketentuan ini, 

misalnya suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti 
sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar 
negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk 
memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebagai contoh lain, seorang atlet 
dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari 
maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah 
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tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua 
puluh persen).  

 
Ayat (1a)  
Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia 
yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan tempat 
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya menerima 
manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Oleh karena itu, 
negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan 
Domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima 
manfaat dari penghasilan dimaksud. Dalam hal penerima manfaat adalah 
orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi 
tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan apabila penerima 
manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik 
atau lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya 
berada. 

 
Ayat (2)  
Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang bersumber di 
Indonesia, selain dari penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta, dan premi asuransi, 
termasuk premi reasuransi. Atas penghasilan tersebut dipotong pajak 
sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto dan 
bersifat final. Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan 
besarnya perkiraan penghasilan neto dimaksud, serta hal-hal lain dalam 
rangka pelaksanaan pemotongan pajak tersebut. Ketentuan ini tidak 
diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau 
apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah dikenai pajak 
berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2). 
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Ayat (4)  
Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha 
tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen). 
Contoh:  
Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap di 
Indonesia dalam tahun 2009  

Rp 17.500.000.000,00 
 

Pajak Penghasilan:  
28% x Rp 17.500.000.000,00  

Rp 4.900.000.000,00  
 

(-) Penghasilan Kena Pajak setelah pajak  Rp12.600.000.000,00 
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang 
20% x Rp 12.600.000.000 = 

Rp 2.520.000.000,00  
 

 
Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp 12.600.000.000,00 (dua 

belas miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ditanamkan kembali di 
Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, 
atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. 

 
Ayat (5)  
Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri adalah 
bersifat final, tetapi atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf b dan huruf c, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi 
atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam 
negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final 
sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.  
Contoh:  

A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja 
dengan PT B sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia 
untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009. 
Pada tanggal 20 April 2009 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 
8 (delapan) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2009. 
Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang, status A adalah tetap 
sebagai Wajib Pajak luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja 
tersebut, status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak 
dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009. Selama bulan Januari 
sampai dengan Maret 2009 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak 
Penghasilan Pasal 26 oleh PT B. Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk 
menghitung Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan A untuk 
masa Januari sampai dengan Agustus 2009, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang 
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telah dipotong dan disetor PT B atas penghasilan A sampai dengan Maret 
tersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak A sebagai Wajib Pajak dalam 
negeri. 
 

  
 

1. Pajak Penghasilan Pasal 28 
Pasal 28 ini diatur dengan beberapa ayat sebagai berikut:  
a. Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang 

terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang 
bersangkutan, berupa:  
1) Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;  
2) Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor 

atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22;  

3) Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, 
sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23;  

4) Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri 
yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;  

5) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25;  

6) Pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (5).  

b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan 
perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh 
dikreditkan dengan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

 
Penjelasan Pasal 28  
Ayat (1)  
Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri 
oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, 
dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak 
yang bersangkutan.  
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Contoh:  
Pajak Penghasilan yang terutang  Rp 80.000.000,00 
Kredit pajak:  
Pemotongan pajak dari pekerjaan (Pasal 21)  Rp 5.000.000,00 
Pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 22)  Rp 10.000.000,00 
Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23)  Rp 5.000.000,00 
Kredit pajak luar negeri (Pasal 24) Rp 15.000.000,00 
Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 25)  Rp 10.000.000,00  
(+) Jumlah Pajak Penghasilan yang dapat 
dikreditkan 

Rp 45.000.000,00 

(-) Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar  Rp 35.000.000,00 
 
2. Pajak Penghasilan Pasal 28(A) 

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih 
kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak 
dikembalikan setelah diperhitung-kan dengan utang pajak berikut sanksi-
sanksinya. 

 
Penjelasan Pasal 28A  

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal 
Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan 
pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan 
pajak. Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan 
pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah:  
a. Kebenaran materiil tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang;  
b. keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta 

bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun 
pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk kepentingan 
pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk 
diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan 
keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang 
berkaitan dengan penentuan besarnya pajak penghasilan yang terutang, 
kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan 
untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus 
dikembalikan. Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang 
yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu 
adalah benar merupakan hak Wajib Pajak. 
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3. Pajak Penghasilan Pasal 29 
Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun Pajak ternyata lebih 

besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), 
kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. 

 
Penjelasan Pasal 29  

Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan 
pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini 
sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan 
paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan 
pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib 
Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah tahun 
Pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun 
kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, 
kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi 
Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi wajib pajak badan. 
 

 

 
1. Pajak Penghasilan Pasal 31a 

Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal dibidang-
bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat 
prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan 
dalam bentuk (Ayat 1):  
a. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) 

dari jumlah penanaman yang dilakukan;  
b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;  
c. Kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 

(sepuluh) tahun; dan  
d. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif 
menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.  

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu 

dan/atau daerahdaerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala 
nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (Ayat 2). 
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Penjelasan Pasal 31A  
Ayat (1)  
Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam Undang-Undang 
perpajakan adalah diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua 
Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang 
hakikatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika 
benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga 
agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan 
diberikannya kemudahan tersebut.  
Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong 
kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal 
asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha 
tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi 
dalam skala nasional. Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk 
menampung kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain dalam 
bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya. 
 
2. Pajak Penghasilan Pasal 31c 

Ayat 1; Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi 
dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi 
kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk 
Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar. 
 
3. Pajak Penghasilan Pasal 31d 

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan 
minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha 
pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis 
syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
 
4. Pajak Penghasilan Pasal 31e 
a. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 

Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas 
berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) 
yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran 
bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus 
juta rupiah).  
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b. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.  

 
Penjelasan Pasal 31E  
Ayat (1)  
Contoh 1:  

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar 
Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan 
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

Penghitungan pajak yang terutang: Seluruh Penghasilan Kena Pajak 
yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena 
jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat 
miliar delapan ratus juta rupiah).  
Pajak Penghasilan yang terutang:  
(50% x 28%) x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00  
 
Contoh 2:  

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar 
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena 
Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Penghitungan Pajak 
Penghasilan yang terutang:  
1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang 

memperoleh fasilitas: (Rp4.800.000.000,00: Rp30.000.000.000,00) x 
Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00 

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak 
memperoleh fasilitas:  
Rp 3.000.000.000,00 – Rp 480.000.000,00 = Rp 

2.520.000.000,00  
Pajak Penghasilan yang terutang:  
50% x 28%) x Rp 480.000.000,00  

Rp 67.200.000,00  

28% x Rp 2.520.000.000,00  Rp 705.600.000,00  
(+) Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang  Rp 772.800.000,00 

**) Tarif yang digunakan sebesar 28% berlaku sampai dengan tahun 
2010, setelah tahun 2010 menggunakan tarif tunggal 25%.  
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TUGAS MANDIRI 
 

1. Sebutkan Dasar Hukum Pajak Penghasilan 
2. Sebutkan subjek dan objek pajak penghasilan 
3. Jelaskan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak 
4. Jelaskan objek pajak badan usaha tetap (BUT) 
5. Jelaskan pengertian harta dan perolehan harta 
6. Jelaskan pengertian dan metode penyusutan dan amortisasi 
7. Sebutkan jenis-jenis pajak dalam tahun berjalan dan penghitungan 

pajak pada akhir tahun. 
 
Catatan: Tugas mandiri ini dikerjakan dengan MS Word dengan format 
citation (silahkan menambahkan sumber sitasi). 
 
Referensi: 
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 

Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. 

• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
101/PMK/010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak 
Kena Pajak, 2016. 
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Catatan Mahasiswa: 
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BAB IV 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN (TP) 
 

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan dasar hukum PPN 
2. Menjelaskan tentang ketentuan umum perpajakan, penyerahan barang 

kena pajak dan hubungan istimewa 
3. Kewajiban melaporkan usaha, kewajiban memungut, menyetor, 

melaporkan pajak terhutang 
4. Menjelaskan objek PPN dan bukan objek PPN 
5. Menjelaskan tentang pajak penjualan barang mewah 
6. Menjelaskan pengurangan PPN dan PPNBM 
7. Menjelaskan tarif dan tata cara menghitung pajak 
8. Menjelaskan saat dan tempat pembayaran pajak terutang dan laporan 

perhitungan PPN dan PPnBM 
9. Menjelaskan Saat dan Tempat Pajak Terutang dan Laporan 

Penghitungan Pajak  
10. Menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan khusus 
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Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan 
PPnBM) terdiri dari: 
1. Bab I Tentang Ketentuan Umum terdiri dari Pasal 1, Pasal 1A, dan Pasal 

2. 
2. Bab II Tentang Pengusaha Kena Pajak terdiri Pasal 3. 
3. Bab IIA Tentang Kewajiban melaporkan usaha dan kewajiban 

memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang terdiri dari 
Pasal 3A. 

4. Bab III Tentang Objek Pajak terdiri dari Pasal 4, Pasal 4A, Pasal 5, dan 
Pasal 5A, (Pasal 6 dihapus). 

5. Bab IV Tentang Tarif pajak dan cara menghitung pajak terdiri Pasal 7, 
Pasal 8, Pasal 8A, Pasal 9, dan Pasal 10. 

6. Bab V Tentang Saat dan tempat pajak terutang dan laporan 
penghitungan pajak terdiri dari Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 
dan Pasal 15A (Pasal 15 dan Pasal 16 dihapus). 

7. Bab VA Tentang Ketentuan khusus terdiri Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 
16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan Pasal 16F. 

8. Bab VI Tentang Ketentuan Lain-lain terdiri Pasal 17. 
9. Bab VII Tentang Ketentuan peralihan terdiri dari Pasal 18. 
10. Bab VIII Tentang Ketentuan penutup terdiri Pasal 19. 

 
 

 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi 

wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-
tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang 
di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai 
kepabeanan. 

2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya 
dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang 
tidak berwujud. 

3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan 
Undang-Undang ini. 

4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan 
Barang Kena Pajak. 



262 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu 
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, 
fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa 
yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau 
permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. 

6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
undang ini. 

7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa 
Kena Pajak. 

8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap 
kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di 
dalam Daerah Pabean. 

9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah 
Pabean ke dalam Daerah Pabean. 

10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah 
Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 

11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan 
mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean 
ke luar Daerah Pabean. 

12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk 
kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau 
sifatnya. 

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 

14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun 
yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, 
mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha 
perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah 
Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau 
memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 
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15. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai 
pajak berdasarkan Undang-Undang ini. 

16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah 
bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang 
baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber 
daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain 
melakukan kegiatan tersebut. 

17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai 
Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk 
menghitung pajak yang terutang. 

18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan 
Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang 
dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang 
dicantumkan dalam Faktur Pajak. 

19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena 
penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor 
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan 
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai 
berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa 
karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat 
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean. 

20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan 
bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan 
dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
dipungut menurut Undang-Undang ini. 

21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau 
seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang 
membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak 
tersebut. 

22. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau 
seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang 
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membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena 
Pajak tersebut. 

23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha 
Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak. 

24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena 
Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan 
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor 
Barang Kena Pajak. 

25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib 
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena 
Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau 
ekspor Jasa Kena Pajak. 

26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 

27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, 
badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan 
untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh 
Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, 
atau instansi pemerintah tersebut. 

28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan 
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah 
Pabean di luar Daerah Pabean. 

29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena 
Pajak ke luar Daerah Pabean. 

 
1. Penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 1 A) 

(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak 
adalah: 

  a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; 
  b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli 

dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing); 
  c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau 

melalui juru lelang; 
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  d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang 
Kena Pajak; 

  e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang 
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih 
tersisa pada saat pembubaran perusahaan; 

  f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau 
sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar 
cabang; 

  g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan 
  h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak 

dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan 
berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap 
langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang 
membutuhkan Barang Kena Pajak. 

(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena 
Pajak adalah: 

  a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana 
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 

  b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang; 
  c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan 
pemusatan tempat pajak terutang; 

  d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, 
peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha 
dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang 
menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan 

  e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula 
tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat 
pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas 
perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c. 

 
Penjelasan Pasal 1A 
Ayat (1) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan "Perjanjian" meliputi jual beli, tukar-menukar, jual 
beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan 
hak atas barang. 
 



266 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

Huruf b 
Penyerahan Barang Kena Pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli 
dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing). 
Yang dimaksud dengan "pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu 
perjanjian sewa guna usaha (leasing)" adalah penyerahan Barang Kena 
Pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan 
hak opsi. 
Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam 
rangka perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, Barang Kena 
Pajak dianggap diserahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok 
(supplier) kepada pihak yang membutuhkan barang (lessee). 
 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan "pedagang perantara" adalah orang pribadi atau 
badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri 
melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain 
dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. 
Yang dimaksud dengan "juru lelang" adalah juru lelang Pemerintah atau 
yang ditunjuk oleh Pemerintah. 
 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk 
kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang 
produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. 
Yang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma" adalah pemberian yang 
diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan 
produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada 
relasi atau pembeli.  
 
Huruf e 
Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan 
semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat 
pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga 
dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak. 
Dikecualikan dari ketentuan pada huruf e ini adalah penyerahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) huruf e. 
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Huruf f 
Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak 
terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang 
perusahaan, pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat tersebut 
merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.  
Yang dimaksud dengan "pusat" adalah tempat tinggal atau tempat 
kedudukan.  
Yang dimaksud dengan "cabang" antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit 
pemasaran, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya. 
 
Huruf g 
Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan Nilai yang 
sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan 
diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada 
Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan 
tersebut. 
Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan 
diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, 
pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan 
mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5A Undang-Undang ini. 
 
Huruf h 
Contoh: 
Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana 
untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A 
atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip 
syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut 
dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, 
penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung 
oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B. 
 
Ayat (2) 
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "makelar" adalah makelar sebagaimana dimaksud 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pedagang perantara 
yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden 
dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan 
mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi 
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tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka 
tidak terdapat hubungan kerja. 
 
Huruf b 
Cukup jelas. 
 
Huruf c 
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat 
kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan 
Pengusaha Kena Pajak tersebut telah menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan Barang Kena Pajak 
dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke 
cabang atau sebaliknya atau antarcabang) dianggap tidak termasuk dalam 
pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang 
Kena Pajak antar tempat pajak terutang. 
 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan "pemecahan usaha" adalah pemisahan usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai 
perseroan terbatas. 
 
Huruf e 
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 
diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, 
yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena tidak 
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan/atau aktiva berupa kendaraan 
bermotor sedan dan station wagon yang Pajak Masukan atas perolehannya 
tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf 
c tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. 
 
2. Hubungan Istimewa (Pasal 2) 

(1) Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan 
istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar 
harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa 
Kena Pajak itu dilakukan.  

(2) Hubungan istimewa dianggap ada apabila:  
  a) Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung 

sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha 
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lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% 
(dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau 
lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih 
yang disebut terakhir; atau 

  b) Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih 
Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama 
baik langsung maupun tidak langsung; atau 

  c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda 
dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping 
satu derajat. 

 
Penjelasan Pasal 2 
Ayat (1) 
Pengaruh hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Undang-Undang ini 
ialah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga 
pasar. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan 
melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggantian yang menjadi Dasar 
Pengenaan Pajak dengan harga pasar wajar yang berlaku di pasaran bebas. 
 
Ayat (2) 
Hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang 
menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat 
terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang 
disebabkan karena: 
- faktor kepemilikan atau penyertaan; 
- adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. 
 
Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara orang 
pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena 
perkawinan. 
a) Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan 

kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh 
lima persen) atau lebih, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 
Contoh: 
Kalau PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B, pemilikan 
saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya apabila 
PT B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, maka 
PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai 
penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal 
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demikian, antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan 
istimewa.  
Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, 
maka antara PT B, PT C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa. 
Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas juga dapat terjadi antara 
orang pribadi dan badan. 

b) Hubungan antara pengusaha seperti digambarkan pada huruf a dapat 
juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan 
teknologi, kendatipun tidak terdapat hubungan kepemilikan. 
Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan 
berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama. Demikian juga 
hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan 
pengusaha yang sama tersebut. 

c) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu 
derajat adalah kakak dan adik. 
Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 
satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga 
semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar. 
Apabila antara suami istri mempunyai perjanjian pemisahan harta dan 
penghasilan, maka hubungan antara suami istri tersebut termasuk 
dalam pengertian hubungan istimewa menurut Undang-Undang ini. 

  
 

 
1. Pasal 3a (Uu No. 42 Tahun 2009) 

(1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, 
kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan 
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah yang terutang.  

(1a) Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
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(2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa 
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan 
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang 
penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 
Penjelasan Pasal 3A 
Ayat (1) 
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan 
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau 
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan: 
a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 
b. memungut pajak yang terutang; 
c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam 

hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
yang terutang; dan 

d. melaporkan penghitungan pajak. 
Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
 
Ayat (2) 
Pengusaha Kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi 
Pengusaha Kena Pajak. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi Pengusaha 
Kena Pajak, Undang-Undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil 
tersebut. 
 
Ayat (3) 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
Daerah Pabean harus dipungut oleh orang pribadi atau badan yang 
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memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena 
Pajak tersebut. 
 

 

 
Menurut Pasal 4 UU No. 42 Tahun 2009, objek pajak PPN adalah 

sebagai berikut: 
(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: 
  a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh Pengusaha; 
  b. impor Barang Kena Pajak; 
  c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh Pengusaha; 
  d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah 

Pabean di dalam Daerah Pabean; 
  e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean; 
  f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 
  g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena 

Pajak; dan 
  h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 
(2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang 

atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

  
Penjelasan Pasal 4 
Ayat (1) 
Huruf a 
Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak 
meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha 
yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum 
dikukuhkan. 
Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: 
a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak; 
b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak 

Tidak Berwujud; 
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c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan 
d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 
  
Huruf b 
Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan 
dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak pada huruf a, siapapun 
yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa 
memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 
pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak. 
 
Huruf c 
Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi 
baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang 
seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum 
dikukuhkan. 
Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 
a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak; 
b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan 
c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 
Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena 
Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang 
diberikan secara cuma-cuma. 
 
Huruf d 
Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan 
impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang 
berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam 
Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 
Contoh: 
Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan 
merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas 
pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean 
terutang Pajak Pertambahan Nilai. 
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Huruf e 
Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun 
di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 
Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena 
Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai. 
 
Huruf f 
Berbeda dengan Pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan/atau huruf c, Pengusaha yang melakukan 
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya Pengusaha yang telah 
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3A ayat (1). 
 
Huruf g 
Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, 
pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1). 
Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak Tidak Berwujud" adalah:  
1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, 

kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula 
atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan 
intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; 

2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, 
komersial, atau ilmiah; 

3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, 
industrial, atau komersial; 

4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan 
penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, 
penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut 
pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut 
pada angka 3, berupa: 

  a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman 
suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui 
satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; 

  b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman 
suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan 
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dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang 
serupa; dan 

  c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum 
radio komunikasi; 

5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture 
films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk 
siaran radio; dan 

6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan 
penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau 
hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. 

 
Huruf h 
Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa 
Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh 
Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang 
Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan 
dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean. 
 

  

 
Yang tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan dan bukan 

menjadi objek pajak PPN diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 42 
Tahun 2009, sebagai berikut: 
(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: 
  a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh Pengusaha; 
  b. impor Barang Kena Pajak; 
  c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh Pengusaha; 
  d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah 

Pabean di dalam Daerah Pabean; 
  e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean; 
  f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 
  g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena 

Pajak; dan 
  h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 
(2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak 

yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 
Penjelasan Pasal 4A 
Ayat (2) 
Huruf a 
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung 
dari sumbernya meliputi: 
a. minyak mentah (crude oil); 
b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi 

langsung oleh masyarakat; 
c. panas bumi; 
d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu 

permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, 
granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, 
opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), 
talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), 
tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; 

e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan 
f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, 

serta bijih bauksit. 
 
Huruf b 
Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak 
meliputi: 
a. beras; 
b. gabah; 
c. jagung; 
d. sagu; 
e. kedelai; 
f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; 
g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses 

disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau 
tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara 
lain, dan/atau direbus; 

h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, 
diasinkan, atau dikemas; 
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i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan 
maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan 
lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; 

j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah 
melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, 
dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan 

k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, 
dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang 
dicacah. 

 
Huruf c 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda 
karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah. 
 
Ayat (3) 
Huruf a 
Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi: 
1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 
2. jasa dokter hewan; 
3. jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli 

fisioterapi; 
4. jasa kebidanan dan dukun bayi; 
5. jasa paramedis dan perawat; 
6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium 

kesehatan, dan sanatorium; 
7. jasa psikolog dan psikiater; dan 
8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal. 
 
Huruf b 
Jasa pelayanan sosial meliputi: 
1. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; 
2. jasa pemadam kebakaran; 
3. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; 
4. jasa lembaga rehabilitasi; 
5. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk 

krematorium; dan 
6. jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial. 
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Huruf c  
Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat 
dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain 
pengganti perangko tempel. 
 
Huruf d 
Jasa keuangan meliputi: 
1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang 
dipersamakan dengan itu; 

2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana 
kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 
maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; 

3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 
berupa: 

  a) sewa guna usaha dengan hak opsi; 
  b) anjak piutang; 
  c) usaha kartu kredit; dan/atau 
  d) pembiayaan konsumen; 
4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai 

syariah dan fidusia; dan 
5. jasa penjaminan. 
 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan "jasa asuransi" adalah jasa pertanggungan yang 
meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan 
oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk 
jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, 
dan konsultan asuransi. 
 
Huruf f 
Jasa keagamaan meliputi: 
1. jasa pelayanan rumah ibadah; 
2. jasa pemberian khotbah atau dakwah; 
3. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan 
4. jasa lainnya di bidang keagamaan. 
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Huruf g 
Jasa pendidikan meliputi: 
1. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan 

pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, 
pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, 
dan pendidikan profesional; dan 

2. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. 
 
Huruf h 
Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh 
pekerja seni dan hiburan. 
 
Huruf i 
Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau 
televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak 
bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. 
 
Huruf k 
Jasa tenaga kerja meliputi: 
1. jasa tenaga kerja; 
2. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga 

kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; 
dan 

3. jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. 
 
Huruf l 
Jasa perhotelan meliputi: 
1. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah 

penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan 
kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan 

2. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, 
rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel. 

 
Huruf m 
Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 
pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, 
pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, 
dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk. 
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Huruf n 
Yang dimaksud dengan "jasa penyediaan tempat parkir" adalah jasa 
penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir 
dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut 
bayaran. 
Huruf o 
 
Yang dimaksud dengan "jasa telepon umum dengan menggunakan uang 
logam" adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau 
koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 
 

 

 
Pajak penjualan atas barang mewah, diatur dalam Pasal 5 Undang-

Undang No. 42 tahun 2009, sebagai berikut: 
(1) Disamping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah terhadap: 

  a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang 
dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di 
dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan 

  b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. 
(2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada 

waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh 
pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena 
Pajak yang tergolong mewah.  

 
Penjelasan Pasal 5 
Ayat (1) 
Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh produsen 
atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, di samping 
dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah dengan pertimbangan bahwa: 
a. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang 

berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi; 
b. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang 

tergolong mewah; 
c. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional; dan 
d. perlu untuk mengamankan penerimaan negara. 
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Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak yang tergolong mewah" adalah: 
1. barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok; 
2. barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; 
3. barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat 

berpenghasilan tinggi; dan/atau 
4. barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. 
 

Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang 
Kena Pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang 
mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah 
impor tersebut dilakukan secara terus menerus atau hanya sekali saja. 

Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap 
suatu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tidak 
memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut telah 
dikenai atau tidak dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada 
transaksi sebelumnya. 

Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan pada ayat ini adalah 
kegiatan: 
a. merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang 

menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, 
barang elektronik, dan perabot rumah tangga; 

b. memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik 
dicampur bahan lain maupun tidak; 

c. mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk 
menghasilkan satu atau lebih barang lain; 

d. mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda 
untuk melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan 
pemasarannya; dan 

e. membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam 
botol yang ditutup menurut cara tertentu; 

serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu atau 
menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. 
 
Ayat (2) 
Pengertian umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada Pajak 
Pertambahan Nilai dan tidak dikenal pada Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. Oleh karena itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah 
dibayar tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
yang terutang. 
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Dengan demikian, prinsip pemungutannya hanya 1 (satu) kali saja, yaitu 
pada waktu: 
a. penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang 

tergolong mewah; atau  
b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. 
Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah. 
 

 

 
Pengurangan atau pembatalan PPN dan PPNBM, diterangkan dalam 

pasal5A Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai berikut: 
(1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak 
yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai 
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena 
Pajak tersebut. 

(2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang 
dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya 
pembatalan tersebut. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan Pajak Pertambahan 
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan Pajak 
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

  
Penjelasan Pasal 5A 
Ayat (1) 
Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan 
(retur) oleh pembeli, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut 
mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dan mengurangi: 
a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak 

Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan; 
b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal pajak 

atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan 
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dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan 
(dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau 

c. biaya atau harta bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam 
hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah 
dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam 
harga perolehan harta tersebut. 

 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "Jasa Kena Pajak yang dibatalkan" adalah 
pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan 
oleh pihak penerima Jasa Kena Pajak. Dalam hal Jasa Kena Pajak yang 
diserahkan ternyata dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya oleh 
penerima Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai dari Jasa Kena Pajak 
yang dibatalkan tersebut mengurangi Pajak Keluaran yang terutang oleh 
Pengusaha Kena Pajak pemberi Jasa Kena Pajak dan mengurangi:  
a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak penerima Jasa Kena Pajak, 

dalam hal Pajak Masukan atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan telah 
dikreditkan; 

b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak penerima Jasa Kena Pajak, 
dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan 
tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau 
telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta 
tersebut; atau 

c. biaya atau harta bagi penerima Jasa Kena Pajak yang bukan Pengusaha 
Kena Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang 
dibatalkan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah 
ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut. 

 
  

 
Tarif dan tata cara menghitung PPN dan PPNBM diatur dalam Pasal 7, 

Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai 
berikut: 
(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). 
(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan 

atas: 
  a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 
  b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan 
  c. ekspor Jasa Kena Pajak. 
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(3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi 
paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas 
persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Penjelasan Pasal 7 
Ayat (2) 
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi 
Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, 
a. Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor; 
b. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang 

dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau 
c. Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang 

diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan 
melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau 
permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar 
Daerah Pabean, 

 
dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). 
Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah 
dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang 
berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. 
 
Ayat (3) 
Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan 
kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang 
mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima 
persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai 
prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 
 
Pasal 8 (UU No. 42 Tahun 2009) 
(1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling 

rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus 
persen). 

(2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan 
tarif 0% (nol persen). 
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(3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong 
mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  

(4) Ketentuan mengenai jenis Barang yang dikenai Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Penjelasan Pasal 8 
Ayat (1) 
Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa 
kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling 
tinggi 200% (dua ratus persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut 
didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah 
yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1). 
 
Ayat (2) 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas 
konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam Daerah 
Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang 
diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenai Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang 
tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.  
 
Ayat (3) 
Dengan mengacu pada pertimbangan sebagaimana tercantum dalam 
penjelasan Pasal 5 ayat (1), pengelompokan barang-barang yang dikenai 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutama didasarkan pada tingkat 
kemampuan golongan masyarakat yang mempergunakan barang tersebut, 
di samping didasarkan pada nilai gunanya bagi masyarakat pada umumnya. 
Sehubungan dengan hal itu, tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang 
yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dalam 
hal terhadap barang yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak perlu dikenai 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tarif yang dipergunakan adalah tarif 
yang rendah. Pengelompokan barang yang dikenai Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah dilakukan setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan 
Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan. 
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Pasal 8A (UU No. 42 Tahun 2009) 
 (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar 
Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, 
Nilai Ekspor, atau nilai lain. 

(2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Penjelasan Pasal 8A 
Ayat (1) 
Ayat ini mengatur cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. 
Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut. 
Contoh: 
a. Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga 

Jual Rp25.000.000,00. 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp25.000.000,00 = 
Rp2.500.000,00 
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan 
Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A. 

b. Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan 
memperoleh Penggantian Rp20.000.000,00 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp20.000.000,00 = 
Rp2.000.000,00. 
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan 
Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak B. 

c. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
dengan Nilai Impor Rp15.000.000,00. 
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai = 10% x Rp15.000.000,00 = Rp1.500.000,00 

d. Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan 
Nilai Ekspor Rp10.000.000,00. 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 0% x Rp10.000.000,00 = 
Rp0,00 
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp0,00 tersebut merupakan Pajak 
Keluaran. 
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Ayat (2) 
Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam 
hal: 
a. Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar 

ditetapkan; dan/atau 
b. penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat 

banyak, seperti air minum dan listrik. 
 
Pasal 9 (UU No. 42 Tahun 2009) 
(1) Dihapus. 
(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak 

Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. 
(2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum 

melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas 
perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.  

(2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (5) dan ayat (9).  

(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada 
Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang 
harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.  

(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya 
merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak 
berikutnya.  

(4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. 

(4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan 
permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:  
a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak 

Berwujud;  
b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai;  

c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak 
Pertambahan Nilainya tidak dipungut; 



288 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

 
d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak 

Tidak Berwujud;  
e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; 

dan/atau  
f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2a). 
(4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan 
huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak 
berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya. 

(4d) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang 
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

(4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan 
menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak. 

(4f) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya. 

(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain 
melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan 
penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan 
yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari 
pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah 
Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang 
pajak. 

(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain 
melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan 
penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan 
untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan 
pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk 
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penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan 
pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

(6a) Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali 
oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut 
mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak Masukan 
dimulai. 

(6b) Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara 
pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha 
Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak 
melebihi jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7a), dapat dihitung dengan menggunakan 
pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. 

(7a) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha 
Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan 
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. 

(7b) Ketentuan mengenai peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7), kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7a), dan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7a) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:  
a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum 

pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;  
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak 

mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;  
c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan 

dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau 
disewakan;  

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum 
pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;  

e. dihapus;  
f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur 

Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan 
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena 
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;  

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur 
Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (6);  

h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak 
Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;  

i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak 
Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan 
pemeriksaan; dan  

j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena 
Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2a). 

(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan 
dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan 
pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum 
dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. 

(10) Dihapus. 
(11) Dihapus. 
(12) Dihapus. 
(13) Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pengembalian 

kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat 
(4b), dan ayat (4c) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.  

(14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka 
penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan 
pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang 
dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang 
mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang 
menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah 
terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan 
sebagai biaya atau dikapitalisasi. 
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Penjelasan Pasal 9 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang 
Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak 
dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan 
berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang 
seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli 
Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena 
Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari 
luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari 
luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena pajak. 
Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak 
dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa 
Pajak yang sama. 
 
Ayat (2a) 
Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak keluaran pada 
Masa Pajak yang sama. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum 
berproduksi, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal 
diperkenankan untuk dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(8). 
 
Ayat (2b) 
Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak 
menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). 
Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi 
persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (9). 
 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Ayat (4) 
Pajak Masukan yang dimaksud pada ayat ini adalah Pajak Masukan yang 
dapat dikreditkan. 
Dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan 
tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, 
tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 
Contoh: 
Masa Pajak Mei 2010: 

Pajak Keluaran = Rp2.000.000,00 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp4.500.000,00 (-) 
Pajak yang lebih dibayar = Rp2.500.000,00 

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 
2010. 
Masa Pajak Juni 2010: 
Pajak Keluaran =Rp3.000.000,00 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan =Rp2.000.000,00(-)  
Pajak yang kurang dibayar =Rp1.000.000,00 
Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 
2010  
yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2010 =Rp2.500.000,00(-) 
Pajak yang lebih dibayar Masa Pajak Juni 2010 = Rp1.500.000,00 
Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2010. 
 
Ayat (4a) 
Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan 
pada ayat (4) dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun, 
apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, 
kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan 
pengembalian (restitusi). 
Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah 
Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar). 
 
Ayat (4e) 
Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan 
pengembalian kelebihan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan 
pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 
pajak. 
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Ayat (4f) 
Dalam hal Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sanksi kenaikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan 
perubahannya tidak ditetapkan walaupun pada tahap sebelumnya sudah 
diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. 
Sebaliknya, sanksi administrasi yang dikenakan adalah bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan 
perubahannya. 
Apabila dalam pemeriksaan dimaksud ditemukan adanya indikasi tindak 
pidana di bidang perpajakan, ketentuan ini tidak berlaku. 
 
Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan "penyerahan yang terutang pajak" adalah 
penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
ini dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 
Yang dimaksud dengan "penyerahan yang tidak terutang pajak" adalah 
penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari 
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16B. 
Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan 
yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat 
mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang 
terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus 
dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak. 
Contoh: 
Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu: 
a. penyerahan yang terutang pajak = Rp25.000.000,00 

Pajak Keluaran = Rp2.500.000,00 
b. penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai = 

Rp5.000.000,00 
Pajak Keluaran = nihil 

c. penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
= Rp5.000.000,00 
Pajak Keluaran = nihil 
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Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan: 
a. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan 

penyerahan yang terutang pajak = Rp1.500.000,00 
b. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan 

penyerahan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai = Rp300.000,00 
c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan 

penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
= Rp500.000,00 
Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan 
Pajak Keluaran sebesar Rp2.500.000,00 hanya sebesar Rp1.500.000,00. 

 
Ayat (6) 
Dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak 
dapat diketahui dengan pasti, cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung 
berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, 
yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada 
Pengusaha Kena Pajak. 
Contoh: 
Pengusaha Kena Pajak melakukan 2 (dua) macam penyerahan, yaitu: 
a. penyerahan yang terutang pajak = Rp35.000.000,00 

Pajak Keluaran = Rp3.500.000,00 
b. penyerahan yang tidak terutang pajak = Rp15.000.000,00 

Pajak Keluaran= nihil 
Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa 
Kena Pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan sebesar 
Rp2.500.000,00, sedangkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan 
penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. 
Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp2.500.000,00 tidak 
seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar 
Rp3.500.000,00. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung 
berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
 
Ayat (6a) 
Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan atas pengeluaran dalam rangka 
impor dan/atau perolehan barang modal juga harus memenuhi syarat 
bahwa pengeluaran tersebut harus berhubungan dengan adanya 
penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. 
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Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mengalami keadaan gagal berproduksi, 
tidak ada penyerahan yang terutang pajak sehingga tidak ada Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, 
Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan barang modal yang telah 
dikembalikan harus dibayar kembali. 
 
Ayat (7) 
Dalam rangka menyederhanakan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai 
yang harus disetor, Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 
1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu dapat menghitung besarnya 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan menggunakan pedoman 
penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. 
 
Ayat (7a) 
Dalam rangka memberikan kemudahan dalam menghitung Pajak 
Pertambahan Nilai yang harus disetor, Pengusaha Kena Pajak yang 
melakukan kegiatan usaha tertentu menghitung besarnya Pajak Masukan 
yang dapat dikreditkan dengan menggunakan pedoman penghitungan 
pengkreditan Pajak Masukan. 
 
Ayat (8) 
Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. 
Akan tetapi, untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak 
Masukannya tidak dapat dikreditkan. 
Huruf a 
Ketentuan memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang 
diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
tidak dapat dikreditkan. 
Contoh: 
Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak pada tanggal 19 April 2010. Pengukuhan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak diberikan pada tanggal 20 April 2010 dan berlaku surut sejak 
tanggal 19 April 2010. Pajak Masukan yang diperoleh sebelum tanggal 19 
April 2010 tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan ini. 
 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan 
kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, 
pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang 
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usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat 
bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang 
terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu 
pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan 
kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat 
dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya 
dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. 
 
Huruf d 
Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang 
diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
tidak dapat dikreditkan. 
Contoh: 
Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak pada tanggal 19 April 2010. Pengukuhan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak diberikan pada tanggal 20 April 2010 dan berlaku surut sejak 
tanggal 19 April 2010. Pajak Masukan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang 
diperoleh sebelum tanggal 19 April 2010 tidak dapat dikreditkan 
berdasarkan ketentuan ini. 
 
Huruf h 
Dalam hal tertentu dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak baru membayar 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak setelah diterbitkan ketetapan pajak. 
Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas ketetapan pajak tersebut tidak 
merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 
 
Huruf i 
Sesuai dengan sistem self assessment, Pengusaha Kena Pajak wajib 
melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, kepada Pengusaha Kena Pajak juga telah 
diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Pertambahan Nilai sehingga sudah selayaknya jika Pajak 
Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan. 
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Contoh: 
Dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan: 

Pajak Keluaran = Rp10.000.000,00 
Pajak Masukan  = Rp 8.000.000,00 

Dari Hasil Pemeriksaan Diketahui: 
Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00 
Pajak Masukan  = Rp11.000.000,00 

 
Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar 
Rp11.000.000,00, tetapi tetap sebesar Rp8.000.000,00 sesuai dengan yang 
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. 
Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan 
Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00 
Pajak Masukan  = Rp 8.000.000,00(-) 
Kurang Bayar menurut hasil pemeriksaan = Rp 7.000.000,00 
Kurang Bayar menurut Surat Pemberitahuan = Rp 2.000.000,00 (-) 
Masih kurang dibayar = Rp 5.000.000,00 
 
Ayat (9) 
Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan 
Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama 
yang disebabkan, antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan 
Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya 
diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) 
bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka 
waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut 
dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut 
hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum 
dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada 
harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan 
dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan. 
Contoh: 
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya 
tertanggal 7 Juli 2010 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa 
Pajak Juli 2010 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama Masa Pajak 
Oktober 2010. 
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Pasal 10 (UU No. 18 Tahun 2000) 
 (1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan 
Dasar Pengenaan Pajak. 

(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu 
perolehan atau impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, 
tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai maupun 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan 
Undang-Undang ini.  

(3) Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak Yang 
Tergolong Mewah dapat meminta kembali Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah yang telah dibayar pada waktu perolehan Barang Kena 
Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut. 

 
Penjelasan Pasal 10 
Ayat (1) 
Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah 
dengan mengalikan Harga Jual, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8. 
 
Ayat (2) 
Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada setiap tingkat 
penyerahan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya dipungut pada 
tingkat penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang 
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak Yang 
Tergolong Mewah. Dengan demikian, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
bukan merupakan Pajak Masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Oleh 
karena itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditambahkan ke 
dalam harga Barang Kena Pajak yang bersangkutan atau dibebankan 
sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan. 
Contoh:  
Pengusaha Kena Pajak “A” mengimpor Barang Kena Pajak dengan Nilai 
Impor Rp5.000.000,00. Barang Kena Pajak tersebut, selain dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai, misalnya juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah dengan tarif 20%. Dengan demikian, penghitungan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang 
atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah: 
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- Dasar Pengenaan Pajak = Rp5.000.000,00 
- Pajak Pertambahan Nilai:   
  10% x Rp5.000.000,00 = Rp 500.000,00 
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah:   
  20% x Rp5.000.000,00  = Rp1.000.000,00 
 
Kemudian, Pengusaha Kena Pajak “A” menggunakan Barang Kena Pajak 
tersebut sebagai bagian dari suatu Barang Kena Pajak lain yang atas 
penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah 35%. Oleh karena Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah yang telah dibayar atas Barang Kena Pajak yang di impor 
tersebut tidak dapat dikreditkan, maka Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga Barang Kena 
Pajak yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak “A” atau dibebankan 
sebagai biaya. 
Kemudian, Pengusaha Kena Pajak “A” menjual Barang Kena Pajak yang 
dihasilkannya kepada Pengusaha Kena Pajak “B” dengan Harga Jual 
Rp50.000.000,00. Maka, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah: 
- Dasar Pengenaan Pajak = Rp50.000.000,00 
- Pajak Pertambahan Nilai:   
  10% x Rp50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00 
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah:   
  35% x Rp50.000.000,00  = Rp17.500.000,00 
Dalam contoh ini, Pengusaha Kena Pajak “A” dapat mengkreditkan Pajak 
Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000,00 di atas terhadap Pajak 
Pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00. 
Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp1.000.000,00 
tidak dapat dikreditkan, baik dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
Rp5.000.000,00 maupun dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
sebesar Rp17.500.000,00. 
 
Ayat (3) 
Pengusaha Kena Pajak yang telah membayar Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah pada saat perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, 
sepanjang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut belum dibebankan 
sebagai biaya, Pengusaha Kena Pajak berhak meminta kembali Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayarnya, apabila Pengusaha Kena 
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Pajak dimaksud telah mengekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
Mewah tersebut. 
Contoh: 
Pengusaha Kena Pajak "A" membeli mobil dari Agen Tunggal Pemegang 
Merk seharga Rp100.000.000,00. 
Dia membayar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp35.000.000,00. 
Apabila mobil tersebut kemudian diekspornya, maka Pengusaha Kena Pajak 
"A" berhak untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
Rp10.000.000,00 dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar 
Rp35.000.000,00 yang telah dibayarnya pada saat membeli mobil tersebut. 
 

 

 
Pasal 8 (UU No. 42 Tahun 2009) 
(1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling 

rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus 
persen). 

(2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan 
tarif 0% (nol persen). 

(3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong 
mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  

(4) Ketentuan mengenai jenis Barang yang dikenai Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Penjelasan Pasal 8 
Ayat (1) 
Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa 
kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling 
tinggi 200% (dua ratus persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut 
didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah 
yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1). 
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Ayat (2) 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas 
konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam Daerah 
Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang 
diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenai Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang 
tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.  
 
Ayat (3) 
Dengan mengacu pada pertimbangan sebagaimana tercantum dalam 
penjelasan Pasal 5 ayat (1), pengelompokan barang-barang yang dikenai 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutama didasarkan pada tingkat 
kemampuan golongan masyarakat yang mempergunakan barang tersebut, 
di samping didasarkan pada nilai gunanya bagi masyarakat pada umumnya. 
Sehubungan dengan hal itu, tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang 
yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dalam 
hal terhadap barang yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak perlu dikenai 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tarif yang dipergunakan adalah tarif 
yang rendah. Pengelompokan barang yang dikenai Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah dilakukan setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan 
Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan. 
 
Pasal 8A (UU No. 42 Tahun 2009) 
(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar 
Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, 
Nilai Ekspor, atau nilai lain. 

(2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Penjelasan Pasal 8A 
Ayat (1) 
Ayat ini mengatur cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. 
Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut: 
Contoh: 
a. Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga 

Jual Rp25.000.000,00. 
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Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp25.000.000,00 = 
Rp2.500.000,00 
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan 
Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A. 

b. Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan 
memperoleh Penggantian Rp20.000.000,00 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp20.000.000,00 = 
Rp2.000.000,00. 
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan 
Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak B. 

c. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
dengan Nilai Impor Rp15.000.000,00. 
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai = 10% x Rp15.000.000,00 = Rp1.500.000,00 

d. Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan 
Nilai Ekspor Rp10.000.000,00. 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 0% x Rp10.000.000,00 = 
Rp0,00 
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp0,00 tersebut merupakan Pajak 
Keluaran. 

 
Ayat (2) 
Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam 
hal: 
a. Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar 

ditetapkan; dan/atau 
b. penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat 

banyak, seperti air minum dan listrik. 
 
Pasal 9 (UU No. 42 Tahun 2009) 
 (1) Dihapus. 
(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak 

Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. 
(2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum 

melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas 
perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.  
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(2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (5) dan ayat (9).  

(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada 
Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang 
harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.  

(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya 
merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak 
berikutnya.  

(4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. 

(4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan 
permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh: 

  a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak 
Berwujud; 

  b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai; 

  c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak 
Pertambahan Nilainya tidak dipungut; 

  d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud; 

  e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; 
dan/atau 

  f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a). 

(4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan 
huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak 
berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya. 

(4d) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang 
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
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(4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan 
menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak. 

(4f) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya. 

(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain 
melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan 
penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan 
yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari 
pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah 
Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang 
pajak. 

(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain 
melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan 
penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan 
untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan 
pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk 
penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan 
pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

(6a) Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali 
oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut 
mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak Masukan 
dimulai. 

(6b) Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara 
pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha 
Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak 
melebihi jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7a), dapat dihitung dengan menggunakan 
pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. 
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(7a) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha 
Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan 
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. 

(7b) Ketentuan mengenai peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7), kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7a), dan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7a) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: 

  a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum 
pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 

  b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak 
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; 

  c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan 
dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau 
disewakan; 

  d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum 
pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 

  e. dihapus; 
  f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur 

Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan 
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena 
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 

  g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur 
Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (6); 

  h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak 
Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak; 

  i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak 
Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan 
pemeriksaan; dan 

  j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena 
Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2a). 
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(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan 
dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan 
pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum 
dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. 

(10) Dihapus. 
(11) Dihapus. 
(12) Dihapus. 
(13) Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pengembalian 

kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat 
(4b), dan ayat (4c) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.  

(14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka 
penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan 
pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang 
dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang 
mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang 
menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah 
terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan 
sebagai biaya atau dikapitalisasi. 

 
Penjelasan Pasal 9 
Ayat (2) 
Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang 
Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak 
dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan 
berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang 
seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli 
Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena 
Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari 
luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari 
luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena pajak. 
Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak 
dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa 
Pajak yang sama. 
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Ayat (2a) 
Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak keluaran pada 
Masa Pajak yang sama. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum 
berproduksi, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal 
diperkenankan untuk dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(8). 
 
Ayat (2b) 
Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak 
menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). 
Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi 
persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (9). 
 
Ayat (4) 
Pajak Masukan yang dimaksud pada ayat ini adalah Pajak Masukan yang 
dapat dikreditkan. 
Dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan 
tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, 
tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 
Contoh: 
Masa Pajak Mei 2010: 

Pajak Keluaran = Rp2.000.000,00 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp4.500.000,00 (-) 
Pajak yang lebih dibayar = Rp2.500.000,00 

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 
2010. 
Masa Pajak Juni 2010: 

Pajak Keluaran =Rp3.000.000,00 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan =Rp2.000.000,00 (-) 
Pajak yang kurang dibayar =Rp1.000.000,00 
Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 
2010  
yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2010 

= Rp2.500.000,00 (-
) 

Pajak yang lebih dibayar Masa Pajak Juni 2010 = Rp1.500.000,00 
Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2010. 
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Ayat (4a) 
Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan 
pada ayat (4) dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun, 
apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, 
kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan 
pengembalian (restitusi). 
Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah 
Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar). 
 
Ayat (4e) 
Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan 
pengembalian kelebihan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan 
pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 
pajak. 
 
Ayat (4f) 
Dalam hal Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sanksi kenaikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan 
perubahannya tidak ditetapkan walaupun pada tahap sebelumnya sudah 
diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. 
Sebaliknya, sanksi administrasi yang dikenakan adalah bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan 
perubahannya. 
Apabila dalam pemeriksaan dimaksud ditemukan adanya indikasi tindak 
pidana di bidang perpajakan, ketentuan ini tidak berlaku. 
 
Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan "penyerahan yang terutang pajak" adalah 
penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
ini dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 
Yang dimaksud dengan "penyerahan yang tidak terutang pajak" adalah 
penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari 
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16B. 
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Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan 
yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat 
mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang 
terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus 
dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak. 
Contoh: 
Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu: 
a. penyerahan yang terutang pajak = Rp25.000.000,00 

Pajak Keluaran = Rp2.500.000,00 
b. penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai = 

Rp5.000.000,00 
Pajak Keluaran = nihil 

c. penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
= Rp5.000.000,00 
Pajak Keluaran = nihil 

 
Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan: 
a. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan 

penyerahan yang terutang pajak = Rp1.500.000,00 
b. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan 

penyerahan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai = Rp300.000,00 
c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan 

penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
= Rp500.000,00 

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak 
Keluaran sebesar Rp2.500.000,00 hanya sebesar Rp1.500.000,00. 
 
Ayat (6) 
Dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak 
dapat diketahui dengan pasti, cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung 
berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, 
yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada 
Pengusaha Kena Pajak. 
Contoh: 
Pengusaha Kena Pajak melakukan 2 (dua) macam penyerahan, yaitu: 
a. penyerahan yang terutang pajak = Rp35.000.000,00 

Pajak Keluaran = Rp3.500.000,00 
b. penyerahan yang tidak terutang pajak = Rp15.000.000,00 

Pajak Keluaran= nihil 
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Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa 
Kena Pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan sebesar 
Rp2.500.000,00, sedangkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan 
penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. 
Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp2.500.000,00 tidak 
seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar 
Rp3.500.000,00. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung 
berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
 
Ayat (6a) 
Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan atas pengeluaran dalam rangka 
impor dan/atau perolehan barang modal juga harus memenuhi syarat 
bahwa pengeluaran tersebut harus berhubungan dengan adanya 
penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. 
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mengalami keadaan gagal berproduksi, 
tidak ada penyerahan yang terutang pajak sehingga tidak ada Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, 
Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan barang modal yang telah 
dikembalikan harus dibayar kembali. 
 
Ayat (7) 
Dalam rangka menyederhanakan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai 
yang harus disetor, Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 
1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu dapat menghitung besarnya 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan menggunakan pedoman 
penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. 
 
Ayat (7a) 
Dalam rangka memberikan kemudahan dalam menghi-tung Pajak 
Pertambahan Nilai yang harus disetor, Pengusaha Kena Pajak yang 
melakukan kegiatan usaha tertentu menghitung besarnya Pajak Masukan 
yang dapat dikreditkan dengan menggunakan pedoman penghitungan 
pengkreditan Pajak Masukan. 
 
Ayat (8) 
Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. 
Akan tetapi, untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak 
Masukannya tidak dapat dikreditkan. 
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Huruf a 
Ketentuan memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang 
diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
tidak dapat dikreditkan. 
Contoh: 
Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak pada tanggal 19 April 2010. Pengukuhan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak diberikan pada tanggal 20 April 2010 dan berlaku surut sejak 
tanggal 19 April 2010. Pajak Masukan yang diperoleh sebelum tanggal 19 
April 2010 tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan ini. 
 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan 
kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, 
pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang 
usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat 
bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang 
terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu 
pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan 
kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat 
dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya 
dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. 
 
Huruf d 
Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa Pajak Masukan yang 
diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
tidak dapat dikreditkan. 
Contoh: 
Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak pada tanggal 19 April 2010. Pengukuhan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak diberikan pada tanggal 20 April 2010 dan berlaku surut sejak 
tanggal 19 April 2010. Pajak Masukan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang 
diperoleh sebelum tanggal 19 April 2010 tidak dapat dikreditkan 
berdasarkan ketentuan ini. 
 
Huruf h 
Dalam hal tertentu dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak baru membayar 
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan 
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Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak setelah diterbitkan ketetapan pajak. 
Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas ketetapan pajak tersebut tidak 
merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 
 
Huruf i 
Sesuai dengan sistem self assessment, Pengusaha Kena Pajak wajib 
melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa 
Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, kepada Pengusaha Kena Pajak juga telah 
diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Pertambahan Nilai sehingga sudah selayaknya jika Pajak 
Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan. 
Contoh: 
Dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan: 

Pajak Keluaran = Rp10.000.000,00 
Pajak Masukan  = Rp 8.000.000,00 
Dari hasil pemeriksaan diketahui: 
Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00 
Pajak Masukan  = Rp11.000.000,00 

Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar 
Rp11.000.000,00, tetapi tetap sebesar Rp8.000.000,00 sesuai dengan yang 
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. 
Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan 

Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00 
Pajak Masukan  = Rp 8.000.000,00 (-) 
Kurang Bayar menurut hasil 
pemeriksaan 

= Rp 7.000.000,00 

Kurang Bayar menurut Surat 
Pemberitahuan 

= Rp 2.000.000,00 (-) 

Masih kurang dibayar = Rp 5.000.000,00 
 
Ayat (9) 
Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan 
Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama 
yang disebabkan, antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan 
Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya 
diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) 
bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka 
waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut 
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dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut 
hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum 
dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada 
harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan 
dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan. 
Contoh: 
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya 
tertanggal 7 Juli 2010 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa 
Pajak Juli 2010 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama Masa Pajak 
Oktober 2010. 
 
Pasal 10 (UU No. 18 Tahun 2000) 
(1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan 
Dasar Pengenaan Pajak. 

(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu 
perolehan atau impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, tidak 
dapat dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan Undang-
Undang ini.  

(3) Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak Yang 
Tergolong Mewah dapat meminta kembali Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah yang telah dibayar pada waktu perolehan Barang Kena Pajak 
Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut. 

 
Penjelasan Pasal 10 
Ayat (1) 
Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah 
dengan mengalikan Harga Jual, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8. 
 
Ayat (2) 
Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada setiap tingkat 
penyerahan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya dipungut pada 
tingkat penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang 
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak Yang 
Tergolong Mewah. Dengan demikian, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 



314 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

bukan merupakan Pajak Masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Oleh 
karena itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditambahkan ke 
dalam harga Barang Kena Pajak yang bersangkutan atau dibebankan 
sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan. 
Contoh:  
Pengusaha Kena Pajak “A” mengimpor Barang Kena Pajak dengan Nilai 
Impor Rp5.000.000,00. Barang Kena Pajak tersebut, selain dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai, misalnya juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah dengan tarif 20%. Dengan demikian, penghitungan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang 
atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah: 

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp5.000.000,00 
- Pajak Pertambahan Nilai:   
  10% x Rp5.000.000,00 = Rp 500.000,00 
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah:   
  20% x Rp5.000.000,00  = Rp1.000.000,00 

 
Kemudian, Pengusaha Kena Pajak “A” menggunakan Barang Kena Pajak 
tersebut sebagai bagian dari suatu Barang Kena Pajak lain yang atas 
penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah 35%. Oleh karena Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah yang telah dibayar atas Barang Kena Pajak yang di impor 
tersebut tidak dapat dikreditkan, maka Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga Barang Kena 
Pajak yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak “A” atau dibebankan 
sebagai biaya. 
Kemudian, Pengusaha Kena Pajak “A” menjual Barang Kena Pajak yang 
dihasilkannya kepada Pengusaha Kena Pajak “B” dengan Harga Jual 
Rp50.000.000,00. Maka, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah: 

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp50.000.000,00 
- Pajak Pertambahan Nilai:   
  10% x Rp50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00 
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah:   
  35% x Rp50.000.000,00  = Rp17.500.000,00 

 
Dalam contoh ini, Pengusaha Kena Pajak “A” dapat mengkreditkan Pajak 
Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000,00 di atas terhadap Pajak 
Pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00. 
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Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp1.000.000,00 
tidak dapat dikreditkan, baik dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
Rp5.000.000,00 maupun dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
sebesar Rp17.500.000,00. 
 
Ayat (3) 
Pengusaha Kena Pajak yang telah membayar Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah pada saat perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, 
sepanjang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut belum dibebankan 
sebagai biaya, Pengusaha Kena Pajak berhak meminta kembali Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayarnya, apabila Pengusaha Kena 
Pajak dimaksud telah mengekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
Mewah tersebut. 
Contoh: 
Pengusaha Kena Pajak "A" membeli mobil dari Agen Tunggal Pemegang 
Merk seharga Rp100.000.000,00. 
Dia membayar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp35.000.000,00. 
Apabila mobil tersebut kemudian diekspornya, maka Pengusaha Kena Pajak 
"A" berhak untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
Rp10.000.000,00 dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar 
Rp35.000.000,00 yang telah dibayarnya pada saat membeli mobil tersebut. 
 
1. Saat Terutang PPN (Pasal 11 UU No. 42 Tahun 2009) 

 (1) Terutangnya pajak terjadi pada saat: 
  a. penyerahan Barang Kena Pajak; 
  b. impor Barang Kena Pajak; 
  c. penyerahan Jasa Kena Pajak; 
  d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar 

Daerah Pabean; 
  e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; 
  f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 
  g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau 
  h. ekspor Jasa Kena Pajak. 
(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena 

Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal 
pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang 
Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 
Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. 
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(3) Dihapus. 
(4) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat 

terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar 
ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat 
menimbulkan ketidakadilan. 

(5) Dihapus. 
 
Penjelasan Pasal 11 
Ayat (1) 
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada 
saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun 
pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum 
sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat 
terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui electronic 
commerce tunduk pada ketentuan ini. 
 
Huruf d 
Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau 
memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean, terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan 
tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa 
Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal itu dihubungkan dengan 
kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean sehingga tidak dapat 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, saat pajak 
terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi dikaitkan 
dengan saat pemanfaatan. 
 
Ayat (2) 
Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebelum penyerahan 
Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, 
sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari 
luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, 
atau sebelum dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 
Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, saat 
terutangnya pajak adalah saat pembayaran. 
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2. Pasal 12 (UU No. 42 Tahun 2009) 
(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, 
dan/atau huruf h terutang pajak di tempat tinggal atau tempat 
kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat 
lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat 
kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak.  

(2) Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, 
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih 
sebagai tempat pajak terutang. 

(3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena 
Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. 

(4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau tempat 
kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha. 

 
Penjelasan Pasal 12 
Ayat (1) 
Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal 
dan/atau tempat kegiatan usaha, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak 
badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. 
Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan 
usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat 
tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan Pengusaha Kena Pajak 
dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak. 
Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak 
terutang yang berada di wilayah kerja 1 (satu) Kantor Direktorat Jenderal 
Pajak, untuk seluruh tempat terutang tersebut, Pengusaha Kena Pajak 
memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang 
yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali 
apabila Pengusaha Kena Pajak tersebut menghendaki lebih dari 1 (satu) 
tempat pajak terutang, Pengusaha Kena Pajak wajib memberitahukan 
kepada Direktur Jenderal Pajak. 
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Dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat 
lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan 
usaha sebagai tempat pajak terutang. 
Contoh 1: 
Orang pribadi A yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di 
Cibinong. Apabila di tempat tinggal orang pribadi A tidak ada penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, orang pribadi A hanya wajib 
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong sebab tempat terutangnya pajak 
bagi orang pribadi A adalah di Cibinong. Sebaliknya, apabila penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dilakukan oleh orang pribadi A 
hanya di tempat tinggalnya saja, orang pribadi A hanya wajib mendaftarkan 
diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Namun, apabila baik di 
tempat tinggal maupun di tempat kegiatan usahanya orang pribadi A 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, orang 
pribadi A wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor 
dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong karena tempat terutangnya 
pajak berada di Bogor dan Cibinong. 
Berbeda dengan orang pribadi, Pengusaha Kena Pajak badan wajib 
mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan 
usaha karena bagi Pengusaha Kena Pajak badan di kedua tempat tersebut 
dianggap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak. 
 
Contoh 2: 
PT A mempunyai 3 (tiga) tempat kegiatan usaha, yaitu di kota Bengkulu, 
Bintuhan, dan Manna yang ketiganya berada di bawah pelayanan 1 (satu) 
kantor pelayanan pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. 
Ketiga tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan melakukan administrasi penjualan dan 
administrasi keuangan sehingga PT A terutang pajak di ketiga tempat atau 
kota itu. Dalam keadaan demikian, PT A wajib memilih salah satu tempat 
kegiatan usaha untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak, misalnya tempat kegiatan usaha di Bengkulu. PT A 
yang bertempat kegiatan usaha di Bengkulu ini bertanggung jawab untuk 
melaporkan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga tempat 
kegiatan usaha perusahaan tersebut. 
Dalam hal PT A menghendaki tempat kegiatan usaha di Bengkulu dan 
Bintuhan ditetapkan sebagai tempat pajak terutang untuk seluruh kegiatan 
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usahanya, PT A wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Bengkulu. 
 
Ayat (2) 
Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari 1 (satu) 
tempat kegiatan usaha, Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih 1 (satu) tempat atau 
lebih sebagai tempat terutangnya pajak. 
 
Ayat (4) 
Orang pribadi atau badan baik sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun 
bukan Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau 
memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean tetap terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan 
usaha orang pribadi atau di tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan 
usaha badan tersebut. 
 
3. Faktur Pajak (Pasal 13 UU No. 42 Tahun 2009) 

 (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: 
  a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D; 
  b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (1) huruf c; 
  c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau 
  d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) huruf h. 
(1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat 

pada: 
  a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa 

Kena Pajak;  
  b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan 

pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak 
dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; 

  c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan 
sebagian tahap pekerjaan; atau 
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  d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.  

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak 
meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli 
Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama 
selama 1 (satu) bulan kalender.  

(2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat 
paling lama pada akhir bulan penyerahan.  

(3) Dihapus. 
(4) Dihapus. 
(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak yang paling sedikit memuat: 

  a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; 

  b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang 
Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 

  c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan 
potongan harga; 

  d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; 
  e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; 
  f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan 
  g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur 

Pajak. 
(6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang 

kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. 
(7) Dihapus. 
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak 

dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

(9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. 
 
Penjelasan Pasal 13 
Ayat (1) 
Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa 
Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak 
dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak 
Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai 
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bukti pungutan pajak. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau 
berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur 
penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh 
Direktur Jenderal Pajak. 
Berdasarkan ketentuan ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak 
berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D wajib diterbitkan Faktur Pajak. 
 
Ayat (1a) 
Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada 
saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum 
penyerahan. Dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan Faktur 
Pajak tidak sama dengan saat-saat tersebut, misalnya dalam hal terjadi 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak 
kepada bendahara pemerintah. Oleh karena itu, Menteri Keuangan 
berwenang untuk mengatur saat lain sebagai saat pembuatan Faktur Pajak. 
 
Ayat (2) 
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak 
diperkenankan untuk membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi semua 
penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 
terjadi selama 1 (satu) bulan kalender kepada pembeli yang sama atau 
penerima Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktur Pajak gabungan. 
 
Ayat (2a) 
Untuk meringankan beban administrasi, Pengusaha Kena Pajak 
diperkenankan membuat Faktur Pajak gabungan paling lama pada akhir 
bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak 
meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran baik 
sebagian maupun seluruhnya. 
Contoh 1: 
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 
Juli 2010, tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 sama sekali belum ada 
pembayaran atas penyerahan tersebut, Pengusaha Kena Pajak A 
diperkenankan membuat 1 (satu) Faktur Pajak gabungan meliputi seluruh 
penyerahan yang dilakukan pada bulan Juli, yaitu paling lama tanggal 31 Juli 
2010. 
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Contoh 2: 
Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada 
pengusaha B pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29 dan 30 September 
2010. Pada tanggal 28 September 2010 terdapat pembayaran oleh 
Pengusaha B atas penyerahan tanggal 2 September 2010. Dalam hal 
Pengusaha Kena Pajak A menerbitkan Faktur Pajak gabungan, Faktur Pajak 
gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2010 yang meliputi seluruh 
penyerahan yang terjadi pada bulan September. 
 
Contoh 3: 
Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada 
pengusaha B pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29, dan 30 September 
2010. Pada tanggal 28 September 2010 terdapat pembayaran atas 
penyerahan tanggal 2 September 2010 dan pembayaran uang muka untuk 
penyerahan yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2010 oleh Pengusaha 
B. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A menerbitkan Faktur Pajak gabungan, 
Faktur Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2010 yang 
meliputi seluruh penyerahan dan pembayaran uang muka yang dilakukan 
pada bulan September. 
 
Ayat (5) 
Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai 
sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara 
lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh 
Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun, keterangan 
mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas 
penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat 
ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya 
tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) 
huruf f.  
 
Ayat (6) 
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur 
Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen yang biasa digunakan dalam 
dunia usaha yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. 
Ketentuan ini diperlukan, antara lain, karena: 
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a. faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh 
masyarakat luas, seperti kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat 
udara; 

b. untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan 
pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang 
menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar 
Daerah Pabean, misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari 
luar Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai 
Faktur Pajak; dan 

c. Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau 
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud. 

 
Ayat (8) 
Faktur Pajak yang dibetulkan adalah, antara lain, Faktur Pajak yang salah 
dalam pengisian atau salah dalam penulisan. Termasuk pengertian salah 
dalam pengisian atau salah dalam penulisan adalah, antara lain, adanya 
penyesuaian Harga Jual akibat berkurangnya kuantitas atau kualitas Barang 
Kena Pajak yang wajar terjadi pada saat pengiriman.  
 
Ayat (9) 
Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, 
jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 
Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan 
dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi 
keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang 
Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor 
Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena 
Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah 
Pabean di dalam Daerah Pabean. 
Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang 
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi 
ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila 
keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu 
yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai 
dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak 



324 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena 
Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan 
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 
di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang 
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak 
memenuhi syarat material.  
 
4. Pelarangan Membuat Faktur Pajak (Pasal 14 UU No. 11 Tahun 

1994) 
 (1) Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. 
(2) Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan jumlah 
pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara. 

 
Penjelasan Pasal 14 
Ayat (1) 
Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan 
membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan 
untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. 
 
5. Penyetoran PPN (Pasal 15 UU No. 11 Tahun 1994)  
Ketentuan Pasal 15 yang mengatur tentang kewajiban melaporkan 
penghitungan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa, 
dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. 
 
6. Penyetoran dan Penyampaian SPT Masa Pajak (Pasal 15A UU No. 

42 Tahun 2009) 
 (1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan 
paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak 
dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 
disampaikan. 

(2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan 
paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. 
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Penjelasan Pasal 15A 
Dalam rangka memberikan kelonggaran waktu kepada Pengusaha Kena 
Pajak untuk menyetor kekurangan pembayaran pajak dan menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pasal ini mengatur 
secara khusus mengenai batas akhir pembayaran dan penyampaian Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang berbeda dengan yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya. 
Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran pajak terutang berdasarkan 
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan/atau 
keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini, 
Pengusaha Kena Pajak tetap dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan dan perubahannya. 
 
7. Jangka Waktu Pengembalian Kelebihan Pajak (Pasal 16 UU No. 11 

Tahun 1994) 
 
Penjelasan Pasal 16 
Ketentuan Pasal 16 yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian 
kelebihan pajak, dihapus dan dipindahkan kedalam Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. 
 

 

 
1. Kewajiban Pemungut PPN (Pasal 16A UU No. 18 Tahun 2000) 

(1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai. 

(2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. 
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Penjelasan Pasal 16A 
Ayat (1) 
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian, 
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai 
tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh Pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai. 
 
2. Pembebasan PPN (Pasal 16B UU No. 42 Tahun 2009) 

(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau 
dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu 
maupun selamanya, untuk: 

  a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam 
Daerah Pabean; 

  b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa 
Kena Pajak tertentu; 

  c. impor Barang Kena Pajak tertentu; 
  d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari 

luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan 
  e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di 

dalam Daerah Pabean, 
  diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak 
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak 
dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan. 

(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak 
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya 
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat 
dikreditkan. 

  
Penjelasan Pasal 16B 
Ayat (1) 
Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang 
Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama 
terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang 
perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada 
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ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap 
kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus 
mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya 
tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan 
tersebut. 
Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk 
memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama 
untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam 
skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan 
daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar 
pembangunan nasional. 
Kemudahan perpajakan yang diatur dalam Pasal ini diberikan terbatas 
untuk: 
a. mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat 

Penimbunan Berikat atau untuk mengembangkan wilayah dalam 
Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut; 

b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang 
perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah 
diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya; 

c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan 
vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional; 

d. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/ 
Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk 
melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal 
maupun internal; 

e. menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik 
Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk 
mendukung pertahanan nasional; 

f. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu 
tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran 
agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat; 

g. mendorong pembangunan tempat ibadah; 
h. menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh 

masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat 
sederhana, dan rumah susun sederhana; 

i. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, 
air, dan udara; 



328 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

j. mendorong pembangunan nasional dengan membantu 
tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti bahan baku 
kerajinan perak; 

k. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan 
hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri; 

l. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena 
Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk; 

m. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 
yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang 
ditetapkan sebagai bencana alam nasional; 

n. menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat; dan/atau 

o. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong 
kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang 
tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang 
perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan 
dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi. 

 
Ayat (2) 
Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, 
tetapi tidak dipungut, diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan 
dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang 
mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan. Dengan 
demikian, Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang, tetapi tidak dipungut. 
Contoh: 
Pengusaha Kena Pajak A memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat 
fasilitas dari negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas 
penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak dipungut selamanya (tidak 
sekadar ditunda). 
Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A 
menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai 
bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen 
biaya lain. 
Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak 
tersebut, Pengusaha Kena Pajak A membayar Pajak Pertambahan Nilai 
kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. 
Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak A 
kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan 
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yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan tetap dapat 
dikreditkan dengan Pajak Keluaran walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil 
karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dari 
negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
Ayat (3) 
Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa 
pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak 
adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh 
pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan. 
Contoh: 
Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat 
fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut 
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 
Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B 
menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai 
bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen 
biaya lain. 
Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak 
tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai 
kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. 
Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena 
Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran 
berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi 
tidak dapat dikreditkan. 
 
3. Kegiatan Membangun Sendiri (Pasal 16C UU No. 18 Tahun 2000) 

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri 
yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang 
pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak 
lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri 
Keuangan. 
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Penjelasan Pasal 16C 
Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha 
atau pekerjaannya, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan 
pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai. 
Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka diatur 
batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan. 
 
4. PPN atas Penyerahan BKP berupa Aktiva Yang Semula Tidak 

Untuk Diperjualbelikan oleh PKP (Pasal 16D (UU No. 42 Tahun 
2009) 

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena 
Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 
diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva 
yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c. 
Penjelasan Pasal 16D 

Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, 
peralatan, perabotan, atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan 
semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai 
pajak. 

Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas pengalihan 
Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan 
kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak 
untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station 
wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak 
Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan. 
 
5. PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Pasal 16E UU No. 42 

Tahun 2009) 
(1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa 
ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar 
negeri dapat diminta kembali.  

(2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi syarat: 
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  a. nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan 
Pemerintah; 

  b. pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 
(satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan 

  c. Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (5), kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat 
lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan 
kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak 
mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak. 

(3) Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan 
Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui 
Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan. 

(4) Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah: 

  a. paspor; 
  b. pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan orang pribadi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar Daerah Pabean; dan 
  c. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c 
(5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian 

permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

 
Penjelasan Pasal 16E 
Ayat (1) 
Dalam rangka menarik orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk 
berkunjung ke Indonesia, kepada orang pribadi tersebut diberikan insentif 
perpajakan. Insentif tersebut berupa pengembalian Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas 
pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa oleh 
orang pribadi tersebut ke luar Daerah Pabean. 
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Ayat (2) 
Barang Kena Pajak yang dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum 
orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia 
dianggap akan dikonsumsi di luar Daerah Pabean. Oleh karena itu, Faktur 
Pajak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk meminta kembali Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipersyaratkan 
hanya untuk Faktur Pajak yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) 
bulan sebelum orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan 
Indonesia. 
Bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai 
Nomor Pokok Wajib Pajak, Faktur Pajak yang dapat dipergunakan untuk 
meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah harus mencantumkan identitas berupa nama, nomor paspor, dan 
alamat lengkap orang pribadi tersebut di negara yang menerbitkan paspor. 
 
6. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Pasal 16F UU No. 42 Tahun 

2009) 
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak 

bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak 
dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar. 

 
Penjelasan Pasal 16F 
Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada 
pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah 
seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa 
bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila 
ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada 
penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat 
menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual 
atau pemberi jasa. 
 

 

 
Pasal 17(UU No. 11 Tahun 1994), hal-hal yang menyangkut pengertian 

dan tata cara pemungutan berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang 
ini, yang secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang ini, berlaku 
ketentuan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya. (Republik 
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Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), 2009) 
  
TUGAS MANDIRI 
 
Jawablah pertanyaan berikut ini: 
1. Sebutkan dasar hukum dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) 
2. Jelaskan pengertian penyerahan barang kena pajak dan hubungan 

istimewa. 
3. Jelaskan dengan singkat kewajiban melaporkan usaha dan kewajiban 

memungut serta menyetor dan melaporkan PPN 
4. Jelaskan yang termasuk objek dan bukan objek PPN 
5. Jelaskan pengertian penjualan atas barang mewah 
6. Jelaskan pengurangan PPN dan PPnBM 
7. Jelaskan tarif dan tata cara menghitung PPN 
8. Jelaskan pengertian istilah berikut ini: 

Saat terutang PPN 
Faktur pajak 
Pelarangan membuat faktur pajak 
Penyetoran PPN 
Jangka waktu pengembalian pajak 

9. Jelaskan pengertian dari ketentuan khusus menurut UU PPN, beberapa 
istilah berikut ini: 
Kewajiban memungut PPN 
Pembebasan PPN 
Kegiatan membangun sendiri 
PPN atas penyerahan BKP berupa aktiva yang semula tidak 
diperjualbelikan 
Pajak penjualan atas barang mewah 

 
Tugas mandiri ini diketik dengan menggunakan format citation di MS Word. 
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TUJUAN PEMBELAJARAN (TP) 
 

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan ketentuan umum PBB 
2. Menjelaskan objek pajak bumi dan bangunan 
3. Menjelaskan pengecualian objek pajak 
4. Menjelaskan subjek pajak bumi dan bangunan 
5. Menjelaskan tarif bumi dan bangunan 
6. Menjelaskan dasar pengenaan pajak dan cara menghitung pajak 
7. Menjelaskan tahun pajak, saat, tempat yang menentukan pajak 

terutang 
8. Menjelaskan pendaftaran, surat pemberitahuan objek pajak, dan surat 

ketetapan pajak. 
9. Menjelaskan tata cara pembayaran dan penagihan 
10. Menjelaskan keberatan dan banding 
11. Menjelaskan pembagian hasil penerimaan pajak 
12. Menjelaskan ketentuan lain-lain 
13. Menjelaskan ketentuan pidana 
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Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:  
1.  Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya; 
2.  Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap pada tanah dan/atau perairan; 
3.  Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti; 

4.  Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh 
Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan 
undang-undang ini; 

5.  Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak 
terhutang kepada Wajib Pajak. 

 
Penjelasan Pasal 1  
Angka 1  
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah 
Indonesia.  
 
Angka 2  
Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 
- jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti 

hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu 
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 

- jalan TOL; 
- kolam renang; 
- pagar mewah; 
- tempat olah raga; 
- galangan kapal, dermaga; 
- taman mewah; 
- tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; 
- fasilitas lain yang memberikan manfaat. 
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Angka 3  
Yang dimaksud dengan:  
- Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu 

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 
membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya 
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. 

- Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai 
jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian 
dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik 
objek tersebut. 

- Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai 
jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak 
tersebut. 
 

 

 
Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Diatur dalam Bab II Pasal 2 UU No. 

12 Tahun 1985, sebagai berikut:  
(1)  Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. 
(2)  Klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

oleh Menteri Keuangan. 
 
Penjelasan Pasal 2  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah 
pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan 
sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang 
terhutang.  

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor 
sebagai berikut: 
1. letak; 
2. peruntukan; 
3. pemanfaatan; 
4. kondisi lingkungan dan lain-lain. 
 

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor 
sebagai berikut:  
1. bahan yang digunakan; 
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2. rekayasa; 
3. letak; 
4. kondisi lingkungan dan lain-lain. 

 
 

 
Untuk objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 

diatur dalam Pasal 3 (UU No. 12 Tahun 1994)sebagai berikut:  
(1)  Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah 

objek pajak yang:   
a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;  

b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 
dengan itu;  

c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 
negara yang belum dibebani suatu hak;  

d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik;  

e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional 
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

(2)  Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan 
pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.  

(3)  Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar 
Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.  

(4)  Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan.  

 
Penjelasan Pasal 3  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan 
adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan 
umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini 
dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, 
pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini 
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adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. 
Contoh:  
- pesantren atau sejenis dengan itu; 
- madrasah; 
- tanah wakaf; 
- rumah sakit umum. 
 
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek pajak yang 
dimiliki/ dikuasai/ digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.  
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar 
penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain 
dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan 
fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai 
bumi dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan yang digunakan 
oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang 
diadakan.  
 
Ayat (3)  
Untuk setiap Wajib Pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).  
Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang 
diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu Objek 
Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap 
dikenakan secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena 
Pajak.  
Contoh:  
1. Seorang Wajib Pajak hanya mempunyai Objek Pajak berupa bumi 

dengan nilai sebagai berikut:  
- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp3.000.000,00 
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp8.000.000,00 

  
Karena Nilai Jual Objek Pajak berada di bawah Nilai Jual Objek Pajak 
Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
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2. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa bumi dan 
bangunan masing-masing di Desa A dan Desa B dengan nilai sebagai 
berikut: 
a. Desa A 

 
 

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 8.000.000,00  
- Nilai Jual Objek Pajak 'Bangunan Rp 5.000.000,00  
Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak:  
- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 8.000.000,00  
- Nilai Jual Objek Pajak 'Bangunan Rp5.000.000,00'(+)  
- Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar 

pengenaan pajak  
Rp13.000.000,00 

 
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak  Rp 8.000.000,00(-)  
- Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan 

Pajak 
Rp 5.000.000,00 

 

b. Desa B 
 

 
- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp5.000.000,00  
- Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp3.000.000,00  
Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak:  
- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp5.000.000,00  
- Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp3.000.000,00(+)  
- Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar 

pengenaan pajak  
Rp8.000.000,00 

 
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak  Rp 0,00' (-)  
- Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan 

Pajak 
Rp8.000.000,00 

 

  
Untuk Objek Pajak di Desa B, tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), karena Nilai 
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk Objek Pajak 
yang berada di Desa A. 

3. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa bumi dan 
bangunan pada satu Desa C dengan nilai sebagai berikut: 
a. Objek I 

 
 

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp4.000.000,00  
- Nilai Jual Objek Pajak 'Bangunan Rp2.000.000,00  
Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak:  
- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp4.000.000,00  
- Nilai Jual Objek Pajak 'Bangunan Rp2.000.000,00(+)  
- Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan 

pajak  
Rp6.000.000,00 



342 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

 
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak  Rp8.000.000,00 

  
Karena Nilai Jual Objek Pajak berada di bawah Nilai Jual Objek Pajak 
Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak 
Bumi dan Bangunan.  
b. Objek II 

 
 

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp4.000.000,00  
- Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp1.000.000,00  
Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak:  
- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp4.000.000,00  
- Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp1.000.000,00(+)  
- Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan 

pajak  
Rp5.000.000,00 

 
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak  Rp 0,00' (-)  
- Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan 

Pajak 
Rp5.000.000,00 

 

 

 
Ayat (4) 
Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk 
mengubah besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan perkembangan 
ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum objek pajak setiap 
tahunnya.  
 

 

 
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Bab III Subjek Pajak 

Pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 1985, yaitu: 
(1)  Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas 
bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 
atas bangunan. 

(2)  Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan 
kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-
undang ini. 

(3)  Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, 
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) sebagai Wajib Pajak. 

(4)  Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur 
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Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak 
dimaksud. 

(5)  Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan 
penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan 
dimaksud. 

(6)  Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur 
Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan 
disertai alasan-alasannya. 

(7)  Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya 
keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal 
Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan 
itu dianggap disetujui. 

 
Penjelasan Pasal 4  
Ayat (1)  
Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan 
hak.  
 
Ayat (3)  
Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak 
untuk menentukan subjek pajak sebagai Wajib Pajak, apabila suatu objek 
pajak belum jelas Wajib Pajaknya.  
Contoh:  
1. Subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi 

dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena sesuatu 
hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian maka 
dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi 
dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak. 

2. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, 
maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek 
pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak. 

3. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek 
pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada 
orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat 
ditunjuk sebagai Wajib Pajak.  
Penunjukan sebagai Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak bukan 
merupakan bukti pemilikan hak. 
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Ayat (7)  
Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, apabila Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterimanya keterangan dari Wajib Pajak, maka ketetapan sebagai wajib 
pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan 
pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak.  
 

 

 
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Bab IV Pasal 5 Undang-

Undang No.12 Tahun 1985. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak 
adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen). 
 

  

 
Dasar pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam Bab V yang 

terdiri dari beberapa pasal sebagai berikut:  
 

Pasal 6 Undang-Undang No.12 Tahun 1985)  
(1)  Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak. 
(2)  Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk 
daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan 
daerahnya. 

(3)  Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan 
serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 
100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak. 

(4)  Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan 
memperhatikan kondisi ekonomi nasional. 

 
Penjelasan Pasal 6  
Ayat (2)  
Pada dasarnya penetapan nilai jual objek pajak adalah 3 (tiga) tahun sekali. 
Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan 
pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jual objek pajak cukup besar, 
maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.  
Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan 
Gubernur serta memperhatikan asas self assessment. 
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Ayat (3)  
Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak (assessment value) adalah nilai jual 
yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu 
persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.  
Contoh:  
1. Nilai jual suatu objek pajak sebesar Rp1.000.000,00  

Persentase Nilai Jual Kena Pajak misalnya 20% maka besarnya Nilai Jual 
Kena Pajak 
20% x Rp1.000.000,00 = Rp200.000,00 

2. Nilai jual suatu objek pajak sebesar Rp1.000.000,00  
Persentase Nilai Jual Kena Pajak misalnya 50% maka besarnya Nilai Jual 
Kena Pajak  
50% x Rp1.000.000,00 = Rp500.000,00 

 
Pasal 7 (UU No. 12 Tahun 1985) 
Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 
dengan Nilai Jual Kena Pajak. 
 
Penjelasan Pasal 7  
Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih 
dahulu dengan batas nilai jual bangunan tidak kena pajak sebesar 
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).  
Contoh: 
Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa: 
- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000/m2; 
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000/m2; 
- Taman mewah seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000/m2; 
- Pagar mewah sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan 

nilai jual Rp175.000/m2; 
Persentase nilai jual kena pajak misalnya 20%. 
Besarnya pajak yang terhutang adalah sebagai berikut: 
1. Nilai jual tanah: 800 x Rp300.000,00 = Rp240.000.000,00  

nilai jual bangunan: 
  

 
a. Rumah dan garasi  

400 x Rp350.000,00 = Rp140.000.000,00 

  

 
b. Taman Mewah  

200 x Rp50.000,00 = Rp 10.000.000,00 

  

 
c. Pagar mewah  

= 
Rp 31.500.000,00 
(+) 
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(120 x 1,5) x 
Rp175.000,00     

Rp181.500.000,00 
  

  
Batas nilai jual 
bangunan  
tidak kena pajak = Rp 2.000.000,00' (-) 

  

  
Nilai jual bangunan 

  
= Rp179.500.000,00 

(+)   
Nilai jual tanah dan 
bangunan 

  
= Rp419.500.000,00 

2. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang:  
a. Atas tanah  = 0,5% x 20% x 

Rp240.000.000,00 
= Rp240.000,00 

 
b. Atas 

bangunan 
= 0,5% x 20% x 

Rp179.500.000,00 
= Rp179.500,00 

(+)   
Jumlah pajak yang terhutang  = Rp419.500,00 

 
 

 
Tahun pajak, saat, dan tempat yang menentukan pajak terutang diatur 

dalam Bab VI Pasal 8 UU No. 12 Tahun 1985, sebagai berikut: 
(1)  Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. 
(2)  Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan 

objek pajak pada tanggal 1 Januari. 
(3)  Tempat pajak yang terhutang:  

a. untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;  
b. untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau 

Kotamadya Daerah Tingkat II;  
yang meliputi letak objek pajak. 

 
Penjelasan Pasal 8  
Ayat (1)  
Jangka waktu 1 (satu) tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 
Desember.  
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Ayat (2)  
Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka keadaan objek 
pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang 
terhutang.  
Contoh:  
a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 1986 berupa tanah dan bangunan.  

Pada tanggal 10 Januari 1986 bangunannya terbakar, maka pajak yang 
terhutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 
1986, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar. 

b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 1986 berupa sebidang tanah tanpa 
bangunan di atasnya.  
Pada tanggal 10 Agustus 1986 dilakukan pendataan, ternyata di atas 
tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terhutang 
untuk tahun 1986 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada 
tanggal 1 Januari 1986.  
Sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 1987. 

 
Ayat (3)  
Tempat pajak yang terhutang untuk Kotamadya Batam, di wilayah Propinsi 
Daerah Tingkat I yang bersangkutan.  
 

 

 
Pendaftaran, surat pemberitahuan objek pajak, surat pemberitahuan 

pajak terutang, dan surat ketetapan pajak diatur dalam Bab VII Undang-
Undang No. 12 tahun 1985 yang diatur dan dijelaskan dalam beberapa pasal 
sebagai berikut: 
Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, sebagai berikut: 
(1)  Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek 

pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak. 
(2)  Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani 
dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek 
Pajak oleh subjek pajak. 
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(3)  Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri 
Keuangan. 

 
Penjelasan Pasal 9  
Ayat (1)  
Dalam rangka pendataan, Wajib Pajak akan diberikan surat Pemberitahuan 
Objek Pajak untuk diisi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. 
Wajib Pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan objek 
pajaknya kecuali kalau ia menerima SPOP, maka dia wajib mengisinya dan 
mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak'. 
 
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan jelas, benar, dan lengkap adalah:  
Jelas, dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak 
menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun Wajib 
Pajak sendiri.  
Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga 
perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang 
ada pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).  
 
Pasal 10 (UU No. 12 Tahun 1985) 
(1)  Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang. 

(2)  Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak 
dalam hal-hal sebagai berikut:  
a. apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak disampaikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegur 
secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam 
Surat Teguran;  

b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak 
yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak. 

(3)  Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak 



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 349 

ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima 
persen) dihitung dari pokok pajak. 

(4)  Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah selisih pajak 
yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% 
(dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang. 

 
Penjelasan Pasal 10  
Ayat (1)  
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkan atas dasar Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), namun untuk membantu wajib pajak',' 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dapat diterbitkan berdasarkan data 
objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.  
 
Ayat (2)  
Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak 
untuk dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terhadap wajib 
pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.  
Menurut ketentuan ayat (2) huruf a, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak pada waktunya, walaupun sudah ditegur 
secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang 
ditentukan dalam Surat Teguran itu, Direktur Jenderal Pajak dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan ini 
dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ayat (3).  
Menurut ketentuan ayat (2) huruf b, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan 
atau keterangan lain yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak ternyata 
jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dihitung atas dasar Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan wajib pajak, Direktur 
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan. Terhadap 
ketetapan ini dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ayat 
(3).  
 
Ayat (3)  
Ayat ini mengatur sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak 
yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sanksi tersebut dikenakan sebagai 
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tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
dari pokok pajak.  
Surat Ketetapan Pajak ini, berdasarkan data yang ada pada Direktorat 
Jenderal Pajak memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak yang 
terhutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.  
Contoh:  
Wajib pajak A tidak menyampaikan SPOP.  
Berdasarkan data yang ada, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan SKP yang 
berisi:  

- Objek Pajak dengan luas dan nilai jual 
  

- luas Objek Pajak menurut SPOP 
  

- pokok pajak = Rp1.000.000,00 
- Sanksi administrasi = 25% x Rp1.000.000,00 = Rp 250.000,00  

Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP = Rp1.250.000,00 
 
Ayat (4)  
Ayat ini mengatur sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak 
yang mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b 
yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak terhutang 
berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak 
terhutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dihitung 
berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh wajib 
pajak. 

Berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT  = Rp1.000.000,00 
Berdasarkan pemeriksaan pajak yang seharusnya 
terhutang dalam SKP 

= Rp1.500.000,00 

Selisih = Rp 500.000,00 
Denda administrasi 25% x Rp500.000,00 = Rp 125.000,00 
Jumlah pajak terhutang dalam SKP = Rp 625.000,00 
Adapun jumlah pajak yang terhutang sebesar = Rp1.000.000,00 

 
Jumlah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, 
apabila belum dilunasi wajib pajak, penagihannya dilakukan berdasarkan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tersebut.  
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Tata cara pembayaran dan penagihan diatur dalam Bab VIII dengan 

beberapa pasal dan penjelasan sebagai berikut: 
 

Pasal 11 (UU No. 12 Tahun 1985) 
(1)  Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus 
dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak. 

(2)  Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan 
Pajak oleh wajib pajak. 

(3)  Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak 
dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 
2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai 
dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan. 

(4)  Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah 
dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan 
Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak. 

(5)  Pajak yang terhutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat 
lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

(6)  Tata Cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri 
Keuangan. 

 
Penjelasan Pasal 11  
Ayat (1)  
Contoh:  
Apabila SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 1986, maka jatuh 
tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 1986.  
 
Ayat (2)  
Contoh:  
Apabila SKP diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 1986, maka jatuh 
tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Maret 1986.  
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Ayat (3)  
Menurut ketentuan ini pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo 
pembayaran tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% 
(dua persen) setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar 
tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  
Contoh:  
SPPT tahun pajak 1986 diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Maret 1986 
dengan pajak yang terhutang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). 
Oleh wajib pajak baru dibayar pada tanggal 1 September 1986. Maka 
terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2% 
(dua persen) yakni: 2% x Rp100.000,00 = Rp2.000,00.  
Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 1986 
adalah:  
Pokok pajak + denda administrasi =  
Rp100.000,00 + Rp2.000,00 = Rp102.000,00  
Bila wajib pajak tersebut baru membayar hutang pajaknya pada tanggal 10 
Oktober 1986, maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda 2 x 2% 
dari pokok pajak, yakni 4% x Rp100.000,00 = Rp4.000,00  
Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 1986 
adalah:  
Pokok pajak + denda administrasi =  
Rp. 100.000,00 + Rp4.000,00 = Rp104.000,00  
 
Menurut ketentuan ini denda administrasi dan pokok pajak seperti tersebut 
pada contoh penjelasan ayat (3), ditagih dengan menggunakan Surat 
Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi dalam waktu satu bulan sejak 
tanggal diterimanya STP tersebut.  
Ayat (5)  
Cukup jelas. 
 
Pasal 12 (UU No. 12 Tahun 1985) 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat 
Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak. 
 
Pasal 13 (UU No. 12 Tahun 1985) 
Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 
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Penjelasan Pasal 13  
Dalam hal tagihan pajak yang terhutang dibayar setelah jatuh tempo yang 
telah ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan 
Pajak Negara dengan Surat Paksa.  
 
Pasal 14 (UU No. 12 Tahun 1985) 
Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak 
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II. 
 
Penjelasan Pasal 14  
Pelimpahan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, 
bukanlah pelimpahan urusan penagihan, tetapi hanya sebagai pemungut 
pajak, sedangkan pendataan objek pajak dan penetapan pajak yang 
terhutang tetap menjadi kewenangan Menteri Keuangan.  
Dalam hal jumlah pajak yang terhutang sebagaimana tercantum dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang tidak sesuai dengan objek pajak di 
lapangan, maka pemungut pajak tidak dibenarkan mengubah jumlah pajak 
yang terhutang, tetapi harus melaporkan hal tersebut kepada Menteri 
Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak. 
 

  

 
Untuk keberatan dan banding diatur dalam Bab IX Pasal 15 Undang-

Undang No.12 Tahun 1985 sebagai berikut: 
(1)  Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak 

atas:  
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang; 
b. Surat Ketetapan Pajak. 

 

(2)  Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
menyatakan alasan secara jelas. 

(3)  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh 
wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya. 
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(4)  Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat 
Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda 
pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti 
penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak. 

(5)  Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan 
keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis 
hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak. 

(6)  Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. 
 
Penjelasan Pasal 15  
Ayat (1)  
Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat 
Ketetapan Pajak harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan 
tersendiri untuk setiap tahun pajak.  
 
Ayat (3)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukup kepada wajib 
pajak untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasan-alasannya.  
Apabila ternyata batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi 
oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeure) 
maka tenggang waktu tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk 
diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak.  
 
Pasal 16 (UU No. 12 Tahun 1985) 
(1)  Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 

bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan 
keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(2)  Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat 
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. 

(3)  Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa 
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah 
besarnya jumlah pajak yang terhutang. 

(4)  Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, wajib pajak 
yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan pajak tersebut. 

(5)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 
dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. 
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Penjelasan Pasal 16  
Ayat (4)  
Ketentuan ini mengharuskan wajib pajak membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan pajak, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan terhadap 
ketetapan secara jabatan.  
Apabila wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran Surat 
Ketetapan Pajak secara jabatan itu, maka keberatannya ditolak.  
 
Ayat (5)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib 
pajak, yaitu apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
diterimanya surat keberatan, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan 
keputusan atas keberatan yang diajukan berarti keberatan tersebut 
diterima.  
 

 

 
Pembagian hasil penerimaan pajak diatur dalam Bab X Pasal 18 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, sebagai berikut: 
(1)  Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan 
pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk 
Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai 
pendapatan daerah yang bersangkutan. 

(2)  Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat 
II. 

(3)  Imbangan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Penjelasan Pasal 18  
Ayat (2)  
Karena penerimaan pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat di 
Daerah Tingkat II yang bersangkutan, maka sebagian besar penerimaan 
pajak ini diberikan kepada Daerah Tingkat II.  
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Ketentuan lain-lain ini diatur dalam Bab XI Pasal 19 Undang-Undang 

No. 12 Tahun 1985 sebagai berikut: 
(1)  Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang 

terhutang:  
a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan 

subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;  
b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang 

luar biasa. 
(2)  Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan. 
 
Penjelasan Pasal 19  
Ayat (1)  
huruf a  
Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak 
dan sebab-sebab tertentu lainnya, berupa lahan pertanian yang sangat 
terbatas, bangunan yang ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh 
golongan wajib pajak tertentu, lahan yang nilai jualnya meningkat sebagai 
akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan serta yang 
pemanfaatannya belum sesuai dengan peruntukan lingkungan.  
 
huruf b  
- Yang dimaksud dengan bencana alam adalah gempa bumi, banjir, tanah 

longsor. 
- Yang dimaksud dengan sebab lain yang luar biasa adalah seperti:  

- kebakaran;  
- kekeringan;  
- wabah penyakit tanaman;  
- hama tanaman. 

 
Pasal 20 (UU No. 12 Tahun 1985) 
Atas permintaan wajib pajak Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan 
denda administrasi karena hal-hal tertentu. 
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Penjelasan Pasal 20  
Ketentuan ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk meminta 
pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (3), Pasal 11 ayat (3), dan ayat (4) kepada Direktur Jenderal Pajak.  
Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan sebagian atau seluruh denda 
administrasi dimaksud.  
 
Pasal 21 (UU No. 12 Tahun 1985) 
(1) Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan 

langsung dengan objek pajak, wajib:   
a. menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan 

perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak;  

b. memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan 
Direktorat Jenderal Pajak. 

(2) Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf b, berlaku pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya 
dengan objek pajak. 

(3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
terikat oleh kewajiban untuk memegang rahasia jabatan, kewajiban 
untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang menyangkut 
pelaksanaan Undang-undang ini. 

(4) Tata cara penyampaian laporan dan permintaan keterangan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri 
Keuangan. 

 
Penjelasan Pasal 21  
Ayat (1)  
- Pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak 

adalah: Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris Pejabat 
Pembuat Akta Tanah, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

- Laporan tertulis tentang mutasi objek pajak misalnya antara lain jual beli, 
hibah, warisan, harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak. 

 
Ayat (2)  
Pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) misalnya antara lain: Kepala 
Kelurahan atau Kepala Desa, Pejabat Dinas Tata Kota, Pejabat Dinas 
Pengawasan Bangunan, Pejabat Agraria, Pejabat Balai Harta Peninggalan.  
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Pasal 22 (UU No. 12 Tahun 1985) 
Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21, dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
 
Penjelasan Pasal 22  
Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat dalam pasal ini 
ialah antara lain:  
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan 
Notaris'. 
 
Pasal 23 (UU No. 12 Tahun 1994) 
Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, 
berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 
1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta peraturan 
perundang-undangan lainnya. 
 
Penjelasan Pasal 23  
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah 
antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak 
Negara dengan Surat Paksa. 
 

  

 
Ketentuan Pidana diatur dalam Bab XII Pasal 24 Undang-Undang No. 

12 Tahun 1985, sebagai berikut: 
arang siapa karena kealpaannya:  
a.  tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek 

Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak; 
b.  menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya tidak 

benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar;  

sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana 
kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 
sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang. 
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Penjelasan Pasal 24  
Kealpaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, 
dan kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian 
bagi negara.  
Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus dikembalikan/disampaikan kepada 
Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) 
hari sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).  
 
Pasal 25 (UU No. 12 Tahun 1985) 
(1)  Barang siapa dengan sengaja:   

a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek 
Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak;  

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya 
tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan 
yang tidak benar;  

c. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain 
yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;  

d. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen 
lainnya;  

e. tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang 
diperlukan;   

sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 
sebesar 5 (lima) kali pajak yang terhutang. 

(2)  Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan 
tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, 
dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau 
denda setinggi-tingginya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

(3)  Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua 
apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan 
sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani 
sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak 
dibayarnya denda. 
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Penjelasan Pasal 25  
Ayat (1)  
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang 
dilakukan dengan sengaja merupakan tindak pidana kejahatan, karena itu 
diancam dengan pidana yang lebih berat.  
 
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan bukan wajib pajak dalam ayat ini yaitu pejabat yang 
tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan 
objek pajak ataupun pihak lainnya. 
 
Ayat (3)  
Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan maka 
bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesai menjalani 
sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya 
denda, dikenakan pidana lebih berat ialah 2 (dua) kali lipat dari ancaman 
pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).  
 
Pasal 26 (UU No. 12 Tahun 1985) 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tidak 
dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya 
tahun pajak yang bersangkutan.  
 
Penjelasan Pasal 26  
Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kewajiban menyimpan 
dokumen perpajakan yang lamanya 10 (sepuluh) tahun. 
Catatan:  
1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, peraturan 

pelaksanaan yang telah ada di bidang Pajak Bumi dan Bangunan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum 
diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Nomor 12 
Tahun 1994.  
(sesuai dengan bunyi Pasal II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan).  

2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. 
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(sesuai dengan bunyi Pasal IV Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan). 

 
TUGAS MANDIRI 
 
Jawablah dengan ringkas dan jelas pertanyaan berikut ini: 
1. Sebutkan dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan 
2. Jelaskan objek pajak bumi dan bangunan 
3. Jelaskan dan sebutkan yang dikecualikan dalam pajak bumi dan 

bangunan 
4. Sebutkan dan jelaskan tarif PBB 
5. Jelaskan dasar pengenaan PBB dan cara menghitung pajak bumi dan 

bangunan 
6. Jelaskan tata cara pembayaran PBB dan penagihan PBB 
7. Jelaskan keberatan dan banding sehubungan dengan PBB 
 
Catatan: Tugas mandiri dikerjakan dengan menggunakan format citation 
(MS Word: boleh ditambahkan dengan menggunakan sumber yang lainnya. 

 
Referensi: 
Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Sebagaimana 
Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan, 1994) 
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PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 363 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB VI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN (TP) 
 

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan Dasar Hukum Bea Materai 
2. Menjelaskan tentang Ketentuan Umum Bea Materai 
3. Menjelaskan objek, Tarif, yang terutang materai 
4. Menjelaskan tentang ketentuan khusus 
5. Menjelaskan ketentuan peralihan 
6. Menjelaskan ketentuan penutup 
7. Menjelaskan tentang perubahan tarif berdasarkan peraturan 

pemerintah No. 20 Tahun 2000 
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Dasar Hukum Bea Materai adalah Undang-Undang Negara Republik 

Idonesia Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea 
Materai, yang disahkan di Jakarta Pada tanggal 27 Desember 1985 oleh 
Presiden Republik Indonesia dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 
Desember 1985 dan mulai berlaku sejak 1 januari 1986. Undang-Undang 
tersebut merupakan perubahan dan pengganti dari Aturan Bea Materai 
1921. Bea Meterai yang selama ini dipungut berdasarkan Aturan Bea 
Meterai 1921 (Zegelverordening 1921) tidak sesuai lagi dengan keperluan 
dan perkembangan keadaan di Indonesia. 

 
  

 
Ketentuan Umum diatur dalam Undang-Undang ini dalam beberapa 

pasal dan ayat sebagai berikut: 
1. Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut 

dalam Undang-undang ini.  
2. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:  

a. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti 
dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi 
seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;  

b. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;  

c. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya 
dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan 
atau cap paraf, teraan cap nama atau lainnya sebagai pengganti tanda 
tangan; 

d. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai 
yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang 
dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana 
mestinya;  

e. Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang 
diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian.  

 
 

 
Objek, tarif, dan yang terutang Bea Materai, diatur dalam Bab II yang 

terdiri dari beberapa pasal dan ayat serta penjelasan sebagai berikut:  
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1. Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk:  
a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan 

untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, 
kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;  

b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;  
c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk 

rangkap-rangkapnya;  
d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta 

rupiah); 1) yang menyebutkan penerimaan uang 2) yang menyatakan 
pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank; 3) 
yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;  

2. Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya 
telah dilunasi atau diperhitungkan; 
a. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga 

nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 
b.  efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga 

nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).  
3. Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf 

b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan Bea Meterai dengan 
tarif sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). 

4. Dikenakan pula Bea Meterai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atas 
dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka 
Pengadilan. a. surat-surat biasa dan surat kerumahtanggaan; b. surat-
surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, 
jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari 
maksud semula;  

5. Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, 
huruf e, dan huruf f, yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 
100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- 
(satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 500,- (lima 
ratus rupiah), dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 
100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak terhutang Bea Meterai.  

 
Pasal 3  
Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai 
dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai 
dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tinggi enam kali atas 
dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.  
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Pasal 4  
Tidak dikenakan Bea Meterai atas:  
a. Dokumen yang berupa:  

1) Surat penyimpanan barang;  
2) Konosemen;  
3) Surat angkutan penumpang dan barang;  
4) Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3); 
5) Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;  
6) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman;  
7) Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat 

sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai angka 6).  
b. Segala bentuk ijazah; 
c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan 

pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta 
surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu; 

d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah 
Daerah dan bank; 

e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang 
dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah 
dan bank; 

f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;  
g. Dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan 

kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan dan lainnya 
yang bergerak di bidang tersebut; 

h. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian; 
i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan 

dalam bentuk apapun.  
 

Pasal 5  
Saat terhutang Bea Meterai ditentukan dalam hal:  
a. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu 

diserahkan;  
b. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, adalah pada saat 

selesainya dokumen itu dibuat; 
c. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di 

Indonesia.  
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Pasal 6  
a. Bentuk, ukuran, warna Meterai tempel, dan kertas Meterai, demikian 

pula pencetakan, pengurusan, penjualan serta penelitian keabsahannya 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

b. Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan cara: a. menggunakan benda 
Meterai; b. menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. 

c. Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di 
atas dokumen yang dikenakan bea Meterai. 

d. Meterai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan 
dibubuhkan. 

e. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, 
dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenis dengan itu, sehingga 
sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas Meterai 
tempel.  

f. Jika digunakan lebih dari satu Meterai tempel, tanda tangan harus 
dibubuhkan sebagian di atas semua Meterai tempel dan sebagian di atas 
kertas.  

g. Kertas Meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi.  
h. Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang untuk 

dimuat seluruhnya di atas kertas Meterai yang digunakan, maka untuk 
bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak ber-
Meterai.  

i. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan 
ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak ber 
Meterai.  
 

Pasal 8  
a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang Bea Meterainya 

tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda 
administrasi sebesar 200 % (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang 
tidak atau kurang dibayar.  

b. Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) harus melunasi Bea Meterai yang terhutang berikut dendanya 
dengan cara pemeteraian kemudian.  

 
 
 
 



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 369 

Pasal 9  
Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus 
telah dilunasi Bea Meterai yang terhutang dengan cara pemeteraian 
kemudian.  
 
Pasal 10  
Pemeteraian kemudian atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (3), Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan oleh Pejabat Pos menurut tata cara 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  
 

 

 
Pasal 11  
1. Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris, dan pejabat 

umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak 
dibenarkan: a. menerima mempertimbangkan atau menyimpan 
dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; b. melekatkan 
dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan 
tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan. c. membuat salinan, 
tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya 
tidak atau kurang dibayar; d. memberikan keterangan atau catatan pada 
dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea 
Meterainya; 

2. Pelelangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

3.  
Pasal 12  
Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terhutang 
menurut Undang-undang ini daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun, 
terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.  
 

 

 
Pasal 13  
Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana;  
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1. Barang siapa meniru atau memalsukan Meterai tempel kertas Meterai 
atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan 
Meterai;  

2. Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk 
diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia Meterai palsu, yang 
dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak; 

3. Barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, 
menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara 
Indonesia Meterai yang mereknya, capnya, tanda-tangannya, tanda 
sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-
olah Meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain 
menggunakannya dengan melawan hak;  

4. Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang 
diketahui digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk 
meniru dan memalsukan benda Meterai.  
 

Pasal 14  
1. Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b tanpa izin Menteri Keuangan, 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.  
 

 

 
Pasal 15  
1. Atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar Bea Meterainya yang 

dibuat sebelum Undang-undang ini berlaku, Bea Meterainya tetap 
terhutang berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 
1921). 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
oleh Menteri Keuangan.  
 

Pasal 16  
Selama peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan maka 
peraturan pelaksanaan berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 
(Zegelverordening 1921) yang tidak bertentangan dengan Undang-undang 
ini yang belum dicabut dan diganti dinyatakan masih tetap berlaku sampai 
dengan tanggal 31 Desember 1988.  
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Pelaksanaan Undang-undang ini selanjutnya akan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada 
tanggal 1 Januari 1986. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia.  

 
 

 
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan 
kewajiban yang sama kepada semua Warga Negara untuk berperan serta 
dalam pembangunan. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan 
ekonomi dan untuk meningkatkan keikutsertaan segenap warga 
masyarakat untuk berperan serta menghimpun dana pembangunan, maka 
salah satu cara dalam mewujudkannya adalah memenuhi kewajiban 
pembayaran Bea Meterai atas dokumen-dokumen tertentu yang digunakan. 

Besarnya tarif Bea Meterai yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat sehingga perlu 
dilakukan penyesuaian yang wajar. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan Peraturan Pemerintah 
dapat ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan 
harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, dapat ditiadakan, diturunkan, 
dinaikkan setinggi-tingginya 6 (enam) kali. Berdasarkan hal-hal tersebut di 
atas maka perlu diatur kembali mengenai besarnya tarif Bea Meterai dan 
besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif 
Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan 
Bea Materai, berlaku mulai 1 Mei tahun 2000 tersebut terdiri dari 7 pasal 
dan setiap pasal dalam peraturan ini dijelaskan satu persatu. 

 
Pasal 1  
Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 
13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk:  
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1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan 
untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, 
kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;  

2. Akta-akta Notaris termasuk salinannya;  
3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

termasuk rangkap-rangkapnya;  
4. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:  

a. yang menyebutkan penerimaan uang;  
b. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam 

rekening di Bank;  
c. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau  
d. yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau 

sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; 
5. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau  
6. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka 

Pengendalian, yaitu:  
a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; 
b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan 

tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh 
orang lain, selain dari maksud semula.  

 
Pasal 2  
1. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, 

dan huruf f dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 6.000,00 (enam ribu 
rupiah).  

2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dan huruf e:  
a. Yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 250.000,00 (dua 

ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai; 
b. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,00 (dua ratus 

lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 
(tiga ribu rupiah); 

c. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu 
juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 
(enam ribu rupiah). Pasal 3 Cek dan Bilyet Giro dikenakan Bea 
Meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tanpa 
batas pengenaan besarnya harga nominal.  
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Pasal 4  
1. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga 

nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan 
Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), 
sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 
(satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 
6.000,00 (enam ribu rupiah). 

2. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal 
sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea 
Meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan 
yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 (enam 
ribu rupiah).  
 

Pasal 5  
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea 
Meterai dinyatakan tidak berlaku.  
 
Pasal 6  
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  
 
Pasal 7  
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2000. Agar 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.  
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TUGAS MANDIRI 
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan ringkas 
1. Sebutkan dasar hukum Bea Materai 
2. Jelaskan objek, tarif dan yang terutang bea materai 
3. Jelaskan pula ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan 

penutup menurut UU bea materai. 
 
Catatan; Jawaban soal mandiri ini diketik di MS Word dengan menggunakan 
format citation (boleh ditambahkan sumber sitasi yang lain seperti buku, 
jurnal, web). 
 
Referensi: 
• Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea 

Materai, 1985) 
• Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 

Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 
2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besaran Batas 
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, 2000)  
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Catatan untuk Mahasiswa: 
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BAB VII  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN (TP) 
 

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan Dasar Hukum Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan 
2. Menjelaskan pengertian BPHTB 
3. Menjelaskan Subjek dan objek BPHTB 
4. Menjelaskan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 
5. Menjelaskan Tarif BPHTB 
6. Menjelaskan saat terutangnya BPHTB 
7. Menjelaskan hak wajib pajak dalam mengajukan keberatan, banding 

BPHTB, penguragan BPHTB 
8. Menjelaskan syarat mengurus BPHTB 
9. Menjelaskan BPHTB dalam Jual Beli 
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Dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) adalah: 
1. UU No. 21 Tahun 1997 Jo No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan atau Bangunan/BHTB 
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB 

karena waris dan hibah. 
3. Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB 

karena pemberian Hak Pengelolaan. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Penentuan 

Besarnya NPOPTKP BPHTB 
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 tentang 

Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan No. 91/PMK.03/2006 

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata 
Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana terakhir 
diubah dengan PMK Nomor 14/PMK.03/2009 

7. UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 85 sampai dengan Pasal 93 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan 

atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan 
Perjanjian Jual Beli Atas Tanah dan atau Bangunan. 

 
 

 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa 

Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Tanah sebagai bagian dari bumi digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar dan investasi bagi pemiliknya. Sedangkan bangunan memberikan 
manfaat ekonomi. Oleh karena itu, mereka memperoleh Hak atas Tanah dan 
Bangunan wajib menyerahkan sebagai nilai ekonomi kepada negara melalui 
pembayaran pajak yang diistilahkan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB). Dengan demikian, BPHTB adalah perbuatan atau 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas bangunan oleh 
orang pribadi atau badan dalam hal ini disebut pajak. 
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Didalam BPHTB ada beberapa prinsip yang harus diketahui antara lain: 
1. Kewajiban BHTB berdasarkan sistem Self Assessment System. 
2. Besaran tarif yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yaitu pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 
tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas 
Tanah dan atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah 
dan atau Bangunan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa: 
a. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai perolehan hak 

atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan 
atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun 
sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya 
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

b. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah 
dan bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana 
yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan 
pengalihan hak atas tanah dan atas bangunan; atau 

c. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan 
kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat 
penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah 
yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 
pengelolaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

3. BPHTB merupakan pendapatan negara yang sebagian besar diserahkan 
kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah dan 
menetapkan otonomi daerah. 

4. Wajib pajak maupun pejabat umum yang melanggar ketentuan dan tidak 
memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 

5. Pungutan apapun di luar BHPTB sesuai tidak diperkenankan. 
 

Filosofi utama yang melandasi pajak ialah peran serta masyarakat 
dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran 
rakyat melalui peningkatan penerimaan negara maupun cara pengenaan 
pajak. BPHTB memiliki ciri khusus antara lain: 
1. Ciri pertama, saat pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat 

terutang. Contohnya, pembeli tanah bersertifikat sudah diharuskan 
membayar BPHTB sebelum terjadi transaksi (sebelum akta dibuat dan 
ditandatangani). Hal ini terjadi juga dalam bea materai. Siapapun pihak 
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yang membeli materai tempel berarti ia sudah membayar bea materai, 
walaupun belum terjadi saat terutang pajak. 

2. Ciri kedua adalah frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan 
secara insidental maupun berkali-kali dan tidak terikat dengan waktu. 
Misalnya membeli (membayar) materai tempel dapat dilakukan kapan 
saja, demikian pula membayar BPHTB terutang. Hal ini tentunya berbeda 
dengan pajak, yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang sudah 
ditentukan. 

 
BPHTB dikenakan terhadap orang atau badan yang memperoleh hak 

atas tanah dan atau bangunan. Perolehan atas suatu hak atas tanah dan atau 
bangunan diartikan bahwa orang atau badan mempunyai nilai lebih atas 
tambahan atau perolehan hak di mana tidak semua orang mempunyai 
kemampuan lebih untuk mendapatkan tanah dan ataupun bangunan. 

 
 

 
Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh hak atas tanah dan bangunan dengan kata lain adalah pihak 
yang menerima pengalihan hak baik itu badan maupun orang pribadi. 
Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib 
pajak. Sedangkan objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau 
bangunan yaitu terhadap peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas 
transaksi/peralihan haknya yang meliputi pemindahan hak dan pemberian 
hak baru. Perolehan hak tersebut meliputi: 
1. Pemindahan hak dikenakan: 

a. Jual beli 
b. Tukar menukar 
c. Hibah yaitu suatu penetapan wasiat khusus mengenai pemberian hak 

atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan 
hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah meninggal 
dunia. 

d. Hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat khusus mengenai 
pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi 
atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah 
meninggal dunia. 

e. Waris yaitu pengalihan hak yang dilakukan terhadap tanah dan atau 
bangunan dalam garis keturunan lurus 
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f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu 
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau 
kepada badan hukum lainnya. 

g. Pemisahan yang menyebabkan peralihan, atau pemindahan sebagian 
hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau 
badan kepada sesama pemegang hak bersama. 

h. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 
yaitu peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum dalam 
putusan hakim tersebut. 

i. Penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang 
oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah 
lelang. 

j. Penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau 
lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu 
badan usaha dan melikuidasi usaha badan usaha lainnya yang 
menggabung: 
1) Peleburan usaha; yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan 

usaha dengan mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi 
badan-badan usaha yang bergabung tersebut. 

2) Pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu usaha menjadi dua 
usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan 
mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru 
tersebut yang dilakukan tanpa likuidasi badan usaha yang lama. 

3) Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak 
atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan hukum kepada penerima hadiah. 

2. Pemberian hak baru 
a. Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah 

kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang 
berasal dari pelepasan hak. 

b. Di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada 
orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak 
milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Beberapa objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak 

yang diperoleh adalah: 
1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 

balik. 
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2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk 
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum 

3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh 
menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau menjalankan 
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi. 

4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum 
lain dengan tidak adanya perubahan nama. 

5. Orang pribadi atau badan karena wakaf 
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah 
 

 

 
Jenis-jenis hak atas tanah diatur dalam UU Pokok Agraria (UU No. 5 

/1960) yang mencakup: 
1. Hak milik, yaitu turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang pribadi atau badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh 
pemerintah. 

2. Hak guna usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan 
oleh perundang-undangan yang berlaku, 

3. Hak guna bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian. 

4. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari 
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain 
sesuai dengan perjanjian, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau 
perjanjian pengolahan tanah sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diatur dalam UU Rumah 
Susun (UU No.16/1985) 

5. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang 
bersifat bagian bersama benda bersama, tanah bersama yang semuanya 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang 
bersangkutan. Diatur dalam PP No.8 Tahun 1953. 

6. Hak pengelolaan yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan 
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara 
lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, 
penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan 
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bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama 
dengan pihak ketiga. 

 
 

 
Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak 

(NPOP) yang ditentukan berdasarkan: 
1. Nilai pengalihan hak atas tanah dan /atau bangunan 

a. Nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwewenang, dalam hal 
pengalihan hak kepada pemerintah 

b. Nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan 
peraturan lelang (Vendu Reglament Staatblad Tahun 1908 Nomor 
189 beserta perubahannya) 

c. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan 
hak atas tanah dan / atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang 
dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b. 

d. Nilai yang sesungguhnya diterima dan atau diperoleh, dalam hal 
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan melalui jual 
beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. 

e. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga 
pasar, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 
dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, 
hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak. 
 

2. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan dari perjanjian pengikatan 
jual beli atas tanah dan atau bangunan: 
a. Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal 

pengalihan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui pengalihan 
yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; atau 

b. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan 
tanah dan atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang 
dipengaruhi hubungan istimewa. 

 
PP 34 tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan perjanjian pengikatan 

jual beli atas tanah dan atau bangunan merupakan objek PPh final. Atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari 
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, atau perjanjian pengikatan 
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jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya terutang PPh 
yang bersifat final. 
Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli adalah penghasilan dari: 
1. Pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual 

beli pada saat pertama kali ditandatangani. 
2. Pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan 

jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian 
pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam 
perjanjian pengikatan jual beli tersebut. Proses pengalihan hak yang 
dikenakan pajak final ini dapat melalui penjualan, tukar menukar, 
pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau menggunakan 
cara lain yang disepakati antara para pihak. 

3. Kriteria rumah sederhana dan rumah susun sederhana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan kriteria 
rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang mendapat fasilitas 
dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

 
Secara umum, maka dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan 

objek pajak (NPOP) seperti terlihat di bawah ini: 
Jenis Transaksi NPOP 

1. Jual beli Harga transaksi 
2. Tukar menukar Nilai pasar 
3. Hibah Nilai pasar 
4. Hibah wasiat Nilai pasar 
5. Pemasukan dalam perseroan 

atau badan hukum lainnya 
Nilai pasar 

6. Pemberian hak baru atas tanah 
sebagai kelanjutan dari 

Nilai pasar 

7. Pemberian hak baru atas tanah 
di luar pelepasan hak 

Nilai Pasar 

8. Pembangunan, peleburan, dan 
pemekaran usaha 

Nilai pasar 

9. Hadiah Nilai pasar 
10. Penunjukan pembelian dalam 

lelang 
Harga transaksi yang tercantum 
dalam risalah lelang 
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Dalam pasal 7 UU BPHTB, pemerintah menentukan suatu batas nilai 

perolehan tidak kena pajak dengan istilah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak (NPOPTKP). Ketentuan pasal 7 dijelaskan melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tanggal 1 Desember 2000 dan 
ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
516/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000. Keputusan Menteri 
Keuangan mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri 
Keuangan nomor 33/PMK.03/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan 
Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
33/PMK.03/2008 ini berisikan ketentuan sebagai berikut: 
1. Perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang 

pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan 
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan paling banyak 
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

2. Perolehan rumah sederhana sehat (RSH) sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
03/PERMEN/M/2007 tentang pengadaan Perumahan dan Permukiman 
Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR bersubsidi, 
dan Rumah Susun Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M?2007 tentang 
Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas 
Subsidi Perumahan Melalui KPR Rumah Susun Bersubsidi, ditetapkan 
sebesar Rp. 49.000.000,- 

3. Perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku 
usaha kecil atau mikro dalam rangka program Peningkatan Sertifikasi 
Tanah untuk Memperkuat Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro dan 
Kecil, ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- 

4. Perolehan hak selain hak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b 
dan huruf c, ditetapkan paling banyak Rp. 60.000.000,- 

5. NPOPTKP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d lebih 
besar daripada NPOPTKP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, maka NPOPTKP untuk perolehan hak sebagaimana dimaksud 
pada huruf b ditetapkan sama dengan NPOPTKP sebagaimana 
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ditetapkan pada huruf d. Sedangkan NPOPTKP yang ditetapkan 
sebagaimana pada huruf d lebih besar daripada NPOPTKP yang 
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka NPOPTKP untuk 
perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan untuk 
perolehan hak sebagaimana dimaksud pada huruf d, besarnya NPOPTKP 
ditetapkan secara regional, maksudnya adalah NPOPTKP ditetapkan 
secara per daerah tingkat II (kabupaten/kota) dengan 
mempertimbangkan usulan dari Kepala Daerah yang bersangkutan. 

 
Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 85 ayat (4), (5) 

dan (6) besarnya NPOPTKP paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,- untuk 
setiap wajib pajak. Sedangkan Perolehan Hak karena waris atau hibah 
wasiat, NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp. 300.000.000,- NPOPTKP 
menurut UU PDRD tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
 

 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2000 Pasal 5 menetapkan tarif BPHTB sebesar 5% dari Nilai 
Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP), sedangkan menurut UU No. 
28 tahun 2009 tentang PDRD Pasal 88 disebutkan bahwa tarif BPHTB 
ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2000 Pasal 8: 

BPHTB =5%x(NPOP-NPOPTKP) atau 5%x(NJOP-NPOPTKP) 
 
UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 89: 

BPHTB=max 5% x (NPOP-NPOPTKP) atau max 5% x (NJOP-NPOPTKP) 
 

 

 
UU BPHTB No. 20 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa saat 

terutang pajak atas perolehan atas hak atas tanah dan atau bangunan 
sebagai berikut: 

Jenis Transaksi Saat Terutang 

1. Jual beli 
2. Tukar menukar 
3. Hibah 
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4. Pemasukan dalam perseroan 
/badan hukum lainnya 

5. Pemisahan hak yang 
mengakibatkan peralihan 

6. Hadiah 
7. Penggabungan usaha  
8. Peleburan usaha 
9. Pemekaran usaha 
10. Lelang 
11. Putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap 
12. Waris 
13. Hibah Wasiat 
14. Pemberian hak baru sebagai 

kelanjutan pelepasan hak & di 
luar pelepasan hak. 

 
 

Sejak tanggal di buat dan di tanda 
tangani akta 

 
 
 
 

Sejak tanggal penunjukkan 
pemenang lelang 

Sejak tanggal putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap 
Sejak tanggal pendaftaran hak 

 
Sejak tanggal di terbitkannya surat 

keputusan pemberian hak. 
  

Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak, 
dengan kata lain saat terutang pajak BPHTB merupakan saat untuk wajib 
membayar pajak. 
 

 

 
Pajak yang terutang di bayar ke kas negara melalui kantor pos dan atau 

Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau 
tempat pembayaran lain yang di tunjuk menteri keuangan dengan surat 
setoran Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (SSB). 

Sedangkan ketetapan BPHTB, direktorat jenderal pajak (UU No. 20 
tahun 2000) atau kepala daerah (UU No. 28 Tahun 2009) dalam jangka 
waktu 5 tahun sesudah terutangnya BPHTB setelah terlebih dahulu 
melakukan pemeriksaan lapangan ataupun kantor dan dapat menerbitkan 
surat ketetapan Bea (SKB) atau surat ketetapan pajak daerah (SKPD): 
1. Lebih Bayar (LB), apabila pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari 

pada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang 
tidak seharusnya terutang. 

2. Nihil (N), apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata sama dengan 
jumlah pajak terutang. 
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3. Kurang Bayar (KB), apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau 
kurang bayar. 

4. Kurang Bayar Tambahan (KBT) apabila di temukan data baru dan atau 
data yang semula belum terungkap (novum) yang menyebabkan 
penambahan jumlah pajak yang terutang kecuali WP melapor sebelum 
pemeriksaan. 

 
Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKBKB dikenakan 

sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang 
atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (sehingga 
maksimal 48%) terhitung sejak tanggal terutangnya pajak. Sedangkan 
terhadap kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. Akan 
tetapi wajib pajak yang melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan 
maka kenaikan tersebut tidak dikenakan. Jangka waktu pelunasan SKB 
tersebut adalah 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan.  

 
  

 
Menurut UU No. 20 Tahun 2000, Direktorat Jendral Pajak dapat 

menerbitkan STB apabila: 
1. Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. 
2. Dari hasil pemeriksaan kantor surat setoran BPHTB terdapat 

kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah 
hitung.  

3. Wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda dan atau bunga. 
4. Sanksi administrasi dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka 

waktu paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak. 
 
Sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan untuk jangka waktu 

paling lama 24 bulan dapat dikenakan apabila hasil pemeriksaan 
menyatakan kurang bayar, sanksi ini dihitung mulai saat terutangnya pajak 
sampai dengan di terbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah Dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB). 
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1. Keberatan BPHTB 

Dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya SKP yang dapat 
dibuktikan dengan cap pos, wajib pajak dapat mengajukan keberatan 
terhadap: 
a. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan Kurang 

Bayar (SKBKB). 
b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan Kurang 

Bayar Tambahan (SKBKBT). 
c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan Lebih Bayar 

(SKBLB). 
d. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan Nihil 

(SKBN). 
 
Adapun persyaratan pengajuan keberatan: 
a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia. 
b. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib 

pajak dengan disertai alasan yang jelas dengan mengemukakan data atau 
bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang 
ditetapkan oleh fiskus tidak benar. 

 
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai 

surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Direktorat Jenderal Pajak 
harus memberi keputusan atas keberatan apakah diterima, di tolak atau 
bahkan menambah besarnya pajak terutang dalam jangka waktu paling 
lama 12 bulan sejak tanggal surat ketetapan di terima. 

 
2. Banding BPHTB 

Wajib pajak dapat mengajukan upaya banding ke pengadilan pajak 
dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya SK.Keberatan yang 
dibuktikan dengan cap pos. Pengadilan pajak harus memberi keputusan atas 
banding apakah diterima, ditolak atau bahkan menambah besarnya pajak 
terutang dalam jangka waktu paling lama 12 bulan. Dalam hal pengajuan 
keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
maka kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling 
lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembiayaan yang menyebabkan 
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kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan 
Keberatan atau Putusan Banding tersebut. 

 
3. Pengurangan BPHTB 

Selain hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan terhadap SKB 
wajib pajak dapat mengajukan pengurangan dalam hal: 
a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan wajib pajak, 

yaitu: 
1) Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai hak baru melalui 

program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai 
kemampuan secara ekonomis. 

2) Wajib pajak badan yang memperoleh hak baru selain pengelolaan 
dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 
20 tahun yang dibuktikan dengan pernyataan wajib pajak dan 
keterangan dari pejabat pemerintah daerah setempat. 

3) Wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi 
yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah. 

4) Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau 
bangunan RS dan RSS yang diperoleh langsung dari pengembang. 

b. Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab  
1) Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari 

hasil ganti rugi pemerintah dinilai ganti rugi di bawah nilai jual objek 
pajak. 

2) Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas 
tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum 
yang memerlukan pernyataan khusus. 

3) Wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang 
berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga 
wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang 
usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. 

4) Wajib pajak bank mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang 
berasal dari bank bumi daya, bank dagang negara, bank 
pembangunan Indonesia, bank ekspor impor dalam rangkaian proses 
penggabungan usaha. 

5) Wajib pajak penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan atau 
tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh 
persetujuan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha dari DJP. 
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6) Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan 
yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam 
atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, dan tanah 
longsor paling lama 3 bulan setelah penandatanganan akte. 

7) Wajib pajak orang pribadi veteran, TNI dan pensiunan, janda/duda 
yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas 
pemerintah. 

8) Tanah atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial dan 
pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan 
misalnya tanah dan atau bangunan yang digunakan antara lain untuk 
panti asuhan. 

 
 

 
Sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

kewajiban perpajakan maka salah satu upaya yang dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak adalah melalui transaksi jual beli properti. 
Direktorat Jenderal perlu memonitor setiap pemenuhan kewajiban 
perpajakan wajib pajak melalui mekanisme pencantuman NPWP. Dasar 
hukum proses adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-35/PJ/2008 
tanggal 9 September 2008 tentang Kewajiban Pemilikan NPWP dalam 
Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan: 
1. Dalam hal ini berarti bahwa baik penjual maupun pembeli wajib 

memiliki NPWP kecuali; (1) bagi pembeli, tidak wajib mencantumkan 
NPWP jika NJOP atau NPOP dibawah Rp. 60.000.000,-(2) bagi penjual, 
tidak wajib mencantumkan NPWP jika PPh Final terutangnya dibawah 
Rp. 3.000.000,- 

2. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan 
atau bangunan. Prinsip dasar BPHTB adalah self assessment, yaitu wajib 
pajak menghitung dan menyetorkan pajak terutang dan melaporkannya 
ke KPP Pratama. 

3. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak 
atas tanah dan bangunan. 

4. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan yaitu 
terhadap peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas 
transaksi/peralihan haknya meliputi pemindahan hak dan pemberian 
hak baru. 

5. Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 
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6. Batas nilai perolehan tidak kena pajak disebut Nilai Perolehan Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 

7. Tarif BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 adalah 
sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). 
Sedangkan menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRB ditetapkan 
paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Perbandingan penerapan BPHTB antara UU No. 20 Tahun 2000 dengan 
UU No. 28 Tahun 2009. 
 
 

 
Untuk jual beli, persyaratannya antara lain: 
1. SSPD BPHTB 
2. Fotocopy SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan 
3. Fotocopy KTP Wajib Pajak 
4. Fotocopy STTS / struk ATM Bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun 

terakhir (untuk tahun 2013 hanya 3 tahun terakhir yaitu tahun 2011, 
2012, dan 2013) 

5. Fotocopy bukti kepemilikan tanah (Sertifikat, Akta Jua Beli, Letter 
C/atau Girik). 

 
Jika untuk hibah, waris, atau jual beli waris sebagai berikut: 
1. SSPD BPHTBI 
2. Fotocopy SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Fungsi mengecek 

kebenaran data NJOP pada SSPD BPHTB, 
3. Fotocopy KTP wajib pajak 
4. Fotocopy STTS/struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun 

terakhir (untuk tahun 2013 hanya 3 tahun terakhir yaitu 
2011,2012,2013). Fungsi: untuk mempermudah melakukan penagihan, 
jika masih ada piutang PBB, karena biasanya pembeli tidak mau ditagih 
pajaknya sebelum tahun dialihkan. 

5. Fotocopy Bukti Pemilikan Tanah; sertifikat, akta jual beli, letter C/atau 
Girik). Fungsi: untuk mengecek ukuran luas tanah, luas bangunan, 
tempat/lokasi tanah dan atau bangunan, dan diketahui status tanah yang 
akan dialihkan. 

6. Fotocopy Surat Keterangan Waris Akta Hibah. Fungsi: dibutuhkan untuk 
memberikan pengurangan pada setiap transaksi. 

7. Fotocopy Kartu Keluarga 
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Peralihan hak jual beli, pajak dikenakan kepada kedua belah pihak 

baik kepada penjual ataupun pembeli. Penjual dikenakan Pajak Penghasilan 
(PPh) dan pembeli dikenakan BPHTB yang besarnya dihitung berdasarkan 
harga perolehan hak atau Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP adalah 
nilai transaksi atau nilai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. 

Nilai NPOP bisa lebih besar atau lebih kecil dari Jual Objek Pajak 
(NJOP). Faktor yang mempengaruhi nilai NPOP seperti perkembangan yang 
diluar biasa di suatu daerah dalam waktu singkat sehingga harga tanah 
meningkat dengan cepat. Sebaliknya daerah yang nilai NPOPnya lebih 
rendah dari nilai NJOP seperti daerah yang direncanakan akan dijadikan 
tempat pembuangan sampah, daerah yang berdekatan dengan area 
pemakaman, lokasi yang berada di dekat saluran udara tegangan ekstra 
tinggi atau sutet, daerah dengan potensi konflik, atau sengketa di kemudian 
hari. 

Jika nilai NPOP lebih besar dari NJOP maka sebagai dasar pengenaan 
PPh dan BPHTB adalah NPOP. Akan tetapi, NPOP lebih kecil dari NJOP maka 
dasar perhitungan PPh dan BPHTB adan NJOP. PPh atas peralihan tanah dan 
bangunan dihitung dengan 5% dari NPOP atau NJOP. Sedangkan untuk 
penghitungan BPHTB, NPOP dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai 
Perolehan Objek Pajak (NPOPTKP) kemudian dikalikan dengan 5%. 

Besarnya NPOPTKP berbeda setiap daerah. Contoh untuk DKI Jakarta 
NPOPTKP adalah Rp.80.000.000 adalah Rp. 80.000.000. Sedangkan untuk 
daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah Rp. 60.000.000,-/ 
Daerah lain dapat dicek ke kantor pajak atau pertanahan atau ke pejabat 
pembuat akta tanah (PPAT) setempat. 

 
Contoh Perhitungan BPHTB: 
Diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta Selatan dengan data-data 
sebagai berikut: 
Luas  = 1.000M2 
NJOP  = 1.000.000 /Meter 
NJOPTKP = Rp. 80.000.000 (DKI Jakarta) 
Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah Rp. 2.000.000,- / 
meter maka nilai NPOP (nilai transaksi) = 1.000 x 2.000.000,- = Rp. 
2.000.000.000,- 
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Besarnya PPh dan BPHTB sebagai berikut: 
PPh=5% x NPOP 
Besarnya PPh=5% x Rp. 2.000.000.000= Rp. 100.000.000 
BPHTB = 5% x (NPOP-NPOPTKP) 
Besarnya = 5% x (Rp. 2.000.000.000 – Rp. 80.000.000) = Rp. 96.000.000,- 
 
Perhitungan BPHTB sesuai PP Nomor 14 Tahun 2016: 

Objek pajak final adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh 
orang pribadi atau badan dari: pengalihan hak atas tanah dan atau 
bangunan; atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau 
bangunan beserta perubahannya berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2016 
maka transaksi berupa perjanjian, pengikatan jual beli (PPJB) tanah dan 
atau bangunan sudah terutang PPh Final walaupun belum dibuat Akta Jual 
Beli. Sedangkan tarif pajak besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak 
atas tanah dan atau bangunan diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 34 Tahun 
2016. 

Ilustrasi, PT Konstruksi Mega menjual 1 (satu) unit apartemen seharga 
Rp. 1.000.000.000,-. Tuan Tawakkal ZL membayar uang muka sebesar Rp. 
400.000.000,- pada tanggal 25 Februari 2017 dan sisanya diangsur selama 
24 (dua puluh empat) bulan. 

Meskipun belum dilakukan penandatanganan akta jual beli antara PT. 
Konstruksi Mega dengan Tuan Tawakkal ZL maka atas transaksi tersebut 
telah terutang pajak penghasilan yaitu pada saat diterimanya uang muka 
sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan saat diterimanya 
angsuran sebesar Rp. 25.000.000 setiap bulannya. 

Berdasarkan ilustrasi diatas, PT Konstruksi Mega mengenakan 
tambahan biaya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai 
kompensasi pembayaran melalui angsuran selain pokok angsuran setiap 
bulan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), maka dasar 
pengenaan pajak penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 26.000.000 (dua 
puluh enam juta rupiah). 
PPh atas pembayaran uang muka dibayar PT Konstruksi Mega: 
2,5% x dari Rp.400.000.000,00 = Rp. 10.000.000.- 
PPh paling lambat tanggal 25 (lima belas) bulan Maret 2017. (Hidayat & 
Dedi Purwana, 2017) 
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TUGAS MANDIRI 
 
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan ringkas 
1. Sebukan dasar hukum dari Bea Perolehan atas Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 
2. Jelaskan pengertian BPHTB 
3. Jelaskan dan sebutkan subjek dan objek BPHTB 
4. Sebutkan dasar pengenaan pajak 
5. Jelaskan pengertian Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NJOPPTKP) 
6. Jelaskan tarif BPHTB 
7. Jelaskan saat terutangnya BPHTB 
8. Jelaskan hak dan kewajiban Wajib Pajak terhadap keberatan BPHTB, 

Banding BPHTB, Pengurangan BPHTB. 
9. Jelaskan kewajiban Ber NPWP dalam proses BPHTB 
10. Jelaskan BPHTB dalam jual beli 
 
Catatan: Jawaban diketik dengan menggunakan MS Word format citation 
(diperbolehkan menambah sumber baik dari buku, jurnal dan web) 
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BAB VIII 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN (TP) 
 

Setelah mempelajari bab ini, Mahasiswa diharapkan memahami dan 
mampu menjelaskan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan. Dan tujuan pembelajaran secara khusus adalah: 
1. Memahami dan menjelaskan asas, tujuan dan ruang lingkup 
2. Memahami dan menjelaskan ketentuan umum dan tata cara perpajakan 
3. Memahami dan menjelaskan Pajak Penghasilan 
4. Memahami dan menjelaskan Pajak Pertambahan Nilai 
5. Memahami dan menjelaskan Program Pengungkapan Sukarela 
6. Memahami dan menjelaskan pengungkapan sukarela 
7. Memahami dan menjelaskan pajak karbon 
8. Memahami dan menjelaskan cukai 
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PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 399 

 

 
1. Asas 
Undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: 
a. Keadilan 
b. Kesederhanaan 
c. Efisiensi 
d. Kepastian hukum 
e. Kemanfaatan; dan 
f. Kepentingan nasional 

 
2. Tujuan 
Undang-undang dibentuk dengan tujuan untuk: 
a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan 

mendukung percepatan pemulihan perekonomian. 
b. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan 

nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, 
makmur, dan sejahtera. 

c. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan 
berkepastian hukum. 

d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang 
konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan dan 

e. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. 
 

3. Ruang Lingkup  
Klaster perubahan sebagai berikut: 
a. UU PPh berlaku tahun pajak 2022 
b. UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan 
c. UU PPN berlaku mulai 1 April 2022 
d. Program Pengungkapan Sukarela dimulai 1 Januari sampai dengan Juni 

2022 
e. Pajak Karbon berlaku mulai 1 April 2022 
f. UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan 

 
 

 
1. Penggunaan NIK sebagai NPWP Pribadi 

Demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional, 
dilakukan integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi 
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perpajakan sehingga mempermudah WP Orang Pribadi melaksanakan 
pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. 

Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan orang 
pribadi membayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan apabila penghasilan 
dalam setahun di atas batasan PTKP atau apabila orang pribadi merupakan 
pengusaha yang menggunakan PP 23 (pembayaran pajak dilakukan jika 
peredaran bruto di atas Rp. 500 juta setahun. 

 
2. Besaran Sanksi 

Untuk keadilan dan kepastian hukum, dilakukan penurunan sanksi 
pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Hal ini juga sejalan 
dengan semangat pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sanksi 
yang dimaksud adalah (a) sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan 
SPT/membuat pembukuan, (b) Sanksi setelah upaya hukum namun 
keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan ketetapan DJP. 
a. Sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan SPT/membuat 

pembukuan 
Uraian KUP lama UU HPP 

PPh kurang dibayar 50% Sanksi bunga per bulan 
sebesar suku bunga acuan 
ditambah uplift factor 20% 
(maksimal 24 bulan) 

PPh kurang dipotong 100% Sanksi bunga per bulan 
sebesar suku bunga acuan 
ditambah uplit factor 20% 
(maksimal 24 bulan) 

PPh dipotong tetapi 
tidak disetor 

100% 75% 

PPN & PPnBM kurang 
dibayar 

100% 75% 

 
b. Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan/pengadilan 

menguatkan ketetapan DJP. 
Uraian KUP Lama UU HPP 
Keberatan 50% 30% 
Banding 100% 60% 
Peninjauan kembali 100% 60% 
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3. Pajak Internasional 
a. Asistensi Penagihan Pajak Global  

Asistensi penagihan pajak global terdiri dari:  
1) Pemberian bantuan penagihan. Pemberian bantuan penagihan pajak 

negara / yurisdiksi mitra. 
2) Permintaan bantuan penagihan. Permintaan bantuan penagihan 

pajak kepada Negara / yurisdiksi mitra. 
b. Mutual Agreement Procedure (MAP) 

Jika pelaksanaan prosedur persetujuan bersama belum menghasilkan 
persetujuan bersama sampai dengan Putusan Banding atau Putusan 
Peninjauan Kembali diucapkan, Direktur Jenderal Pajak tetap 
melanjutkan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus 
dalam Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali bukan 
merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama. 

c. Konsensus Pemajakan Global 
Pemerintah berwewenang untuk membentuk dan atau melaksanakan 
perjanjian dan atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan 
pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun 
multilateral dalam rangka: 
1)  Penghindaran pajak berganda dan pengelakan pajak; 
2)  Pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba; 
3) Pertukaran informasi perpajakan; 
4) Bantuan penagihan pajak; dan 
5) Kerjasama perpajakan lainnya 

 
4. Kuasa Wajib Pajak 

Untuk keadilan dan kepastian hukum, Kuasa Wajib Pajak dapat 
dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi 
menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa 
yang ditunjuk merupakan suami, istri atau keluarga sedarah atau semendah 
2 (dua) derajat. 
a. Penegakan Hukum Pidana Pajak 

Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan 
kerugian pendapatan negara dengan;  

b. Menambah wewenang Penyelidik Pajak untuk melakukan pemblokiran 
dan atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada 
pendapatan negara. 
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c. Hingga tahap persidangan, WP diberikan kesempatan untuk 
mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar 
pokok pajak dan sanksi, sebagai pertimbangan untuk dituntut 
penjatuhan pidana penjara (ultimatum remedium). 

 
Demi keadilan dan kepastian hukum. Hingga tahap persidangan, Wajib 

Pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada 
pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi, sebagai 
pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara. Adapun 
tabel yang menerangkan tentang perubahan sanksi yang harus dibayar 
adalah sebagai berikut: 
Perbuatan UU KUP RUU HPP 
Pidana pajak kealpaan  

 
Membayar pokok 

pajak + sanksi 4x pajak 
kurang bayar 

Membayar pokok 
pajak+sanksi 1x pajak 
kurang bayar 

Pidana pajak 
kesengajaan 

Membayar pokok 
pajak + sanksi 3x pajak 
kurang bayar 

Pidana pajak 
pembuatan faktur 
pajak/bukti potong 
PPh fiktif 

Membayar pokok 
pajak + sanksi 4x pajak 
kurang bayar 
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5. Revisi / Penambahan Pasal Pidana Dalam UU HPP 
 

 
 
 

KONDISI SAAT INI 
1. Disparitas 

pemahaman 
daluwarsa dan 
pemeriksaan bukti 
permulaan 

2. Ultimatum 
remedium 44B 
tidak banyak 
dimanfaatkan oleh 
WP. 

3. Pidana denda 
sebagian besar 
disubsider pidana 
kurungan 

4. Penegakan hukum 
pidana kuruangan. 

5. Penegakan hukum 
pidana pajak 
sebagian besar 
berakhir di 
pemidanaan fisik 
tanpa ada 
pemulihan KPPN  

Latar 
Belakang 

Pasal Pidana 
di UU HPP  

Memberikan 
kepastian 

hukum 

Pemulihan 
Kerugian Pada 

Pendapatan 
Negara 

Daluwarsa (40), 
Pemeriksaan 

Permualan 
(43A), dan 
Penghrntin 

Penyelidikan 
(44a) 

Wewenang 
Blokir/Sita Aset 

(44 (2) 
Ultimatum 
Remedium 

(44B). Pidana 
Denda Tidak 
Disubsider 

(44C), In 
Absemtia (44D) 

ULTIMATUM 
REMEDIUM 
1. Tahap Penyelidikan 
2. Tahap Persidangan 

PEMBAYARAN 
PIDANA  

1. Sukarela 
2. Sita Aset oleh 

Jaksa 

BLOKIR/SITA 
ASSET 
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1. Pengenaan Pajak Atas Natura 

Pemberian natura kepada pegawai dapat dibayarkan oleh pemberi 
kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura tertentu bukan 
merupakan penghasilan bagi penerima, yaitu: 
a. Penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai 
b. Natura di daerah tertentu, 
c. Natura karena keharusan pekerjaan, contoh: alat keselamatan kerja atau 

seragam. 
d. Natura yang dari APBN atau APBD 
e. Natura dengan jenis dan batasan tertentu. 

 
2. Tarif PPh Orang Pribadi 
Tarif PPh Orang Pribadi berdasarkan UU HPP sebagai berikut: 
Penghasilan setahun Tarif 
s.d Rp. 60 juta 5% 
➢ Rp. 60 juta – Rp. 250 Juta 15% 
➢ Rp. 250 juta – Rp. 500 juta 25% 
➢ Rp.500 juta- Rp. 5 Miliar 30% 
➢ Rp. 5 Miliar 35% 

 
3. PTKP  

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi atas penghasilan yang 
jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam RUU 
HPP, besaran PTKP tidak berubah yaitu bagi orang pribadi layang sebesar 
Rp. 4,5 juta per bulan atau Rp. 54 juta per tahun. Tambahan sebesar Rp. 4,5 
juta diberikan untuk Wajib Pajak yang kawin dan masih ditambah Rp. 4,5 
juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang. 

 
4. Ilustrasi Penghitungan PPh OP 
Penghasilan/ 
bulan 

5 Juta 9 Juta 10 Juta 15 Juta 

Penghasilan/ 
tahun 

60 Juta 108 Juta 120 Juta 180 Juta 

PTKP (TK/0) 54 juta 54 juta 54 Juta 54 Juta 
Penghasilan 
Kena Pajak 
(PKP) 

6 Juta 54 Juta 66 Juta 126 Juta 



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 405 

 UU 
saat 
ini 

RUU 
HPP 

UU 
Saat 
ini 

RUU 
HPP 

UU 
Saat 
ini 

RUU HPP UU 
Saat ini 

RUU 
HPP 

 5% x 
6 

juta= 
300 
ribu 

5%x 
6 

juta= 
300 
ribu 

5% x 
50 

juta 

5% x 
 54  

juta= 
200 
Ribu 

5%x 
50 

juta= 
2,7 
juta 

5% x 60 
juta= 3 

juta 

5%x 
50 
jut=2,5 
juta 

5%x60 
jut= 3 
juta 

 - - 15%x 
6 

juta= 
600 
ribu 

- 15% 
x 16 
juta 

= 
2,4 
juta 

15% x 6 
juta=900 

ribu 

15%x  
6 juta= 
11,4 
juta 

15%x 
66 
juta=  
9,9 
juta 

Total PPh 
Terutang 

300 
Ribu 

300 
Ribu 

3.1 
juta 

2,7 
juta 

4,9 
juta 

3,9 juta 13,9 
juta 

12,9 
juta 

 
5. Tarif PPh Badan 

Perbandingan tarif PPh badan menurut UU (Perppu 1/2020 jo UU 
2/2020) dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut: 

UU PPh (Perppu 1/2020 Jo. UU 
2/2020 

UU Normalisasi Peraturan 
Perpajakan 

Tahun pajak Tarif Tahun Pajak Tarif 
Tahun 2020 dan 
2021 

22% - - 

Tahun 2022 20% Tahun 2022 dst. 22% 
 

6. Batas Peredaran Bruto 
Tidak dikenai pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi Pengusaha yang 

menghitung PPh dengan tarif final 0,5% berdasarkan PP-23/2018 dan 
memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.500 juta setahun.  

Ilustrasi penghitungan pajak Tuan A pengusaha tempat kopi X pada 
tahun pajak 2022. 

Bulan Peredaran Usaha 
(Juta Rp) 

Peredaran usaha 
Kumulatif (juta 
Rp) 

Peredaran bruto 
Tidak Kena 
Pajak (Juta Rp) 

Peredaran 
Usaha Kena 
Pajak (Juta 
Rp) 

PPh Final Terutang 
Setelah RUU HPP 
(Rp) 

PPh Final Terutang 
Sebelum HPP (Rp) 

Jan 100 juta 100 juta - 0 0 500 ribu 

Feb 100 juta 100 juta - 0 0 500 ribu 

Mar 100 juta 100 juta - 0 0 500 ribu 
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April 100 juta 100 juta - 0 0 500 ribu 

Mei 100 juta 100 juta 500 juta 0 0 500 ribu 

Juni 100 juta 100 juta - 100 juta 500 ribu 500 ribu 

Juli 100 juta 100 juta - 100 juta 500 ribu 500 ribu 

Agustus 100 juta 100 juta - 100 juta  500 ribu 500 ribu 

Sep 100 juta 100 juta - 100 juta 500 ribu 500 ribu 
Okt 100 juta 100 juta - 100 juta 500 ribu 500 ribu 
Nov 100 juta 100 juta - 100 juta 500 ribu 500 ribu 
Des 100 juta 100 juta - 100 juta 500 ribu 500 ribu 
Jumlah 1,2 Miliar   700 juta 3,5 juta 6 juta 

 
  

 
1. Pengecualian Objek dan Fasilitas PPN 
Yang tidak termasuk objek PPN terdiri dari: 
a. Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa 

pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas 
pembebasan PPN, sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan 
kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, 
jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial. 

b. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih 
mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga 
kepentingan masyarakat dan dunia usaha. 

c. Pengaturan ini dimaksudkan bahwa perluasan basis PPN dilakukan 
dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan 
khususnya dalam memajukan kesejahteraan negara diselenggarakan 
dengan mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan 
berkepastian hukum. 
 

2. Tarif umum PPN 
PPN dengan tarif 10% sampai dengan Maret 2022 dan UU HPP, PPN 

dengan tarif 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan UU HPP, PPN dengan tarif 
12% diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025. 
 
3. Tarif Khusus 

Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang dan jasa 
tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN “Final” misalnya 
1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK.  
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Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau 

mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara 
sukarela melalui: 
1. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta tidak 

atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan 
Pajak; dan 

2. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang 
belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi 
Tahun Pajak 2020. 

 
Program dilaksanakan selama 6 bulan yang dimulai pada tanggal 1 

Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. 
 

1. Kebijakan 1 PPS 
Peserta TA yang dapat mengungkapkan harta yang belum diungkap 

dalam TA dengan membayar PPh Final sebesar: 
a. Harta di luar negeri yang tidak direpatriasi sebesar 11% 
b.  Harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri sebesar 

8% 
c. Harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, serta 

diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA atau energi terbarukan. 
 

2. Kebijakan 1 PPS 
Wajib pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta yang berasal 

dari penghasilan dari tahun 2016 sd. 2020, namun belum dilaporkan dalam 
SPT Tahunan 2020 dengan membayar PPh Final sebesar: 
a. Harta di luar negeri yang tidak direpatriasi 
b. Harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri 
c. Harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, serta 

diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA atau Energi Terbarukan. 
 

 

 
1. Latar Belakang 

a. Perlu pengendalian peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer 
yang menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi sehingga akan 
menurunkan risiko iklim dan bencana di Indonesia. 
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b. Komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi Gas 
Rumah Kaca (GRK) sebanyak 29% (dengan usaha sendiri_ pada tahun 
2030 sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang sudah disepakati. 

c. Mitigasi perubahan iklim di Indonesia membutuhkan pembiayaan. 
d. Mengubah perilaku pelaku aktivitas ekonomi yang berpotensi 

menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 
 

2. Pengaturan dalam RUU HPP 
a. Pajak karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan 

roadmap yang akan memperhatikan perkembangan pasar karbon 
pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan kondisi ekonomi. 

b. Penerapan pajak karbon lebih tinggi atau sama dengan harga karbon 
di pasar karbon dengan minimal tarif Rp. 30,00 per kilogram karbon 
dioksida ekuivalen (CO2e) 

c. Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga 
karbon di pasar karbon dengan minimal tarif Rp. 30,00 per kilogram 
karbon dioksida ekuivalen (Co2e). 

d. Implementasi pertama kali 1 April 2022 pada sektor PLTU Batubara 
dengan skema cap and tax yang searah dengan implementasi pasar 
karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU Batubara. 

 
 

 
1. Penguatan Mekanisme Penetapan BKC 

Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai disampaikan 
oleh Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam 
penyusunan APBN 

 
2. Ultimum Remedian 

Menerapkan prinsip pemberlakuan sanksi pidana sebagai upaya 
terakhir dalam pelanggaran pidana di bidang cukai atas pelanggaran 
perizinan, pengeluaran Barang Kena Cukai, Barang Kena Cukai tidak 
dikemas, Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli 
pita cukai. 
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3. Besaran Sanksi 
Pemulihan Kerugian 
Pendapatan Negara 

UU Cukai RUU HPP 

Saat Penelitian Belum di atur Membayar pokok 
Cukai + sanksi 3 x 

Cukai kurang dibayar 
Saat penyelidikan Membayar pokok cukai 

+ sanksi 4x Cukai 
Kurang Dibayar 

Membayar pokok cukai 
+ sanksi 4x Cukai 
kurang dibayar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



410 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
 
DDTC. (2016, 10 06). PPH PASAL 22 (5), Contoh Perhitungan PPh Pasal 22. 

Dipetik 8 31, 2019, dari https://news.ddtc.co.id 
Hidayat, N., & Dedi Purwaba. (2017). Perpajakan, Teori dan Praktik (1 ed.). 

Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 
---------(2017). Perpajakan, Teori dan Praktik. Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada. 
Republik Indonesia, Kementerian Keuangan (2013). Susunan Dalam Satu 

Naskah Undang-Undang dan Ketentuan Umum Perpajakan. Jakarta: 
Direktur Jenderal Pajak. 

Republik Indonesia (1985). Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea 
Materai.  

Republik Indonesia (1994). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.  

Republik Indonesia (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 
Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 
2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besaran Batas 
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai. 

Republik Indonesia (2006). Undang-Undang XE "Undang-Undang" Nomor 
17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 tentang Kepabeanan  

Republik Indonesia (2008). Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan.  

Republik Indonesia (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 
Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah 
Beberapa Kalo Terakhir dengan Undang Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2008. Jakarta. 



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 411 

Republik Indonesia (2009).Undang-Undang XE "Undang-Undang" Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah XE "Pajak Daerah" dan Retribusi 
Daerah  

Republik Indonesia (2009). Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).  

Republik Indonesia (2011) Peraturan Menteri Keuangan XE "Menteri 
Keuangan" Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan 
3.6 Peraturan Direktur Jenderal Bea XE "Bea" dan Cukai Nomor 
21/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi 
Kepabeanan 

Republik Indonesia (2011). Peraturan Direktur Jenderal Bea XE "Bea" dan 
Cukai Nomor 22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 
Registrasi Kepabeanan di KPBPB. 

Republik Indonesia (2011) Peraturan Pemerintah XE "Peraturan 
Pemerintah" Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Hak dan Kewajiban XE "Kewajiban" Perpajakan  

Republik Indonesia (2012). Peraturan Menteri Keuangan XE "Menteri 
Keuangan" Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu 
Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, 
Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak XE "Wajib 
Pajak" , serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha XE 
"Pengusaha" Kena Pajak 

Republik Indonesia (2013). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor 
Pokok Wajib Pajak XE "Wajib Pajak" , Pelaporan Usaha dan 
Pengukuhan Pengusaha XE "Pengusaha" Kena Pajak, Penghapusan 
Nomor Pokok Wajib Pajak XE "Nomor Pokok Wajib Pajak" dan 
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data 
dan Pemindahan Wajib Pajak 

Republik Indonesia (2016).tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Republik Indonesia (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 101/PMK/010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya 
Penghasilan Tidak Kena Pajak.  

Republik Indonesia (2022), Undang-Undang No.7 Tahun 2022 Tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

 



412 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

Kemenkeu. (2019). PPh Pasal 4 ayat (2) XE "PPh Pasal 4 ayat (2)" . Dipetik 
2019, dari www.pajak.go.id 

Simbolon, M. (2010, 07 17). Sejarah Perpajakan di Indonesia. Dipetik 02 19, 
2018, dari https://michaelsimbolon.wordpress.com 

  



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 413 

 
 

 INDEKS 
 
 

A 
aksep, 366, 372 
aksep,, 366 
Akta, 357, 366, 372, 393, 395 
Akuntan, 50, 80, 110, 111, 128, 

197 
Akuntan,, 197 
Anggaran, 14, 121, 140, 199, 214, 

216, 218, 246, 284 
arsitek, 197 
Asas Certainty, 22 
Asas Convenience of payment, 22 
Asas Ekonomi, 22, 26 
Asas Ekonomi,, 22 
Asas equity, 22 
Asas Finansial, 26 
Asas Keadilan, 22 
Asas Kebangsaan, 27 
Asas menurut falsafah hukum, 22 
Asas Sumber, 27 
Asas Tempat Tinggal, 26 
Asas Yuridis, 22, 26 
Asas Yuridis,, 22 

B 
Badan, 10, 11, 22, 35, 99, 139, 140, 

150, 163, 207, 212, 213, 214, 
215, 220, 223, 244, 262, 383, 
388 

Bagian Tahun Pajak, 36, 44, 133 
Bagian Tahun Pajak,, 125, 131, 

133 
Banding, 54, 55, 61, 91, 100, 353, 

390 
Banding,, 54, 55 
Bangunan, vi, 4, 10, 154, 171, 279, 

337, 338, 339, 340, 341, 342, 
344, 345, 346, 357, 360, 361, 
379, 380, 389, 390, 392, 396 

Bangunan,, 279, 357, 360, 361 
Bea, 9, 10, 11, 17, 134, 154, 214, 

218, 219, 220, 222, 273, 286, 
302, 317, 328, 365, 366, 367, 
368, 369, 370, 371, 372, 373, 
374, 379, 388, 389, 390 

Benda, 365 
Bendahara, 52, 207, 209, 212, 213, 

214, 218, 219, 220 
Benggala, 4 
BHPTB, 379, 380 
Bukti Permulaan, 37, 128 
Bukti Permulaan,, 128 
bumi, 4, 5, 17, 30, 141, 176, 178, 

179, 182, 254, 276, 337, 338, 
340, 341, 342, 343, 356, 379, 
391 



414 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

Bumi, vi, 4, 16, 154, 337, 338, 339, 
340, 341, 342, 344, 346, 360, 
361, 379 

bumi,, 178, 182, 254, 276, 342, 
356 

Bumi,, 379 
bunga, 37, 39, 47, 52, 53, 54, 57, 

58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 
70, 72, 75, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 
89, 94, 96, 100, 101, 102, 117, 
119, 121, 148, 149, 151, 153, 
154, 164, 184, 203, 223, 224, 
227, 229, 244, 248, 251, 288, 
293, 304, 308, 367, 389, 390 

bunga,, 66, 88, 89, 117, 119, 121, 
151, 153, 164, 223, 229, 251 

Bursa Efek, 191, 227 

C 
cek, 114, 278, 366 
cek,, 114, 278 

D 
Dalil, 5 
daluwarsa, 52, 54, 89, 90, 91, 107, 

125, 130, 131, 133, 369 
Dana Pensiun, 153, 187, 190 
Degresif, 29 
deposito, 149, 185, 186, 187, 278 
deposito,, 278 
derivatif, 149, 185 
Dewan Perwakilan Rakyat, 10, 17, 

121, 157, 158, 161, 199, 284, 
285, 301 

diplomatik, 339, 382 
diplomatik,, 339, 382 
Direct Tax, 16 
Direktorat Jenderal Pajak, 13, 15, 

17, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 
51, 62, 92, 94, 96, 115, 117, 120, 

121, 128, 129, 130, 152, 317, 
331, 337, 347, 348, 349, 350, 
354, 357, 358, 359, 390, 392 

Direktorat Jenderal Pajak,, 15, 128, 
317 

distrik, 4 
Dividen, 9, 148, 150, 185, 193, 

225, 226, 230, 247 
dokter, 27, 197, 209, 210, 277 
dokumen, 21, 40, 48, 66, 103, 107, 

108, 109, 110, 111, 123, 125, 
129, 219, 320, 321, 322, 323, 
359, 360, 365, 366, 367, 368, 
369, 370, 371 

Dokumen, 331, 365, 367, 368, 369, 
371, 372 

dokumen,, 21, 107, 109 
DPRD, 17 

E 
ekspor, 15, 106, 212, 217, 219, 

263, 264, 271, 272, 274, 275, 
283, 284, 286, 287, 288, 302, 
303, 315, 319, 323, 327, 391 

ekspor,, 15, 106, 212 

F 
Faktur, 125, 222, 263, 264, 287, 

289, 290, 291, 297, 303, 305, 
306, 307, 312, 313, 319, 320, 
321, 322, 323, 324, 331, 332 

Ferdinand Tinnies, 3 
Firma, 7 
Firma,, 7 
forced labour policy, 5 
Fungsi, 14, 15, 41, 44, 393 

G 
gemeinschaft, 3 
Giro, 351, 365, 372 



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 415 

Giro,, 195, 351 

H 
Hadiah, 147, 228, 247, 248, 382, 

385, 387 
Hadiah,, 382 
Hak guna bangunan, 383 
Hak guna bangunan,, 383 
Hak guna usaha, 383 
Hak guna usaha,, 383 
Hak guna usaha, yaitu hak untuk 

mengusahakan tanah yang 
dikuasai langsung oleh negara 
dalam jangka waktu 
sebagaimana yang ditentukan 
oleh perundang-undangan yang 
berlaku,, 383 

Hak milik, 383 
Hak milik,, 383 
Hak pakai, 383 
Hak pengelolaan, 383 
Hambatan, 17, 18 
Hibah, 381, 385, 387, 393 
Hindia Belanda, 6, 7 

I 
indigenous, 6 
Indirect Tax, 16 
inflasi, 15, 199 
inflasi,, 15, 199 
inspeksi, 17 
investasi, 15, 35, 140, 168, 182, 

254, 262, 327, 379 
investasi,, 168, 254, 327 

J 
Jasa Konstruksi, 193, 194 
Jual beli, 381, 385, 387 

K 
Kantor Pelayanan Pajak, 17, 115, 

145, 220, 318, 319 
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan, 17 
karyawan, 12, 165, 175, 266 
karyawan,, 165, 266 
Kas Negara, 13, 221, 324, 367 
Kas Negara,, 367 
Keberatan, 54, 55, 91, 92, 93, 99, 

353, 354, 390 
Keberatan,, 38, 54, 55, 58, 59, 60, 

61, 75, 85, 87, 89, 90, 94, 96, 101, 
102 

Kewajiban, 40, 42, 46, 109, 134, 
142, 146, 147, 220, 261, 270, 
271, 325, 357, 369, 380, 392 

kontra prestasi, 13 
Kredit Pajak, 37, 83, 232, 237, 246 
kupon, 188, 189 
kustodian, 189, 190 

L 
Landheer, 4 
landrente, 3 
Laporan Keuangan, 50, 80, 110 

M 
majikan, 8 
majikan,, 8 
Masa Pajak, 36, 44, 45, 46, 48, 49, 

51, 54, 57, 58, 63, 64, 67, 69, 71, 
72, 76, 81, 82, 84, 88, 93, 125, 
131, 133, 267, 282, 287, 288, 
289, 290, 291, 292, 293, 296, 
297, 302, 303, 304, 305, 306, 
307, 308, 309, 312, 313, 324, 
325 



416 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

Masa Pajak,, 36, 45, 49, 54, 63, 64, 
67, 69, 71, 72, 88, 125, 131, 133, 
287, 303 

Materai, vi, 365, 371, 374 
Materai,, vi, 365, 371, 374 
Memaksa, 12 
Mengatur, 15 
Menghindari Pajak, 19 
Menteri Keuangan, 36, 43, 44, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 
60, 62, 64, 70, 72, 77, 78, 79, 81, 
84, 85, 91, 92, 98, 102, 103, 111, 
112, 113, 115, 116, 118, 120, 
121, 122, 128, 130, 134, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 161, 162, 163, 
165, 166, 168, 172, 175, 176, 
177, 180, 182, 183, 198, 199, 
200, 201, 202, 205, 206, 208, 
210, 211, 212, 213, 215, 216, 
220, 222, 224, 225, 230, 231, 
236, 240, 247, 249, 250, 255, 
256, 264, 270, 271, 272, 276, 
282, 285, 286, 287, 288, 289, 
290, 294, 298, 300, 301, 302, 
303, 304, 305, 306, 309, 310, 
313, 320, 321, 325, 329, 330, 
331, 338, 339, 342, 344, 348, 
351, 353, 356, 357, 368, 369, 
370, 373, 379, 386 

Menteri Keuangan,, 130, 148, 149, 
165, 196, 208, 210, 211, 220, 
250, 270, 294, 309, 344, 370 

Menyewakan, 5 
minimum, 6 
Modal Ventura, 192 

N 
natura, 3, 150, 154, 163, 165 

Nilai Jual Objek Pajak, 337, 339, 
340, 341, 342, 344 

Nilai perolehan baru,, 338 
NJOP, 387, 392, 393, 394 
Nomor Pokok Wajib Pajak, 39, 40, 

41, 42, 43, 49, 63, 122, 134, 143, 
208, 213, 218, 224, 225, 236, 
331 

notaris, 116, 366, 369 
Notaris, 197, 357, 358, 372 
Notaris,, 197 
NPOP, 384, 385, 387, 392, 394, 

395 
NPOPTKP, 379, 386, 387, 393, 

394, 395 

O 
Obligasi, 186, 188, 189, 227 
Obligasi,, 188, 189 
official assessment, 10 
Official Assessment System, 18 
Official Assessment System,, 18 
Oorlogsbelasting, 7 
orang pribadi, 7, 11, 35, 37, 38, 40, 

41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 
84, 102, 103, 104, 106, 108, 117, 
122, 129, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 152, 157, 159, 162, 163, 
164, 180, 181, 182, 183, 184, 
197, 198, 199, 201, 204, 207, 
208, 209, 210, 215, 225, 235, 
236, 237, 240, 244, 248, 249, 
250, 253, 254, 262, 263, 266, 
269, 270, 271, 316, 317, 318, 
319, 324, 329, 330, 331, 332, 
379, 381, 382, 383, 384, 386, 
391, 392, 395 



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 417 

orang pribadi,, 7, 46, 103, 139, 
159, 163, 191, 209, 210, 249, 
318 

ordonantie op Inkomstenbelasting, 
7 

ordonasi, 6 
Overgangsbelasting, 7 

P 
P. J. A. Adriani, 13 
pachters, 5 
pajak, v, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 106, 107, 108, 
109, 112, 113, 115, 116, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 130, 131, 139, 140, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 
164, 165, 167, 168, 174, 175, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 
185, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 218, 219, 220, 
221, 223, 224, 225, 227, 228, 
229, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 255, 261, 262, 263, 

264, 265, 267, 268, 271, 272, 
273, 275, 277, 280, 282, 283, 
284, 285, 287, 288, 290, 291, 
292, 293, 294, 295, 296, 298, 
300, 301, 302, 303, 304, 305, 
306, 308, 309, 310, 312, 313, 
315, 316, 317, 318, 319, 321, 
322, 323, 324, 325, 326, 329, 
330, 332, 337, 338, 339, 340, 
341, 342, 343, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 
353, 354, 355, 356, 357, 358, 
359, 360, 365, 367, 379, 380, 
381, 382, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 392, 393, 
394, 395 

Pajak Daerah, 10, 16, 17, 134, 277 
pajak langsung, 16 
Pajak negara, 17 
Pajak objektif, 17 
Pajak pendapatan, 6, 7, 8 
Pajak pendapatan bagi orang 

Eropa (tax patent duty, 6 
Pajak pendapatan bagi orang 

Eropa (tax patent duty),, 6 
Pajak perseroan, 8 
Pajak subjektif, 17 
pajak tidak langsung, 16 
Pajak yang terutang, 36, 62, 67, 

232, 325, 388, 389 
pajak,, v, 4, 5, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 

22, 27, 30, 35, 36, 37, 38, 45, 48, 
49, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 67, 
69, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 
84, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 100, 
102, 107, 108, 116, 120, 122, 
124, 125, 133, 139, 142, 143, 
147, 159, 162, 165, 202, 203, 
206, 248, 287, 288, 292, 302, 



418 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

304, 308, 318, 325, 326, 332, 
335, 343, 345, 346, 347, 349, 
350, 352, 353, 355, 357, 381, 
391 

Pateedari, 4 
Patentrecht, 8 
PBB, vi, 10, 16, 154, 393 
PBB,, 393 
Pejabat Pos, 365, 369 
Pekerjaan bebas, 37 
Peleburan usaha, 382, 387 
pembangunan, 3, 14, 15, 17, 152, 

165, 174, 284, 327, 328, 344, 
356, 371, 380, 383, 391 

Pembukuan, 38, 102, 103, 181, 
244 

Pemekaran usaha, 382, 387 
Pemekaran usaha,, 382 
Pemerataan, 15 
Pemeriksaan, 37, 54, 65, 102, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 128, 
297 

Pemeriksaan,, 109, 128 
pemerintahan, 4, 6, 13, 14, 17, 76, 

279, 339, 340, 383 
pemerintahan,, 339 
Pemeteraian, 365, 369 
Pemungutan Pajak, 17, 22, 218, 

220, 316 
Penelitian, 38, 70 
Pengawasan, 5, 121, 357 
penguasa, 3, 4, 5 
Pengukuhan Kena Pajak, 39 
Pengusaha, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 

45, 62, 63, 67, 69, 70, 71, 74, 80, 
83, 84, 108, 115, 123, 124, 134, 
261, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 270, 271, 272, 
273, 274, 275, 282, 283, 284, 

286, 287, 288, 289, 290, 291, 
293, 294, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 302, 303, 304, 
305, 306, 307, 309, 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 316, 317, 
318, 319, 320, 321, 322, 324, 
325, 326, 328, 329, 330 

Pengusaha,, 40 
Penyidik, 38, 68, 129, 130 
Penyidikan, 38, 91, 128, 129 
Peraturan Pemerintah, 11, 117, 

121, 132, 133, 134, 148, 149, 
152, 163, 198, 199, 208, 236, 
253, 254, 284, 285, 300, 326, 
331, 339, 344, 355, 358, 366, 
371, 373, 374, 379, 386 

perikatan, 14, 262, 266 
Perolehan, 10, 165, 173, 174, 379, 

381, 384, 386, 387, 389, 390, 
392, 393, 394 

perpajakan, v, vi, 8, 10, 11, 13, 15, 
18, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 49, 52, 53, 56, 58, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 76, 
79, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 91, 
92, 93, 95, 98, 103, 105, 106, 
107, 108, 109, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 143, 148, 164, 180, 181, 
204, 251, 253, 254, 293, 308, 
326, 327, 331, 349, 359, 360, 
385, 392 

perspektif, 14 
Pidana, 119, 120, 122, 123, 128, 

129, 130, 358, 360, 369 
Portugis, 4 
Pos, 220, 351, 365 



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 419 

Pos,, 220 
PPAT, 197, 372, 394 
PPh, 10, 11, 23, 28, 212, 214, 215, 

216, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 232, 
233, 234, 235, 240, 241, 242, 
243, 244, 245, 246, 384, 392, 
394, 395 

PPh Pasal 4 ayat (2), 185 
produktif, 15 
Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro SH, 

13 
progressif, 28 
promes, 366, 372 
promes,, 366, 372 
proporsional, 6, 14, 28, 29, 67 
proporsional,, 6, 14 
psikologis, 3, 21 
Punyab, 4 
Putusan Banding, 38, 39, 54, 55, 

58, 59, 60, 61, 85, 87, 89, 90, 99, 
100, 101, 102, 391 

Putusan Banding,, 54, 55, 58, 85, 
87, 89, 90, 100, 101, 102 

Putusan Gugatan, 39 
Putusan Peninjauan, 39, 54, 55, 58, 

60, 61, 85, 87, 89, 90, 101, 102 

R 
R. Santoso Brotodiharjo, 18 
Rayatwari, 5 
real estate, 149, 186 
real estate,, 149, 186 
Reksadana, 190 
retribusi, 12 
Rifhi Siddiq, 13 

S 
sanksi, v, 12, 36, 37, 40, 41, 47, 51, 

52, 53, 54, 55, 57, 58, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 
81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 
96, 97, 99, 100, 101, 102, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 130, 164, 
251, 252, 288, 293, 304, 308, 
325, 349, 350, 358, 369, 380, 
389 

sanksi,, 402 
sektor publik, 14 
Self Assessment System, 18 
Sertifikat Bank Indonesia, 186, 

187 
signifikan, 14 
Sistem, 4, 15, 17, 18, 19, 159 
SKBKB, 389, 390 
SKBKBT, 389, 390 
SKP, 241, 349, 350, 351, 390 
souvereign, 5 
SPN, 189, 190 
SPOP, 348, 349, 350 
SPOP,, 348 
SPPT, 349, 350, 351, 352, 393 
SSPD, 393 
Stabilisasi, 15 
STTS, 393 
subjektif, 12, 17, 23, 39, 42, 43, 

142, 143, 146, 147 
Surat, 9, 10, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 107, 108, 109, 110, 
118, 119, 121, 122, 123, 124, 
143, 160, 214, 216, 218, 219, 
220, 235, 236, 237, 238, 240, 



420 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

241, 249, 250, 253, 288, 290, 
293, 296, 297, 304, 305, 308, 
312, 313, 323, 324, 325, 337, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 
353, 354, 355, 358, 359, 366, 
367, 372, 389, 390, 393 

Surat Keputusan Keberatan, 38, 
54, 55, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 85, 
87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 99, 101, 
102 

Surat Keputusan Pemberian 
Imbalan Bunga, 38, 39, 60, 61, 
75, 76 

Surat Keputusan Pemberian 
Imbalan Bunga,, 60, 61, 75 

Surat Keputusan Pembetulan, 38, 
54, 55, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 85, 
87, 89, 90, 101 

Surat Keputusan Pembetulan,, 38, 
54, 55, 58, 59, 60, 61, 75, 85, 87, 
89, 90, 101 

Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak, 
38, 39, 60, 61, 75, 76, 80, 81, 84, 
293, 308 

Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak,, 
38, 75 

Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, 36, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 
71, 72, 73, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 97, 
100, 101, 102, 288, 293, 304, 
308 

Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar,, 36, 58, 64, 76, 81, 82, 84, 
85, 87, 89, 100, 102, 288, 293, 
304, 308 

Surat Ketetapan Pajak Nihil, 36, 
37, 72, 76, 78, 79, 82, 92, 100, 
101, 102 

Surat Ketetapan Pajak Nihil,, 36, 
76, 82, 100 

Surat Paksa, 9, 10, 37, 70, 87, 88, 
89, 90, 91, 94, 96, 100, 352, 353, 
358 

Surat Paksa,, 91 
Surat Pemberitahuan, 36, 38, 39, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 
77, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 96, 98, 
108, 110, 121, 122, 123, 124, 
143, 160, 220, 235, 236, 237, 
238, 240, 250, 253, 290, 296, 
297, 305, 312, 313, 324, 325, 
337, 347, 348, 349, 350, 351, 
352, 353, 354, 358, 359 

Surat Pemberitahuan,, viii, 45, 48, 
49, 50, 51, 63, 68, 108, 122 

Surat perjanjian, 366, 372 
Surat Setoran Pajak, 36, 47, 59, 

220, 323 
Surat Utang Negara, 186, 188, 189 

T 
tabungan, 20, 149, 185, 186, 187, 

209, 210, 278, 367 
Tahun Pajak, 36, 38, 44, 46, 47, 49, 

54, 55, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 
72, 76, 81, 88, 93, 106, 121, 122, 
125, 131, 132, 133, 241, 346 

takwim, 139, 346 
takwim,, 139 
tanah, 3, 4, 5, 6, 144, 149, 171, 

172, 276, 337, 338, 339, 340, 
345, 346, 347, 348, 356, 380, 



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 421 

381, 382, 383, 384, 385, 387, 
388, 391, 392, 393, 394, 395 

tanah,, 196, 383, 393 
Tanda tangan, 365 
Tanggal dikirim, 39 
Tanggal diterima, 39 
tarif, 4, 6, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 

63, 76, 143, 171, 173, 174, 176, 
177, 178, 182, 197, 198, 199, 
200, 205, 208, 213, 218, 219, 
224, 232, 233, 234, 236, 248, 
253, 254, 255, 284, 285, 286, 
298, 300, 301, 313, 314, 345, 
365, 366, 369, 371, 372, 373, 
380, 387, 395 

Tarif Efektif Rata-Rata, 27 
Tarif Pajak, 27, 28, 29, 197 
Tarif Marginal, 27 
tarif,, 76, 285, 300, 365 
Teori Asuransi, 25 
Teori Bakti, 25 
Teori Gaya Beli, 25 
Teori Gaya Pikul, 23 
Teori Kepentingan, 25 
Tukar menukar, 381, 385, 387 

U 
undang-undang, v, vi, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 17, 21, 26, 99, 119, 120, 
121, 131, 132, 147, 159, 337, 
380 

Undang-Undang, v, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 21, 28, 35, 36, 39, 40, 49, 62, 
69, 91, 113, 119, 120, 122, 126, 
128, 129, 131, 132, 133, 134, 
139, 143, 144, 148, 159, 161, 
162, 164, 165, 170, 176, 179, 
180, 181, 182, 183, 197, 200, 
202, 206, 229, 231, 232, 248, 
252, 253, 254, 256, 261, 263, 

265, 267, 268, 269, 270, 271, 
275, 280, 282, 283, 288, 293, 
298, 303, 304, 308, 313, 324, 
325, 326, 332, 340, 342, 344, 
347, 353, 355, 356, 358, 360, 
361, 365, 371, 374, 379, 383, 
387, 393 

undang-undang,, 9, 10, 12 
Undang-Undang,, 11, 13, 35 
undian, 147, 149, 185, 191 
upeti, 3, 4 

W 
Wages Tax Ordonance, 8 
Wajib Pajak, 11, 23, 24, 25, 26, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
102, 103, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 130, 131, 134, 139, 
142, 143, 147, 148, 150, 151, 
152, 155, 157, 158, 160, 162, 
163, 164, 168, 169, 170, 171, 
173, 174, 175, 178, 180, 181, 
182, 183, 184, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 
218, 220, 224, 225, 229, 230, 
231, 232, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 242, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 279, 290, 292, 305, 
308, 320, 326, 331, 332, 337, 



422 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

339, 340, 341, 342, 343, 344, 
345, 348, 349, 353, 393 

Wajib Pajak,, viii, 11, 41, 48, 54, 
59, 76, 77, 79, 95, 97, 107, 108, 
109, 112, 115, 118, 119, 122, 
124, 125, 127, 128, 130, 134, 
147, 150, 173, 183, 210, 211, 
224, 225, 279, 332, 343, 344 

Waris, 381, 387, 393 
wasiat, 381, 385, 386, 387 
wasiat,, 381, 386, 387 

wesel, 278, 366, 372 
wesel,, 366, 372 
wirausaha, 12 
Witholding Asesment System, 19 

Y 
Yuridis fiskal, 8 

Z 
Zamindari, 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 423 

 
 

PROFIL PENULIS 
 
 

Dr. Hisnol Jamali, M.Si., Ak. Adalah Dosen Tetap 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) 
Bongaya. Menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di 
Universitas Hasanuddin (1985), pendidikan S 2 di 
Universitas Hasanuddin (2003) dan pendidikan S 3 (Dr) 
di Universitas Brawijaya (2014) Malang Jawa Timur. 
Beliau telah menerbitkan artikel dalam berbagai jurnal 
diantaranya adalah Advances in SocialSciences Research 

Journal, Science Journal of Business and Management, Archives of Business 
Research, International Journal of Business and Management Invention dan 
Jurnal Manajemen Universitas Tarumanegara dan buku pengantar 
akuntansi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



424 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

Dr.Haeruddin,S.E.,M.M.,menyelesaikan pendidikan S1 
Jurusan Akuntansi STIE-YPUP tahun 1997. Magister 
Manajemen Universitas Muslim Indonesia tahun 2007 
dan Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas 
Muslim Indonesia. Tercatat sebagai alumni AOTS 
(Sertifikasi Management Consulting-SMEs di AOTS 
Tokyo Japan tahun 2010. Pelatihan Akuntansi, Pajak dan 
Manajemen Tahun 1994 pada Kantor Akuntan Bharata. 
Pengalaman sebagai tenaga pengajar akuntansi dan 

perpajakan di Lembaga Pelatihan Kerja; Madani College Palu, Paradigma 
College Palu, Prosfektif College Palu, LP3i Makassar.  

Pengalaman mengajar pada Perguruan Tinggi yaitu Politeknik 
Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3i) 
Makassar, Universitas Muhammadiyah Palu (Pengantar Akuntansi, 
Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen) Akbid/Akper Palu (Aplikasi 
Komputer), Universitas Muhammandiyah Makassar, STIE-Nobel Makassar 
dengan mata kuliah Pengantar Akuntansi, Praktek Akuntansi, Akuntansi 
Perpajakan, Laboratorium Perpajakan. Dosen tetap di Politeknik LP3i 
Makassar dengan mata kuliah; Pengantar Akuntansi, Akuntansi Perpajakan, 
Perpajakan, Laboratorium PPh OP dan Badan, Laboratorium PPN – PPN BM, 
Praktek Akuntansi dan Akuntansi Internasional.  

Pengalaman sebagai Trainer Akuntansi dan Perpajakan serta 
kewirausahaan diberbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina 
Regional IV , PT. Perumnas Indonesia, Dispora Sulsel, Politeknik Ujung 
Pandang, Politeknik Teknologi Industri Makassar, dan pelatihan BUMDEs 
oleh PMD Kabupaten Bantaeng dan PMD Kabupatan Pasangkayu Sulawesi 
Barat. Pengalaman kerja; PT. Bosowa Berlian Motor (PT.BBM), PT. Iswanto 
Makassar (Main Distributor), PT. Green Agro Supply Corporation (PMA) 
Industri tepung kelapa di Palu Sulawesi Tengah, PT. Jaka Arta Graha Group 
Jakarta (PT. Sinar Putra Murni) Realestate, PT. Avrist (Asuransi), PT. 
Timurama (Pengembang Makassar) Auditor di Kantor Akuntan Usman dan 
Rekan, Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Sulsel, Konsultan UMKM 
Kadin Sulawesi Selatan. Pengalaman organisasi dan Profesi; sebagai 
pengurus pada organisasi usaha yaitu sebagai Pengurus Kadin Sulawesi 
Selatan bidang Pelatihan dan Kewirausahaan, Kepala Kantor Perwakilan 
Dagang Jawa Timur, Komite Akriditasi (KA) dan Asesor Lembaga Pelatihan 
Depnaker Sulawesi Selatan serta Penasehat Asosiasi Instruktur Indonenesia 
(AISI) Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengurus Asosiasi Dosen Perguruan 
Tinggi Swasta (Adpertisi).  
 



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 425 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DATA PRIBADI 
a. Nama    : Dr. Ibrahim, SE,M.Si,Ak,CA 
b. Tempat/Tanggal Lahir : Kaleo, 31 Desember 1961 
c. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
d. Agama    : Islam 
e. Kewarganegaraan  : Indonesia 
f. Status Perkawinan  : Menikah 
g. Pekerjaan    : Ketua STIE YPUP Makassar 
h. Alamat Rumah   : BTN Gowa Lestari Blok F No.21 
i. No.HP    : 085242274551 
j. Email    : Ibrahimahmad3112@gmail.com 

 
2. DATA KELUARGA 

a. Istri    : Fahmin,S.AP 
b. Anak   : 1. Nurfaidah, Amd.Kep 

      2. Tuti Widya Alawiah, S.Pd 
c. Nama Orang Tua  

• Ayah   : H. Ahmad (Alm) 
• Ibu   : Sitti Harisah (Alm) 

d. Nama Mertua 
• Ayah   : M.Yusuf (Alm) 
• Ibu   : Imo (Alm) 

 
 
 
 
 
 
 
 



426 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

3. RIWAYAT PENDIDIKAN 

  
4. RIWAYAT PEKERJAAN 

a. Dosen tetap yayasan STIE-YPUP (1990-Sekarang) 
b. Kasubag kemahasiswaan STIE-YPUP (1995-1997) 
c. Wakil Ketua III STIE-YPUP (2017/2018 - Sekarang) 
d. Ketua STIE-YPUP Makassar (2020-2024) 

 
5. SEMINAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

• Penataran Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan 
Pancasila (P4) Calon Penata 120 Jam Tingkat Provinsi Sulawesi 
Selatan (1986) 

• Mengikuti Seminar Nasional Islam dan Indonesia Masa Lampau, Masa 
Sekarang dan Masa Akan Datang (9 Februari 2003) 

• Mengikuti Seminar Nasional Peluang Bisnis dan Perubahan 
Kurikulum (21 Mei 2003)  

• Mengikuti Seminar Nasional Pendidikan Profesi Berkelanjutan 
Tentang Jasa Akuntan Publik (16 Desember 2003) 

• Pelatihan/Penataran Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik 
Instruksional (PEKERTI) (7-12 Mei 2007) 

• Penataran/Pelatihan Aplied Approach (AA) (11-12 Januari 2010) 
• Pelatihan Penulisan Buku Ajar (1-2 Desember 2010) 
• Pelatihan Pengukuran Tes dan Penilaian Hasil Belajar (3-4 Desember 

2010) 
• Mengikuti Seminar Internasional Menghadirkan Cahaya Tuhan Di 

Bumi, Kerohanian Manusia Dalam Rangka Mengembalikan Hakikat 
Yang Telah Hilang (3 Maret 2010) 

No Tingkat Nama 
sekolah/PT 

Fakultas Jurusan Tahun Tempat Penandatanganan 

1 SD    1975 Kaleo Dahlan AR 
2 SMP    1979 Sape Syamsuddin 

Singodjojo 
3 SMEA    1982 Bima Idrus MS, B.SC 
4 S1 STIE-YPUP Ekonomi Akuntansi 1989 Ujung 

Pandang 
Dra.A.Himayah 

Thahir 
5 S1 Universitas 

Hasanuddin 
Ekonomi Akuntansi 2002 Makassar Prof.Dr.Ir.Radi 

A.Gany 
6 S2 Universitas 

Hasanuddin 
Ekonomi Manajemen 

Keuangan 
2005 Makassar Prof.Dr.Ir.Radi 

A.Gany 
7 S3 Universitas 

Muslim 
Indonesia 

Ekonomi Ilmu 
Manajemen 

2019 Makassar  



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 427 

• Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (2011) 
• Mengikuti Seminar Kewirausahaan Menciptakan Wirausaha Muda 

Yang Unggul dan Mandiri (8 April 2011)  
• Mengikuti Seminar Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Rangka 

Membangkitkan Semangat Nasionalisme Pemuda (22 Juni 2013) 
• Mengikuti Talkshow Sumpah Pemuda Melahirkan Interpreneur 

Muda (30 Oktober 2013) 
• Mengikuti Seminar Nasional Akuntansi Antara Hasrat Bisnis Dan 

Cinta (14 November 2013) 
• Mengikuti Seminar “Ready For Future Bussiness? Prepare Yourself 

Now!” Kerjasama Yayasan Kalla Dengan STIE YPUP (17 Oktober 
2015) 

• Mengikuti Talkshow Nasional “Kesiapan Ekonomi Indonesia Dalam 
Menghadapi Persiapan Global“ (9 Mei 2016) 

• Piagam Registrasi Negara Akuntan (2017) 
• Mengikuti Workshop “Deteksi Fraud dengan Pemahaman Akuntansi 

Forensik” (7 Oktober 2017) 
• Mengikuti Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat 

Lanjutan (23-24 Mei 2017) 
• Mengikuti Workshop Internasional “Publishing In High Impact 

Journals”(1 April 2017) 
• Piagam Penghargaan “Satu Langkah Kecil Dengan Kepedulian Yang 

Besar Karena Senyum Mereka Adalah Senyum Kita” (2017) 
• Mengikuti Seminar Pasar Modal Menyongsong Masa Depan Dengan 

Berinvestasi“ (5 Juli 2017) 
• Mengikuti Seminar Nasional Strategi Implementasi Komoditi 

Unggulan Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Visi Misi 
Pembangunan Kabupaten Takalar 

• Mengikuti Pelatihan BIMTEK dan Audit Internal Borang Akreditasi 
Kopertis Wilayah IX (18-19 Juli 2018) 

• Pelatihan Life Cycle Product Dalam Selling Skill (14 September 2019) 
• Mengikuti Seminar Nasional HMJM STIE-YPUP Makassar dan Sosial 

Fintech Bersama AFPI dan Regulator (20 Juli 2019) 
 

 

 

 



428 || PERPAJAKAN (Edisi Revisi) 

6. KARYA ILMIAH YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN 
Tahun Judul 

Artikel/Buku 
Nama 

Berkala 
Volume Status 

2018 Perpajakan   ISBN : 978-
60252089-

3-5 
2020 Effect of Capital 

Structure and 
Good 

Corporate 
Governance on 

Financial 
Performance in 
Manufacturing 

Companies 
Based on The 

Indonesia 
Stock Exchange 

IOSR Jurnal 
and Business 

and 
Management 

Vol.22,Issue 
3,Ser.V 
(March 
2020) 

ISSN : 
2278-487X  

2020 Competencies 
of Apparatus 
and Internal 
Control System 
Effect on The 
Quality of 
Financial 
Statement 
Information 
and Good 
Governance 

European 
Journal of 

Business and 
Management 

Research 

Vol.5,No.4 
(July 2020) 

ISSN 2507-
1076 

 
7. PENGALAMAN ORGANISASI 

a. Ketua Komisariat HMI YPUP (1985-1986) 
b. Ketua Senat STIE-YPUP (1986-1987) 
c. Sekertaris Umum KKPMB (Kerukunan Keluarga Pelajar Mahasiswa 

Bima Ujung Pandang) (1987-1989) 
d. Pengurus KAHMI (Korps Alumni HMI Sulawesi Selatan ) 
e. Pengurus BAPOMI (Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia 

Sulawesi Selatan) 
f. Pengurus IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) cabang Sulawesi Selatan 



PERPAJAKAN (Edisi Revisi) || 429 

g. Ketua Umum KKB SULSEL (Kerukunan Keluarga Bima Sulawesi 
Selatan) (2015-Sekarang) 

h. Ketua Komite SDI Batang Kaluku (2010- Sekarang) 
i. Ketua Mesjid Nur Yasiin Kompleks Gowa Lestari (2014-2019) 
j. Koordinator BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Mega Tama 

Bangkit Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten 
Gowa (2015-Sekarang) 

k. Ketua RT (Rukun Tetangga) 01 (2008-Sekarang)  


